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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah
melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA, sehingga kami dapat
menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan
sebagai pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi,
sebagaimana Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dapat dijadikan
sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upaya
melakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan
kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini nantinya diharapkan mampu
memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia
sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan

pencapaian misi organisasi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Ngoro, 2 Januari 2024
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BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah
diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih
lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Pelaporan Kinerja dan
Pelaporan = Akuntabilitas  Kinerja Instansi Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam
tujuan dan sasaran yang telah  ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik,
Kecamatan Ngoro sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk
selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja
diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai
subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya
memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Ngoro, capaian
tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan Visi
dan Misi Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran
Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good
governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas
dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban
yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut,
Kecamatan Ngoro diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan
kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian

indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2|Page



Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf
Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah
berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan
kewenangan yang telah dilimpahkan dalam memimpin Penyelenggaraan
Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di
Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang
sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri

dari:

a. Camat.
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

c. Seksi Tata Pemerintahan.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
e. Seksi Sosial Budaya

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

g. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati
Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Camat

Kantor Kecamatan Ngoro dipimpin oleh seorang Camat
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah,mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat
Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan
dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.
Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :
- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum,;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;

- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
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- Pengelolaan urusan rumah tangga;

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan

perundang-undangan;

- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;

- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;

- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a.

Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan

kepegawaian;

. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan,

penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan

barang/jasa

. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan

kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan
keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan
dinas;

Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha
kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan
karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai
di lingkungan Kecamatan;

Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan
barang;

Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional
Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal,

Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di

bidang informasi dan komunikasi;

i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan

dokumentasi; dan

j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan

k.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Keuangan, Penyusunan Program, dan

Evaluasi mempunyai tugas :

4|Page



a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program
dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta
tahunan;

b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang,
jangka menengah serta tahunan;

c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan,;

d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan,;

e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta
melaksanakan tata usaha keuangan;

f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran
dokumen keuangan,;

g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi
keuangan;

h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan
pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi
vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan;

b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan
pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;

c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan
urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;

d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan
administrasi pemerintahan desa;

e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di
bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan
kepada Bupati;

g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan

Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
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Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan
kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar
Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
Melaksanakan tugas pembantuan; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

a.

Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam
perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum
musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan
dan Kecamatan;

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang
mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta
tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah
kerja Kecamatan;

Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan
pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/ Kelurahan di
wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
maupun swasta,;

Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan
mayarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas
pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah
kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan
masyarakat;

Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK;
dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

a.

Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data

pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
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Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di
bidang sosial budaya;

Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial
budaya;

Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga
keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga,
ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;

Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial
dan pemberdayaan perempuan;

Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi
kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

a.

Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman
serta ketertiban masyarakat;

Melaksanakan  penyelenggaraan  pelayanan di  bidang
ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat
dan bencana;

Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat
Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
Melaksanakan penyelenggaraaan pengendalian operasional
Polisi Pamong Praja Kecamatan;

Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain
termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya
dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan
ketertiban di Kecamatan;

Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas
dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-
undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat
Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di
bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,;
Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana
dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada
Bupati;

Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas

Camat; dan
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j- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Ngoro tersaji

dalam Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kecamatan Ngoro

CAMAT

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL SUB BAGIAN KEUANGAN,

SUB Bé‘;&'wv“ﬁmﬁ DAN PENYUSUNAN PROGRAM,
DAN EVALUAS|

SEKSI TATA SEKSI PEMBERDAYAAN SEKSI KETENTRAMAN DAN
PEMERINTAHAN MASYARAKAT SEKSI SOSIAL BUDAYA KETERTIBAN UMUM

Sumber Data: Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019

1. 2 Tugas dan Fungsi
Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018, Kecamatan mempunyai tugas
yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan

mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum,;

4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati:

5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;

6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan

kelurahan;
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8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan
Dearah yang ada di kecamatan; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan

perundang-undangan.

1. 3 Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Ngoro Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan

strategis adalah sebagai berikut:

1.

Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan
dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk
mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat
Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan
pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan
pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat,
efektif, ramah, inovatif dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan
tentunya dengan tetap mendasarkan pada Standart Operasional
Prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam
penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar
Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat.
Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan
terhadap pelayanan publik.

Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (service
excelent) harus diimbangi dengan citra organisasi dengan kompetensi
yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan
komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen
standar pelayanan publik. Sumber Daya Aparatur merupakan aset
strategis dalam kerangka perwujudan Good Goverment, mewujudkan
budaya kerja aparatur dengan penekanan kepada semangat kerja serta
aparatur sebagai “pelayanan masyarakat”.

Sumber Daya Aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan  pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan menekankan pada transparansi

dan akuntabilitas.
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Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Ngoro juga
mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi
upaya pembinaan, penyempurnaan, pengawasan dan pengendalian
manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk
meningkatkan kinerja seluruh aparatur.

Pengelolaan Keuangan dan Barang

Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal
strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan,
karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan
dan pengelolaan aset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk
mendukung terciptanya Good Goverment di Kecamatan.

Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan
pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep
Valur For Money sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula
dengan manajemen barang daerah dilaksanakan melalui tahapn
perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan
harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah
yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa.

Kecamatan Ngoro merupakan kawasan dengan tipologi pertanian
menuju pengembangan wilayah industri. Hal ini menjadi potensi ke

depan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, tidak

terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

1.

Keterbatasan anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan
Ngoro menjadikan kebutuhan Kecamatan Ngoro belum bisa
terakomodasi seluruhnya;

Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya
masih kurang;

Sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan dan
pembangunan yang ada di Kecamatan Ngoro masih terbatas;

Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat
program yang berkaitan dengan dinas, sehingga pihak kecamatan
tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan

program,;
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5. Perlu adanya limpahan kewenangan dari dinas terkait program
tertentu sehingga kecamatan mampu melaksanakan program secara

maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

1. 4 Cascading Kinerja
Visi dan Misi Bupati serta Tujuan dan Sasaran RPJMD telah
dijabarkan dan diseleraskan dalam bentuk dokumen cascading
keterkaitan tujuan dan sasaran kecamatan denga tujuan dan sasaran
antara RPJMD yang menunjang tercapainya visi dan misi Bupati, sebagai

berikut:

VISI:
BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG
BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING

MISI:
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih dan profesional

TUJUAN 1
Meningkatkan tata kelola pemerintahan, yang profesional,
akuntabel, transparan, dan efektif serta penyelenggaraan
layanan publik yang berkualitas
INDIKATOR TUJUAN (IKU) 1
Indeks Good Governance

SASARAN RPJMD 2 SASARAN RPJMD 1
Meningkatnya kualitas layanan publik Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi

INDIKATOR SASARAN (IKD) 2 INDIKATOR SASARAN (IKD) 1
Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Indeks Reformasi Birokrasi

TUJUAN 2 TUJUAN 1
Meningkatkan kualitas layanan publik Meningkatkan Akuntabilitas

INDIKATOR TUJUAN 2 INDIKATOR TUJUAN
Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN 2 SASARAN 1
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan
layanan Kecamatan

INDIKATOR SASARAN

2. IKM Kec. Ngoro
3. IPP Kec. Ngoro

4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan

Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat
waktu

6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB

Desa tepat waktu

INDIKATOR SASARAN
1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Ngoro
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1. 5 Peta Proses Bisnis

1.
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Proses Bisnis Utama di Kecamatan P.1 Koordinasi, fasilitasi,
pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam gambar di atas dapat
dijelaskan bahwa core utama dalam poin P.1 terdapat Core dibawahanya
yaitu Core Koordinasi yang mencakup proses bisnis tentang koordinasi
antar kabupaten dengan kecamatan dan turun ke desa, Core Fasilitasi
mencakup kegiatan fasilitasi program/kegiatan kabupaten kepada
desa/masyarakat, core Pembinaan mencakup kegiatan pembinaan
kapasitas aparatur desa, core monitoring dan evaluasi mencakup kegiatan
monitoring dan evaluasi program/kegiatan pemerintah kabupaten yang di
amanatkan ke pemerintah desa. Dari keseluruhan Core tersebut terdapat
variabel yang dapat mempengaruhi proses bisnis tersebut di antaranya

variabel peraturan Perundng-undangan dan Iklim Politik.

Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP X.700/534/415.15/2022
tanggal 18 Agustus 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasu SAKIP, Kecamatan Ngoro memperoleh nilai 75,56 dengan

predikat A (Memuaskan) dengan catatan hasil reviu sebagai berikut:
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1. Pelaporan Kinerja
Dalam penyajian dokumen Laporan Kinerja yang
menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam
mencapai kinerja yang meliputi efisiensi anggaran, efisiensi
sumber daya manusia (SDM) dan efisiensi sarana prasarana
memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan dengan menyajikan
informasi dan kriteria yang ditetapkan dengan menyajikan
informasi dan keterkaitan atas efisinsi sarana prasarana dengan
capaian kinerja organisasi.

2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Melaukan upaya perbaikan dan implementasi AKIP agar capaian
kinerja organisasi lebih baik dari tahun sebelumnya dan
menyajikan kendala atau hambatan yang dihadapi jika capaian

organisasi tidak lebih baik dari tahun sebelumnya.
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BAB I1I
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan
pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas
pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan
kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan
upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan
reenginering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang
lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan
merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif,
responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan
sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan
budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis
layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai
dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun
tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan
teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan
prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan
pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia),
keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan
kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam
kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan
ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang
bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk
mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada
Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan
tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang
akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh
indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama
untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan

program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta
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merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam
tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana
Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak
langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk
memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Ngoro pada
periode Tahun 2018-2023.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor
penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika
pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga
rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara
berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan
perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target
kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan
merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas
kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan
capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula
rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada
tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana
Strategis menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan
pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui
dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta
anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan
kegiatan, indikator kinerja,kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
pada Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

Rencana Progam dan Kegitaan Kecamatan Ngoro adalah sebagai
berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
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2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

AL

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penvediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Subkegiatan:

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional atau lapanganPenyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan:

Penvelenggaraan Urusan Pemerintahan vang tidak dilaksanakan oleh

unit kerja perangkat daerah vang ada di Kecamatan

Subkegiatan:

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di
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Wilayah Kecamatan
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan:

Penvelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala

Daerah
Subkegiatan:
1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya
di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdavaan Desa

Subkegiatan:
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa

Subkegiatan:
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Rencana Kerja tahun 2023 merupakan dokumen yang
menyajikan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada
tahun 2023. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi
Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas
kinerja pada tahun 2023. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan
sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2023

sebagaimana terlampir.

2.2 Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem

Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden
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Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan
tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB
Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan
lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai
pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan
kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Ngoro atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber
daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang
dihasilkan atas kegiatan tahun bersagkutan, tetapi termasuk kinerja
(outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya,
sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngoro Tahun 2023
mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Ngoro Tahun
2018-2023, dokumen Kertas Kerja Penetapan Target (KKTP) Tahun 2023,
dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Tahun 2023 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: sebagai wujud
nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Ngoro untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja
aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal
terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan
dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan

dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
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Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya Akuntabilitas dan Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan 76
" | Kinerja Kecamatan Ngoro
2 Meningkatnya kualitas IKM Kecamatan Ngoro 90,4
" | penyelenggaraan pemerintahan dan
layanan Kecamatan
IPP Kecamatan Ngoro 3,7
Persentase laporan kasus 100%
pelanggaran Perda/ Perkada
danTrantibum yang
ditindaklanjuti instansi terkait
Persentase 100%
pertanggungjawaban realisasi
APB Desa tepat waktu
Persentase evaluasi Raperdes 100%
APB Desa/ Perubahan APB
Desa tepat waktu
SASARAN INDIKATOR
NO [ SLSGRAM PROGRAM PROGRAM TARGET |  ANGGARAN
1 Meni.ngka_tnya.l Progra_m Persgntage ra_lta-rata 100% 2 611.704.364
capaian kinerja Penunjang capaian kinerja
aparatur Urusan aparatur
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
5 Meningkatnya Program Nilai Paten 87 6.225 000
Penyelenggaraan | Penyelenggaraan | Kecamatan
Pemerintahan Pemerintahan
dan Pelayanan dan Pelayanan
Publik Publik
Meningkatnya Program Persentase 100%
3. Penyelenggaraan | Penyelenggaraan | PHBN/PHBA yang 55.450.000
Urusan Urusan dilaksanakan
Pemerintahan Pemerintahan
Umum Umum
Persentase 100%
rekomendasi
Forkopimcam yang
ditindaklanjuti
4 Menin'gkat'nya Progra}m ' Persentase Laporan 100% 10.975.000
Koordinasi Koordinasi kasus pelanggaran
Ketentraman dan | Ketentraman dan | Perda/Perkada dan
Ketertiban Umum | Ketertiban Umum | Trantibum yang
dikoordinasikan ke
Instansi Terkait
5. Menin_gkatnya Progrgm Persentase Desa 100% 10.675.000
Pembinaan dan Pembinaan dan yang melaporkan
Pengawasan Pengawasan Pertanggungjawaban
Pemerintahan Pemerintahan Realisasi APB Desa
Desa Desa
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Persentase
Rekomendasi Hasil
Pembinaan dan
Pengawasan
Pelaksanaan APB
Desa yang
ditindaklanjuti

100%

Meningkatnya
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
dan Kelurahan

Program
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
dan Kelurahan

Persentase
Raperdes APB
Desa/ APB Desa
yang dievaluasi

100%

50.484.000

Jumlah
Lembaga/Badan
Usaha
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa/Kelurahan
Yang Aktif

26
lembaga

2.745.513.364
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Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam
penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa
Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan,
merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Ngoro dengan

Pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No | Kinerja Utama Indikator kinerja utama Rumus penghitungan/formula Sumber Data | Penangun
gJawab
1 |Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP Nilai Evaluasi AKIP tahun n Hasil Evaluasi CAMAT
Akuntabilitas dan SAKIP Kec. NGORO
Kinerja Ngoro
Kecamatan
2 |Meningkatnya kualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) IKM Kecamatan Ngoro tahun n Hasil Survey CAMAT
penyelenggaraan Kecamatan Ngoro IKMKec. Ngoro NGORO
pemerintahan dan
layanan Kecamatan = Pelayanan Publik (IPP) IPP Kecamatan Ngoro tahun n Hasil Survey IPP | CAMAT
Kecamatan Ngoro Kec. Ngoro NGORO
Persentase laporan kasus pelanggaran Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Laporan kasus CAMAT
Perda/ Perkada danTrantibum yang Trantibum yangtindaklanjuti PD/ instansi terkait Pelanggaran NGORO
ditindaklanjuti oleh perangkat daerah | -t e i e - x 100 % Perda dan
atau instansi terkait Jumlah laporan kasus pelanggaran perda/Perkada dan Trantibum
trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait
Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Laporan Evaluasi CAMAT
Desa tepat waktu tepat waktu Laporan NGORO
_____________________________________________________ x 100 % Pertanggungjawaba
Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa | N Pelaksanaan (LPP)
Desa tahunan
Persentase evaluasi Raperdes APB Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Laporan Evaluasi CAMAT
Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu Desa tepat waktu Raperdes APB Desa | NGORO

————————————————————————————————————————————————————— x 100 %
Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB
Desa

dan
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Untuk menunjang tercapainya Indikator Tujuan Utama (IKU)
Kecamatan Ngoro telah dirumuskan Indikator Program, Indikator

Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:
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Tabel 2.5
Program, Indikator Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023

NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR TARGET FORMULASI
KEGIATAN
Program: Persentase rata-rata capaian kinerja 100% Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd
Penunjang Urusan aparatur x100
Pemerintahanan Daerah jumlah pegawai
Kabupaten/ kota
Kegiatan: Persentase dokumen perencanaan, 100% Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran

Perencanaan, Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

penganggaran dan evaluasi kinerja PD
yang tersusun sesuai aturan

dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai
aturan

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran
dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

3 dokumen

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah tahun n

2. Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 5 laporan Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar
Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan realisasi kinerja yang tersusun tahun n
Capaian Kinerja dan Ikhtisar | Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan: 1. Persentase pencaiaran gaji dan 100% Realisasi pencairan gaji dan tunjangan ASN

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

tunjangan ASN tepat waktu

tepat waktu
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Anggaran gaji dan tunjangan ASN yang
ditargetkan

2. Persentase laporan keuangan yang
tersusun sesuai aturan

100%

Jumlah laporan keuangan yang tersusun
sesuai aturan

Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan

Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

14 orang/bulan

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN tahun n

2. Pelaksanaan
penatausahaan dan
pengujian/verifikasi
keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

12 dokumen

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD tahun n

3. Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
penyusunan laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
keuangan akhir tahun SKPD | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tahun n
Tahun SKPD
Kegiatan: Persentase pemenuhan pelayanan 100% Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi
Administrasi Umum administrasi perkantoran perkantoran
Perangkat Daerah | L e x100
Pelayanan administrasi perkantoran yang
ditargetkan
Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi 8 paket Jumlah Paket Komponen Instalasi
1. Penyedian komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
instalasi listrik/penerangan | yang Disediakan Disediakan tahun n
bangunan kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan | Jumlah Paket Peralatan dan 24 paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan tahun n
yang Disediakan
3. Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 1 paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang

Logistik Kantor

yang Disediakan

Disediakan tahun n
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4. Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

2 paket

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan tahun n

5. Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan

1 dokumen

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan tahun n

6. Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 4 laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun n

SKPD

Kegiatan: Persentase realisasi pengadaan sarana 100% Jumlah realisasi pengadaan sarana dan

Pengadaan barang milik dan prasarana aparatur prasarana

Daerah penunjang urusan | L e x100

pemerintah Daerah Pengadaan sarana dan prasana yang
ditargetkan

Sub Kegiatan : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 13 unit Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung

1. Pengadaan Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya yang

Prasarana Gedung Kantor yang Disediakan Disediakan tahun n

atau Bangunan Lainnya

Kegiatan: Persentase pemenuhan jasa penunjang 100% Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan

Penyediaan Jasa Penunjang | urusan pemerintah daerah pemerintah daerah

Urusan Pemerintahan | L e x100

Daerah Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan
pemerintah daerah yang ditargetkan

Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 24 laporan Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi,

1.Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumberdaya
Air dan Listrik

Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi
tahun n
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2. Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 25 laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan

Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Umum Kantor yang Disediakan tahun n
Disediakan

Kegiatan: Persentase Barang Milik Daerah dalam 100% Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi

Pemeliharaan Barang Milik kondisi baik baik

Daerah Penunjang Urusan | L e x100

Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara

Sub Kegiatan: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 10 unit Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau

1. Penyediaan Jasa atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan

Pemeliharaan, Biaya Lapangan yang Dipelihara dan Pajak dan Perizinannya tahun n

Pemeliharaan, Pajak, dan Dibayarkan Pajak

Perijinan Kendaraan Dinas dan Perizinannya

Operasional atau lapangan

2. Pemeliharaan/ Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 3 unit Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan

Rehabilitasi Gedung Kantor | Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi tahun

dan Bangunan Lainnya n

3. Pemeliharaan/ Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 16 unit Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Rehabilitasi Sarana dan Kantor atau Bangunan Lainnya yang atau Bangunan Lainnya yang

Prasarana Gedung Kantor Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi tahun n

atau Bangunan Lainnya

Program: Nilai Paten Kecamatan 87 Nilai PATEN Kecamatan Ngoro Tahun n

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pelayanan Publik

Kegiatan : Persentase pelayanan terpadu (PATEN) 100% Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai

Koordinasi Penyelenggaraan

yang sesuai standar

standar
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Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN)

Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 12 laporan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di
Kegiatan Pemerintahan di Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan tahun n
Tingkat Kecamatan
Program: Persentase PHBN/PHBA yang 100% Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA
Penyelenggaraan Urusan dilaksanakan | | TTTOTITIIOOT T T _———XlOO /o
Pemerintahan Umum Jumlah PHBN/PHBA yang direncanakan
Persentase rekomendasi Forkopimcam 100% Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang
yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti
————————————————————————————————————— x100%
Jumlah rekomendasi Forkopimcam
Kegiatan: Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 laporan Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA

Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah

PHBN/PHBA

tahun n

Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi
Forkopimcam

4 dokumen

Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi
Forkopimcam tahun n

Sub Kegiatan :
1. Pembinaan Persatuan dan
Kesatuan Bangsa

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan
Bangsa

100 orang

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan
Persatuan dan Kesatuan Bangsa tahun n

2. Pelaksanaan Tugas Forum
Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan

Jumlah Dokumen Tugas Forum
Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4 dokumen

Jumlah Dokumen Tugas Forum
Koordinasi Pimpinan di Kecamatan tahun n

Program:
Koordinasi Ketenteraman
dan Ketertiban Umum

Persentase Laporan kasus pelanggaran
Perda/Perkada dan Trantibum yang
dikoordinasikan ke Instansi Terkait

100%

Jumlah Laporan kasus pelanggaran
Perda/Perkada dan Trantibum yang
dikoordinasikan ke Instansi Terkait

Jumlah laporan kasus pelanggaran
Perda/Perkada
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Kegiatan: Jumlah kegiatan identifikasi kasus 12 kegiatan Jumlah kegiatan identifikasi kasus
Koordinasi Penerapan dan pelanggaran Perda/Perkada dan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum
Penegakan Peraturan Trantibum yang dilaksanakan yang dilaksanakan tahun n

Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah

Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 12 laporan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan
Koordinasi/Sinergi Dengan dengan Perangkat Daerah yang Tugas Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya
Perangkat Daerah yang dan Fungsinya di Bidang Penegakan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-
Tugas dan Fungsinya di Peraturan Perundang- Undangan Undangan dan/atau Kepolisian Negara
Bidang Penegakan Peraturan | dan/atau Kepolisian Negara Republik Republik Indonesia.tahun n
Perundang-Undangan Indonesia.

dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Program: Persentase Desa yang melaporkan 100% Jumlah Desa yang melaporkan
Pembinaan dan Pertanggungjawaban Realisasi APB pertanggungajwaban Realisasi APBDes
Pengawasan Pemerintahan | Desa Jumlah Desa
Desa
Persentase Rekomendasi Hasil 100% Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan
Pembinaan dan Pengawasan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang
g ditindaklanjuti
Pelaksanaan APB Desayang | | %x100%
ditindaklanjuti Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan APB Desa
Kegiatan : Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan 26 dokumen | Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan
Fasilitasi, Rekomendasi dan | dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n

Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa
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Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam 26 dokumen | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam
Fasilitasi Pengelolaan rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Pendayagunaan Aset Desa tahun n
Pendayagunaan Aset Desa
Program: 1. Persentase Raperdes APB 100% Jumlah Raperdes APBDesa dan Perubahan
Pemberdayaan Masyarakat | Desa/Perubahan APB Desa yang ﬁli)?_]_)f_sf_{'_a_r_ljg_ _(%l_e_‘_’_a_l_l’_lfi_sil_ _____ <100%
Desa dan Kelurahan dievaluasi Jumlah Raperdes APBDesa dan Perubahan
APB Desa
2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha 26 lembaga Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan
Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif tahun
Desa/Kelurahan Yang Aktif n
Kegiatan: Jumlah Lembaga/Badan Usaha 26 lembaga Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Masyarakat Desa yang dibina tahun n
Pemberdayaan Desa dibina
Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 4 laporan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas

Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan tahun n

30|Page




BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban
secara periodik. Kecamatan Ngoro sebagai SKPD pengemban misi organisasi
melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang SAKIP dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/618/2004
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.
Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis
dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja
sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran
ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah, sebagai berikut:

NO. NILAI ANGKA INTERPRETASI
1. >110% s/d 120% | : Istimewa (Sangat Berhasil)
2. >90% s/d 110% | : Baik (Berhasil)
3. >70% s/d 80% : Butuh Perbaikan (Cukup)
4. > 50% s/d 70% : Kurang
5. 0%-50% : Sangat Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian
indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka
capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase
capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada
angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja
dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih
transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang

diharapkan.
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Dalam laporan ini, Kecamatan Ngoro memberikan gambaran penilaian
tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator
kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-
masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Perubahan

Renstra Tahun 2018-2023 serta Renja Perubahan 2023.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngoro diukur dari tingkat
keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen
Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2023,
Kecamatan Ngoro memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam
6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Ngoro tahun 2023
diperoleh dari pembandingan antara target capaian indikator sasaran yang
telah ditetapkan dalam Penatapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian
realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi
dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan
dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja
dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara
output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini
menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan
memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa
pembanding, meliputi:

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan
Ngoro Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:
Tujuan : 1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
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Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI PERSENTASE
STRATEGIS KINERJA CAPAIAN
Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP
Akuntabilitas
d . . 76 80.74 106.24%
an Kinerja
Kecamatan
Meningkatnya IKM Kecamatan Ngoro 90.4 92.08 101.86%
kualitas
penyelenggaraan IPP Kecamatan Ngoro 3.70 3.26 88.11%

pemerintahan dan
layanan Kecamatan| Persentase laporan
kasus pelanggaran

Perda/ Perkada dan
Trantibum yang 100 100 100.00%
ditindaklanjuti oleh
perangkat daerah

atau instansi terkait
Persentase
pertanggungjawaban
realisasiAPB Desa
tepat waktu
Persentase

evaluasi Raperdes
APB
Desa/Perubahan 100 100 100.00%
APB Desa tepat
waktu

100 100 100.00%

RATA - RATA CAPAIAN IKU 99,37%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja
Utama (IKU) dapat diketahui bahwa capaian indikator IKU Kecamatan
Ngoro Tahun 2022 tidak dapat mencapai target capaian kinerja hanya
99,37% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 76 telah tercapai 80,74 dengan
tingkat capaian 106,24% berdasarkan hasil LHE SAKIP no.
X.700/534/415.15/2023 tanggal 18 Agustus 2023.

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan Bobot Capaian Kecamatan

Ngoro adalah sebagai berikut:

Nilai
%
No. Komponen Bobot Hasil Ket.
Capaian
Evaluasi

1 Perencanaan 30% 26,41 88,04
Kinerja

2 Pengukuran 30% 23,90 79,68
Kinerja
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3 | Pelaporan Kinerja | 15% 8,18 54,52 Nilai
terendah
4 | Evaluasi Kinerja 25% 22,25 89,00
TOTAL 100% | 80,74

Untuk peningkatan capaian AKIP tahun depan akan dilakukan
perbaikan pada dokumen pelaporan kinerja.

. IKM Kecamatan Ngoro ditargetkan 90,4 telah tercapai 92,08 dengan
tingkat capaian 101,86%. Dari S jenis layanan berdasarkan hasil
survey IKM pada aplikasi sukma santri yaitu Fasilitasi KTP-
elektronik, Fasilitasi Kartu Keluarga (KK), Fasilitasi SKCK, Fasilitasi
Pindah Kependudukan (Mutasi Kependudukan) dan Fasilitasi Surat

Keterangan lainnya

No. Jenis Layanan IKM Keterangan
1 Fasilitasi KTP- 89,86 Sangat Baik
elektronik
2 Fasilitasi Kartu 85,42 Baik
Keluarga (KK)
Fasilitasi SKCK 100 Sangat Baik
4 Fasilitasi Pindah 87,22 Baik
Kependudukan
(Mutasi
Kependudukan)
5 Fasilitasi Surat 97,92 Sangat Baik
Keterangan
Lainnya
Rata-Rata 92,08

Dari hasil diatas ada 2 jenis pelayanan dengan nilai terendah yaitu
Fasilitasi Kartu Keluarga (KK) dan Fasilitasi Kependudukan (Mutasi
Kependudukan) diketahui bahwa ada 1 unsur layanan dengan nilai

Kurang Baik dengan rincian sebagai berikut:

Rata-Rata
No. Unsur Layanan Unsur Keterangan
1. Persyaratan 90 Sangat Baik
2. Prosedur 85 Baik
3. Waktu 85 Baik
4. Biaya/Tarif 100 Sangat Baik
S. Produk Spesifikasi | 85 Baik
Pelayanan
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6. Kompentesi 95 Sangat Baik
Pelaksana

7. Perilaku Pelaksana 90 Sangat Baik
Sarana dan | 85 Baik
Prasarana

9. Penanganan 70 Kurang Baik
Pengaduan

Dari table diatas dapat ditarik kesimpulan untuk meningkatkan
kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2023 akan dilakukan
perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan pengaduan
berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara
pelayanan publik.

. IPP Kecamatan Ngoro ditargetkan 3,7 hanya tercapai 3,26 dengan
tingkat capaian 88,11%. Dari hasil evaluasi aspek penilaian IPP

dengan rincian sebagai berikut:

No. Aspek Nilai Nilai
Indikator Aspek
1. | Kebijakan 2,94 0,71
Pelayanan
2. | Profesional SDM 2,8 0,7
Sarana dan 4,32 0,78
Prasarana
4. | Sistem  Informasi 3,3 0,36
Pelayanan Publik
5. | Konsultasi dan 3,55 0,36
Pengaduan
6. | Inovasi 0 0

Dari table diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 6 aspek
penilaian yang paling rendah adalah inovasi. Untuk mencapai
target kinerja lebih baik pada tahun depan akan dilakukan
perbaikan pada semua aspek karena pada semua aspek penilaian
IPP masih rendah sesuai rekomendasi tim penilai terutama inovasi.
. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang
ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait target
100% tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap kasus
pelanggaran perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut
dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk

segera ditindaklanjuti.
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5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu
ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian
100%. Setiap desa di Kecamatan Ngoro telah melaporkan realisasi
APB Desa tepat waktu berupa LRA akhir Tahun beserta perdesnya
tepat waktu sebanyak 13 dokumen, berdasarkan Permendagri No 20
tahun 2018 pasal 70 dimana Kepala Desa menyampaiakan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati
/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan
pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3(tiga) bulan
setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan
peraturan desa serta kewajiban kecamatan untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap Realisasi APB Desa agar
berjalan sesuai aturan

6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat
waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat
capaian 100%. Setiap Desa di Kecamatan Ngoro telah menyusun
Raperdes RKPDes dan Raperdes APBDes tepat waktu sebanyak 26
dokumen. Berdasarkan Permendagri No 111 tahun 2014 pasal 14
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan, tata ruang
dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati
oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Bupati / Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3
(tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi

Pencapaian kinerja tersebut dilandasi semangat sesuai pada
pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan

pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum,

tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan,
proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas
dan keadilan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data

dan informasi, sebagai berikut:
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Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Ngoro Tahun 2023

NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN
1. | Melebihi/melampaui target -

2. | Sesuai target -

3. | Tidak mencapai target 99,37

Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator
Kinerja Utama Kecamatan Ngoro Tahun 2023 berikut disajikan
capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah

ditetapkan, sebagai berikut:
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Tabel 3.3

Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2023

NO| PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR TARGET REALISASI %
KEGIATAN CAPAIAN
Program: Persentase rata-rata capaian kinerja 100% 100% 100
Penunjang Urusan aparatur
Pemerintahanan Daerah
Kabupaten/ kota
Kegiatan: Persentase dokumen perencanaan, 100% 100% 100
Perencanaan, Penganggaran dan | penganggaran dan evaluasi kinerja PD
Evaluasi Kinerja Perangkat yang tersusun sesuai aturan
Daerah
Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 3 dokumen 3 dokumen 100
1. Penyusunan Dokumen Daerah
Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 5 laporan 5 laporan 100
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan: 1. Persentase pencaiaran gaji dan 100% 100% 100
Administrasi Keuangan tunjangan ASN tepat waktu
Perangkat Daerah
2. Persentase laporan keuangan yang 100% 100% 100

tersusun sesuai aturan
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Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 14 14 100
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN orang/bulan orang/bulan
Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan |Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 12 dokumen 12 dokumen 100
dan pengujian/verifikasi Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
keuangan SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 laporan 1 laporan 100
laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD
Kegiatan: Persentase pemenuhan pelayanan 100% 100% 100
Administrasi Umum Perangkat administrasi perkantoran
Daerah
Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi 8 paket 8 paket 100
1. Penyedian komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
instalasi listrik /penerangan yang Disediakan
bangunan kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 24 paket 24 paket 100
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor

yang Disediakan
3. Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 1 paket 1 paket 100
Kantor Disediakan
4. Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2 paket 2 paket 100
dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
5. Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 1 dokumen 1 dokumen 100
dan Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-Undangan yang
undangan Disediakan
6. Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 4 laporan 4 laporan 100

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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Kegiatan: Persentase realisasi pengadaan sarana 100% 100% 100
Pengadaan barang milik Daerah | dan prasarana aparatur
penunjang urusan pemerintah
Daerah
Sub Kegiatan : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 13 unit 13 unit 100
1. Pengadaan Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Prasarana Gedung Kantor atau | yang Disediakan
Bangunan Lainnya
Kegiatan: Persentase pemenuhan jasa penunjang 100% 100% 100
Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah
Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 24 laporan 24 laporan 100
1.Penyediaan Jasa Komunikasi, | Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 25 laporan 25 laporan 100
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
Kegiatan: Persentase Barang Milik Daerah dalam 100% 100% 100
Pemeliharaan Barang Milik kondisi baik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 10 unit 10 unit 100

1. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perijinan Kendaraan Dinas
Operasional atau lapangan

atau

Lapangan yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak

dan Perizinannya
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2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 3 unit 3 unit 100
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 16 unit 16 unit 100
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Kantor atau Bangunan Lainnya | Dipelihara/Direhabilitasi
Program: Nilai Paten Kecamatan 87 96,63 111,07
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan
Publik
Kegiatan : Persentase pelayanan terpadu (PATEN) 100% 100% 100
Koordinasi Penyelenggaraan yang sesuai standar
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 12 laporan 12 laporan 100
Peningkatan Efektifitas Kegiatan | Pelaksanaan Pelayanan kepada
Pemerintahan di Tingkat Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kecamatan
Program: Persentase PHBN/PHBA yang 100% 100% 100
Penyelenggaraan Urusan dilaksanakan
Pemerintahan Umum
Persentase rekomendasi Forkopimcam 100% 100% 100
yang ditindaklanjuti
Kegiatan: Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 laporan 1 laporan 100
Penyelenggaraan Urusan PHBN/PHBA
Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah
Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi 4 dokumen 4 dokumen 100

Forkopimcam
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Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 100 orang 100 orang 100
1. Pembinaan Persatuan dan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Dokumen Tugas Forum 4 dokumen 4 dokumen 100
Koordinasi Pimpinan di Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Kecamatan
Program: Persentase Laporan kasus pelanggaran 100% 100% 100
Koordinasi Ketenteraman dan | Perda/Perkada dan Trantibum yang
Ketertiban Umum dikoordinasikan ke Instansi Terkait
Kegiatan: Jumlah kegiatan identifikasi kasus 12 kegiatan 12 kegiatan 100
Koordinasi Penerapan dan pelanggaran Perda/Perkada dan
Penegakan Peraturan Daerah Trantibum yang dilaksanakan
dan Peraturan Kepala Daerah
Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 12 laporan 12 laporan 100
Koordinasi/Sinergi Dengan dengan Perangkat Daerah yang Tugas
Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
dan Fungsinya di Bidang Peraturan Perundang- Undangan
Penegakan Peraturan dan/atau Kepolisian Negara Republik
Perundang-Undangan dan/atau | Indonesia.
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Program: Persentase Desa yang melaporkan 100% 100% 100
Pembinaan dan Pengawasan Pertanggungjawaban Realisasi APB
Pemerintahan Desa Desa
Persentase Rekomendasi Hasil 100% 100% 100

Pembinaan dan Pengawasan
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Pelaksanaan APB Desa yang
ditindaklanjuti

Kegiatan : Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan 26 dokumen 26 dokumen 100
Fasilitasi, Rekomendasi dan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa
Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam 26 dokumen 26 dokumen 100
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan | rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan
Desa dan Pendayagunaan Aset Pendayagunaan Aset Desa
Desa
Program: 1. Persentase Raperdes APB 100% 100% 100
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Perubahan APB Desa yang
Desa dan Kelurahan dievaluasi
2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha 26 lembaga 26 lembaga 100
Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan Yang Aktif
Kegiatan: Jumlah Lembaga/Badan Usaha 26 lembaga 26 lembaga 100
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang
Pemberdayaan Desa dibina
Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 4 laporan 4 laporan 100

Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
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3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun

terakhir

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja

Target Realisasi
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahunan 2021 2022 2023
Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP
Akuntabilitas
o 76 72,92 75,56 80.74
dan Kinerja
Kecamatan
Meningkatnya IKM Kecamatan Ngoro
kualitas
penyelenggaraan 90.4 89,83 90.3 92.08
pemerintahan dan
layanan
Kecamatan
IPP Kecamatan Ngoro 3.70 3,438 3,64 326
Persentase laporan kasus
pelanggaran Perda/
Perkada dan Trantibum o o
yvang ditindaklanjuti oleh 100 100% 100% 100
perangkat daerah atau
instansi terkait
Persentase
pertanggungjawaban o o
realisasiAPB Desa tepat 100 100% 100% 100
waktu
Persentase evaluasi
Raperdes APB o o
Desa/Perubahan APB Deg 100 100% 100% 100
tepat waktu

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan

realisasi kinerja dari tahun 2021-2023 sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan

kinerja. Pada 2021-2022 meningkat 2,64 pada tahun 2022-2023
meningkat 5,18. Kenaikan pada tahun 2023 lebih signifikan
dibandingkan 2022 dapat disimpulkan kinerja lebih baik setiap
tahunnya

. IKM Kecamatan Ngoro dari tahun 2021-2022 mengalami kenaikan
0,47 pada tahun 2022-2023 meningkat 1,78. Kenaikan pada tahun
2023 lebih signifikan dibandingkan 2023 dapat disimpulkan
bahwa kinerja lebih baik setiap tahunnya.

. IPP Kecamatan Ngoro dari tahun 2021-2022 meningkat 0,202
sedangkan tahun 2022-2023 menurun drastis 0,38. Dapat
disimpulkan bahwa kinerja tidak lebih setiap tahunnya. Ada
beberapa permasalahan hasil evaluasi IPP yang terjadi pada tahun
2023 dan akan dilaksanakan beberapa strategi dalam peningkatan
capaian IPP ditahun yang akan dating.

. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan

Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau
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instansi terkait setiap tahunnya tetap 100%

Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu

setiap tahunnya tetap 100%

Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa

tepat waktu setiap tahunnya tetap 100%

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Program

Target Realisasi
Sasaran Program Program Indikator Tahunan 2021 2022 2023
Program
Meningkatnya Program Persentase rata- 100% 100% 100% 100%
capaian Penunjang rata capaian
kinerja Urusan kinerja aparatur
aparatur pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatnya Program Nilai Paten 87 85,05 86,61 96,63
Penyelenggaraan Penyelenggaraan [Kecamatan
pemerintahan dan pemerintahan dan|
pelayanan publik  [Pelayanan Publik
Meningkatnya Penyelenggaraan [Persentase 100% 100% 100% 100%
Penyelenggaraan Urusan PHBN/PHBA yang
Urusan Pemerintahan dilaksanakan
Pemerintahan Umum Persentase 100% 100% 100% 100%
Umum rekomendasi
Forkopimcam yang
ditindaklanjuti
Meningkatnya Program Persentase laporan 100% 100% 100% 100%
Koordinasi Koordinasi kasus pelanggaran
Ketentraman dan  [Ketentraman dan [Perda/Perkada
Ketertiban Umum [Ketertiban dan Trantibum
Umum yang
dikoordinasikan ke
Instansi Terkait
Meningkatnya Program Persentase 100% 100% 100% 100%
Pemberdayaan Pemberdayaan  [Raperdes APB
Masyarakat Desa = Masyarakat Desa Desa/ Perubahan
dan Kelurahan dan Kelurahan |APB Desa yang
dievaluasi
Jumlah 26 26 26 26
Lembaga/Badan Lembaga | Lembaga | Lembaga | Lembaga
Usaha
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa/Kelurahan
Yang Aktif
Meningkatnya Program Persentase Desa 100% 100% 100% 100%
Pembinaan dan Pembinaan dan yang melaporkan
Pengawasan Pengawasan Pertanggungjawa
Pemerintahan Desa [Pemerintahan ban Realisasi APB
Desa Desa
Persentase 100% 100% 100% 100%
Rekomendasi

Hasil Pembinaan
dan Pengawasan
Pelaksanaan APB
Desa yang
ditindaklanjuti
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan
realisasi kinerja atas program dari tahun 2021-2023 sebagai berikut:

1. Persentase rata rata capaian kinerja aparatur dari tahun 2021-
2023 tetap dengan rata-rata kinerja sebesar 100%

2. Nilai Paten Kecamatan IKM Kecamatan Ngoro dari tahun 2021-
2023 mengalami peningkatan kinerja. Pada 2021 - 2022
mengalami penurunan sebesar 1,56 dan 2022 - 2023 mengalami
peningkatan sebesar 10,02.

3. Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan dari tahun 2021-2023
tetap sebesar 100%

4. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti dari
tahun 2021-2023 tetap sebesar 100%

5. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan
Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait dari tahun
2021-2023 tetap sebesar 100%

6. Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang
dievaluasi dari tahun 2021-2023 tetap sebesar 100%

7. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan Yang Aktif dari tahun 2021-2023 tetap sejumlah
26 Lembaga

8. Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi
APB Desa dari tahun 2021-2023 tetap sebesar 100%

9. Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti dari tahun 2021-2023
tetap sebesar 100%

3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka

menengah
Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Tingkat
Akhir Akhir Kemajuan
Renstra Renstra
1 2 3 4 5
Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP
Akuntabilitas
73,5
L ’ 109,85%
dan Kinerja 30.74 °
Kecamatan
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kualitas

layanan

Meningkatnya IKM Kecamatan Ngoro

penyelenggaraan
pemerintahan dan |IPP Kecamatan Ngoro

Kecamatan

90 92.08 102,31%

3,6 3.26 90,56%

Persentase laporan kasus
pelanggaran 100% 100%
Perda/Perkada dan
Trantibum yang 100
ditindaklanjuti oleh
perangkat daerah atau
instansi terkait
Persentase
pertanggungjawaban 100% 100%
realisasi APB Desa tepat 100
waktu

Persentase evaluasi
Raperdes APB 100% 100%
Desa/Perubahan APB 100
Desa tepat waktu

RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN | 100,45 |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan

realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP telah berhasil mencapai target capaian renstra

dengan tingkat kemajuan 109,85% target periode akhir renstra

73,5 pada tahun 2023 telah tercapai 80,74.

2. IKM Kecamatan Ngoro telah berhasil mencapai target capaian

renstra dengan tingkat kemajuan 102,31%, target akhir periode

renstra adalah 90 pada tahun 2023 telah tercapai 92,08

3. IPP Kecamatan Ngoro tidak berhasil mencapai target capaian

renstra karena pada tahun 2023 nilai mengalami penurunan

dengan tingkat 90,56%, target akhir periode renstra 3,6 pada

tahun 2022 hanya tercapai 3,26. Target akhir periode renstra tidak

tercapai karena beberapa hambatan yaitu:

Penyusunan Standart Pelayanan belum optimal dan belum
melibatkan unsur masyarakat, memperhatikan hasil SKM
dan pengaduan masyarakat

Belum diselenggarakannya review standart pelayanan
Tindak lanjut atas hasil SKM belum optimal

Belum ada penambahan jam pelayanan

Belum ada reward punishment bagi petugas layanan dalam
rangka peningkatan motivasi kerja

Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk kelompok
rentan (toilet difabel)

Belum ada upaya penciptaan inovasi pelayanan publik

4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan

Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau
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instansi terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100%

karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%

5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu

telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai

akhir periode renstra target tetap 100%

6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa

tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100%

karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Program s/d Akhir Periode Renstra
Sasaran Program Indikator Program | Target | Realisasi | Tingkat
Program Akhir Kemajuan
Renstra
1 2 3 4 5
Meningkatnya Program Persentase rata-rata 100% 100% 100%
capaian kinerja | Penunjang capaian kinerja
aparatur Urusan aparatur
pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatnya Program Nilai Paten 85,20 96,63 113,4%
Penyelenggaraan | Penyelenggaraan | Kecamatan
pemerintahan pemerintahan
dan pelayanan dan Pelayanan
publik Publik
Meningkatnya Penyelenggaraan | Persentase 100% 100% 100%
Penyelenggaraan | Urusan PHBN/PHBA yang
Urusan Pemerintahan dilaksanakan
Pemerintahan Umum
Umum
Persentase 100% 100% 100%
rekomendasi
Forkopimcam yang
ditindaklanjuti
Meningkatnya Program Persentase laporan 100% 100% 100%
Koordinasi Koordinasi kasus pelanggaran
Ketentraman Ketentraman Perda/Perkada dan
dan Ketertiban dan Ketertiban Trantibum yang
Umum Umum dikoordinasikan ke
Instansi Terkait
Meningkatnya Program Persentase Raperdes 100% 100% 100%
Pemberdayaan Pemberdayaan APB Desa/
Masyarakat Masyarakat Perubahan
Desa dan Desa dan APB Desa yang
Kelurahan Kelurahan dievaluasi
Jumlah 26 26 100%
Lembaga/Badan Lembaga | Lembaga
Usaha
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa/Kelurahan
Yang Aktif
Meningkatnya Program Persentase Desa 100% 100% 100%
Pembinaan dan | Pembinaan dan | yang melaporkan
Pengawasan Pengawasan Pertanggungjawaban
Pemerintahan Pemerintahan Realisasi APB Desa
Desa Desa
Persentase 100% 100% 100%

Rekomendasi Hasil
Pembinaan dan
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Pengawasan
Pelaksanaan APB
Desa yang
ditindaklanjuti

RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN 101,24%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan

realisasi program terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1.

Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur telah berhasil
mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 100%,
target periode akhir renstra 100% pada tahun 2023 telah tercapai
100%.

. Nilai Paten Kecamatan telah berhasil mencapai target capaian

renstra dengan tingkat kemajuan 113,41%, target akhir periode

renstra adalah 85,20 pada tahun 2023 telah tercapai 94,69

. Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan target capaian renstra

dengan tingkat kemajuan 100%, target akhir periode renstra 100%
pada tahun 2023 telah tercapai 100%

Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti telah
mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir
periode renstra target tetap 100%

Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada  dan
Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait telah
mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir
periode renstra target tetap 100%

Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang
dievaluasi telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena
sampai akhir periode renstra target tetap 100%

Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan Yang Aktif telah mencapai tingkat kemajuan
sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 26
Lembaga

Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi
APB Desa telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena

sampai akhir periode renstra target tetap 100%

. Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti telah mencapai tingkat
kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra

target tetap 100%

49| Page




3.1.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi

Kinerja di Level Nasional/Internasional

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kabupaten,
Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis Indikator Kinerja | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi Ket.
Tahun n | Kabupaten | Provinsi | Nasional
1 2 3 4 5
Meningkatnya Nilai Evaluasi Indikator
Akuntabilitas AKIP nasional
dan Kinerja adalah nilai
K 72,70 83,86 63,26 akuntabilitas
ecamatan 80.74 . .
kinerja rata-
rata nasional
Meningkatnya IKM Kecamatan Ngory
kualitas KemenpanRB
penyelenggaraan belum
pemerintahan dan 92.08 88,38 86,25 - merilis hasil
layanan rata-rata IKM
Kecamatan nasional
IPP Kecamatan Ngoro KemenpanRB
belum
merilis
3,39 4,36 - Indeks
3.26 Pelayanan
Publik
Nasional
Persentase laporan - Tidak
kasus pelanggaran ditemukan
Perda/Perkada dan hasil
Trantibum yang nasional
ditindaklanjuti oleh 100
perangkat daerah atai
instansi terkait
Persentase Tidak
pertanggungjawaban - ditemukan
realisasi APB Desa 100 hasil
tepat waktu nasional
Persentase evaluasi Tidak
Raperdes APB - ditemukan
Desa/Perubahan APB 100 hasil
Desa tepat waktu nasional

Sumber: Laporan Kinerja Kemenpan RB tahun 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan

realisasi kinerja terhadap realisasi kinerja di level kabupaten, provinsi

dan nasional sebagai berikut:

1. Realisasi Nilai Evaluasi AKIP telah tercapai 80,74 melebihi realisasi

nasional yaitu nilai akuntabilitas kinerja nasional 67,93 dengan

selisih 17,48. Apabila dibandingkan dengan provinsi masih rendah

dengan selisih -3,12,

realisasi kabupaten lebih tinggi 8,04

sedangkan bila dibandingkan dengan

2. IKM Kecamatan Ngoro tercapai 92,08 telah melebihi realisasi

kabupaten dengan selisih 3,7 dan juga melebihi capaian provinsi

dengan selisih 5,83. Sedangkan untuk realisasi nasional belum
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dirilis.

3. IPP Kecamatan Ngoro tercapai 3,26 masih dibawah realisasi Indeks
Pelayanan Publik Kabupaten dengan selisih -0,13 dan juga masih
dibawah realisasi Provinsi dengan selisih -1,1. Untuk
meningkatkan capaian IPP tahun depan akan dilakukan beberapa
strategi sebagai berikut:

o Aspek Kebijakan pelayanan:

- Mengupayakan pelibatan unsur masyarakat dalam proses
penyusunan standar pelayanan

- Meninjau wulang secara berkala terhadap standar
pelayanan

-  Mengupayaka publikasi hasil SKM pada media publikasi
lain baik online maupun offline

- Melakukan upaya percepatan tindaklanjut atas hasil SKM

o Aspek Profesionalisme SDM:

- Mengupayakan penambahan jam pelayanan

- Mengupayakan penambahan jenis mekanisme
peningkatan motivasi kerja

o Aspek sarana dan prasarana:

- Mengupayakan penambahan sarana prasarana bagi

pengguna layanan kelompok rentan
o Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik:

- Mengupayakan penyediaan system informasi pelayanan
publik pendukung operasional pelayanan

- Mengupayakan melakukan pemutakhiran data dan
informasi kanal digital

o Aspek Konsultasi dan Pengaduan:

- Menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi
pengaduan baik secara manual atau dapat mengambil
data dari statistik SP4N-LAPOR

o Aspek INOVASI

- Mengupayakan penciptaan inovasi pelayanan publik

4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan
Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau
instansi terkait tidak ditemukan hasil kabupaten, provinsi dan
nasional

5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu
tidak ditemukan hasil kabupaten, provinsi dan nasional

6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa
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tepat waktu tidak ditemukan hasil kabupaten, provinsi dan

nasional

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Program dengan Realisasi Kabupaten,
Provinsi dan Nasional

Program Indikator Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi Ket
Program Tahun n | Kabupaten | Provinsi | Nasional
2 3 4 5
Program Persentase rata- 100% - - - Tidak
Penunjang rata capaian ditemukan
Urusan kinerja aparatur hasil
pemerintahan Kabupaten,
Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota Nasional
Program Nilai Paten 96,63 - - - Tidak
Penyelenggaraan | Kecamatan ditemukan
pemerintahan hasil
dan Pelayanan Kabupaten,
Publik Provinsi dan
Nasional
Penyelenggaraan | Persentase 100% - - - Tidak
Urusan PHBN/PHBA ditemukan
Pemerintahan yang hasil
Umum dilaksanakan Kabupaten,
Provinsi dan
Nasional
Persentase 100% - - - Tidak
rekomendasi ditemukan
Forkopimcam hasil
yang Kabupaten,
ditindaklanjuti Provinsi dan
Nasional
Program Persentase 100% - - - Tidak
Koordinasi laporan kasus ditemukan
Ketentraman pelanggaran hasil
dan Ketertiban Perda/Perkada Kabupaten,
Umum dan Trantibum Provinsi dan
yang Nasional
dikoordinasikan
ke Instansi
Terkait
Program Persentase 100% - - - Tidak
Pemberdayaan Raperdes APB ditemukan
Masyarakat Desa/ hasil
Desa dan Perubahan Kabupaten,
Kelurahan APB Desa yang Provinsi dan
dievaluasi Nasional
Jumlah 26 - - - Tidak
Lembaga/Badan | Lembaga ditemukan
Usaha hasil
Pemberdayaan Kabupaten,
Masyarakat Provinsi dan
Desa/Kelurahan Nasional
Yang Aktif
Program Persentase Desa 100% - - - Tidak
Pembinaan dan | yang melaporkan ditemukan
Pengawasan Pertanggungjawa hasil
Pemerintahan ban Realisasi Kabupaten,
Desa APB Desa Provinsi dan
Nasional
Persentase 100% - - - Tidak
Rekomendasi ditemukan
Hasil Pembinaan hasil
dan Pengawasan Kabupaten,

Pelaksanaan

Provinsi dan
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APB Desa yang Nasional
ditindaklanjuti

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan

realisasi program terhadap realisasi kinerja di level Kabupaten, Provinsi

dan nasional sebagai berikut:

1.

Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur yang mencapai 100%
menunjukkan bahwa kecamatan ini berhasil dalam mengelola
sumber daya manusia mereka dengan baik. Keberhasilan ini
mencerminkan komitmen kecamatan dalam memastikan bahwa
para aparatur memiliki kemampuan dan keterampilan yang
diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif,
sehingga mencapai target kinerja yang ditetapkan. Untuk level
Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data

capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.

. Nilai Paten 96,63 menunjukkan bahwa Kecamatan Ngoro telah

berhasil dalam menyediakan pelayanan publik yang terpadu dan
efisien kepada masyarakat. Angka ini mencerminkan komitmen
kecamatan dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan
publik, serta kemampuan untuk mengatasi kebutuhan masyarakat
secara holistik melalui pendekatan terpadu. Untuk level
Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data

capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.

. Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan 100% Hal ini

menunjukkan keterlibatan aktif dari pemerintah kecamatan dan
masyarakat dalam memperingati hari-hari besar nasional yaitu
PHBN HUT RI

Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti 100 %.
Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti
mencerminkan sejauh mana kecamatan mampu merespons dan
melaksanakan saran atau rekomendasi yang diberikan oleh
lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Ngoro
memiliki komitmen untuk mengambil tindakan berdasarkan
masukan dan rekomendasi dari Forkopimcam, sehingga
memperkuat kerjasama antarlembaga dan meningkatkan
efektivitas pengelolaan kecamatan. Untuk level Kabupaten,
Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program
sehingga tidak dapat dibandingkan.

Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan
Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait 100 %

menunjukkan bahwa Kecamatan Ngoro memiliki sistem koordinasi
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yang baik dengan instansi terkait dan dapat menangani
pelanggaran dengan cepat dan efisien. Untuk level Kabupaten,
Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program
sehingga tidak dapat dibandingkan.

. Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang
dievaluasi 100% mencerminkan tingkat kemajuan dalam
penyusunan peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan
keuangan desa serta menunjukkan bahwa Kecamatan Ngoro
memiliki komitmen dan kemampuan untuk merencanakan secara
cermat penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan
prioritas masyarakat. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan
Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga
tidak dapat dibandingkan.

. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan Yang Aktif 26 lembaga. Jumlah PKK dan BUMDes
yang aktif mencerminkan tingkat partisipasi dan keterlibatan
masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di tingkat lokal. Jika
jumlah lembaga aktif meningkat atau stabil, menunjukkan adanya
kesadaran dan komitmen dari masyarakat untuk mengambil peran
dalam pengembangan desa atau kelurahan. Untuk level
Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data
capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.

. Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi
APB Desa 100% mencerminkan tingkat kepatuhan dan
keterbukaan desa-desa dalam melaporkan penggunaan anggaran
desa dan menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen dari
pemerintah desa untuk memastikan transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk level
Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data
capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan

. Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti 100% memberikan
gambaran tentang efektivitas sistem pengawasan dan pembinaan
terhadap pelaksanaan APB Desa di tingkat desa hal ini
mencerminkan tingkat keterlibatan dan respon pemerintah desa
terhadap rekomendasi dan masukan dari pihak yang melakukan
pembinaan dan pengawasan dan menunjukkan adanya komitmen
dari pemerintah desa untuk melakukan perbaikan dan

peningkatan dalam pelaksanaan APB Desa berdasarkan saran dan
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rekomendasi yang diberikan. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan
Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga

tidak dapat dibandingkan.

2. Analisis atas Realisasi Kinerja
Pada tahun 2023 target sasaran strategis Kecamatan Ngoro
dapat tercapai dengan rata — rata capaian kinerja 99,37% dengan kata
lain kinerja kecamatan tidak dapat mencapai target yang telah
ditetapkan pada semua indikator sasaran strategis yang telah
diperjanjikan dalam perjanjian kinerja
4.1 Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja
a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam
pemerintahan dan  penyelenggaraan  otonomi daerah.
Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya
perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural
dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah
satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut
kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang
sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas
dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah
dalam kerangka asas desentralisasi.
b. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan
terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman
PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka
dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada
masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang

Bupati kepada Camat.
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4.2 Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam

pelaksanaan pencapaian target kinerja

a. Belum optimalnya koordinasi antara kecamatan dan desa
sehingga penyusunan RKPDes belum tepat waktu

b. Masih banyaknya pemerintah desa yang tidak melakukan
pembinaan terhadap Badan Usaha dan lembaga pemberdayaan
masyakat yang ada di desa

c. Masih banyaknya pemerintah desa yang terlambat dalam
menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes

d. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendukung
pelayanan yang perlu dipenuhi seperti tempat parkir dll

e. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi aparatur pelayanan

di Kecamatan

4.3 Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

1. Pembinaan dan monitoring aparatur desa dalam penyusunan
RKPDes yang sesuai aturan dan tepat waktu

2. Meningkatkan peran kecamatan dalam melaksanakan
pembinaan Badan Usaha dan lembaga pemberdayaan masyakat
yang ada di desa

3. Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada staf pemerintah
desa tentang bagaimana menyusun laporan
pertanggungjawaban APBDes dengan benar dan tepat waktu

4. Mengevaluasi untuk selanjutnya direncanakan dalam dokumen
dokumen anggaran sarana dan prasarana pendukung
pelayanan

5. Meningkatkan komitmen dan dukungan Camat, Lintas Sektor,
Pemerintah Desa dan seluruh stakeholder dalam rangka
pencapaian target program pembangunan yang ada di wilayah

untuk mencapai tujuan organisasi

3. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas
pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran
strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak
dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang
benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah
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ditetapkan yakni
1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
Kecamatan Ngoro menetapkan program,kegiatan, dan sub

kegiatan sebagai berikut:
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Tabel 3.10

Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan

Indikator Kinerja S % Realisasi % Menunjan
. Realisasi q 5
Program/Kegiatan Program (outcome) dan Ki - Capaian Anggaran | Capaian g/
. inerja A
Kegiatan (output) Kinerja Anggara | Kurang
n
2 3 4 5
Program: Persentase rata-rata 100% 100 Sangat
Penunjang Urusan capaian kinerja menunja
Pemerintahanan Daerah aparatur 2,329,130, 89.18 ng
Kabupaten/ kota 801
Kegiatan: Persentase dokumen 100% 100 Sangat
Perencanaan, Penganggaran perencanaan, menunja
dan Evaluasi Kinerja penganggaran dan 100.00 ng
Perangkat Daerah evaluasi kinerja PD 6,265,000 )
yang tersusun sesuai
aturan
Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen 3 dokumen 100 Sangat
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat menunja
Perencanaan Perangkat Daerah 100.00 ng
Daerah 5,390,000 ’
2. Koordinasi dan Jumlah Laporan S laporan 100 Sangat
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan menunja
Capaian Kinerja dan Ikhtisar | Ikhtisar Realisasi ng
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil 875.000 100.00
Koordinasi Penyusunan ’
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan: 1. Persentase 100% 100 Sangat
Administrasi Keuangan pen.caiaran gaji dan 1,848,945, 8711 menunja
Perangkat Daerah tunjangan ASN tepat 790 ng
waktu
2. Persentase laporan 100% 100 Sangat
keuangan yang menunja
tersusun sesuai aturan ng
Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang 14 100 Sangat
1. Penyediaan Gaji dan Menerima Gaji dan orang/bula 1,775,947, 86.65 menunja
Tunjangan ASN Tunjangan ASN n 790 ng
2. Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 100 Sangat
penatausahaan dan Penatausahaan dan dokumen 100.00 menunja
pengujian/verifikasi Pengujian/Verifikasi 71,598,000 ’ ng
keuangan SKPD Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 laporan 100 Sangat
penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun menunja
keuangan akhir tahun SKPD | SKPD dan Laporan ng
Hasil Koordinasi 1,400,000 100.00
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Kegiatan: Persentase pemenuhan 100% 100 Sangat
Administrasi Umum pelayanan administrasi 71,636,20 96.89 menunja
Perangkat Daerah perkantoran 0 ng
Sub Kegiatan : Jumlah Paket 8 paket 100 Sangat
1. Penyedian komponen Komponen Instalasi menunja
instalasi listrik /penerangan Listrik/Penerangan 3.000.000 100.00 ng
bangunan kantor. Bangunan Kantor yang ’ ’
Disediakan
2. Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan 24 paket 100 Sangat
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan menunja
Kantor' ' 15,458,400 100.00 ng
yang Disediakan
3. Penyediaan Bahan Logistik | Jumlah Paket Bahan 1 paket 100 Sangat
Kantor L(?gist.ik Kantor yang 26,300,000 91.96 menunja
Disediakan ng
4. Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang 2 paket 100 Sangat
Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan menunja
Penggandaan yang 7,243,800 100.00 ng
Disediakan
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5. Penyediaan Bahan Bacaan | Jumlah Dokumen 1 dokumen 100 -
dan Peraturan Perundang- Bahan Bacaan dan
undangan Peraturan Perundang- 2,220,000 100.00
Undangan yang
Disediakan
6. Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 4 laporan 100 Sangat
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat menunja
SKPD Koordinasi dan 100.00 ng
Konsultasi SKPD 17,414,000
Kegiatan: Persentase realisasi 100% 100 Sangat
Pengadaan barang milik pengadaan sarana dan 99 .50 menunja
Daerah penunjang urusan prasarana aparatur 80,457,750 ’ ng
pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Jumlah Unit Sarana 13 unit 100 Sangat
1. Pengadaan Sarana dan dan Prasarana Gedung menunja
Prasarana Gedung Kantor Kantor atau Bangunan ng
atau Bangunan Lainnya Lainnya yang 80,457,750 99.50
Disediakan
Kegiatan: Persentase pemenuhan 100% 100 Sangat
Penyediaan Jasa Penunjang jasa penunjang urusan menunja
Urusan Pemerintahan pemerintah daerah 66,849,26 98.31 ng
Daerah :
Sub Kegiatan: Jumlah Laporan 24 laporan 100 Sangat
1.Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa menunja
Komunikasi, Sumberdaya Air | Komunikasi, Sumber 96.83 ng
dan Listrik Daya Air dan Listrik 19,550,011 )
yang Disediakan
2. Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 25 laporan 100 Sangat
Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa menunja
Pelayanan Umum 47,299,250 98.94 ng
Kantor yang Disediakan
Kegiatan: Persentase Barang Milik 100% 100 Sangat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi menunja
Daerah Penunjang Urusan baik 254,976,8 98.02 ng
Pemerintahan Daerah 00
Sub Kegiatan: Jumlah Kendaraan 10 unit 100 Sangat
1. Penyediaan Jasa Dinas Operasional atau menunja
Pemeliharaan, Biaya Lapangan yang 99.96 ng
Pemeliharaan, Pajak, dan Dipelihara dan 30,092,800 ’
Perijinan Kendaraan Dinas Dibayarkan Pajak
Operasional atau lapangan dan Perizinannya
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi | Jumlah Gedung Kantor 3 unit 100 Sangat
Gedung Kantor dan dan Bangunan Lainnya menunja
Bangunan Lainnya yang 214,004,00 97.65 ng
Dipelihara/Direhabilita 0
si
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi | Jumlah Sarana dan 16 unit 100 Sangat
Sarana dan Prasarana Prasarana Gedung menunja
Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan 100 ng
Bangunan Lainnya Lainnya yang 10,880,000
Dipelihara/Direhabilita
si
Program: Nilai Paten Kecamatan 96,63 111,07 Sangat
Penyelenggaraan menunja
Pemerintahan dan 6,225,000 100 ng
Pelayanan Publik
Kegiatan : Persentase pelayanan 100% 100 Sangat
Koordinasi Penyelenggaraan terpadu (PATEN) yang menunja
Kegiatan Pemerintahan di sesuai standar 6,225,000 100 ng
Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan: Jumlah Laporan 12 laporan 100 Sangat
Peningkatan Efektifitas Peningkatan Efektifitas menunja
Kegiatan Pemerintahan di Pelaksanaan Pelayanan ng
Tingkat Kecamatan kepada Masyarakat di 6,225,000 100
Wilayah Kecamatan
Program: Persentase 100% 100 Sangat
Penyelenggaraan Urusan PHBN/PHBA yang 55.450.00 menunja
Pemerintahan Umum dilaksanakan 0 100 ng
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Persentase 100% 100

rekomendasi

Forkopimcam yang

ditindaklanjuti
Kegiatan: Jumlah Laporan 1 laporan 100 Sangat
Penyelenggaraan Urusan Pelaksanaan menunja
Perrf;rintiian Umum sesuai PHBN/PHBA 55.450.000 100 ng !
Penugasan Kepala Daerah

Jumlah Rekomendasi 4 dokumen 100 Sangat

Hasil Koordinasi menunja

Forkopimcam ng
Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang 100 orang 100 100 Sangat
1. Pembinaan Persatuan dan | Mengikuti Pembinaan menunja
Kesatuan Bangsa Persatuan dan 49.400.000 ng

Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum | Jumlah Dokumen 4 dokumen 100 100 Sangat
Koordinasi Pimpinan di Tugas Forum menunja
Kecamatan Koordinasi Pimpinan di 6.050.000 ng

Kecamatan
Program: Persentase Laporan 100% 100 Sangat
Koordinasi Ketenteraman kasus pelanggaran menunja
dan Ketertiban Umum Perda/Perkada dan ng

Trantibum yang

dikoordinasikan ke 10.975.08 100

Instansi Terkait
Kegiatan: Jumlah kegiatan 12 kegiatan 100 Sangat
Koordinasi Penerapan dan identifikasi kasus menunja
Penegakan Peraturan Daerah | pelanggaran 10.975.000 ng
dan Peraturan Kepala Daerah | Perda/Perkada dan ’ ’

Trantibum yang 100

dilaksanakan
Sub Kegiatan: Jumlah Laporan 12 laporan 100 Sangat
Koordinasi/Sinergi Dengan Koordinasi/Sinergi menunja
Perangkat Daerah yang dengan Perangkat ng
Tugas dan Fungsinya di Daerah yang Tugas dan
Bidang Penegakan Peraturan | Fungsinya di Bidang 10.975.000 100
Perundang-Undangan Penegakan Peraturan ’ ’
dan/atau Kepolisian Negara Perundang- Undangan
Republik Indonesia dan/atau Kepolisian

Negara Republik

Indonesia.
Program: Persentase Desa yang 100% 100 100 Sangat
Pembinaan dan Pengawasan | melaporkan 10.675.00 menunja
Pemerintahan Desa Pertanggungjawaban (4] ng

Realisasi APB Desa

Persentase 100% 100 Sangat

Rekomendasi Hasil menunja

Pembinaan dan ng

Pengawasan

Pelaksanaan APB Desa

yang ditindaklanjuti
Kegiatan : Jumlah Rekomendasi 26 100 100 Sangat
Fasilitasi, Rekomendasi dan hasil Pembinaan dan dokumen menunja
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan ng
Pengawasan Pemerintahan Pelaksanaan APB Desa
Desa 10.675.000
Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen yang 26 100 100 Sangat
Fasilitasi Pengelolaan difasilitasi dalam dokumen menunja
Keuangan Desa dan rangka Pengelolaan 10.675.000 ng
Pendayagunaan Aset Desa Keuangan Desa dan ’ ’

Pendayagunaan Aset

Desa
Program: 1. Persentase 100% 100 100 Sangat
Pemberdayaan Masyarakat Raperdes APB 50.484.00 menunja
Desa dan Kelurahan Desa/Perubahan APB 0 ng

Desa yang dievaluasi

60| Page




2. Jumlah 26 lembaga 100 Sangat
Lembaga/Badan Usaha menunja
Pemberdayaan ng
Masyarakat
Desa/Kelurahan Yang
Aktif
Kegiatan: Jumlah 26 lembaga 100 Sangat
Koordinasi Kegiatan Lembaga/Badan Usaha menunja
Pemberdayaan Desa Pemberdayaan 50.484.000 ng
Masyarakat Desa yang 100
dibina
Sub Kegiatan: Jumlah Laporan 4 laporan 100 Sangat
Peningkatan Efektifitas Peningkatan Efektifitas menunja
Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Pemberdayaan 50.484.000 100 ng

Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian
kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak terdapat hambatan/
kendala yang dihadapi semua target kinerja program, kegiatan dan sub
kegiatan telah tercapai sesuai target bahkan ada 1 program yang melebihi target
kinerja yaitu program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik
dengan tingkat capaian 111,07% Adapun faktor pendorong tercapainya semua
sasaran program adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas, motivasi,
dan dukungan kepada para aparatur untuk mencapai tujuan organisasi

2. Sistem reward dan punishment terhadap pencapaian kinerja dapat
menjadi motivasi bagi aparatur untuk bekerja lebih baik

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan PATEN setiap
tahun oleh tim PATEN Kabupaten yang mendorong PATEN Kecamatan
untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai standart

4. Dukungan dan keterlibatan seluruh lintas sektor baik Kecamatan,
Polsek, dan Koramil maupun dinas/instansi terkait dalam
penyelenggaran PHBN HUT RI

5. Kerjasama antar tiga pilar dalam menjaga keamanan dan ketertiban
serta koordinasi yang aktif dalam memantau dan melaporkan gangguan
keamanan dan ketertiban.

6. Pembinaan dan pengawasan secara rutin dan berkala oleh Tim Perdes
APBDes Kecamatan sehingga APBDes dan Raperdes dapat diselesaikan

tepat waktu dan sesuai aturan

3.2 Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan
Kecamatan Ngoro Tahun 2023, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan
6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6
Program , 12 kegiatan, dan 23 sub kegiatan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan
anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan
dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian
Kinerja. Pada tahun 2023 ini Kecamatan Ngoro mendapatkan anggaran
sebesar Rp. 2.745.513.364 dengan realisasi anggaran mencapai
Rp. 2.462.939.801 atau serapan dana APBD mencapai 89,71% sehingga
dapat diketahui pada tahun 2023 kondisi anggaran silpa Rp. 282.573.563
Sangat menunjang Selajutnya ditampilkan alokasi anggaran yang

menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:
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Tabel 3.11

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No. | Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Anggaran (Rp)

% Anggaran

1 | Meningkatnya

Nilai Evaluasi AKIP

Akuntabilitas 2 611.704.364 95,13
dan Kinerja
Kecamatan
2 | Meningkatnya IKM Kecamatan Ngoro
kualitas 61.675.000
penyelenggaraan 2,25
pemerintahan dan IPP Kecamatan Ngoro
layanan Kecamatan
Persentase laporan kasus
pelanggaran Perda/Perkada
danTrantibum yang 10.975.000 0,4
ditindaklanjuti oleh
perangkat daerah atau
instansi terkait
Persentase
pertanggungjawaban
realisasiAPB Desa tepat 10.675.000 0,39
waktu
Persentase evaluasi
Raperdes APB 50.484.000 18,39
Desa/Perubahan APB Desa
tepat waktu
TOTAL 2.745.513.364 100
Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggararan

sasaran adalah sebagai berikut:

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran tahun

2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran
Kinerja Anggaran
Sasaran . . .
No. . Indikator Kinerja T P! :
Strategis Tarset | Realisasi Capaian Alokasi (Rp) Realisasi Capaian
g % P (Rp) %
1 Meningkat | Nilai Evaluasi AKIP 2.611.704.36 | 2.329.130.80 89,18
Akuntabilit]
80.74 106.24%
as dan
D 76
Kinerja
Kecamatan|
2 Meningka |IKM Kecamatan Ngoro 61.675.000 61.675.000 100
tnya
kualitas
penyelen
ggaraan 90.4 92.08 101.86%
pemerint
ahan dan
layanan
Kecamata
n
IPP Kecamatan Ngoro 3.70 3.96 88.11% 8.710.000 8.710.000 100
Persentase laporan 10.975.000 10.975.000 100
pelanggaran Perda dan 100 100 100.00%
Trantibum yang
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ditindaklanjuti oleh
perangkat daerah atau
linstansi terkait

Persentase 10.675.000 10.675.000

pertanggungjawaban .
realisasiAPB Desa tepat 100 100 100.00%

waktu

Persentase evaluasi
Raperdes APB o 50.484.000 50.484.000
Desa/Perubahan APB 100 100 100.00%
Desa tepat waktu

RATA -RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 99,37 2.587.753.7 | 2.447.691.3 89,71

73 26

EFISIENSI ANGGARAN 9,66

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum
terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna
mencapai tujuan perangkat daerah “Meningkatkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Profesional, Angkutabel, Transparan, dan Efektif serta
Penyelenggaraan Layanan Publik yang berkualitas” dapat disimpulkan
bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja
organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 89,71%
telah menghasilkan kinerja sebesar 99,37% dari target sebesar 100%
terjadi efisiensi sebesar 9,66% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi SAKIP capaian kinerja telah tercapai 106,24%
dengan penyerapan anggaran sebesar 89,19% terdapat efisiensi
penggunaan anggaran sebesar 17,05%

2. IKM Kecamatan Ngoro capaian kinerja telah tercapai 101,86%
dengan penyerapan anggaran sebesar 100% terdapat efisiensi
sebesar 1,86%

3. IPP Kecamatan Ngoro capaian kinerja tidak mencapai target
sebesar 88,11 dengan penyerapan anggaran sebesar 100%
terdapat ketidak efisienan penggunaan anggara sebesar -11,86%.
Dalam pencapaian kinerja terdapat beberapa hambatan yaitu:

e Penyusunan Standart Pelayanan belum optimal dan belum
melibatkan unsur masyarakat, memperhatikan hasil SKM
dan pengaduan masyarakat

e Belum diselenggarakannya review standart pelayanan

e Tindak lanjut atas hasil SKM belum optimal

e Belum ada penambahan jam pelayanan

e Belum ada reward punishment bagi petugas layanan dalam
rangka peningkatan motivasi kerja

e Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk kelompok
rentan (toilet difabel)

e Belum ada upaya penciptaan inovasi pelayanan publik
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4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang
ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait baik
kinerja maupun penyerapan anggaran tercapai 100%

5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu
baik kinerja maupun penyerapan anggaran tercapai 100%

6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa
tepat waktu baik kinerja maupun penyerapan anggaran tercapai

100%

Secara rinci pencapaian kinerja program dan anggaran Kecamatan

Ngoro tersaji dalam tabel berikut ini:
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TABEL 3.13
PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN ANGGARAN
KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

NAMA INDIRATOR TARG IggiiéA CAPAI [
PROGRAM KINERJA ALOKASI REALISASI CAPAIAN
ET ASI AN
Program
Penyelengga
raan o
pemerintah | Nl Paten 87 | 9663 | 1110 | 6225000 6.225.000 100
Kecamatan 7
an dan
Pelayanan
Publik
Persentase
Program
. Desa yang
Pembinaan
dan melaporkan
Pertanggungja 100 100 100
Pengawasan b
Pemerintah | wo on
Realisasi APB
an Desa
Desa
Persentase 10.675.000 10.675.000 100
Rekomendasi
Hasil
Pembinaan
dan 100 100 100
Pengawasan
Pelaksanaan
APB Desa yang
ditindaklanjuti
Persentase
Laporan kasus
Progrgm . pelanggaran
Ece)‘?erg‘?;rila Perda/Perkada
n dan dan Trantibum 100 100 100 10.975.000 10.975.000 100
. yang
Ketertiban dikoordinasika
Umum .
n ke Instansi
Terkait
gzc;fgae;réa a Persentase
an ¥y Raperdes APB
Desa/Perubah 100 100 100
Masyarakat
an APB Desa
Desa dan ang dievaluasi
Kelurahan yang dievaiuas
Jumlah 50.484.000 50.484.000 100
Lembaga/Bada
n Usaha 26 26
Pemberdayaan | lemba lembaea 100
Masyarakat ga &
Desa/Keluraha
n Yang Aktif
Program
Penyelengga | Persentase
raan PHBN/PHBA 100 100 100 55.450.000 55.450.000 100
Urusan yang
Pemerintah | dilaksanakan
an Umum
Persentase
rekomendasi
Forkopimcam 100 100 100
yang
ditindaklanjuti
Program
Penunjang Persentase
Urusan rata-rata
pemerintah | capaian kinerja 100 100 100 2.611.704.364 2.329.130.801 89,18
an Daerah aparatur
Kabupaten/
Kota
RATA -RATA PENCAPAIAN KINERJA
101,2 Rp. Rp.2.462.939
KEGIATAN DAN ANGGARAN 8 2.745.513.364 .801 89,71
EFISIENSI ANGGARAN 11,57
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3.2.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Ngoro sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk
terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari
seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap
pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2018-2023
Kecamatan Ngoro yakni: Terwujudnya Pelayanan Prima Sesuai
Kebutuhan dan Harapan Masyarakat, sehingga sangat diperlukan
analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan
sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja
Kecamatan Ngoro melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam
pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia,
secara umum Kecamatan Ngoro langsung memberi tanggungjawab
kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap
pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam  pelaksaan  tugas tersebut berusaha  dengan
mengedepankan prinsip:

a. Transparan
Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak
diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Responsif
Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang
terjadi.

c. Efisien
Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan
sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang
maksimal kepada publik.

d. Efektif
Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya
yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

e. Akuntabel
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Bahwa setiap kegiatan dan hasil

akhir

dari

perencanaan

pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

f. Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk

mencapainya.

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

(anggaran), Kecamatan Ngoro melaksanakan setiap kinerjanya dengan

menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan

prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target

kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien

terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada

beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau

outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Efisiensi Penggunaan Anggaran
%
PENYERAP
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR % CAPAIAN AN TINGKAT
KINERJA KINERJA ANGGARA EFISIENSI
N
1. | Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP 89,18
Akuntabilitas dan
L 106.24% 9,21
Kinerja
Kecamatan
2. | Meningkatnya kualitas |IKM Kecamatan Ngoro 101.86% 100 0,44
peny el'enggaraan IPP Kecamatan Ngoro 88.11% 100 4
pemerintahan dan Persentase laporan kasus 100 -
layanan Kecamatan pelanggaran Perda/Perkada dan
Trantibum yang ditindaklanjuti 100.00%
instansi terkait
Persentase pertanggungjawaban 100 -
realisasiAPB Desa tepat waktu 100.00%
Persentase evaluasi Raperdes AP} 100 -
Desa/Perubahan APB Desa tepat 100.00%
waktu
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN 99,37 89,71 9,66

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian

rata — rata capaian kinerja adalah 99,37% dengan menggunakan

anggaran sebesar 89,71% jadi telah terjadi efisiensi anggaran sebesar

9,66% (selisih antara capaian kinerja-anggaran). Dengan penerapan

prinsip efisien dalam penggunaan anggaran akan tetapi mampu

menghasilkan kinerja yang maksimal.
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Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Anggaran atas Program

NAMA INDIKATOR KINERJA ANGggiﬁl\é CAPAI
PROGRAM KINERJA TARGET REALISASI | CAPAIAN ALOKASI ASI AN
Program
Penyelengga
raan o
pemerintah | N2l Paten 87 96,63 111,07 | 6.225.000 | ©2250 | 100
Kecamatan 00
an dan
Pelayanan
Publik
Persentase
Program
Pembinaan Desa yang
dan melaporkan ‘
P Pertanggungja 100 100 100
engawasan
Pemerintah Wab‘rfm .
Realisasi APB
an Desa
Desa
Persentase 10.675.
Rekomendasi 10.675.000 000 100
Hasil
Pembinaan
dan 100 100 100
Pengawasan
Pelaksanaan
APB Desa yang
ditindaklanjuti
Persentase
Laporan kasus
Koordinasi | Belanggaran
Ketentrama Perda/Perkada 10.975
dan Trantibum 100 100 100 10.975.000 . ’ 100
n dan. yang 000
Ketertiban dikoordinasika
Umum .
n ke Instansi
Terkait
gz(;r%{)i;rcliaya Persentase
an Raperdes APB
Desa/Perubah 100 100 100
Masyarakat
Desa dan an APE.’ Desa .
Kelurahan yang dievaluasi c0.484
Jumlah 50.484.000 600 ’ 100
Lembaga/Bada
n Usaha
Pemberdayaan 26 lembaga | 26 lembaga 100
Masyarakat
Desa/Keluraha
n Yang Aktif
Program
Penyelengga | Persentase
raan PHBN/PHBA 100 100 100 55.450.000 | >2:450- | 100
Urusan yang 000
Pemerintah | dilaksanakan
an Umum
Persentase
rekomendasi
Forkopimcam 100 100 100
yang
ditindaklanjuti
Program
Penunjang Persentase
Urusan rata-rata
pemerintah | capaian kinerja 100 100 100 2.611.704.364 2.328?).1130. 89,18
an Daerah aparatur
Kabupaten/
Kota
RATA -RATA PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN Rp. Rp.2.46
ANGGARAN 101,28 2.745.513. | 2.939.8 | 89,71
364 01
EFISIENSI ANGGARAN 11,57
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian
rata — rata capaian kinerja program adalah 101,28% dengan
menggunakan anggaran sebesar 89,71% jadi telah terjadi efisiensi
anggaran sebesar 11,57% (selisih antara capaian kinerja-anggaran).
Dengan penerapan prinsip efisien dalam penggunaan anggaran akan

tetapi mampu menghasilkan kinerja yang maksimal.
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Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

KINERJA TAHUN 2023 SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2023
SASARAN INDIKATOR KEBUTUHAN |KETERSEDIAAN % EFISIENSI
STRATEGIS KINERJA TARGET REALISASI |PERSENTASE| SDM (ABK) SDM KETERSEDIAAN SDM
CAPAIAN SDM
Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP 19 6 31,58% 74,66
Aluntabilitas 76 80.74 106.24%
dan Kinerja
Kecamatan
Meningkatnya IKM Kecamatan Ngoro 90.4 92.08 101.86% 10 3 30% 71,86
kualitas
penye]enggaraan IPP Kecamatan NgOI'O 3.70 3.26 88.11% 58, 11
pemerintahan dan
laynan Kecamatan Persentase laporan kasus 7 3 42,86% 57,14
pelanggaran Perda/
Perkada danTrantibum o
yang ditindaklanjuti oleh 100 100 100.00%
perangkat daerah atau
instansi terkait
Persentase 6* 2% 33,33% 66,67
pertanggungjawaban o
realisasiAPB Desa tepat 100 100 100.00%
waktu
Persentase evaluasi 4 2 50% 50
Raperdes APB o
Desa/Perubahan APB 100 100 100.00%
Desa tepat waktu
RATA - RATA CAPAIAN IKU 99,37% RATA-RATA KETERSEDIAAN 35% 64,37%
SDM
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Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia pada Program

KINERJA TAHUN 2023 SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2023
NAMA INDIKATOR KEBUTUHAN | KETERSEDIAAN % EFISIENSI
PROGRAM KINERJA TARGET REALISASI |PERSENTASE| SDM (ABK) SDM KETERSEDIAAN SDM
CAPAIAN SDM
Program 6 2 33,33% 66,67
Penyelenggaraan
pemerintahan Nilai Paten Kecamatan 96,63 111,07
dan Pelayanan
Publik
Program Pembinaan llf’neé‘lsaenta{{se Desa yang 6 2 33,33% 66,67
dan Pengawasan porxan 100 100 100
Pemerintahan Desa Pertgnggung]awaban
Realisasi APB Desa
Persentase Rekomendasi 6 2 33,33% 66,67
Hasil Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan 100 100 100
IAPB Desa yang
ditindaklanjuti
Persentase Laporan kasus 7 3 42,86% 57,14
Program Koordinasi pelanggaran Perda/Perkada
Ketentraman dan dan Trantibum yang 100 100 100
Ketertiban Umum dikoordinasikan ke Instansi
Terkait
g:r%]gi?(lia aan Persentase Raperdes APB 4 2 50% 50
Y Desa/Perubahan APB Desa 100 100 100
Masyarakat Desa dan ane dievaluasi
Kelurahan yang
Jumlah 4 2 50% 50
Lembaga/Badan Usaha 26
lli’/f;rsl}ll);rr:;;?an lembag 26 lembaga 100
Desa/Kelurahan Yang a
Aktif
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Program 4 25% 75%
Penyelenggaraan Persentase PHBN/PHBA
Urusan Pemerintahan| yang dilaksanakan 100 100 100
Umum
o, 0,

Persentase rekomendasi N 25% 75%

Forkopimcam yang 100 100 100

ditindaklanjuti

H o,
Erogram Penupjet\n}% Persentase rata-rata capaian 19 31,58% 74,66
rusan pemenntanan kinerja aparatur 100 100 100
Daerah
Kabupaten/Kota
RATA - RATA CAPAIAN IKU 101,28% RATA-RATA KETERSEDIAAN 35% 66,28%
SDM
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat efisiensi
sumber daya manusia sebesar 64,37% dimana dari 40 anjab ABK
Kecamatan Ngoro ketersediaan SDM adalah 14 dengan persentase
ketersediaan 35% dengan keterbatasan SDM mampu mencapai target
kinerja sebesar yaitu 99,37%. Sedangkan efisiensi sumber daya
manusia pada kinerja program sebesar 66,28% persentase
ketersediaan pegawai sebesar 35% dapat mencapai target sebesar

101,28%

Tabel 3.18

Ketersediaan Sarana dan Prasarana

USULAN %
HASIL STANDAR | KETERSEDIAN
URAIAN REKON | KEBUTUHAN | SARANA DAN
2023 PRASARANA
1 2 3 4
ntor

Fameh Begmanan Kanior |y
Tanah Bangunan . 1 1 100
Pendidikan dan Latihan

Portable Water Pump 1 1 100
Station Wagon 1 1 100
Sepeda Motor 28 28 100
Lemari Kayu 6 6 100
Rak Besi 3 3 100
Filing Cabinet Besi 3 8 38
CCTV - Camera Control

Television System ! ! 100
Alat Penghancur Kertas 1 1 100
Mesin Absensi 1 1 100
Papan Nama Instansi 1 1 100
Kursi Besi/Metal 2 2 100
Sice 3 3 100
Meja Rapat 10 10 100
Tempat Tidur Kayu 1 1 100
Meja Resepsionis 1 1 100
Meja 1/2 Biro 19 19 100
Kursi Rapat 35 100 35
Kursi Putar 5 5 100
Bangku Tunggu 4 4 100
Kursi Lipat 42 42 100
Meubeleur lainnya 3 3 100
Mesin pemotong rumput 1 1 100
A.C. Split 5 10 50
Kipas Angin 2 2 100
Kompor Gas (Alat Dapur) 1 1 100
Televisi 1 4 25
Sound System 4 4 100
Wireless 1 1 100
Megaphone 1 1 100
Dispenser 1 1 100
Gordyin/Kray 2 2 100
i:liart;c Rumah Tangga Lain- 1 1 100
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Alat Pemadam /Portable 3 3 100
Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 1 100
Meja Kerja Pejabat Eselon IV 1 1 100
Meja Rapat Pejabat lainnya 4 4 100
E;'II‘SI Kerja Pejabat Eselon 1 1 100
§}1r31 Kerja Pejabat Eselon 1 1 100
Microphone/Wireless MIC 1 1 100
Digital LED Running Text 1 1 100
Layar Film/Projector 1 4 25
Mesin Pres 1 1 100
Kursi Dorong 1 1 100
Papan Planel 1 1 100
alat keamanan lainnya (dst) 1 1 100
P.C Unit 4 4 100
Lap Top 12 14 86
Note Book 1 1 100
Serial Printer 1 1 100
PU (Peralatan Personal
Eorlljllgu?te?) alan Fersona 1 1 100
Monitor 1 1 100
Printer (Peralatan Personal
Komput(er) 14 15 93
Scanner (Peralatan Personal
Kompute(r) 3 3 100
Peralatan Komputer lainnya 1 1 100
Peralatan Permainan lainyya 3 3 100
E::;EZS;? Gedung Kantor 4 4 100
E:iii?sn Gedung Kantor 1 1 100
Bangunan Gedung Tempat 1 1 100
Ibadah Permanen
Pertemuan Permanen ! : 100
Taman Permanen 1 1 100
Rumah Negara Golongan II
Tipe A Permanen 1 1 100
Pagar Permanen 1 1 100
Instalsi Pusat Pengatur
Listrik Lain-lain ® 1 1 100
%:}Eitaﬁ Foto Dokumen 1 1 100
Mesin Antrian 1 1 100
Sofa tamu 1 1 100
Lemari Es 1 1 100
TINGKAT KETERSEDIAAN 267 351 76%
SARPRAS

Sumber Hasil Rekonsiliasi Tahun 2023 dan RKBMD tahun 2024
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Tabel 3.9

Efisiensi Sarana dan Prasarana

KINERJA TAHUN 2023

SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2023

SASARAN INDIKATOR HASIL REKON USULAN %
STRATEGIS KINERJA TARGET REALISASI | PERSENTASE 2022 STANDAR KETERSEDIAAN
CAPAIAN KEBUTUHAN SDM
Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP
Akuntabilitas 76 80.74 106.24%
dan Kinerja
Kecamatan
Meningkatnya IKM Kecamatan Ngoro 90.4 92.08 101.86%
kualitas
penyelenggaraan | IPP Kecamatan Ngoro 3.70 3.26 88.11%
pemerintahan dan
laynan Kecamatan Persentase laporan kasus
pelanggaran Perda/
Perkada danTrantibum o
yang ditindaklanjuti oleh 100 100 100.00% 267 351 76%
perangkat daerah atau
instansi terkait
Persentase
pertanggungjawaban o
realisasiAPB Desa tepat 100 100 100.00%
waktu
Persentase evaluasi
Raperdes APB o
Desa/Perubahan APB 100 100 100.00%
Desa tepat waktu
RATA - RATA CAPAIAN IKU 99,37%
EFISIENSI SARANA DAN PRASARANA 23,37
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Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil
rekonsiliasi BMD tahun 2023 terdapat 267 sarana dan prasarana di Kecamatan
Ngoro sedangkan hasil analisis standar kebutuhan adalah 351 dengan tingkat
ketersediaan sarana dan prasarana adalah 76% dapat mencapai kinerja sebesar

99,37%, sehingga dapat terjadi efisiensi sarana dan prasarana sebesar 23,37%.

3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Upaya -Upaya atau alternatif-alternatif yang dilakukan untuk

perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi AKIP tahun berikutnya
berdasarkan sesuai dengan Hasil evaluasi SAKIP nomor:

X.700/313/415.15/2022 tanggal 30 September 2022 sebagai

berikut:
Nilai
%
No. Komponen Bobot Hasil Ket.
Capaian
Evaluasi

1 Perencanaan 30% 26,41 88,04

Kinerja
2 | Pengukuran 30% 23,90 79,68

Kinerja
3 | Pelaporan Kinerja 15% 8,18 54,52 Nilai

terendah

4 | Evaluasi Kinerja 25% 22,25 89,00

TOTAL 100% | 80,74

Untuk peningkatan capaian AKIP tahun depan akan dilakukan
perbaikan pada dokumen pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja
sesuai rekomendasi tim AKIP yaitu:

* Menyajikan dokumen laporan kinerja yang
menginformasikan keterkaitan atas efisiensi sarana dan
prasarana dengan capaian kinerja organisasi

= Melakukan upaya perbaikan dan implemetasi AKIP agar
capaian lebih baik dari tahun sebelumnya dan menyajikan
kendala atau hambatan yang dihadapi

2. Hasil survey IKM pada aplikasi sukma santri dengan 5 jenis layanan
yaitu Fasilitasi KTP-elektronik, Fasilitasi Kartu Keluarga (KK),
Fasilitasi SKCK, Fasilitasi Pindah Kependudukan (Mutasi
Kependudukan) dan Fasilitasi Surat Keterangan lainnya dengan

rincian sebagai berikut:
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No. Jenis Layanan IKM Keterangan
1 Fasilitasi KTP- 89,86 Sangat Baik
elektronik
2 Fasilitasi Kartu 85,42 Baik
Keluarga (KK)
Fasilitasi SKCK 100 Sangat Baik
4 Fasilitasi Pindah 87,22 Baik
Kependudukan
(Mutasi
Kependudukan)
) Fasilitasi Surat 97,92 Sangat Baik
Keterangan
Lainnya
Rata-Rata 92,08

Dari hasil diatas ada 2 jenis pelayanan dengan nilai terendah yaitu
Fasilitasi Kartu Keluarga (KK) dan Fasilitasi Kependudukan (Mutasi
Kependudukan) diketahui bahwa ada 1 unsur layanan dengan nilai

Kurang Baik dengan rincian sebagai berikut:

Rata-Rata
No. Unsur Layanan Unsur Keterangan

1. Persyaratan 90 Sangat Baik

2. Prosedur 85 Baik

3. Waktu 85 Baik

4. Biaya/Tarif 100 Sangat Baik

S. Produk Spesifikasi | 85 Baik
Pelayanan

6. Kompentesi 95 Sangat Baik
Pelaksana
Perilaku Pelaksana 90 Sangat Baik
Sarana dan | 85 Baik
Prasarana

9. Penanganan 70 Kurang Baik
Pengaduan

Dari table diatas dapat ditarik kesimpulan untuk meningkatkan
kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2023 akan dilakukan
perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan pengaduan
berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara

pelayanan publik.
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. Unsur Sarana dan Prasarana

Menambah sarana dan prasarana area parkir, televisi, ac

dan sarpras untuk kelompok rentan

. Unsur pengaduan

e Sosialiasi pengaduan secara online melalui kanal
LAPOR SP4N dan no. WA 081216572048

e Pengaduan secara  Offline melalui Inovasi
Kecamatan Ngoro POJOK NGAMATI (Pojok Ngamati"
(Pojok Mengadu ke Camat dari Hati ke Hati)

3. hasil evaluasi aspek penilaian IPP dengan rincian sebagai berikut:

No. Aspek Nilai Nilai
Indikator Aspek

1. | Kebijakan 2,94 0,71
Pelayanan
Profesional SDM 2,8 0,7
Sarana dan 4,32 0,78
Prasarana

4. | Sistem  Informasi 3,3 0,36
Pelayanan Publik

S. | Konsultasi dan 3,55 0,36
Pengaduan

6. | Inovasi 0 0

Dari table diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 6 aspek

penilaian

yang paling rendah adalah inovasi. Untuk mencapai

target kinerja lebih baik pada tahun depan akan dilakukan

perbaikan pada semua aspek karena pada semua aspek penilaian

IPP masih rendah sesuai rekomendasi tim penilai terutama inovasi.

Untuk meningkatkan capaian IPP tahun depan akan dilakukan

beberapa

strategi sebagai berikut:

o Aspek Kebijakan pelayanan:

Mengupayakan pelibatan unsur masyarakat dalam proses
penyusunan standar pelayanan

Meninjau ulang secara berkala terhadap standar
pelayanan

Mengupayaka publikasi hasil SKM pada media publikasi
lain baik online maupun offline

Melakukan upaya percepatan tindaklanjut atas hasil SKM

o Aspek Profesionalisme SDM:

Mengupayakan penambahan jam pelayanan
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- Mengupayakan penambahan jenis mekanisme

peningkatan motivasi kerja
o Aspek sarana dan prasarana:

- Mengupayakan penambahan sarana prasarana bagi

pengguna layanan kelompok rentan
o Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik:

- Mengupayakan penyediaan system informasi pelayanan
publik pendukung operasional pelayanan

- Mengupayakan melakukan pemutakhiran data dan
informasi kanal digital

o Aspek Konsultasi dan Pengaduan:

- Menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi
pengaduan baik secara manual atau dapat mengambil
data dari statistik SP4N-LAPOR

o Aspek INOVASI

- Mengupayakan penciptaan inovasi pelayanan publik
. Dalam rangka peningkatan upaya tindaklanjut laporan kasus
pelanggaran Perda/Perkada danTrantibum akan lebih difokuskan
pada peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi
terkait baik kepolisian, satpol PP, BPBD dll
. Dalam rangka peningkatan laporan pertanggungjawaban realisasi
APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan koordinasi dan
fasilitasi Desa dalam rangka penyusunan laporan
pertanggungjawaban APBDes (LRA beserta dengan Perdesnya)
. Dalam rangka peningkatan Raperdes APB Desa/Perubahan APB
Desa tepat waktu dengan meningkatkan fasilitasi dan pembinaan
Desa dalam rangka penyusunan Raperdes.
. Dalam rangka peningkatan upaya tindaklanjut laporan kasus
pelanggaran Perda/Perkada danTrantibum akan lebih difokuskan
pada peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi
terkait baik kepolisian, satpol pp, BPBD dll
. Dalam rangka peningkatan laporan pertanggungjawaban realisasi
APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan koordinasi dan
fasilitasi Desa dalam rangka penyusunan laporan
pertanggungjawaban APBDes (LRA beserta dengan Perdesnya)
. Dalam rangka peningkatan Raperdes APB Desa/Perubahan APB
Desa tepat waktu dengan meningkatkan fasilitasi dan pembinaan

Desa dalam rangka penyusunan Raperdes
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Upaya -Upaya atau alternatif-alternatif yang dilakukan untuk

perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan monitoring aparatur desa dalam penyusunan

RKPDes yang sesuai aturan dan tepat waktu

Meningkatkan peran kecamatan dalam melaksanakan
pembinaan Badan Usaha dan lembaga pemberdayaan masyakat
yang ada di desa

Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada staf pemerintah
desa tentang bagaimana menyusun laporan
pertanggungjawaban APBDes dengan benar dan tepat waktu
Mengevaluasi untuk selanjutnya direncanakan dalam dokumen
dokumen anggaran sarana dan prasarana pendukung
pelayanan

Meningkatkan komitmen dan dukungan Camat, Lintas Sektor,
Pemerintah Desa dan seluruh stakeholder dalam rangka
pencapaian target program pembangunan yang ada di wilayah

untuk mencapai tujuan organisasi

3.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Dalam

rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta

menumbuhkembangkan budaya kinerja, selama tahun 2023 Kecamatan

Ngoro Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan

implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator SAKIP

sebagai berikut:

TABEL 3.12
MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP
RENCANA STATUS/
NO. REKOMENDASI AKSI TINDAK TARGET PEN\S){YE?I?E’)TSUAI AN PEN?AI‘\I“(I}E];J NG PROGRESS
LANJUT PENYELESAIAN
Menyajikan dokumen
laporan kinerja yang
menginformasikan
keterkaitan atas Perbaikan
1 dokumen 1 1 min CAMAT Telah
efisiensi sarana dan LKJIP dokumen g8u dilaksanakan
prasarana dengan
capaian kinerja
organisasi
Melakukan upaya
perbaikan dan
~ : Rapat 1 Telah
2 | implemetasi AKIP Evaluasi 1 hari CAMAT .
. . dokumen dilaksanakan
agar capaian lebih Kinerja
baik dari tahun
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sebelumnya dan
menyajikan kendala
atau hambatan yang
dihadapi
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan
tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan
Ngoro berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan
dalam Perubahan Rencana Strategis 2018-2023 Kecamatan Ngoro. Laporan
kinerja Kecamatan Ngoro Tahun 2023 memaparkan keberhasilan serta
analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses
pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023.
Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan
dari sasaran dan tujuan Kecamatan Ngoro.

Selama Tahun 2023 melalui target pada Indikator Kinerja Utama
yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis
yakni “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan” dan
“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan
Kecamatan” dengan capaian kinerja sebesar 99,37% dengan rincian sebagai
berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 76 telah tercapai 80,74 dengan
tingkat capaian 106,24% berdasarkan hasil LHE SAKIP no.
X.700/534/415.15/2023 tanggal 18 Agustus 2023.

2. IKM Kecamatan Ngoro ditargetkan 90,4 telah tercapai 92,08 dengan
tingkat capaian 101,86%.

3. IPP Kecamatan Ngoro ditargetkan 3,7 hanya tercapai 3,26 dengan
tingkat capaian 88,11%.

4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang
ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait target
100% tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap kasus
pelanggaran perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut
dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk
segera ditindaklanjuti.

5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu
ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian
100%. Setiap desa di Kecamatan Ngoro telah melaporkan realisasi
APB Desa tepat waktu berupa LRA Smt 1 berserta Perdesnya dan
LRA akhir Tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 26
dokumen
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6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat
waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat
capaian 100%. Setiap Desa di Kecamatan Ngoro telah menyusun
Raperdes dan Raperdes Perubahan tepat waktu sebanyak 26

dokumen.

4.1 Kesimpulan

Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang
baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi
secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai. Dan sesuai dengan
periodesasi Renstra yang berakhir pada Tahun 2023 masih tetap
menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode
Renstra 2018-2023.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan
Ngoro untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja adalah:

1. Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja capaian AKIP
tahun depan akan dilakukan perbaikan pada dokumen pelaporan
kinerja dan evaluasi kinerja sesuai rekomendasi tim AKIP yaitu:

» Menyajikan dokumen laporan kinerja yang menginformasikan
keterkaitan atas efisiensi sarana dan prasarana dengan
capaian kinerja organisasi

» Melakukan upaya perbaikan dan implemetasi AKIP agar
capaian lebih baik dari tahun sebelumnya dan menyajikan
kendala atau hambatan yang dihadapi

2. Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja berdasarkan
hasil IKM tahun 2023 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana
dan prasarana dan pengaduan berdasarkan Permenpanrb No. 14
Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan
masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

1. Unsur Sarana dan Prasarana
Menambah sarana dan prasarana area parkir, televisi, ac
dan sarpras untuk kelompok rentan
2. Unsur pengaduan
e Sosialiasi pengaduan secara online melalui kanal
LAPOR SP4N dan no. WA 081216572048
e Pengaduan secara  Offline melalui Inovasi
Kecamatan Ngoro POJOK NGAMATI (Pojok Ngamati"
(Pojok Mengadu ke Camat dari Hati ke Hati)

3. Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja dilakukan
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perbaikan pada semua aspek karena pada semua aspek penilaian
IPP masih rendah sesuai rekomendasi tim penilai terutama inovasi.
Untuk meningkatkan capaian IPP tahun depan akan dilakukan
beberapa strategi sebagai berikut:

o Aspek Kebijakan pelayanan:

- Mengupayakan pelibatan unsur masyarakat dalam proses
penyusunan standar pelayanan

- Meninjau wulang secara berkala terhadap standar
pelayanan

-  Mengupayaka publikasi hasil SKM pada media publikasi
lain baik online maupun offline

-  Melakukan upaya percepatan tindaklanjut atas hasil SKM

o Aspek Profesionalisme SDM:

- Mengupayakan penambahan jam pelayanan

- Mengupayakan penambahan jenis mekanisme
peningkatan motivasi kerja

o Aspek sarana dan prasarana:

- Mengupayakan penambahan sarana prasarana bagi

pengguna layanan kelompok rentan
o Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik:

- Mengupayakan penyediaan system informasi pelayanan
publik pendukung operasional pelayanan

- Mengupayakan melakukan pemutakhiran data dan
informasi kanal digital

o Aspek Konsultasi dan Pengaduan:

- Menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi
pengaduan baik secara manual atau dapat mengambil
data dari statistik SP4N-LAPOR

o Aspek INOVASI
- Mengupayakan penciptaan inovasi pelayanan publik

4. Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja upaya
tindaklanjut laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan
Trantibum akan lebih difokuskan pada peningkatan koordinasi
dan komunikasi dengan instansi terkait baik kepolisian, satpol pp,
BPBD dll

5. Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja laporan
pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu dengan
meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Desa dalam rangka

penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes (LRA beserta
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dengan Perdesnya).

6. Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja Raperdes
APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan
fasilitasi dan pembinaan Desa dalam rangka penyusunan
Raperdes.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Ngoro diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja
Kecamatan Ngoro kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang
telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh

program pembangunan.

NUR EVVA MAYLIA, S.STP., MM
Pembina
NIP. 19800501 200111 2 001
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Nama PD: Kecamatan Ng

0

3

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2023

Target kinerja

Realisasi target

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD

Usulan perubahan target dan

. kinerja hasil pada Renja 2023 ]
Urusan/bidang urusan Indikator Kinetja Program Renstra PD rogram dan anggaran pada Perubahan Renja | Bertambah/(Berkurang)
Kode pemerintahan daerah dan ; Tahun 2023 p Target Renja 2023 Realisasi Triwulan Il (sesuai SPD) 2023 Catatan
) (outcome) / Kegiatan (output) . . keluaran
program/kegiatan (akhir periode kegiatan s/d
Renstra PD;
) tahun 2022 K Rp. (.000) K Rp. (.000) K Rp. (.000) K Rp. (.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10-6) 13=(11-7) 14
Unsur Kewilayahan
K an
7 |01 |01 Program: Persentase rata-rata capaian 100% n/a 100% 2,365,704.36 50% 1,063,162.17 100% 2,611,704.36 - 246,000.00 [Anggaran bertambah
Penunjang Urusan Pemerintahan (kinerja aparatur untuk
Daerah kabupaten/kota
7 |01 |01 |2.01 Kegiatan: Persentase dokumen 100% n/a 100% 6,265.00 50% 5,827.50 100% 6,265.00 - - |Target Kinerja dan
Perencanaan, Penganggaran dan  |perencanaan, penganggaran dan Anggaran Tetap
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |evaluasi kinerja PD yang tersusun
sesuai aturan
7 |01 |01 |2.01.01 |Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan 3 dokumen n/a 3 dokumen 5,390.00( 2 dokumen 5,390.00| 3 dokumen 5,390.00 - - |Target Kinerja dan
1. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Anggaran Tetap
Perencanaan Perangkat Daerah
7 |01 |01 |2.01.06 |2.Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 5 laporan n/a 5 laporan 875.00| 3laporan 437.50| 5laporan 875.00! - - |Target Kinerja dan
Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Anggaran Tetap
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
7 |01 (01 |2.02 Kegiatan: 1. Persentase Pencairan Gaji dan 100% n/a 100% 2,122,511.36 50% 953,134.95 100% 2,122,511.36 - - |Target Kinerja dan
Administrasi Keuangan Perangkat | Tunjangan ASN tepat waktu Anggaran Tetap
Daerah
2. Persentase laporan keuangan 100% n/a 100% 100% 100% - - |Target Kinerja dan
yang tersusun sesuai aturan Anggaran Tetap
7 |01 (01 |2.02.01 [Sub Kegiatan : Jumlah orang yang menerima gaji [ 19 orang/bulan n/a 13 orang/ 2,049,513.36| 13 orang/ 916,936.95 13 orang/ 2,049,513.36 - - |Target Kinerja dan
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan [dan tunjangan ASN bulan bulan bulan Anggaran Tetap
ASN
7 |01 |01 |2.02.03 |2.Pelaksanaan penatausahaan dan |Jumlah Dokumen Penatausahaan 12 dokumen n/a 12 dokumen 71,598.00| 6 dokumen 35,799.00( 12 dokumen 71,598.00 - - |Target Kinerja dan
pengujian/verifikasi keuangan SKPD|dan Pengujian/Verifikasi Anggaran Tetap
Keuangan SKPD
7 |01 |01 |2.02.05 |3.Koordinasi dan penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 laporan n/a 1 laporan 1,400.00 [ 1laporan 399.00( 1laporan 1,400.00 - - |Target Kinerja dan
laporan keuangan akhir tahun SKPD | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Anggaran Tetap
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
7 |01 |01 |2.05 Kegiatan: Persentase pemenuhan N/A n/a N/A N/A N/A N/A N/A N/A - -|Target Kinerja dan
Administrasi Kepegawaian administrasi kepegawaian PD Anggaran Tetap
Perangkat Daerah Kecamatan Ngoro
7 |01 (01 |2.05.02 [Sub Kegiatan : Jumlah Paket Pakaian Dinas N/A n/a N/A N/A N/A N/A N/A N/A - -|Target Kinerja dan
1. Pengadaan pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapan Anggaran Tetap
beserta atribut kelengkapannya
7 |01 |01 (2.06 Kegiatan: Persentase pemenuhan 100% n/a 100% 88,770.80 50% 26,861.20 100% 73,936.20 - (14,834.60) | Pengurangan anggaran
Administrasi Umum Perangkat pelayanan administrasi penyediaan bahan
Daerah perkantoran logistik
7 |01 |01 |2.06.02 |Sub Kegiatan Jumlah Paket Peralatan dan 21 paket n/a 24 paket 15,003.00| 24 paket 8,291.20( 24 paket 15,458.40 - 455.40 [Target Kinerja dan
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran Tetap
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
7 |01 |01 |2.06.04 |2.Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik 1 paket n/a 1 paket 43,890.00 1 paket 8,540.00 1 paket 28,600.00 - (15,290.00) |Anggaran belanja mamin
Kantor Kantor yang Disediakan harian pegawai
disesuaikan dengan
jumlah ASN sejumlah 13
orang




Target kinerja

Realisasi target

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD

Usulan perubahan target dan

Urusan/bidang urusan Indi L Renstra PD kinerja hasll pada Renja 2023 anggaran pada Perubahan Renja | Bertambah/(Berkurang)
Kode pemerintahan daerah dan ndikator K|nerja Program Tahun 2023 program dan Target Renja 2023 Realisasi Triwulan Il (sesuai SPD) 2023 Catatan
) (outcome) / Kegiatan (output) . . keluaran
program/kegiatan (akhir periode kegiatan s/d
Renstra PD) tahun 2022 K Rp. (.000) K Rp. (.000) K Rp. (.000) K Rp. (.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10-6) 13=(11-7) 14
01 |01 |2.06.05 |3. Penyediaan Barang Cetakan dan |Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2 paket n/a 2 paket 7,243.80 2 paket 3,149.70 2 paket 7,243.80 - - |Target Kinerja dan
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Anggaran Tetap
01 (01 |2.06.06 |4.Penyediaan Bahan Bacaan dan [Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 1 dokumen n/a 1 dokumen 2,220.00( 1 dokumen 925.00( 1 dokumen 2,220.00! - - |Target Kinerja dan
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang- Anggaran Tetap
Undangan yang Disediakan
01 (01 [2.06.09 |5. Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan 4 laporan n/a 4 laporan 17,414.00| 3 laporan 3,590.00( 4 laporan 17,414.00 - - |Target Kinerja dan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggaran Tetap
SKPD
01 |01 |2.06.01 |6. Penyediaan komponen instalasi |Jumlah Paket Komponen Instalasi 6 paket n/a 8 paket 3,000.00| 8 paket 2,365.30 8 paket 3,000.00! - - |Target Kinerja dan
listrik/penerangan bangunan kantor | Listrik/Penerangan Bangunan Anggaran Tetap
Kantor yang Disediakan
01 |01 |2.07 Kegiatan: Persentase realisasi pengadaan 100% n/a 100% 25,531.25 100% 25,428.75 100% 80,865.85 - 55,334.60 |Penambahan anggaran
Pengadaan barang milik daerah sarana dan prasarana aparatur untuk pembangunan
penunjang urusan pemetrintah parkir dan pengadaan
daerah sarana dan prasarana
01 |01 [2.07.09 [Sub Kegiatan : Jumlah Unit Gedung Kantor atau n/a n/a N/A - N/A - - |Pembangunan parkir
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang kendaraan
Bangunan Lainnya Disediakan
01 |01 (2.07.10 [Sub Kegiatan : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 6 unit n/a 6 unit 25,531.25 6 unit 25,428.75 11 unit 80,865.85( 5 unit 55,334.60 |Pengadaan Printer 3 unit
Pengadaan Sarana dan Prasarana |Gedung Kantor atau Bangunan Rp. 11.250.000, 2unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan laptop core
Lainnya Rp.24.000.000, Alat
Peraga Edukatif BKB Kit
D 10 ANAANN Kacin
01 |01 |2.08 Kegiatan: Persentase pemenuhan jasa 100% n/a 100% 72,496.95 50% 32,381.27 100% 67,996.95 - (4,500.00) | Pengurangan anggaran
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan |penunjang urusan pemerintah premi asuransi BPJS
Pemerintahan Daerah daerah menyesuaikan dengan
01 |01 |2.08.02 |Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 24 laporan n/a 24 laporan 20,190.00( 12 laporan 8,588.97( 24 laporan 20,190.00 - - |Target Kinerja dan
1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Anggaran Tetap
Sumberdaya Air dan Listrik Listrik yang Disediakan
01 (01 [2.08.04 |2.Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 25 laporan n/a 25 laporan 52,306.95| 13 Laporan 23,792.30| 25 laporan 47,806.95 - (4,500.00) | Pengurangan anggaran
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang premi asuransi BPJS
Disediakan menyesuaikan dengan
kebutuhan
01 |01 |2.09 Kegiatan: Persentase Barang Milik Daerah 100% n/a 100% 50,129.00 50% 19,528.50 100% 260,129.00 - 210,000.00 |Pemeliharaan dan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah |dalam kondisi baik perluasan area kantor
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
01 |01 |2.09.02 |Sub Kegiatan: Jumlah Kendaraan Dinas 10 unit n/a 10 unit 30,104.00 2 unit 14,738.50 10 unit 30,104.00 - - |Target Kinerja dan
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, |Operasional atau Lapangan yang Anggaran Tetap
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Dipelihara dan Dibayarkan Pajak
Perijinan Kendaraan Dinas dan perizinannya
Operasional atau lapangan
01 (01 [2.09.09 |2.Pemeliharaan / Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 3 unit n/a 1 unit 9,145.00 N/A - 1 unit 219,145.00 210,000.00 |Pemeliharaan dan
gedung kantor dan bangunan Bangunan Lainnya yang perluasan area kantor
lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
01 (01 [2.09.10 |3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana 16 unit n/a 16 unit 10,880.00 7 unit 4,790.00 16 unit 10,880.00 - - |Target Kinerja dan
Sarana dan Prasarana Gedung Gedung Kantor atau Bangunan Anggaran Tetap
Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
01 (02 Program: Nilai Paten Kecamatan 85.20 n/a 87 6,225.00 3,112.50 87 6,225.00 - - |Target Kinerja dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Anggaran Tetap
dan Pelayanan Publik
01 |02 |2.02 Kegiatan : Persentase pelayanan terpadu 100% n/a 100% 6,225.00 100% 3,112.50 100% 6,225.00 - - |Target Kinerja dan
Penyelenggaraan Urusan (PATEN) yang sesuai standar Anggaran Tetap
Pemerintahan yang Tidak
dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan




Target kinerja

Realisasi target

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD

Usulan perubahan target dan

Urusan/bidang urusan Indi L Renstra PD kinerja hasll pada Renja 2023 anggaran pada Perubahan Renja | Bertambah/(Berkurang)
Kode pemerintahan daerah dan ndikator K|nerja Program Tahun 2023 program dan Target Renja 2023 Realisasi Triwulan Il (sesuai SPD) 2023 Catatan
) (outcome) / Kegiatan (output) . . keluaran
program/kegiatan (akhir periode kegiatan s/d
Renstra PD) tahun 2022 K Rp. (.000) K Rp. (.000) K Rp. (.000) K Rp. (.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10-6) 13=(11-7) 14
01 |02 |2.02.03 |Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Peningkatan 12 laporan n/a 12 laporan 6,225.00| 6 Laporan 3,112.50( 12 laporan 6,225.00 - - |Target Kinerja dan
Peningkatan Efektifitas Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Anggaran Tetap
Pelaksanaan Pelayanan kepada kepada Masyarakat di wilayah
Masyarakat di Wilayah Kecamatan |Kecamatan
01 |05 Program: 1. Persentase PHBN/PHBA 100% n/a 100% 30,450.00 4,450.00 100% 55,450.00 - 25,000.00 [Target Kinerja dan
Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan Anggaran Tetap
Pemerintahan Umum
2. Persentase rekomendasi 100% n/a 100% 50% 100% - - |Target Kinerja dan
Forkopimcam yang Anggaran Tetap
ditindaklanjuti
01 |05 [2.01 Kegiatan: 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 laporan n/a 1 laporan 30,450.00 4,450.00| 1laporan 55,450.00 - 25,000.00 [Target Kinerja dan
Penyelenggaraan Urusan PHBN/PHBA Anggaran Tetap
Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah
2.Jumlah Rekomendasi Hasil 4 dokumen n/a 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen - - |Target Kinerja dan
Koordinasi Forkopimcam Anggaran Tetap
01 |05 |2.01.03 |Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan |Jumlah Orang yang Mengikuti 100 orang n/a 100 orang 24,400.00| 1 Kegiatan 2,937.50| 100 orang 49,400.00 - 25,000.00 [Target Kinerja dan
dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Persatuan dan Anggaran Tetap
Kesatuan Bangsa
01 (05 [2.01.08 |Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Tugas Forum 4 dokumen n/a 4 dokumen 6,050.00( 4 laporan 1,512.50| 4 dokumen 6,050.00! - - |Target Kinerja dan
Forum Koordinasi Pimpinan di Koordinasi Pimpinan di Anggaran Tetap
Kecamatan Kecamatan
01 |04 Program: Persentase Laporan kasus 100% n/a 100% 10,975.00 50% 5,487.50 100% 10,975.00 - - |Target Kinerja dan
Koordinasi Ketentraman dan pelanggaran Perda / Perkada Anggaran Tetap
Ketertiban Umum dan trantibum yang
dikoordinasikan ke Instansi
terkait
01 |04 |2.02 Kegiatan: Jumlah kegiatan identifikasi kasus 12 kegiatan n/a 12 kegiatan 10,975.00( 6 kegiatan 5,487.50| 12 kegiatan 10,975.00 - - |Target Kinerja dan
Koordinasi Penerapan dan pelanggaran Perda/Perkada dan Anggaran Tetap
Penegakan Peraturan Daerah dan |Trantibum yang dilaksanakan
Peraturan Kepala Daerah
01 |04 |2.02.01 |Sub Kegiatan: Jumlah Laporan 12 laporan n/a 12 laporan 10,975.00( 6 Laporan 5,487.50| 12 laporan 10,975.00 - - |Target Kinerja dan
Koordinasi/Sinergi Dengan Koordinasi/Sinergi dengan Anggaran Tetap
Perangkat Daerah yang Tugas dan |Perangkat Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang Penegakan Fungsinya di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang- Undangan
dan/atau Kepolisian Negara dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia
01 |06 Program: Persentase Desa yang 100% n/a 100% 10,675.00 100% 4,450.00 100% 10,675.00 - - |Target Kinerja dan
Pembinaan dan Pengawasan melaporkan Anggaran Tetap
Pemerintahan Desa pertanggungjawaban Realisasi
APBDesa
Persentase Rekomendasi Hasil 100% n/a 100% 50% 100% - - |Target Kinerja dan
Pembinaan dan Pengawasan Anggaran Tetap
Pelaksanaan APBDesa yang
ditindaklanjuti
01 |06 |2.01 Kegiatan : Jumlah Rekomendasi hasil 26 dokumen n/a 26 dokumen 10,675.00( 13 dokumen 4,450.00( 26 dokumen 10,675.00 - - |Target Kinerja dan
Fasilitasi, Rekomendasi dan Pembinaan dan Pengawasan Anggaran Tetap
Koordinasi Pembinaan dan Pelaksanaan APB Desa
Pengawasan Pemerintahan Desa




Target kinerja

Realisasi target

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD

Usulan perubahan target dan

Urusan/bidang urusan Indi L Renstra PD kinerja hasll pada Renja 2023 anggaran pada Perubahan Renja | Bertambah/(Berkurang)
Kode pemerintahan daerah dan ndikator K|nerja Program Tahun 2023 program dan Target Renja 2023 Realisasi Triwulan Il (sesuai SPD) 2023 Catatan
) (outcome) / Kegiatan (output) . . keluaran
program/kegiatan (akhir periode kegiatan s/d
Renstra PD) tahun 2022 K Rp. (.000) K Rp. (.000) K Rp. (.000) K Rp. (.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10-6) 13=(11-7) 14
01 |06 |2.01.03 |Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen yang difasilitasi 26 dokumen n/a 26 dokumen 10,675.00| 13 dokumen 4,450.00( 26 dokumen 10,675.00 - - |Target Kinerja dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dalam rangka Pengelolaan Anggaran Tetap
Desa dan Pendayagunaan Aset Keuangan Desa dan
Desa Pendayagunaan Aset Desa
01 (03 Program: 1. Persentase Raperdes APB 100% n/a 100% 50,484.00 50% 18,959.00 100% 50,484.00 - - |Target Kinerja dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa |Desa/Perubahan APB Desa Anggaran Tetap
dan Kelurahan yang dievaluasi
2. Jumlah Lembaga/Badan 26 lembaga n/a 26 lembaga 26 lembaga 26 lembaga - - |Target Kinerja dan
Usaha Pemberdayaan Anggaran Tetap
Masyarakat Desa/Kelurahan
Yang Aktif
01 |03 |2.01 Kegiatan: Jumlah Lembaga/Badan Usaha 26 lembaga n/a 26 lembaga 50,484.00| 26 lembaga 18,959.00( 26 lembaga 50,484.00 - - |Target Kinerja dan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan |Pemberdayaan Masyarakat Desa Anggaran Tetap
Desa yang dibina
01 |03 [2.01.03 [Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Peningkatan 4 laporan n/a 4 laporan 50,484.00( 2 laporan 18,959.00| 4 laporan 50,484.00 - - |Target Kinerja dan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Efektifitas Kegiatan Anggaran Tetap
Pemberdayaan Masyarakat di Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 060.1/712/415.01/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
Jabatan : Camat Ngoro
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.
Jabatan : Pj. Bupati Jombang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 05 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA
Camat Ngoro

NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.

gif‘;:ﬁ»,ss KODE UNIT : 415.70
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG

NO
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya Akuntabilitas dan Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan 76
" | Kinerja Kecamatan Ngoro
> Meningkatnya kualitas IKM Kecamatan Ngoro 90,4
" | penyelenggaraan pemerintahan dan
layanan Kecamatan
IPP Kecamatan Ngoro 3,7
Persentase laporan kasus 100%
pelanggaran Perda/ Perkada
dan Trantibum yang
ditindaklanjuti instansi terkait
Persentase 100%
pertanggungjawaban realisasi
APB Desa tepat waktu
Persentase evaluasi Raperdes 100%
APB Desa/ Perubahan APB
Desa tepat waktu
SASARAN INDIKATOR
L PROGRAM PROGRAM TARGET | ANGGARAN
1. Menl.ngka.tnya_L Progra_m Persgntas:e ra_Lta-rata 100% 2 611.704.364
capaian k|nerja Penunjang capalan klnerja
aparatur Urusan aparatur
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
5 Meningkatnya Program Nilai Paten 87 6.225.000
Penyelenggaraan | Penyelenggaraa | Kecamatan
Pemerintahan n Pemerintahan
dan Pelayanan dan Pelayanan
Publik Publik
i 0
3. Meningkatnya Program Persentase 100% 55.450.000
Penyelenggaraan | Penyelenggaraa | PHBN/PHBA yang
Urusan n Urusan dilaksanakan
Pemerintahan Pemerintahan
Umum Umum
Persentase 100%
rekomendasi
Forkopimcam yang
ditindaklanjuti
4 Menln_gkat_nya Progrgm ' Persentase Laporan 100% 10.975.000
Koordinasi Koordinasi kasus pelanggaran
Ketentraman dan | Ketentraman dan | Perda/Perkada dan
Ketertiban Umum | Ketertiban Umum | Trantibum yang
dikoordinasikan ke
Instansi Terkait
5. Menln_gkatnya Progra_lm Persentase Desa 100% 10.675.000
Pembinaan dan Pembinaan dan yang melaporkan
Pengawasan Pengawasan Pertanggungjawaban

KODE UNIT : 415.70

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Pemerintahan
Desa

Pemerintahan
Desa

Realisasi APB Desa

Persentase
Rekomendasi Hasil
Pembinaan dan
Pengawasan
Pelaksanaan APB
Desa yang
ditindaklanjuti

100%

Meningkatnya
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
dan Kelurahan

Program
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
dan Kelurahan

Persentase
Raperdes APB
Desa/ APB Desa
yang dievaluasi

100%

50.484.000

Jumlah
Lembaga/Badan
Usaha
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa/Kelurahan
Yang Aktif

26
lembaga

2.745.513.364

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.

Sertifikasi
Elektronik

Jombang, 05 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA
Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik

NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001

KODE UNIT : 415.70

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO
JIn. Bupati Ismail No. 5 Telp. (0321) 710402
NGORO 61473

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN CAMAT NGORO
NOMOR : 188/ 06 /415.70/2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

oad

CAMAT NGORO,

bahwa dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan
meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngoro Kabupaten
Jombang, perlu menetapkan ukuran keberhasilan dalam mencapai
tujuan dan sasaran strategis di lingkungan Kecamatan Ngoro
Kabupaten Jombang.

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan
Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dengan Keputusan Kepala
Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor:PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

7.

10.

11.

12.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
DaeraH, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan
RKPD;

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D),

Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E);

Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45/D,
Tambahan Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 45/D);

Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyelenggaraan dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 47/E)

MEMUTUSKAN:

: Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja

Individu (IKI) di lingkungan Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang;

: Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

: Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana

dimaksud Diktum KEDUA bertujuan untuk;

a.

Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

: Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan untuk;

a

b.
C.
d.

Perencanaan jangka menengah
Perencanaan tahunan

Pengukuran kinerja secara berkala
Pelaporan Kinerja



e. Evaluasi kinerja

KELIMA : Keputusan Camat Ngoro Kabupaten Jombang ini, mulai berlaku sejak
ditetapkan.

.. Ditetapkanr di : Jombang
PRada : 03 Januari 2023
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Instansi
Visi
Misi
Tujuan

Tugas Pokok

Fungsi

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN CAMAT NGORO
NOMOR: 188/06,/415.70/2023
TANGGAL: 3 JANUARI 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG

KECAMATAN NGORO

Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter danBerdaya Saing

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yan Bersih Dan Profesional

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah.

1.

2.

A T

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di

tingkat Kecamatan

7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan

8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit

kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan



9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO. KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI/RUMUS SUMBER DATA PENANGGUNGJAWAB
UTAMA PENGHITUNGAN
1. Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP Nilai Evaluasi AKIP tahun n Hasil Evaluasi AKIP CAMAT
Akuntabilitas Kec. Ngoro
dan Kinerja
Kecamatan

Definisi Operasional:
Akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (AKIP) adalah
pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja isntansi
pemerintah melalui implementasi
sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (SAKIP) yang
meliputi 4 komponen

utama: yaitu Perencanaan
Kinerja, Pengukuran

Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja.
Penilaian dilaksanakan

setiap setahun sekali
berdasarkan hasil




penilaian tim AKIP Kab.
Jombang

Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraa
n pemerintahan
dan layanan
Kecamatan

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Kecamatan Ngoro

IKM Kecamatan Ngoro tahun n

Hasil Survey IKMKec.
Ngoro

CAMAT

Definisi Operasional:
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) adalah
Data informasi tentang
tingkat kepuasaan
masyarakat yang diperoleh
dari hasil survei kepuasan
masyarakat atas pelayanan
dari aparatur
penyelenggara pelayanan
publik. IKM berdasarkan
Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman
Survei Kepuasan
Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan
Publik meliputi 9 unsur
yaitu: Persyaratan,
Sistem/Mekanisme/Prosed
ur, Waktu Penyelesaian,
Biaya/Tarif, Produk
Spesifikasi Jenis Pelayanan,

Kompetensi Pelaksana,




Perilaku Pelaksana,
Penanganan
Pengaduan/Saran/Masuka
n, dan Sarana/ Prasarana.
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Kecamatan Ngoro
diperoleh dari hasil
survei kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan di Kecamatan
Ngoro melalui situs
http://sukmasantri.jomb
angkab.go.id/

Indeks Pelayanan Publik
(IPP) KecamatanNgoro

I[PP Kecamatan Ngoro tahun n

Hasil Survey IPPKec.
Ngoro

CAMAT

Definisi Operasional:
Indeks Pelayanan Publik atau [PP
adalah indeks yang digunakan
untuk mengukur kinerja
pelayanan publik di lingkungan
kementerian, lembaga, dan
pemerintah daerah di Indonesia
berdasarkan Aspek Kebijakan
Pelayanan, Aspek Profesionalisme
SDM, Aspek Sarana Prasarana,
Aspek Sistem Informasi Pelayanan
Publik, Aspek Konsultasi dan
Pengaduan serta Aspek Inovasi
(Permenpan RB No. 17 Tahun



http://sukmasantri.jombangkab.go.id/
http://sukmasantri.jombangkab.go.id/

2017). Nilai Indeks Pelayanan
Publik (IPP) diperoleh dari hasil
penilaian Tim Monitoring dan
Evaluasi Penerapan Standar
Pelayanan Pemkab. Jombang
setiap setahun sekali

Persentase laporan
kasus pelanggaran
Perda/Perkada dan
Trantibum yang
ditindaklanjuti instansi
terkait

Jumlah laporan kasus pelanggaran
Perda dan Trantibum yang
tindaklanjuti PD/ instansi terkait
--------------------------------- x 100 %
Jumlah laporan kasus pelanggaran
perda dan trantibum Trantibum yang
dikoordinasikan ke Instansi Terkait

Laporan Pelanggaran

Perda dan
Trantibum

CAMAT

Definisi Operasional:
Laporan pelanggaran
Perda/Perkada dan
Trantibum yang telah
ditindaklanjuti instansi
terkait setelah laporan
pelanggaran Perda/Perkada
dan trantibum
dikoordinasikan ke instansi
terkait. Laporan
pelanggaran perda/perkada
merupakan laporan rutin
Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum ke Dinas
Satpol PP yang rutin dikirim
dan dikoordinasikan setiap
bulan. Laporan yang
membutuhkan tindak lanjut
akan ditindaklanjuti oleh




dinas/ instansi terkait.

Persentase
pertanggungjawaban
realisasi APB Desa tepat
waktu

Jumlah laporan pertanggungjawaban
realisasi APB Desa tepat waktu

—————————————————————————————————— x 100 %
Jumlah laporan pertanggungjawaban
realisasi APB Desa

Laporan Evaluasi LRA
Desa

CAMAT

Definisi Operasional:
Setiap desa wajib
menyusun laporan
pertanggungjawaban
APBDes yaitu dokumen
(LRA beserta Perdesnya)
paling lambat akhir
Bulan Januari setelah
Tahun Anggaran
berakhir. Laporan
Pertanggungjawaban
APBDes dievaluasi oleh
Tim Verifikator dan
Pembina APBDes
Kecamatan.

Persentase evaluasi
Raperdes APB
Desa/Perubahan APB
Desa tepat waktu

Jumlah laporan Raperdes APB Desa/
Perubahan APB Desa tepat waktu

----- x 100 %
Jumlah laporan Raperdes APB Desa/
Perubahan APB Desa

Laporan Evaluasi
Raperdes APB Desa

CAMAT




Definisi Operasional:
Desa wajib menyusun
Raperdes APBDes/
Perubahan APBDes.
Raperdes ini dievaluasi
oleh Tim Verifikator dan
Pembina APBDes
Kecamatan.

Raperdes APBDes
disusun Desa sebanyak
2x untuk Raperdes
APBDes disusun pada
bulan Desember-Januari,
sedangkan Raperdes
RKPDes disusun pada
bulan September-
Oktober




NO. KINERJA INDIKATOR KINERJA FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN SUMBER DATA
1 |Meningkatnya Persentase rata-rata capaian Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd Laporan Kinerja Pegawai
kinerja aparatur kinerjaaparatur [ x100
Jumlah pegawai
2 |Meningkatnya Nilai Paten Kecamatan Nilai PATEN Kecamatan Ngoro Tahun n Hasil Evaluasi PATEN
PATEN sesuai
dengan standar
3. |Pelaksanaan Persentase PHBN/PHBA yang Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA Laporan Hasil kegiatan
PHBN/PHBA dilaksanakan @~ ===z | meeeeeeeeeecemceemcececeeeceeeeeeeeee x100%
_ Jumlah PHBN/PHBA yang direncanakan
sesuai standart
4. |Koordinasi Persentase rekomendasi Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang Laporan Hasil kegiatan
forkopimcam Forkopimcam yang ditindaklanjuti Eht_lnfla}{la}n]_uti ____________________________________ x100%
secara rutin Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi
berkala Forkopimcam




Koordinasi kasus

Persentase Laporan kasus

Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada
dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi

Laporan Kasus

pelanggaran pelanggaran Perda/Perkada dan | .0 ¢ Pelanggaran
perda/perkada danTrantibum yang dikoordinasikan | - . %100% | Perda/Perkada
trantibum tepat ke Instansi Terkait Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada

waktu

Koordinasi Persentase Desa yang melaporkan | Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungajwaban | Laporan
pertanggungjawab [Pertanggungjawaban Realisasi f{e:ah_sa:sl{-\P_B]?_e?:a __________________________________ X100% Pertanggungjawaban
an realisasi APB  |APB Desa Jumlah Desa °| Realisasi APBDes
Desa

Koordinasi Persentase Rekomendasi Hasil Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Laporan Pembinaan dan
pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan gi?ﬁg;ﬁ:%?ﬁflaksanaan APB Desa yang Pengawasan APBDes
pengawasan Pelaksanaan APB Desayang | x100%

pelaksanaan APB |ditindaklanjuti Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan

Desa Pengawasan Pelaksanaan APB Desa

Koordinasi dan

Persentase Raperdes APB Desa/

Jumlah Raperdes APBDesa dan Perubahan APB Desa
yang dievaluasi

Laporan Raperdes

fasilitasi APB Desa Perubahanyang |/ -*'<7er APBDesa/ Perubahan
penyusunan dievaluasi x100% APBDesa

raperdes sesuai Jumlah Raperdes APBDesa dan Perubahan APB Desa

aturan dan tepat

waktu

Koordinasi dan Jumlah Lembaga/Badan Usaha Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Laporan Kasi PMD

pembinaan
lembaga/ badan
usaha
Pemberdayaan
Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan Yang Aktif

Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif tahun n







LAMPIRAN 2: KEPUTUSAN CAMAT NGORO
NOMOR: 188/06,/415.70,/2022
TANGGAL: 3 JANUARI 2022

1. NAMA : M. DONNY ARDYANSYAH, S.STP. MM

NIP : 19841016 2003121 001

JABATAN : SEKRETARIS

TUGAS POKOK
1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi keuangan;
4. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
5. Pengelolaan urusan rumah tangga;
6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-

undangan;
7. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugastugas Seksi;
8. Pengelolaan kearsipan;
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
10. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
NO. KINERJA INDIKATOR FORMULASI SUMBER
KINERJA DATA
1 Keoi Persentase Jumlah dokumen | Laporan
: egiatan )
dokumen perencanaan, Hasil

perencanaan, evaluasi

kinerja, keuangan perencanaan, penganggaran dan | Kegiatan
a dmini'strasi ’ penganggaran evaluasi kinerja PD
kepegawaian dan evaluasi yang tersusun
: 7 kinerja PD yan sesuai aturan
adminstrasi umum, yane
pengadaan tersusun sesuai | ----------------- x100
. aturan Jumlah dokumen
penyediaan jasa dan
perencanaan,

pemeliharaan yang
terlaksana sesuai
dengan aturan

penganggaran dan
evaluasi kinerja PD

yang ditargetkan
Persentase Realisasi pencairan | Laporan
Pencairan gaji gaji dan tunjangan | Realisasi
dan tunjangan ASN tepat waktu Anggaran
ASN tepat waktu | ---------------mn-oe-

x100

Anggaran gaji dan
tunjangan ASN yang

ditargetkan
Persentase Jumlah laporan | Laporan
laporan keuangan yang | Hasil
keuangan yang tersusun sesuai | Kegiatan
tersusun sesuai | aturan
aturan | mmemmmemmeeemeeee- x100
Jumlah Laporan
keuangan yang
ditargetkan
Persentase Jumlah pemenuhan | Laporan
pemenuhan pelayanan Hasil
pelayanan administrasi Kegiatan

administrasi perkantoran




perkantoran

x100

Pelayanan

administrasi

perkantoran  yang

ditargetkan
Persentase Jumlah realisasi | Laporan
realisasi pengadaan sarana | Hasil
pengadaan dan prasarana Kegiatan
saranadan | ----m-m-mmemee- x100
prasarana Pengadaan sarana
aparatur dan prasana yang

ditargetkan
Persentase Jumlah pemenuhan | Laporan
pemenuhan jasa | jasa penunjang | Hasil
penunjang urusan pemerintah | Kegiatan
urusan daerah
pemerintah | ------emmemeeeee- x100
daerah Jumlah pemenuhan

jasa penunjang

urusan pemerintah

daerah yang

ditargetkan
Persentase Jumlah Barang Milik | Laporan
Barang Milik Daerah dalam | Hasil
Daerah dalam kondisi baik Kegiatan
kondisi baik | -------mmemmeeee- x100

Jumlah Barang Milik

Daerah yang di

pelihara




2. NAMA

: DWI PUSPITASARI RINDYANA, S.STP., MM.

NIP : 19920903 201507 2 001
JABATAN : KASI TATA PEMERINTAHAN
TUGAS POKOK

1. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan
koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di
lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan Kkegiatan
pemerintahan;

2. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian
kependudukan dan catatan sipil;

3. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain
tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;

4. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi
pemerintahan desa;

5. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perancanaan
dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

6. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada
Bupati;

7. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi
terpadu Kecamatan (PATEN);

8. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan
pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal
kepada masyarakat di Kecamatan;

9. Melaksanakan tugas pembantuan; dan

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

NO. KINERJA INDIKATOR KINERJA FORMULASI SUMBER
DATA

1. | Koordinasi Kkegiatan | Persentase pelayanan Jumlah pelayanan Buku
PATEN  Kecamatan | terpadu (PATEN) yang terpadu (PATEN) yang | Register
sesuai standar sesuai standar sesuai standar Pelayanan

———————————————— x100%
Jumlah pelayanan
terpadu (PATEN)

2. | Pelaksanaan Jumlah Laporan Jumlah Laporan Buku
Pelayanan kepada Peningkatan Efektifitas Peningkatan Efektifitas | Register
i\//lvallsyarakat di Pelaksanaan Pelayanan Pelaksanaan Pelayanan | Pelayanan

ilayah Kecamatan
yang efektif kepada Masyarakat di kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan
tahun n

3. | Evaluasi kegiatan Jumlah Rekomendasi hasil | Jumlah Rekomendasi Laporan
pelaksanaan APBDes | Pembinaan dan hasil Pembinaan dan Hasil
secara periodik Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan

APB Desa Pelaksanaan APB Desa
tahun n

4. | Fasilitasi dan | Jumlah Dokumen yang Jumlah Dokumen yang | Laporan
koordinasi difasilitasi dalam rangka difasilitasi dalam Hasil
Pengelolaan Keuangan | pepgelolaan Keuangan Desa | rangka Pengelolaan Kegiatan
Desa dan | gan Pendayagunaan Aset Keuangan Desa dan
Pendayagu.naan Aset | Desa Pendayagunaan Aset
Desa sesuai aturan

Desa tahun n




3. NAMA : USWATUL QOYIMAH, S.Sos

NIP : 19750703 199803 2 003
JABATAN : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TUGAS POKOK

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan
pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit
kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja
dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa
dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
di wilayah kerja Kecamatan;

3. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan
masyarakat, pemerintahan desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik
yang dilakukan oleh Perangkat daerah maupun swasta;

4. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat
sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;

5. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan
masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan
tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pemberdayaan masyarakat;

6. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

NO. KINERJA INDIKATOR KINERJA FORMULASI SUMBER
DATA

1. | Pembinaan Jumlah Lembaga/Badan | Jumlah Laporan
lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Lembaga/Badan Hasil
Usaha Masyarakat Desa yang | Usaha Kegiatan
Pemberdayaan dibina Pemberdayaan
Masyarakat Masyarakat Desa
Desa/Kelurahan yang dibina tahun n
secara rutin

2. | Pelaksanaan Jumlah Laporan Jumlah Laporan Laporan
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Peningkatan hasil
Pemberdayaan Kegiatan Efektifitas Kegiatan | kegiatan
Masyarakat di Pemberd Pemberdayaan

_ emberdayaan .
Wilayah Kecamatan L Masyarakat di
yang efektif Masyarakat di Wilayah Wilayah Kecamatan
Kecamatan tahun n




4. NAMA

: ANITA MAHARANI

NIP : 19740917 200501 2 009
JABATAN : KASI SOSIAL BUDAYA
TUGAS POKOK
1. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data

pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial

budaya;

w

Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;

4. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan,
pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan

masyarakat;

5. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan social dan
pemberdayaan perempuan;

6. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi
kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
NO. KINERJA INDIKATOR FORMULASI SUMBER
KINERJA DATA
1. Kegiatan PHBN/ Jumlah Laporan Jumlah Laporan Laporan
PHBA sesuai Pelaksanaan Pelaksanaan hasil
rencana PHBN/PHBA PHBN/PHBA kegiatan
tahun n
2. | Fasilitasi pembinaan Jumlah Orang yang Jumlah Orang Laporan
Persatuan dan Mengikuti Pembinaan | yang Mengikuti hasil
Kesatuan Bangsa yang | persatuan dan Pembinaan kegiatan
berhasil guna Kesatuan Bangsa Persatuan dan
Kesatuan Bangsa
tahun n
3. Evaluasi kegiatan | Jumlah rekomendasi | Jumlah Laporan
koor dinasi hasil koordinasi rekomendasi hasil | hasil
forkopimcam Forkopimcam koordinasi kegiatan
secara periodik Forkopimcam
tahun n
4, Pelaksanaan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen | Laporan
kegiatan Tugas Forum Tugas Forum hasil
koordinasi Koordinasi Koordinasi kegiatan
forkopimcam Pimpinan di Pimpinan di
secara periodik Kecamatan Kecamatan tahun

n




5. NAMA : ARIEF JATMIKO
NIP : 19690125 199203 1006
JABATAN : KASIKEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
TUGAS POKOK :
1. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta

2.

8.

9.

ketertiban masyarakat;

Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan
ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat
kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
Melaksanakan penyelenggaraaan pengendalian operasional Polisi Pamong
Praja Kecamatan;

Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk
TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan
fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah
dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat;

Kecamatan,

dan

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

NO. KINERJA INDIKATOR FORMULASI SUMBER
KINERJA DATA

1. Identifikasi kasus Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan Laporan
pelanggaran identifikasi kasus identifikasi kasus Hasil
Perda/Perkada dan | pelanggaran pelanggaran Kegiatan
Trantibum yang Perda/Perkada dan | Perda/Perkada dan
dilaksanakan secara | Trantibum yang Trantibum yang
akurat dilaksanakan dilaksanakan tahun n

2. Koordinasi/Sinergi | Jumlah Laporan Jumlah dokumen Laporan
dengan Perangkat Koordinasi/Sinergi Pengamanan Kantor | Hasil
Daerah yang Tugas | dengan Perangkat dan kegiatan- Kegiatan
dan Fungsinya di Daerah yang Tugas kegiatan di
Bidang Penegakan | dan Fungsinya di lingkungan Kantor
Peraturan Bidang Penegakan Kecamatan Ngoro
Perundang- Peraturan tahun n
Undangan dan/atau | Perundang-
Kepolisian Negara Undangan dan/atau
Republik Indonesia | Kepolisian Negara
yang cepat dan Republik Indonesia.
efisien




6. NAMA : JANNATIN DYAH PURWANINGTYAS, S.AP

NIP : 19911102 201505 2 001
JABATAN : KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI
TUGAS POKOK

1. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan
jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;

2. Menyusun rencana program dan Kkegiatan jangka panjang, jangka
menengah serta tahunan;

3. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan

kegiatan;

Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;

Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan

tata usaha keuangan;

6. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan

meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;

Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;

Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

o1

0O 0N

NO. KINERJA INDIKATOR FORMULASI SUMBER
KINERJA DATA
1. | Penyusunan dokumen | Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Laporan
perencanaan Perencanaan Perencanaan Hasil
Perangkat daerah | Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kegiatan
sesuai aturan tahun n
2. | Koordinasi Jumlah Laporan Jumlah Laporan Laporan
penyusunan laporan | Capaian Kinerja dan | Capaian Kinerja dan | Hasil
capaian Kkinerja dan | Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kegiatan
ikhtisar realisasi | Kinerja SKPD dan Kinerja SKPD dan
kinerja SKPD secara | Laporan Hasil Laporan Hasil
periodik dan sesuai | Koordinasi Koordinasi
aturan Penyusunan Penyusunan
Laporan Capaian Laporan Capaian
Kinerja dan I[khtisar | Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja
SKPD SKPD tahun n
3. | Pembayaran Gaji dan | Jumlah Orang yang | Jumlah Orangyang | Laporan
Tunjangan ASN tepat | Menerima Gaji dan | Menerima Gaji dan | Hasil
waktu Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kegiatan
tahun n
4. | Penatahausahaan dan | Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Laporan
pengujian/verifikasi Penatausahaan dan | Penatausahaan dan | hasil
keuangan SKPD yang | Pengujian/Verifikasi | Pengujian/Verifikasi | kegiatan
akurat dan akuntabel | Keuangan SKPD Keuangan SKPD
tahun n
5. | Penyusunan Jumlah Laporan Jumlah Laporan Laporan
Dokumen laporan | Keuangan Akhir Keuangan Akhir Hasil
keuangan tahunan | Tahun SKPD dan Tahun SKPD dan Kegiatan
tepat waktu dan | Laporan Hasil Laporan Hasil
sesuai aturan Koordinasi Koordinasi

Penyusunan Penyusunan




Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD n




7. NAMA
NIP
JABATAN
TUGAS POKOK

: MUHAMMAD IKSAN
: 19650510 199103 1 021
: KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;

2. Melaksanakan wurusan

surat menyurat,

pendistribusian dan tata kearsipan;
3. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa;
4. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor
serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi

perjalanan dinas;

pengetikan,

penggandaan,

5. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang
meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan
pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;

o

Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;

7. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan
Standar Pelayanan Minimal;
8. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi

dan komunikasi;

9. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi;
10. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

NO. KINERJA INDIKATOR FORMULASI SUMBER
KINERJA DATA
1. | Fasilitasi komponen instalansi | Jumlah Paket Jumlah Paket | Laporan
listrik/penerangan  bangunan | Komponen Instalasi | Komponen Stock
kantor sesuai kebutuhan Listrik/Penerangan Instalasi Opname
Bangunan Kantor Listrik/Peneran
yang Disediakan gan Bangunan
Kantor yang
Disediakan
tahun n
2. | Fasilitasi peralatan dan | Jumlah Paket Jumlah Paket Laporan
perlengkapan kantor efektif dan | Peralatan dan Peralatan dan Stock
efisien Perlengkapan Kantor | Perlengkapan Opname
yang Disediakan Kantor
yang Disediakan
tahun n
3. | Pemenuhan bahan logistik | Jumlah paket bahan | Jumlah paket Laporan SP]
kantor sesuai kebutuhan logistik kantor yang | bahan logistik
disediakan kantor yang
disediakan
tahun n
4. | Pemenuhan barang cetakan dan | Jumlah Paket Barang | Jumlah Paket Laporan SP]
penggandaan sesuai kebutuhan | Cetakan dan Barang Cetakan
Penggandaan yang dan
Disediakan Penggandaan
yang Disediakan
tahun n
5. | Pemenuhan bahan bacaan dan | Jumlah Dokumen Jumlah Laporan SP]
peraturan perundang-undangan | Bahan Bacaan dan Dokumen Bahan
secara rutin Peraturan Bacaan dan
Perundang- Peraturan




Undangan yang Perundang-
Disediakan Undangan yang
Disediakan
tahun n
6. | Penyusunan Laporan hasil | Jumlah Laporan Jumlah Laporan | Laporan SP]
Rapat Koordinasi dan konsultasi | Penyelenggaraan Penyelenggaraa
SKPD yang tersusun sesuai | Rapat Koordinasi dan | n Rapat
aturan Konsultasi SKPD Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
tahun n
7. | Pengadaan Sarana dan | Jumlah Unit Sarana Jumlah Unit Laporan SPJ
Prasarana gedung kantor sesuai | dan Prasarana Sarana dan
kebutuhan secara efektif dan | Gedung Kantor atau | Prasarana
efisien Bangunan Lainnya Gedung Kantor
yang Disediakan atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan
tahun n
8. | Fasilitasi  jasa  komunikasi, | Jumlah Laporan Jumlah Laporan | Laporan SP]
sumberdaya air dan listrik tepat | Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
waktu Komunikasi, Sumber | Komunikasi,
Daya Air dan Listrik | Sumber Daya Air
yang Disediakan dan Listrik yang
Disediakan
tahun n
9. | Pemenuhan jenis Pelayanan | Jumlah Laporan Jumlah Laporan | Laporan SP]
Umum sesuai kategori Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Pelayanan
Kantor yang Umum Kantor
Disediakan yang Disediakan
tahun n
10. | Fasilitasi pemeliharaan | Jumlah Kendaraan Jumlah Laporan
kendaraan dinas operasional / | Dinas Operasional Kendaraan Hasil
lapangan dengan baik dan | atau Dinas Kegiatan
dibayarkan pajaknya tepat | Lapangan yang Operasional atau
waktu Dipelihara dan Lapangan yang
Dibayarkan Pajak Dipelihara dan
dan Perizinannya Dibayarkan
Pajak
dan
Perizinannya
tahun n
11. | Fasilitasi pemeliharaan gedung | Jumlah gedung Jumlah gedung Laporan
kantor dan bangunan lainnya kantor dan bangunan | kantor dan Hasil
lainnya PD yang bangunan Kegiatan
dipelihara lainnya PD yang
dipelihara tahun
n
12. | Sarana dan Prasarana gedung | Jumlah Sarana dan Jumlah Sarana Laporan
kantor / bangunan lainnya yang | Prasarana Gedung dan Prasarana Hasil
terpelihara dengan baik Kantor Gedung Kantor | Kegiatan

atau Bangunan
Lainnya yang

atau Bangunan
Lainnya yang




Dipelihara/Direhabili | Dipelihara/Dire
tasi habilitasi tahun
n




8. NAMA : GLADI YUDHA DWI SANTOSO
NIP : 19710913 200906 1 001
JABATAN : PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN
TUGAS POKOK
1. Memproses pengajuan KK
2. Memproses pengajuan KTP
3. Melaksanakan perekaman KTP
4. Memproses pengajuan pindah
NO KINERJA INDIKATOR FORMULASI / RUMUS SUMBER
KINERJA PERHITUNGAN DATA
1. | Fasilitasi pengajuan KK Persentase Jumlah pengajuan KK Buku Register
sesuai prosedur SOP Pengajuan KK yang diproses Pelayanan
yang diproses | -------m--mm-moe- x100%
Jumlah pengajuan KK
yang telah diverifikasi
2. | Fasilitasi Pencetakan KTP | Persentase Jumlah pengajuan KTP | Buku Register
sesuai prosedur SOP Pengajuan KTP yang dicetak Pelayanan
yang dicetak | -------mmmmemoe x100%
Jumlah pengajuan KTP
yang telah diverifikasi
3. | Fasilitasi kegiatan Persentase Jumlah kegiatan Buku Register
Perekaman KTP sesuai perekaman KTP perekaman KTP Pelayanan
prosedur SOP yang terlaksana = | ----------------- x100%
Jumlah pengajuan
perekaman KTP yang
verifikasi
4. | Fasilitasi pengajuan surat | Persentase Jumlah pengajuan surat | Laporan
pindah sesuai prosedur pengajuan Pindah | pindah yang diproses Kependuduka
SOP yang diproses | -------m--mo----- x100% n Desa
Jumlah pengajuan surat
pindah yang
diverifikasi
9. NAMA : ERIK SATIVA
NIP : 19810514 200604 1 012
JABATAN : PENGELOLA DATA
TUGAS POKOK
1. Memproses pengajuan perizinan/ non perizinan dispensasi nikah, skck dll (diluar
adminduk)
NO KINERJA INDIKATOR FORMULASI / RUMUS SUMBER
KINERJA PERHITUNGAN DATA
1. | Fasilitasi pengajuan Persentase Jumlah pengajuan Buku
perizinan/ non pengajuan perizinan/ non perizinan | Register
perizinan dispensasi | perizinan/ non dispensasi nikah, skck dll pelayanan

nikah, skck dll

perizinan dispensasi
nikah, skck dll yang
diproses

yang diproses
----------------- x100%

pengajuan perizinan/ non
dispensasi

perizinan
nikah, skck dll




10. NAMA : ATIK NUR BADRIYAH

NIP : 19810204 201001 2 001
JABATAN : PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TUGAS POKOK
1. Merekapitulasi pendayagunaan aset desa sesuai aturan
2. Merekapitulasi pengelolaan keuangan desa secara akurat
FORMULASI /
NO KINERJA INIZLI;:‘;'I]‘XR RUMUS SUMBER DATA
PERHITUNGAN
1. | Rekapitulasi laporan | Jumlah laporan Jumlah laporan Laporan Hasil
pendayagunaan aset rekapitulasi rekapitulasi Kegiatan
desa sesuai aturan pendayagunaan aset | pendayagunaan aset
desa yang tersusun desa yang tersusun
tahun n
2. | Rekapitulasilaporan | Jumlah laporan Jumlah laporan Laporan Hasil

pengelolaan
keuangan Desa
secara akurat

rekapitulasi
pengelolaan
keuangan desa yang
tersusun

rekapitulasi
pengelolaan
keuangan desa yang
tersusun tahun n

Kegiatan




11. NAMA
NIP

JABATAN
TUGAS POKOK

: EDY MARYONO
: 19680130 199203 1 004

: PENGELOLA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1. Mengelola Konsep Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang
Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia secara lengkap dan administratif

2. Menyusun Jumlah Konsep Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum
Bulanan secara periodik

3. Menyusun jadwal piket keamanan kantor secara lengkap dan administratif

NO KINERJA INDIKATOR FORMULASI / SUMBER DATA
KINERJA RUMUS
PERHITUNGAN
1. | Penyusunan Konsep Jumlah Konsep Jumlah Konsep Laporan hasil
Laporan Laporan Laporan kegiatan
Koordinasi/Sinergi Koordinasi/Sinergi | Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat Daerah | dengan Perangkat dengan Perangkat
yang Tugas dan Daerah yang Tugas | Daerah yang Tugas
Fungsinya di Bidang dan Fungsinya di dan Fungsinya di
Penegakan Peraturan Bidang Penegakan Bidang Penegakan
Perundang-Undangan Peraturan Peraturan
dan/atau Kepolisian Perundang- Perundang-
Negara Republik Undangan dan/atau | Undangan
Indonesia secara lengkap | Kepolisian Negara dan/atau
dan administratif Republik Indonesia | Kepolisian Negara
yang tersusun Republik
Indonesia yang
tersusun tahun n
Penyusunan Konsep Jumlah Konsep Jumlah Konsep Laporan hasil
Laporan pelanggaran Laporan Laporan kegiatan
Perda/Perkada dan pelanggaran pelanggaran
2. | Trantibum bulanan Perda/Perkada dan | Perda/Perkada
secara periodik Trantibum bulanan | dan Trantibum
yang tersusun bulanan yang
tersusun tahun n
Penyusunan jadwal piket | Jumlah jadwal piket | Jumlah jadwal Laporan hasil
3 keamanan kantor secara | keamanan yang piket keamanan Kegiatan
" | lengkap dan administratif | tersusun yang tersusun
tahun n
12. NAMA : YUDO WIJANTO
NIP : 19680725 200112 1 003
JABATAN : PENGELOLA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
TUGAS POKOK

1. Mengelola Konsep Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang
Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia secara lengkap dan administratif

2. Menyusun Jumlah Konsep Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum
Bulanan secara periodik

3. Menyusun jadwal piket keamanan kantor secara lengkap dan administratif




NO KINERJA INDIKATOR FORMULASI / SUMBER DATA
KINERJA RUMUS
PERHITUNGAN
1. | Penyusunan Konsep Jumlah Konsep Jumlah Konsep Laporan hasil
Laporan Laporan Laporan kegiatan
Koordinasi/Sinergi Koordinasi/Sinergi | Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat Daerah | dengan Perangkat dengan Perangkat
yang Tugas dan Daerah yang Tugas | Daerah yang Tugas
Fungsinya di Bidang dan Fungsinya di dan Fungsinya di
Penegakan Peraturan Bidang Penegakan Bidang Penegakan
Perundang-Undangan Peraturan Peraturan
dan/atau Kepolisian Perundang- Perundang-
Negara Republik Undangan dan/atau | Undangan
Indonesia secara lengkap | Kepolisian Negara dan/atau
dan administratif Republik Indonesia | Kepolisian Negara
yang tersusun Republik
Indonesia yang
tersusun tahun n
Penyusunan Konsep Jumlah Konsep Jumlah Konsep Laporan hasil
Laporan pelanggaran Laporan Laporan kegiatan
Perda/Perkada dan pelanggaran pelanggaran
2. | Trantibum bulanan Perda/Perkada dan | Perda/Perkada
secara periodik Trantibum bulanan | dan Trantibum
yang tersusun bulanan yang
tersusun tahun n
Penyusunan jadwal piket | Jumlah jadwal piket | Jumlah jadwal Laporan hasil
3 keamanan kantor secara | keamanan yang piket keamanan Kegiatan
" | lengkap dan administratif | tersusun yang tersusun

tahun n




4. NAMA : BUARI
NIP : 19640722 198602 1 004
JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM
TUGAS POKOK
1. Melaksanakan Pembelian Alat tulis kantor sesuai kebutuhan
2. Melaksanakan Pemesanan serta pembayaran bahan cetak sesuai
kebutuhan
3. Melaksanakan Pemesanan serta pembayaran barang penggandaan
sesuai kebutuhan Membayar tagihan listrik dan telepon
4. Melaksanakan Pemesanan serta pembayaran bahan bacaan dan
peraturan
5. Mengelola Dokumen perjalanan dinas Camat dan Sekcam yang
teradmistrasikan dengan baik
6. Menyediakan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan
kantor dengan baik
7. Melaksanakan Kegiatan administrasi surat masuk dan surat keluar
sesuai kategori
8. Membayar tagihan Sumberdaya Air, Listrik dan telepon tepat waktu
NO KINERJA INDIKATOR FORMULASI / RUMUS SUMBER
KINERJA PERHITUNGAN DATA
1. | Pembelian Alat tulis | Jumlah pembelian Jumlah pembelian Alat Laporan
kantor sesuai Alat tulis kantor tulis kantor tahun n Hasil
kebutuhan Kegiatan
2. | Pemesanan serta Jumlah pemesanan | Jumlah pemesanan dan Laporan
pembayaran bahan | dan pembayaran pembayaran bahan cetak Hasil
cetak sesuai bahan cetak tahun n Kegiatan
kebutuhan
3. | Pemesanan serta Jumlah pembayaran | Jumlah pembayaran bahan | Laporan
pembayaran barang | bahan penggandaan | penggandaan tahun n Hasil
penggandaan sesuai Kegiatan
kebutuhan
4. | Pemesanan serta Jumlah pembayaran | Jumlah pembayaran bahan | Laporan
pembayaran bahan | bahan bacaan dan bacaan dan peraturan Hasil
bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan
peraturan perundang- tahun n
perundang- undangan
undangan sesuai
kebutuhan
5. | Dokumen Jumlah dokumen Jumlah dokumen Laporan
perjalanan dinas perjalanan dinas perjalanan dinas Camat Hasil
Camat dan Sekcam Camat dan Sekcam | dan Sekcam yang di Kegiatan
yang yang di administrasikan tahun n




teradmistrasikan administrasikan

dengan baik

Penyediaan Jumlah pembayaran | Jumlah pembayaran Laporan
komponen instalasi | komponen instalasi | komponen instalasi Hasil
Listrik/Penerangan | Listrik/Penerangan | Listrik/Penerangan Kegiatan
bangunan kantor bangunan kantor bangunan kantor tahun n

dengan baik

Kegiatan Jumlah surat masuk | Jumlah surat masuk dan Laporan
administrasi surat dan surat keluar surat keluar yang Hasil
masuk dan surat yang diadministrasikan tahunn | Kegiatan
keluar sesuai diadministrasikan

kategori

Pembayaran tagihan | Jumlah pembayaran | Jumlah pembayaran Laporan
Sumberdaya Air, Sumberdaya Air, Sumberdaya Air, Listrik Hasil
Listrik dan telepon | Listrik dan telepon | dan telepon tahun n Kegiatan

tepat waktu




MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TRIBULAN 4 TAHUN 2023

1 NAMA : NUR EVVA MAYLIA, S.STP., MM.
2 NIP : 19820501 200112 2 001
3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina/ IVa
4 JABATAN : CAMAT
5 UNIT KERJA : KECAMATAN NGORO
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU RENCANA AKSI TARGET REALISASI CAI(:/::'AN CATATAN MONEV TINDAK LANJUT BUKTI DUKUNG
1 |Pengimplementasian SAKIP yang membudaya | Nilai Evaluasi AKIP Mengevaluasi hasil evaluasi 1 kegiatan 1 kegiatan 100 Telah dilaksanakan evaluasi |Pada Tribulan 4 hasil penilaian SAKIP telah Berikut dilampirakan LHE SAKIP dan hasil evaluasi SAKIP
di Kecamatan Ngoro sakip sakip tahun 2023 dengan ditetapkan Kecamatan Ngoro memperoleh nilai
hasil 80,74 dari yang 80,74 dari target 76 dengan capaian 106,24%.
ditargetkan 76 dengan Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan Bobot
capaian 106,24% Capaian Kecamatan Ngoro adalah sebagai
berikut:
1. Perencanaan Kinerja 30% tercapai 26,41%
dengan Bobot 88,04
2. Pengukuran Kinerja 30% tercapai 23,90%
dengan Bobor 79,68
3. Pelaporan Kinerja 15% tercapai 8,18% dengan
bobot 54,52%
4. Evaluasi Kinerja 25% tercapai 22,25% dengan
bobot 89%.
Dapat disimpulkan bahwa dari hasil evaluasi
bahwa Kecamatan Ngoro paling rencah pada
komponen Pelaporan Kinerja. Untuk
meningkatkan capaian SAKIP akan dilakukan
perbaikan pada dokumen pelaporan kinerja
Mengkoordinasikan dengan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 Telah dilakukan langkah dengan s?ateglz S
seluruh stakeholder untuk dan strategi dalam L Mepyajlkan_dokumen laP oran kmer]e} yang
. N . o menginformasikan keterkaitan atas efisiensi
perbaikan dokumen sakip peningkatan nilai AKIP . L
dengan perbaikan pada sarana dan prasarana dengan capaian kinerja
gan p p ceasi
komponen Pelaporan Kinerja organisast
2. Melakukan upaya perbaikan dan implemetasi
AKIP dengan capaian lebih baik dari tahun
Mengkoordinasikan evaluasi |2 kegiatan 2 kegiatan 100 Telah dilaksanakan sebelumnya dan menyajikan kendala/hambatan
sakip dengan Inspektorat dan koordinasi dengan yang dihadapi.
Bagian Organisasi Inspektorat dan Bagian
Organisasi terkait
pemenuhan dokumen tindak
Evaluasi kinerja pegawai 1 kegiatan 1 kegiatan 100 Telah Dilaksankan evaluasi |Evaluasi kinerja pegawai tribulan rutin Terlampir BA Capaian IKI tribulan 4
dalam pencapaian target kinerja pegawai dalam dilaksanakan dengan adanya BA capaian IKI,
kinerja pencapaian target kinerja pengukuran kinerja, dan monev rencana aksi
2 |Meningkatnya kepuasan masyarakat IKM Kecamatan Ngoro Mensosialisasikan dan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 Telah disosialisasikan IKM |Dalam rangka pencapaian target kinerja telah Bukti penilaian IKM telah dipublikasikan
pengguna layanan Kecamatan Ngoro menginformasikan penilaian kepada masyarakat disosialisasikan penilaian IKM melalui web
IKM kepada masyarakat sukma santri
Menyelia pelaksanaan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 Telah dievaluasi peningkatan | Telah dievaluasi dalam rangka mencapai target

pelayanan di Kecamatan

nilai IKM melalui
peningkatan sarpras
penunjang

nilai IKM 90,4 telah dilakukan evaluasi dalam
rangka peningkatan nilai IKM. Nilai Sementara
IKM Kec. Ngoro adlah 92,08




Melakukan supervisi terhadap |3 kegiatan 3 kegiatan 100 Telah dikoordinasikan Telah dikoordinasikan dengan Sekretaris dan Bukti Ipengadaan APE terlampir
stakeholder pelaksana perbaikan sarpras Kasubag Sungram untuk menambahkan sarpras
pelayanan pendukung nilai IKM penunjang PATEN dengan menambahkan
pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) dalam
penyusunan RKAP 2023
Monitoring dan mengevaluasi |1 kegiatan 1 kegiatan 100 Telah dilakukan evaluasi Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Hasil survey IKM terlampir
hasil pelaksanaan survey IKM dan pembinaan terhadap kepada masyarakat dilaksanakan evaluasi dan
stakeholder pelaksana pembinaan pelayanan, masyakat pengguna
pelayanan layanan diajak menilai langsung petugas PATEN
apakah sudah sesuai SP dan SOP dan mampu
memberikan pelayanan terbaik melalui link bit.ly
Meningkatnya pelayanan publik sesuai IPP Kecamatan Ngoro Mengkoordinasikan dengan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 Telah dikoordinasikan Untuk meningkatkan nilai IPP pada tahun 2023 |Penerapan rewad dan punishment pelaksana pelayanan yang didasarkan
standart stakeholder dokumen dengan Kasi Pemerintahan |akan dilakukan beberapa alternatif perbaikan pada penilaian masyarakat terhadap pengguna layanan melalui
pendukung penilaian IPP untuk mencukupi dokumen- |pada beberapa aspek penilaian IPP yaitu: http://bit.ly/surveipatenngoro
dokumen penunjang nilai Aspek Kebijakan Pelayanan
IPP + Informasi SKM agar dipublikasikan diarea
ruang pelayanan, media informasi, media sosial
Mengkoordinasikan dengan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 Telah dikoordinasikan dan media cetak Hasil IPP Terlampir
bagian Organisasi dengan bagian organisasi Aspek Profesionalisme SDM
pelaksanaan penilaian IPP pelaksanaan penilaian IPP | * Penerapan sistem reward dan punishment
sampai dengan tribulan IT khusus petugas Pelayanan untuk monitoing dan
belum terlaksana penilaian peningkatan kinerja pelayanan.
PP * Peningkatan budaya pelayanan dengan
menyediakan segaram khusus dan mengenakan
identitas nama.
Aspek Sarana dan Prasarana
* Direncanakan pada PAK 2022 akan
dilaksanakan gedung penunjang layanan dan
penambahan Sarpras Alat Peraga Edukatif (APE)
Konsultasi dan Pengaduan
* Arsip proses konsuktasi terdokumentasi dan
mudah diakses di website, dokumen/arsip
lainnya
Melakukan supervisi terhadap | 3 kegiatan 3 kegiatan 100 Telah dikoordinasikan Telah dikoordinasikan dengan Sekretaris dan Bukti Ipengadaan APE terlampir
stakeholder pelaksana perbaikan sarpras Kasubag Sungram untuk menambahkan sarpras
pelayanan pendukung nilai IKM penunjang PATEN dengan menambahkan
pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) dalam
Menyelia pelaksanaan 3 kegiatan 3 kegiatan 100 Telah dilaksanakan Memantau dan monitoring pelaksanaan http://bit.ly/surveipatenngoro
pelayanan publik monitoring secara berkala pelayanan publik secara rutin di Kecamatan
pada stakeholder pelaksana |Ngoro. Untuk memantau kinerja dan memberikan
pelayanan apresiasi pada petugas pelayanan dilaksanakan
penilaian kinerja petugas PATEN langsung
masyarakat melalui link berikut
http:/ /bit.ly/surveipatenngoro
Tindaklanjut pelanggaran perda dan Persentase laporan kasus pelanggaran Deteksi dini potensi 3 kegiatan 3 kegiatan 100 Telah dilaksanakan deteksi |Telah dilakukan koordinasi deteksi dini gangguan| 1. Bukti dukung permohonan rambu lalu lintas
trantibum tepat waktu Perda dan Trantibum yang pelanggaran perda dan dini pelanggaran Perda dan |trantibum dengan permohonan rambu lalu lintas |2. Bukti permohonan kaji ulang durasi traffic light terlampir
ditindaklanjuti instansi terkait gangguan keamanan dan gangguan keamanan dan dan tinjau ulang traffic light 3. Bukti laporan kejadian anak hanyut disungai terlampir
ketertiban umum trantibum 4. Bukti laporan tanggul jebol terlampir
Mengkoordinasikan 3 kegiatan 3 kegiatan 100 Telah dilaksanakan Telah dikoordinasikan dengan polsek dan koramil
permasalahan pelanggaran koordinasi dengan instansi |terkait musibah penduduk desa Jombok yang
perda dan gangguan terkait hasil deteksi dini hanyut di Sungai Konto Kediri. Dan laporan
keamanan dan ketertiban pelanggaran Perda orang hilang
dengan instansi terkait
Mengkoordinasikan strategi 3 kegiatan 3 kegiatan 100 Telah dilaksanakan Kejadian telah dilaporkan kepada Bupati

penyelesaian permasalahan
pelanggaran perda dan
gangguan keamanan dan
ketertiban umum

koordinasi terkait strategi
penyelesaian permasalahan
pelanggaran Perda dan
gangguan trantibum

Jombang, BPBD Koramil dan Polsek dan telah
ditindaklanjuti dengan pencarian bersama



http://bit.ly/surveipatenngoro

Mengevaluasi dan menyelia 3 kegiatan 3 kegiatan 100 Telah dilaksanakan tindak Gangguan trantibum tanggul jebol karena debit
tindak lanjut pelanggaran lanjut pelanggaran perda air meningkat di Dusun Krenggan telah
perda dan trantibum dan trantibum dilaporkan ke BPBP dan PUPR dan telah
dtindaklanjuti oleh Muspika dan Satpol PP
bersama warga dengan membendung aliran
sungai
5 |Pelaporan pertanggungjawaban realisasi Persentase pertanggungjawaban Mengkoordinasikan 13 Desa 13 Desa 100 Telah dilaksanakan Evaluasi pertanggungjawaban realisasi LRA Rapat Koordinasi Penyusunan Pertanggungjawaban APBDes 2023. Rekap
APBDes tepat waktu realisasi APB Desa tepat waktu pembinaan pelaksanaan pelaksanaan APBDes beserta Perdes APBDes 2023 13 Desa Perdes LRA terlampir
APBDes
Menyelia pelaksanaan 13 Desa 13 Desa 100 Monitoring pelaksanaan Monitoring pelaksanaan APBDes dan pengajuan
APBDes APBDes anggaran pencairan secara rutin
Mengkoordinasikan 13 Desa 13 Desa 100 Mengkoordinasikan dengan |Berkoordinasi dengan Kasi Tata Pemerintahan Laporan pertanggungjawaban APBDes Tahun 2023
pendampingan penyusunan Kasi Pemerintahan terkait penyusunan pertanggungjawaban APBDes
pertanggungjawaban APBDes pendampingan penyusunan |2023 dan SPJ Tribulan 1 bagi desa yang sudah
pertanggungjawaban mengajukan
APBDes
Supervisi dalam penyusunan |13 Desa 13 Desa 100 Telah dilaksanakan supervisi | Mendukung dan mensupervisi penyusunan
pertanggungjawaban APBDes pada desa terkait pertanggungjawaban APBDes sesuai aturan
yang sesuai aturan penyusunan
pertanggungjawaban
APBDes
6 |Evaluasi Raperdes APBDesa/ APB Desa Tepat | Persentase evaluasi Raperdes APB Mengkoordinasikan 13 Desa 13 Desa 100 Telah dikoordinasikan Telah dilaksanakan koordinasi dengan Kasi PMD |Rekapitulasi penetapan Perdes APBDes beserta Perdesnya terlampir
waktu Desa/ Perubahan APB Desa tepat pembinaan penyusunan dengan Kasi PMD untuk untuk jadwal pelaksanaan musdes APBDes
waktu Raperdes APBDes dilaksanakan pembinaan
APBDes
Mengkoordinasikan 13 Desa 13 Desa 100 Telah dilakukan monitoring Monitoing pelaksanaan Musdes APBDes di 13
pendampingan penyusunan pelaksanaan APBDes Desa
Raperdes APBDes
Menyelia penyusunan 13 Desa 13 Desa 100 Telah dikoordinasikan Pendampingan penyusunan RKPDes di
Raperdes pendampingan penyusunan |Kecamatan Ngoro
Raperdes RKPDes
Mengevaluasi raperdes 13 Desa 13 Desa 100 Telah dilaksanakan supervisi | Dilaksanakan pendampingan dan monitoring
APBDes tepat waktu penyusunan Raperdes penyusunan Perdes RKP
APBDes
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU RENCANA AKSI TARGET REALISASI %) CATATAN MONEV TINDAK LANJUT BUKTI DUKUNG
/o
1 |Meningkatnya kinerja aparatur Persentase rata-rata capaian kinerja Mengkoordinasikan capaian |1 kegiatan 1 kegiatan 100 Telah dievaluasi capaian 1. Telah dilaksanakan rapat monitoring capaian |1. Rapat Evaluasi Kinerja
aparatur kinerja tribulan 3 kinerja tribulan 4 kinerja tribulan 4 baik dari dokumen monev -
renaksi maupun kurja — .
2. Telah dilaksanakan evaluasi dan analisis, /
strategi dan langkah dalam peningkatan kinerja
Menentukan langkah dn 1 kegiatan 1 kegiatan 100 Telah dianalisis langkah dan
strategi dalam peningkatan strategi dalam peningkatan
kinerja aparatur kinerja aparatur
Menyelia dan motoring kinerja| 1 kegiatan 1 kegiatan 100 Telah dievaluasi dan

aparatur

dimonitoring kinerja
aparatur




Supervisi stakeholder dalam |1 kegiatan 1 kegiatan 100 Memonitoring stakeholder \ .
pencapaian kinerja dalam pencapaian kinerja [ = B
Melakukan evaluasi kinerja 1 kegiatan 1 kegiatan 100 Melakukan evaluasi kinerja 2. Berita Acara Capaian IKI TB 4 terlampir
tribulan 4 tribulan 3
Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar |Nilai Paten Kecamatan Mengkoordinasikan persiapan | 1 kegiatan 3 kegiatan 100 Sudah dilakukan supervisi |Melakukan supervisi terhadap peningkatan nilai |RKA 2023 Pengadaan APE terlampir

penilaian PATEN terhadap stakeholder PATEN dengan bebarapa strategi sebagai berikut:

pelaksana pelayanan 1. Usulan Alat Peraga Edukatif telah dientry di

PAK APBD 2023

Melakukan supervisi terhadap |3 kegiatan 3 kegiatan 100 Sudah dimonitoring Monitoring petugas pelaksana pelayanan rutin Penerapan rewad dan punishment pelaksana PATEN yang didasarkan
stakeholder pelaksana pelaksanaan pelayanan dilaksanakan oleh masyarakat pengguna pada penilaian masyarakat terhadap pengguna layanan melalui
pelayanan PATEN pelayanan melalui link bit.ly http://bit.ly/surveipatenngoro
Menyelia pelaksanaan 3 kegiatan 1 kegiatan 100 Sudah dikoordinasikan Sudah dikoordinasikan dengan Kasubbag Alat Peraga Edukatif (APE) dalam RKA 2023 terlampir
pelayanan PATEN perbaikan sarana dan Sungram perbaikan sarpras pendukung PATEN

prasarana pendukung, pada P-APBD 2022 dengan penambahan Alat

kompetensi petugas Peraga Edukatif

penilaian PATEN
Mengevaluasi hasil penilaian |1 kegiatan 1 kegiatan
PATEN

Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart |Persentase PHBN/PHBA yang Mengkoordinasikan persiapan |1 kegiatan 1 kegiatan 100 Telah dikoordinasikan Mengkoordinasikan persiapan acara hari santri |Laporan pelaksanaan hari santri terlampir
dilaksanakan pelaksaan acara PHBN/ persiapan pelaksaan dengan pelaksanaan pengajian dan festival anak
PHBA (Hari Santri) kegiatan hari santri shaleh
Mengkoordinasikan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 Telah dikoordinasikan Mengkoordinasikan pelaksanaan pengajian dan
pelaksanaan peringatan pelaksanaan kegiatan festival anak shaleh
PHBN/ PHBA (Hari Santri) Upacara HUT RI
Mengevaluasi pelaksanaan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 Telah dievaluasi Mengevaluasi hasil pelaksanaan pengajian dan
acara PHBN/PHBA (Hari pelaksanaan kegiatan festival anak shaleh apakah sudah sesuai
Santri) Ramadhan rencana dan memerintahkan Kasi Sosbud
menyusun laporan

Mengkoordinasikan kegiatan |1 kegiatan 1 kegiatan 100 Telah dikoordinasikan Mengkoordinasikan dengan Kasi Sosbud laporan Kegiatan Bansos Pangan CPP terlampir
sosial budaya yang kegiatan sosial budaya yang |pelaksanaan rapat persiapan Bansos CPP
didelegasikan kabupaten didelegasikan kabupaten
kepada kecamatan kepada kecamatan
Supervisi pelaksanaan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 Telah disupervisi Mensupervisi pelaksanaan kegiatan bantuan
kegiatan sosial budaya pelaksanaan kegiatan sosial |pangan CPP dengan menjnjau di

budaya
Mengevaluasi kegiatan sosial |1 kegiatan 1 kegiatan 100 Telah diveluasi kegiatan Mengevaluasi kegiatan sosial budaya bantuan
budaya sosial budaya CPP
Mengkoordinasikan tindak 1 kegiatan 1 kegiatan 100 Telah dikoordinasikan tindak | Mengkoordinasikan dengan kasi Sosbud tindak
lanjut hasil evaluasi kegiatan lanjut hasil evaluasi kegiatan |lanjut evaluasi bantuan pangan CPP
sosial budaya sosial budaya

Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala |Persentase rekomendasi Forkopimcam Mengidentifikasi dan deteksi |1 kegiatan 1 kegiatan 100 Telah diidentifikasi Telah diindentifikasi selama tribulan 2 Monitoring pelaksanaan Cipta Kondisi Menjelang Natal 2023 dan Tahun

yang ditindaklanjuti

permasalahan urusan
pemerintahan umum

permasalahan urusan
pemerintahan umum terkait
Cipta Kondisi Menjelang
Natal 2023 dan Tahun Baru
2024 serta Pemilihan Umum
2024

permasalahan pemerintahan umum yang perlu
dikoordinasikan dengan forkopimcam adalah
pengamanan bansos Cipta Kondisi Menjelang
Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta
Pemilihan Umum 2024

Baru 2024 serta Pemilihan Umum 2024




Mengkoordinasikan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 Telah dikoordinasikan Telah dilaksanakan koordinasi bersama
permasalahan pemerintahan dengan forkopimcam terkait |forkopimcam terkait Cipta Kondisi Menjelang
umum dengan Forkopimcam Cipta Kondisi Menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta
Natal 2023 dan Tahun Baru |Pemilihan Umum 2024
2024 serta Pemilihan Umum
2004
Mengkoordinasikan strategi 1 kegiatan 1 kegiatan 100 Telah dikoordinasikan Dikoordinasi dengan kapolsek dan koramil untuk
penyelesaian permasalahan strategi penyelesaian mencegah kerumunan masyarakat maka akan
pemerintahan umum permasalahan terkait Cipta |dilaksanakan pengamanan oleh babinsa dan
Kondisi Menjelang Natal bhabinkamtibmas untuk menertibkan
2023 dan Tahun Baru 2024 |masyarakat dan agar prokes tetap dijalankan
serta Pemilihan Umum 2024
Menindaklanjuti bersama 1 kegiatan 1 kegiatan 100 Menindaklanjuti bersama Hasil rekomendasi bersama forkopimcam akan
hasil rekomendasi hasil rekomendasi dilaksanakan pengamanan oleh satpol pp,
forkopimcam forkopimcam babinsa, dan bhabinkamtibmas pada saat
pelaksanaan pembagian Cipta Kondisi Menjelang
Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta
Pemilihan Umum 2024
Koordinasi kasus pelanggaran Persentase Laporan kasus pelanggaran Deteksi dini potensi 3 kegiatan 3 kegiatan 100 Telah dilaksanakan deteksi |Telah dilakukan koordinasi deteksi dini gangguan|1. Bukti dukung permohonan rambu lalu lintas
perda/perkada dan trantibum tepat waktu Perda/Perkada dan Trantibum yang pelanggaran perda dan dini pelanggaran Perda dan |trantibum dengan permohonan rambu lalu lintas |2. Bukti permohonan kaji ulang durasi traffic light terlampir
dikoordinasikan ke Instansi Terkait gangguan keamanan dan gangguan keamanan dan dan tinjau ulang traffic light 3. Bukti laporan kejadian anak hanyut disungai terlampir
ketertiban umum trantibum 4. Bukti laporan tanggul jebol terlampir
Mengkoordinasikan 3 kegiatan 3 kegiatan 100 Telah dilaksanakan Telah dikoordinasikan dengan polsek dan koramil
permasalahan pelanggaran koordinasi dengan instansi |terkait musibah penduduk desa Jombok yang
perda dan gangguan terkait hasil deteksi dini hanyut di Sungai Konto Kediri. Dan laporan
keamanan dan ketertiban pelanggaran Perda orang hilang
dengan instansi terkait
Mengkoordinasikan strategi 3 kegiatan 3 kegiatan 100 Telah dilaksanakan Kejadian telah dilaporkan kepada Bupati
penyelesaian permasalahan koordinasi terkait strategi Jombang, BPBD Koramil dan Polsek dan telah
pelanggaran perda dan penyelesaian permasalahan |ditindaklanjuti dengan pencarian bersama
gangguan keamanan dan pelanggaran Perda dan
ketertiban umum gangguan trantibum
Koordinasi pertanggungjawaban realisasi Persentase Desa yang melaporkan Mengkoordinasikan 13 Desa 13 Desa 100 Sudah dikoordinasikan Telah dikoordinasikan pembinaan pelaksanaan Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes 2022
APB Desa Pertanggungjawaban Realisasi APB pembinaan pelaksaan pembinaan pelaksanaan APBDes
Desa APBDes APBDes
Mengkoordinasikan 13 Desa 13 Desa 100 Sudah dilaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes
monitoring dan pengawasan monitoring pelaksanaan
pelaksanaan APBDes APBDes
Mengevaluasi pelaksanaan 13 Desa 13 Desa 100 Sudah dikoordinasikan Mengkoordinasikan dengan Kasi Tata Rekapitulasi LRA Tahun 2023 terlampir
APBDes pendampingan penyusunan |Pemerintahan terkait penyusunan
pertanggungjawaban pertanggungjawaban APBDes
APBDes
Mengkoordinasikan tindak 1 kegiatan 1 kegiatan 100 Sudah dillakukan Supervisi |Mengkoordinasikan dengan kasi Tata

lanjut hasil evaluasi
pelaksanaan APBDes

dalam penyusunan
pertanggungjawaban
APBDes yang sesuai aturan

Pemerintahan untuk dilaksanakan
pendampingan penyusunan pertanggungjawaban
APBDes




usaha Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan Yang Aktif

lembaga pemberdayaan PKK
dan BUMDes

pembinaan PKK

setiap bulan sesuai dengan instruksi PKK Kab.
Jombang

7 |Koordinasi pembinaan dan pengawasan Persentase Rekomendasi Hasil Mengkoordinasikan 13 Desa 13 Desa 100 Telah dikoordinasikan Bersama dengan Kasi PMD dilaksanakan Rapat Pembinaan APBDes
pelaksanaan APB Desa Pembinaan dan Pengawasan pembinaan penyusunan dengan Kasi PMD untuk pembinaan pelaksanaan APBDes yang telah
Pelaksanaan APB Desa yang Raperdes APBDes pembinaan pelaksanaan ditetapkan dalam Perdes 2022
ditindaklanjuti APBDes
oba vt
Monitoring pelaksaan musdes |13 Desa 13 Desa 100 Telah dimonitoring dan Dilaksaanakan monitoring dan tinjau lapang g o maldoe waere s cao (e eadiun e barrs |
raperdes dievaluasi pelaksanaan pelaksanaan APBDes ke desa -desa, serta melalui
APBDes dokumen SPJ dan pengajuan pencairan dari
masing - masing desa
Menyelia penyusunan 13 Desa 13 Desa 100 Mengkoordinasikan Telah dilaksanakan pendampingan penyusunan
Raperdes pendampingan penyusunan |raperdes APBDes per desa
Raperdes APBDes
Mengevaluasi raperdes 13 Desa 13 Desa 100 Mengkoordinasikan evaluasi |Kecamatan sebagai tim verifikator Perdes APBDes
APBDes tepat waktu dan monitoring penyusunan |melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap
raperdes APBDes rancangan APBDes desa
8|Koordinasi dan fasilitasi penyusunan Persentase Raperdes APB Desa/ APB Mengkoordinasikan 13 Desa 13 TP-PKK 100 Koordinasi dikoordinasikan |Mengkoordinasikan dengan kasi PMD untuk Rekapitulasi penetapan Perdes APBDes beserta Perdesnya terlampir
raperdes sesuai aturan dan tepat waktu Desa Perubahan yang dievaluasi pembinaan penyusunan pembinaan penyusunan dilaksanakan pendampingan dan pembinaan
Raperdes APBDes Raperdes APBDes penyusunan Perdes APBDes paling lambat 31
Desember 2023
Monitoring pelaksaan musdes |13 Desa 13 BUMDes 100 Monitoring dan pembinaan |Telah dimonitoring pelaksanaan musdes ke 13
raperdes pelaksanaan musdes Perdes |desa
APBDes
Menyelia penyusunan 13 Desa 13 TP-PKK 100 Telah dikoordinasikan Telah dilakukan pendampingan penyusunan
Raperdes pendampingan penyusunan |raperdes yang akan dievaluasi oleh tim evaluasi
Perdes RKPDes administrasi desa kecamatan untuk ditetapkan
Perdes APBDes paling lambat 31 Desember 2023
Mengevaluasi raperdes 13 Desa 13 BUMDes 100 Telah dilakukan supervisi Melakukan supervisi desa dalam penyusunan
APBDes tepat waktu penyusunan Perdes APBDes |Perdes APBDes paling lambat 31 Desember 2023
yang sesuai aturan
9 |Koordinasi dan pembinaan lembaga/ badan |Jumlah Lembaga/Badan Usaha Monitoring administrasi 4 kegiatan 4 kegiatan 100 Telah dilaksanakan Pembinaan PKK rutin dilaksanakan hampir Pleno Rutin dan Pembinaan PKK




Atasan Langsung

SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T

Menyelia dan supervisi 4 kegiatan 4 kegiatan 100 Telah dilaksanakan Pembinaan BUMDes dalam penyusunan
eksistensi lembaga pembinaan BUMDes dokumen pertanggungjawaban dan administrasi
pemberdayaan PKK dan
BUMDes
Monitoring administrasi 4 kegiatan 4 kegiatan 100 Telah dimonotoring Monitoring dokumen administrasi PKK dan Rekapitulasi Hasil Pembinaan BUMDes
lembaga pemberdayaan PKK administrasi PKK dan BUMDes
dan BUMDes BUMDes
Petmsmann
Frwsvmre 910
Menyelia dan supervisi 4 kegiatan 4 kegiatan 100 Telah di monitoring dan Pembinaan PKK dan BUMDes secara rutin agar

eksistensi lembaga
pemberdayaan PKK dan
BUMDes

dibina PKK dan BUMDes
agar tetap berkembang

PKK dan BUMDes semakin berkembang dan aktif

§ember 2023




PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

INSPEKTORAT

JI. Gatot Subroto No. 169 Jelakombo Tip. (0321) 861424 Faks. (0321) 861424

JOMBANG
Jombang,18 Agustus 2023
Kepada
Nomor : X.700/534/415.15/2023 ¥Yth. Sdr. Camat Ngoro
Sifat . Penting Kabupaten Jombang
Lampiran ; 1 (satu) berkas di
Hal . Laporan Hasil Evaluasi atas NGORO

Implementasi SAKIP

Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Ngoro
Kabupaten Jombang Tahun 2022 dan Semester | Tahun 2023 , dengan uraian
sebagai berikut :

1. DASAR HUKUM EVALUASI

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.

c. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi
Pemerintah.

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan kinerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara.

g. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jombang.

h. Keputusan Bupati Jombang Tanggal 30 Desember 2022 Nomor :
188.4.45/445/415.10.1.3/2022 tentang Program Kerja Pengawasan



Tahunan Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2023,
i. Surat Tugas Bupati Jombang Nomor : 094/0661/415.15/2023 tanggal
31 Mei 2023.
2. LATAR BELAKANG EVALUASI
Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang
dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan
yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah.
Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta
untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan
berorientasi hasil, maka periu dilakukan evaluasi SAKIP atau evaluasi atas
implementasi SAKIP. Evaluasi SAKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap
instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan
implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah
direncanakan.
3. TUJUAN EVALUASI
Secara umum tujuan evaluasi SAKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana
implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan
pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sedangkan
secara khusus tujuan evaluasi SAKIP adalah :
Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
Menilai tingkat implementasi SAKIP;
Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP: dan
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Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
4. RUANG LINGKUP EVALUASI
Dalam penerapannya ruang lingkup evaluasi SAKIP mencakup, antara lain :
a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;



c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas
pencapaian kinerja,

d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang termasuk di
dalamnya adalah penilaian capaian kinerja atas oufput maupun outcome
serta kinerja lainnya

5. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah metodologi yang

pragmatis dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kegunaan

(kemanfaatan) karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah

ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini

diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan
implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil
evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

6. GAMBARAN UMUM INSTANS| PEMERINTAH/UNIT KERJA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja

Kecamatan Kabupaten Jombang dan diubah kedua kalinya melalui Peraturan

Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 memiliki tugas yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah. Adapun struktur organisasi Kecamatan Ngoro

Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

: GARIS KOMANDO
—— : GARIS KOORDINASI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kecamatan Ngoro
Kabupaten Jombang mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaanmasyarakat;



Penggkordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum,

Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;

Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Pengkoordinasian yang

penyelenggaraan
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

kegiatan pemerintahan
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan
kelurahan;

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di
kecamatan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan.

GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP INSTANSI PEMERINTAH/

UNI

T KERJA

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah pada Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, memperoleh nilai
sebesar 80,74% dengan kategori (A) Memuaskan.

Nila

| sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh

komponen AKIP yang dipantau di lingkungan OPD pada Kecamatan Ngoro

Kabupaten Jombang, dengan rincian sebagai berikut :

No| Komponen | Bobot | 'LiCll | obot | komponen)
1 Zi":gf“aa” 30% 26,41 88,04 BB
2 | Pengukuran Kinerja | 30% 23,90 79,68 B
3 | Pelaporan Kinerja 15% 8,18 54,52 C
4 | Evaluasi Kinerja 25% 22,25 89,00 BB
Total 100% 80,74

*) Skor per komponen merupakan predikat berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021
Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Dal

am point 1 s/d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut

akuntabilitas yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan
tingkat akuntabilitas Kinerja Instansi)



8. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA
Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya telah seluruhnya
dapat ditindaklanjuti oleh Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang sehingga
sudah mulai ada perbaikan-perbaikan dalam implementasi SAKIP meskipun
peningkatannya belum maksimal.

9. GAMBARAN HASIL EVALUASI
a. Kondisi Evaluasi

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 26,41 dari bobot 30%

atau dengan capaian 88,04% (BB) yang berarti bahwa pemenuhan

kualitas kriteria telah terpenuhi seluruhnya sesuai mandat kebijakan
dan peraturan yang berlaku.
2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 23,90 dari bobot 30%

atau dengan capaian 79,68% (B) yang berarti bahwa pemenuhan

kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)
sesuai mandat kebijakan.
3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 8,18 dari bobot 15% atau

dengan capaian 54,52% (C) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas

sebagian kecil kriteria (>25%-50%) telah terpenuhi, sehingga terdapat
hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah

a) Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas
penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, yang meliputi
efisiensi anggaran, efisiensi sumberdaya manusia (SDM) dan
efisiensi sarana prasarana namun belum memenuhi kualitas
kriteria yang ditetapkan yaitu belum terdapat informasi dan
keterkaitan dengan capaian kinerja pada efisiensi sarana
prasarana. (2.03.04)

b) Pada Sub Komponen Pemanfaatan Informasi Kinerja nilai
makasimal adalah T dan E karena terdapat kontrol keselarasan
dengan indikator diatasnya sehingga nilainya saling
mempengaruhi.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 22,25

dari bobot 25% atau dengan capaian 89,00% (BB) yang berarti bahwa

pemenuhan kualitas Sebagian besar kriteria (>75%-100%) telah



terpenuhi, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat
perhatian adalah :
a) Capaian kinerja organisasi tidak lebih baik dari tahun sebelumnya.
Pada Tahun 2021 rata-rata capaian kinerja organisasi sebesar
102,26% namun pada Tahun 2022 rata-rata capaian kinerja
organisasi sebesar 101,33% (2.03.04)
b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada

Camat Ngoro Kabupaten Jombang, agar :

1. Dalam penyajian dokumen Laporan Kinerja yang menginformasikan
efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, yang
meliputi efisiensi anggaran, efisiensi sumberdaya manusia (SDM) dan
efisiensi sarana prasarana memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan
dengan menyajikan informasi dan keterkaitan atas efisiensi sarana
prasarana dengan capaian kinerja organisasi. (06)

2. Melakukan upaya perbaikan dan implementasi AKIP agar capaian
kinerja organisasi lebih baik dari tahun sebelumnya dan menyajikan
kendala atau hambatan yang dihadapi jika capaian organisasi tidak
lebih baik dari tahun sebelumnya. (06)

10. PENUTUP
a. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah pada Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yang meliputi 4

(empat) komponen penilaian diketahui masih terdapat skor per komponen

yang masih kurang yaitu pada Pelaporan Kinerja dengan skor C yang

berarti bahwa hanya sebagian kecil kualitas kriteria terpenuhi.
b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.

Berdasarkan simpulan di atas maka diperlukan upaya-upaya untuk

meningkatkan implementasi SAKIP pada periode berikutnya khususnya

pada komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.



Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja pada Kecamatan
Ngoro Kabupaten Jombang untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dan
koreksi.

Kami menghargai upaya dari seluruh jajaran pegawai dalam menerapkan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kecamatan Ngoro
Kabupaten Kabupaten Jombang.

Mengetahui, Tim Evaluasi,

INSPEK}?fﬁ;““ P Penanggung Jawab Pembantu
7o),

EKO PRASETYO, SE

Pengendali Teknis,

ANI LIATI, SE

Ketua Tim,

MUKHAMAD GUFRON, SH., MAP.
Anggota Tim,

1. YANUARITA ROHMATUL LAILI, s.%f‘h

2. VICA IRLYA YANNY A., A.Md.@lﬁ



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KECAMATAN NGORO

JI. Bupati Ismail No. 5 Ngoro 61473

Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

BERITA ACARA VERIFIKASI MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKS|
(MONEV RENAKSI)
NOMOR: 103/20/415.60/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NUR EVVA MAYLIA, S.STP., MM.

Nama

NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Unit Kerja

dengan ini menetapkan hasil Capaian Renaksi Pegawai Negeri Sipil tribulan 1V tahun
2023 pada Kecamatan Ngoro sebagaimana daftar nominatif capaian Renaksi sebagai

berikut :

198205012001122001

Pembina/ IVa
Camat
Kecamatan Ngoro

DAFTAR NOMINATIF CAPAIAN RENAKSI
TRIBULAN IV
KECAMATAN NGORO

RATA - RATA
No NAMA NIP JABATAN CAPAIAN
(%)
NUR EVVA MAYLIA,
1 S.STP.. MM 198205012001122001 | CAMAT 100
2 | TRIKUNCORO, S.IP 197001141993021001 | SEKRETARIS 100
DWI PUSPITA RINDYANA, KEPALA SEKSI TATA
3 S.STP.. MAP 199209032015072001 PEMERINTAHAN 128
KEPALA SEKSI
4 | SULIKATUN, SE 196603292001122003 | PEMBERDAYAAN 100
MASYARAKAT DESA
KEPALA SEKSI
5 | ANITA MAHARANI, S.IP 197409172005012000 SOSIAL BUDAYA 100
KEPALA SEKSI
6 | Drs. SUGIONO, M.Si 196612161992031007 | KETENTRAMAN DAN 100
KETERTIBAN
JANNATIN DYAH KEPALA SUB BAGIAN
7 199111022015052001 | KEUANGAN, 100
PURWANINGTYAS, S.AP PENYUSUNAN
PROGRAM DAN
r-"'r_ha | Balatl
J@ Sertifikasi
"y | Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




RATA - RATA

No NAMA NIP JABATAN CAPAIAN
(%)

EVALUASI
KEPALA SEKSI

8 | USWATUL QOYIMAH, S.Sos | 199209032015072001 | PEMBERDAYAAN 100
MASYARAKAT DESA
PENGELOLA

9 | EDY MARYONO 196801301992031004 | KEAMANAN DAN 100
KETERTIBAN
PENGELOLA

10 | YUDO WIJANTO 196807252001121003 | KEAMANAN DAN 100
KETERTIBAN

11 | ERIK SATIVA 198105142006041012 | PENGELOLA DATA 116
PENGELOLA

12 | ATIK NUR BADRIYAH 198102042010012000 | ADMINISTRASI 100

PEMERINTAHAN

GLADI YUDHA DWI PENGELOLA SISTEM

13 197109132009061000 | INFORMASI 100
SANTOSO KEPENDUDUKAN
KEPALA SEKSI
14 | ARIEF JATMIKO 196901251992031006 | KETENTRAMAN DAN 100
KETERTIBAN
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SELURUH PEGAWAI 103,14

Jombang, 10 Januari 2024

Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik

NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001

W “\' Balal
{ ﬁlr Sertifikasi
hY) 4 Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Kecamatan Ngoro

2023

FO02
No ASPEK INDIKATOR I Nilai Rekomendasi
ndikator
1 Kebijakan Pelayanan

Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 0.68

undangan yang berlaku. ’
untuk dapat diupayakan

Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat. 0.14 pelibatan unsur masyarakat
dalam proses penyusunan
standar pelayanan

Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. 0.21
untuk dapat dilakukan

. . peninjauan ulang secara

Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan. 0 berkala terhadap Standar
Pelayanan

Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). 0.5

SKM yang dilaksanakan sesuai dengan PermenPANRB. 0.85
untuk dapat diupayakan

Jumlah media publikasi hasil SKM. 0.14 publikasi hasil SKM pada
media publikasi lainnya

Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM uang telah selesai ditindak lanjuti. 0.35




Nilai

No ASPEK INDIKATOR Indi Rekomendasi
ndikator
untuk dapat dilakukan upaya
Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan. 0.07 percepatan tindaklanjut atas
hasil SKM
Jumlah Nilai Indikator 2.94
Nilai ASPEK 0.71
2 Profesional SDM
. untuk dapat diupayakan
Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan. 0.1 penambahan jam pelayanan
Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di 0.8
lingkungan instansi. '
Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja untuk dapat @upayakan )
0.4 penambahan jenis mekanisme
Pelaksana pelayanan. . o X
peningkatan motivasi kerja
Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi. 0.6
Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan 0.9
Jumlah Nilai Indikator 2.8
Nilai ASPEK 0.7
3 Sarana dan Prasarana
Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai 0.6
Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap 1.15

Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai




Nilai

No ASPEK INDIKATOR Indi Rekomendasi
ndikator
untuk dapat diupayakan
Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan 0.22 penambahan sarana
prasarana bagi pengguna
layanan kelompok rentan
Tersedia sarana prasarana penunjang. 0.55
Sarana Front Office (FO) Informasi di unit layanan. 0.8
Jumlah Nilai Indikator 4.32
Nilai ASPEK 0.78
4 Sistem Informasi Pelayanan Publik
Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik. 1.5
untuk dapat diupayakan
o . . . . penyediaan sistem informasi
Tersedia Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan. 0.2 pelayanan publik pendukung
operasional pelayanan
Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi). 1
untuk dapat diupayakan
Pemutakhiran data dan informasi kanal digital. 0.6 melakuka.n pemutgkmran
data dan informasi kanal
digital
Jumlah Nilai Indikator 3.3
Nilai ASPEK 0.36
5 Konsultasi dan Pengaduan
Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas 0.8




Nilai

No ASPEK INDIKATOR Indi Rekomendasi
ndikator
Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua 195
lapisan masyarakat. ’
untuk dapat menampilkan
dokumentasi laporan hasil
konsultasi dan/atau
Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan. 0 pengaduan baik secara
manual atau dapat
diambilkan dari data statistik
SPAN-LAPOR
Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. 1.5
Jumlah Nilai Indikator 3.55
Nilai ASPEK 0.36
6 Inovasi
untuk dapat diupayakan
Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik. 0 penciptaan inovasi pelayanan
publik
untuk dapat diupayakan
Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik. 0 penciptaan inovasi pelayanan
publik
Jumlah Nilai Indikator 0
Nilai ASPEK 0
7 Pertanyaan Tambahan
Jumlah Nilai Indikator 0
Nilai ASPEK 0




ASPEK

INDIKATOR

Nilai

Indikator

Rekomendasi

Index FO2

2.9




FO3

Jawaban Responden Nilai Nilai Aspek
Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Asgek As15:oek Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5 sl s2 s3 s4 s4 Nilai
No | Responden Indeks
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14
1123 5|67 9(10|11 (12|13 14 JML JML JML JML JML | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
25% | 25% | 25% | 25% 34% | 33% | 33% 25% | 25% | 25% | 25% 50% | 50% 100%
1 Res-1 5(5]|5 5155 4(5 |4 |4 |5 |4 1.25 | 125 [1.25 [1.25 | 5 1.7 | 165|165 |5 1 1 1.25 |1 425 |2 25 (45 |4 4 1 1 08509 |08 |4.55
2 | Res2 5[50 5|5]|5 5/5 [5 [2 |5 [3 125|125 |0 05 |3 1.7 | 165|165 |5 1.25 [ 125 125 [ 1.25 |5 1 25 |35 |3 3 06 |1 1 0.7 |06 |39
3 | Res-3 5[50 5|5]|5 5|5 [4 |5 |5 [5 125|125 |0 125|375 |17 [1.65|1.65 |5 125 (125 125 |1 47525 [25 |5 5 5 0.75 | 1 0.95 |1 1 4.7
4 | Res-4 5|5|5 5|5]|5 5/5 [5 |5 |5 [5 125125125 |1.25|5 1.7 | 165|165 |5 1.25 | 1.25 [ 1.25 [ 1.25 | 5 25 [25 |5 5 5 1 1 1 1 1 5
5 | Res-5 5(5|5 5|54 315 [3 |4 |5 |4 125125 [1.25 [ 1.25 |5 1.7 | 1.65 | 1.32 | 4.67 |1 0.75 | 1.25 | 0.75 | 3.75 | 2 25 |45 |4 4 1 0.934|0.75 [ 0.9 [0.8 |[4.384
6 | Res-6 5|5|5 5|5]|5 5|5 [5 |5 |5 [5 125125 125 [1.25|5 1.7 | 165|165 |5 1.25 | 1.25 [ 1.25 [ 1.25 | 5 25 [25 |5 5 5 1 1 1 1 1 5
7 | Res-7 41414 2144 5|5 [5 |5 |5 [5 1 1 1 0.75 | 3.75 [ 0.68 | 1.32 | 1.32 | 3.32 [ 1.25 [ 1.25 | 1.25 | 1.25 | 5 25 |25 |5 5 5 0.75 | 0.664 | 1 1 1 4.414
8 | Res-8 41414 41414 412 |4 [4 |4 |4 1 1 1 1 4 1.36 | 1.32 | 1.32 |4 1 1 05 |1 35 |2 2 4 4 4 08 |0.8 0.7 (0.8 [0.8 [39
9 | Res9 41414 41414 413 |3 [3 |4 |4 1 1 1 1 4 1.36 | 1.32 | 1.32 | 4 1 1 0751075 |35 |15 |2 35 (4 4 0.8 |0.8 0.7 (07 |08 |38
10 | Res-10 5|5|5 5|5]|5 5|5 [5 |5 |5 [5 125125 [1.25 [ 1.25 |5 1.7 | 165|165 |5 1.25 [ 125 125 [ 1.25 |5 25 |25 |5 5 5 1 1 1 1 1 5
11 | Res-11 5(5|5 5|5]|5 5|5 [4 |5 |5 [5 125125125 [1.25|5 1.7 | 165|165 |5 125 [ 125 [ 1.25 |1 475 (25 [25 |5 5 5 1 1 095 |1 1 4.95
12 | Res-12 21310 3134 414 |3 [2 |3 |3 05 [0.75 |0 0.75 | 2 1.02 1099 | 1.32 (333 [0.75 |1 1 075135 |1 15 |25 |3 3 04 |0.666|0.7 [05 |[0.6 [2.866
13 | Res-13 5(5|3 5|5]|5 414 |4 [4 |4 |5 125125075 | 1.25 |45 [1.7 |[165|165 |5 0.75 | 1 1 1 3.75 | 2 2 4 5 5 09 (1 075108 |1 4.45
14 | Res-14 11414 11212 313 [3 [4 |5 |5 025 |1 1 05 |2.75(0.34|0.66 |066 |1.66 |0.75|0.75 | 0.75 | 0.75 | 3 2 25 |45 |5 5 0.55]0.332|06 [09 |1 3.382
15 | Res-15 4144 4|55 414 |4 [4 |4 |4 1 1 1 1 4 1.36 | 1.65 | 1.65 | 4.66 | 1 1 1 1 4 2 2 4 4 4 08 093208 [0.8 |[0.8 |[4.132
16 | Res-16 5(5|5 5|5]|5 5/5 [3 |5 |5 [5 125125125 [1.25|5 1.7 | 165|165 |5 0.75 | 1.25 [ 1.25 [ 0.75 | 4 25 |25 |5 5 5 1 1 08 |1 1 4.8
17 | Res-17 5(5|5 5|5]|5 514 [4 |3 |4 |4 125125 [1.25 [ 1.25 |5 1.7 | 165|165 |5 125 (125 |1 1 45 [15 |2 35 (4 4 1 1 09 (07 (08 |44
RATA-RATA INDEKS 4.33




IPP

Nilai Gabungan F02 Dan F03

FO2

Nilai: 2.9

FO03

Nilai: 4.33

IPP : 3.26



LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TAHUN 2023

PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN)

KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO

Jalan Bupati Simail No. 05 Telp/wa 081216572048

NGORO

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEPUTUSAN CAMAT NGORO

NOMOR : 188.4/3214 /415.70/2023

TENTANG

PENETAPAN INDEK KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2023
PADA PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN) NGORO

KABUPATEN JOMBANG

CAMAT NGORO

bahwa untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas
pelayanan yang diberikan oleh Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)
Ngoro, perlu dilaksanakan telah dilaksanakan Survei Kepuasan
Masyarakat;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasa 5 ayat (3) Peraturan
Bupati Jombang Nomor 72 tahun 2020 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, perlu menetapkan
hasil survei kepuasan masyarakat pada Pelayanan Terpadu Kecamatan
(PATEN) Ngoro Tahun 2023 dalam suatu Keputusan Camat;

Peraturan Bupati Jombang Nomor 72 tahun 2020 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 72/E);

Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu
Kecamatan (PATEN) Ngoro Kabupaten JombangTahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Indek Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu
Kecamatan (PATEN) Ngoro Tahun 2023 sebagai berikut:

1.

2.

3.

Indek kepuasan masyarakat untuk layanan Fasilitasi KTP Elektronik
sebesar 89,32 dengan mutu pelayanan berkategori SANGAT BAIK;

Indek kepuasan masyarakat untuk layanan Fasilitasi Kartu Keluarga (KK)
sebesar 83,33 dengan mutu pelayanan berkategori BAIK;

Indek kepuasan masyarakat untuk layanan Fasilitasi SKCK sebesar 100
dengan mutu pelayanan berkategori SANGAT BAIK;

. Indek kepuasan masyarakat untuk layanan Fasilitasi Pindah Kependudukan

(Mutasi Kependudukan) sebesar 88,01 dengan mutu pelayanan berkategori
BAIK; dan

Indek kepuasan masyarakat untuk layanan Fasilitasi Surat Keterangan
Lainnya sebesar 97,92 dengan mutu pelayanan berkategori SANGAT
BAIK; dan

Indek Kepuasan Masyarakat pada  Pelayanan Terpadu Kecamatan
(PATEN) Ngoro Tahun 2023 sebesar 92,08 dengan mutu pelayanan
berkategori SANGAT BAIK.



KEDUA

KETIGA

KEMPAT

Rekomendasi perbaikan layanan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan fasilitas publik bagi pengguna layanan, misalkan tempat

parkir bagi pengguna layanan yang masih belum ada atapnya;

2. Meningkatkan layanan pengadua masyarakat;

3. Peningkatan kualitas layanan Fasilitasi Pindah Kependudukan , dimana
indeks kepuasan masyarakat masih cukup rendabh;

4. Peningkatan ketepatan waktu penyelesaian terhadap beberapa jenis
layanan;

5. Mempertahankan kualitas layanan pada pemberian layanan yang sudah
mencapai indeks kepuasan masyarakat dengan sangat baik

Mempublikasikan hasil survei Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu
Kecamatan (PATEN) Ngoro Tahun 2023 dengan format sebagaimana
terlampir.

Keputusan Camat Ngoro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngoro
Tanggal : 29 Desember 2023




Lampiran : Surat Keputusan Camat Ngoro
Nomor : 188.4/3214 /415.70/2023
Tanggal : 29 Desember 2023

INDEK KEPUASAN MASYARAKAT
Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Ngoro

TAHUN 2023
RESPONDEN

JUMLAH : 68 orang
JENIS KELAMIN

- Laki Laki . 28 orang

- Perempuan : 40 orang
USIA (tahun)

- Kurang dari 20 : 49 orang

- 20 s/d 29 : 11 orang
- 30 s/d 39 :  4orang

- 40 s/d 49 : 2orang

’ - 50 atau lebih : 2orang

Kategori mutu layanan :

Sangat Baik

Periode Survei 2 Januari sampai dengan
29 Desember 2023

Terima kasih atas penilaian yang anda berikan
Masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami agar terus memperbaiki
dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarkat

Ngoro, 29 Desember 2023
CAMAT NGORO







PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO

JI. Bupati Ismail No.5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 05 Desember 2023

Nomor : 755/878/415.70/2023 Kepada
Sifat . Biasa Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Lampiran R Kabupaten Jombang
Hal . Permohonan Rambu-Rambu Di -
Lalu Lintas JOMBANG

Sehubungan dengan banyaknya kendaraan/truk yang parkir di depan
Kantor Kecamatan Ngoro pada waktu tertentu, yang mana sangat
mengganggu keluar masuknya lalu lintas untuk itu mohon bantuan
pemasangan rambu-rambu lalu lintas agar tidak ada kendaraan parkir
ditempat tersebut.

Demikian atas perhatian dan bantuan Saudara disampaikan
terimakasih.

Camat Ngoro

NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dekumen ini telah ditandatangani secara elekironik yang diterhitkan oleh Balal Serlifikasi Elekironik (BSrE), BSSN




PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KECAMATAN NGORO
JI. Bupali ismail No.5 Ngoro 61473

Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 16 Desember 2023

Nomor 370/951/415.70/2023 Kepada :

Sifat Penring Yth. Bapak Pj. Bupati Jombang
Lampiran S e Di-

Hal Laporan Kejadian JOMBANG

Dengan hormat kami melaporkan kejadian di Kecamatan Ngoro hari ini -

Jenis kejadian

Anak Tenggelam

Hari, tanggal

Sabtu, 16 Desember 2023

Wakitu

0B.OOWIB

Tempat

Dam Sungai Konto Kee. Badas Kab. Kediri

Tim yang terlibat

1. BPBD Kabupaten Jombang

2. BPBD Kabupaten Kediri

! 3. Polsek Ngoro

4. Polsek Pare

5. Kecamatan Ngoro

6. Kecamatan Badas

7. Pemdes Jombok, Ngoro

8. Pemdes Blaru, Badas

9. Relawan dari Jombang dan Kediri

Korban

1. Nama Korban : Chiko Febryandito Pratama Gunawan

Jenis Kelamin : Laki-laki
| TTL:Jombang, 21 Februari 2004
Nama Orangtua : Sutrisno Gunawan
Alamat : Dusun Jombok, RT.002 RW.002 Desa Jombok
2. Nama Korban : Rizki Ahmad Fahrezi
| Jenis Kelamin : Laki-laki
|' TTL: Jombang, 15 April 2008




Nama Orangrua : Itham Yusuf
Alamat : Dusun Jombok, RT.001 RW.002 Desa Jombok

Kronologi kejadian | 1. Chiko, Rizky dan Zidan warga Desa Jombok Ngoro pergi
memancing ke Dam Konto Badas.

2. Pada saat mereka memancing Rizky membetulkan alar
pancingnya yang kecantol tapi tidak berhasil dan
tenggelam, kemudian Chiko menolong tapi rtidak
tertolong.

3. Akhirnya Zidan pulang ke rumah untuk memberitahukan
ke orang tuanya dan Pak Kades Jombok.

4. Penyisiran dilakukan oleh Tim BPBD dan Relawan.

5. Pukul 15.21 kedua korban ditemukan.

=%

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan.

Camat Ngoro

NUR EVVA MAYLIA, SSTP., M.M
NIP. 198205012001122001

Tembusan, disampaikan kepada :

Yth. Kasatlak BPBD Kabupaten Jombang



BENCANA ANAK TENGGELAM
16 Desember 2023 jam 13.00 WIB

Lokasi sungai Dusun Badas Desa Badas Kecamatan Badas Kediri

Korban 2 Anak Dusun Jombok Desa Jlombok Kec MNgoro Jombang




PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO

JI. Bupati Ismail No.5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mall: ngoro@jombangkab.go.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Jombang, @ November 2023

000/757/415.70/2023 Kepada
Biasa Yth. Kepala Dinas Perhubungan
------- Kabupaten Jombang.

Permohonan Kaji Ulang Durasi
Waktu Traffic Ligh Di -
JOMBANG

Menindaklanjuti keluhan dari masdyarakat pengguna jalan di
Kecamatan Ngoro, terkait lampu merah (Traffic Ligh) diperempatan antara
JI.Bupati Ismail,JI. Trunojoyo(Utara) dan Jl.Seneru (selatan) yang mana
durasinya terlalu lama sehingga pengguna jalan sering menyerobot lampu
merah, untuk itu mohon bantuan dari Dinas Perhubungan melakukan kaji ulang
wakitu siklusnya

Demikian atas bantuan dan perhatiannya disampaikan terima kasih,

Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik
. 0

NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001

Dakumen ini telah ditandatangani secara elekironik yang diterbitkan oleh Balal Sertifikas! Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO

JI. Bupati Ismail No. 5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Jombang, 24 November 2023

360/834/415,70/2023 Kepada
Penting Yth. Sdr Kepala PUPR Kab. Jombang
Kepala BPBD Kab. Jombang
TANGGAP NCANA Di
JTEMPAT

Dengan ini kami laporkan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember
2023 jam 13:00 Dusun Krenggan Desa Kauman Kec. Ngoro

Kejadian

Pada Hari Kamis Tanggal 23 Nopember 2023 Jam 13:00 terjadi
bencana Tanggul Jebol Lokasi Dusun Krenggan Desa Kauman ( Dam
Godong )

Tanggap Bencana :

Terjadi debit air sungai meningkat sehingga penahan air tidak kuat
untuk menahan maka terjadilah luberan dan mengakibatkan jebol nya
tanggung air selebar 8 m. Sehingga mengakibatkan tergenangnya 5 Ha
tanah pertanian dan kolam ikan di sekitar kejadian.

Langkah Langkah :

1. Adanya Laporan Warga dan Di teruskan Ke Perangkat Desa dan
Kades Kauman dan Kades Rejoagung

2. Menghubungi Pihak Kepolisian, PUPR ,Kecamatan dan BPBD
Kabupaten Jombang

3. Bencana tidak ada Korban

4. Kerugian rusaknya 5 Ha tanaman persawahan rusak dan Kolam
ikan

Demikian laporan Tanggap darurat bencana ini kami buat untuk
menjadikan perhatian .

Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik
|'._-A::'-'|I'} o4 s l

NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 1898205012001122001






LAPORAN KEGIATAN
PENGAMANAN PERDA DAERAH

Gotong Royong
Penanganan kegiatan
1.Lokasi kegiatan.

* Tanggal 27 Nopember 2023
& Jam 10:00 Wib 5d Selesai
e Lokasi Bencana Dusun Krengan Desa Kauman

2.Kegiatan

e Acara Kegiatan gotong royong bendung aliran sungai yang bocor atau jebol
¢ Hadir warga sekita , muspika dan Dinas Jombang

* Keamanan Pol PP
e Acara Gotong royong berjalan aman dan kondusi




PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO

JI. Bupati Ismail No. 5 Ngora 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 25 Oktober 2023

Nomor . 360/694/415.70/2023 Kepada
Sifat : Biasa Yth. Sdr. Kepala Satuan Pamong
Lampiran Do- Praja Kab. Jombang
Hal : r jadi r Di

Meninggal Dalam Sumur JEMPAT

Dengan ini kami laporkan pada hari Selasa Tanggal 24
Oktober 2023. Jam 18.00 WIB. Tempat Kejadian Dsn. Genjong Lor
RT/RW 3/2 Desa Sidowarek Kec. Ngoro Kah. Jombang.

Identitas Korban :

Nama : Siti Fatimah (hamil 4 bulan )

TTL : Klaten 8 Januari 1981

Alamat : Dsn. Genjong lor RT/RW 3/2 Desa Sidowarek

Kecamatan Ngoro

Kronologis kejadian pada hari Selasa Tanggal 24 Oktober
2023 sekitar Pukul 18.00 mendapat laporan dari Kepala Dusun bahwa
warganya meninggal di dalam sumur pad pukul 18.15 Babinsa dan
Babinkamtibmas Sidowarek Bersama Polsek Ngoro menuju ke tempat
kejadian perkara pada pukul 18.30 unit Inafis dan BPEBD sampai ke
tempat kejadian perkara untuk persiapan evakuasi pada pukul 19.45
korban selesai di evakuasi dan dibawa ke RSUD Jombang untuk di
Visum.

Demikian Laporan kejadian ini dibuat untuk di ketahui dan
disampaikan terima kasih

Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik

NUR EVVA MAYLIA, S.STP,, M.M
NIP. 198205012001122001

| Balai
f | Sertifikasi
- | Elektronik

Dakumen ini telah ditandatangani secara alektroni Yyang ditsrbitkcan ofeh Balai Sertifikasi Elaktronik (ASE), BSSN
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PENETAPAN APBDESA T.A 2024

KECAMATAN NGORO

NO DESA NOMOR TANGGAL PENETAPAN
1| NGORO 4 Tahun 2023 29 Desember 2023
29 Desember 2023
2 | KAUMAN 6 Tahun 2023
29 Desember 2023
3 | REJOAGUNG 6 Tahun 2023
29 Desember 2023
4 | BADANG 5 Tahun 2023
29 Desember 2023
5| GENUKWATU 6 Tahun 2023
29 Desember 2023
6 | SUGIHWARAS 6 Tahun 2023
29 Desember 2023
7 | SIDOWAREK 6 Tahun 2023
29 Desember 2023
8 | BANYUARANG 5 Tahun 2023
29 Desember 2023
9 | GAJAH 7 Tahun 2023
4 Tahun 2023 29 Desember 2023
10 | KESAMBEN
6 Tahun 2023 29 Desember 2023
11 | KERTOREJO
5 Tahun 2023 29 Desember 2023
12 | PULOREJO
5 Tahun 2023 29 Desember 2023
13 | JOMBOK

Pémbinay 1y ef
NIP. T9820501200112 2001




Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA BADANG

PERATURAN DESA BADANG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BADANG

: & bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai

wiijud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara
terbuka dan  hertanggungiawab untuk sebesar-bDesamya

kemakmuran masvarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggeran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
20 yang  disusun  sesuai | dengan kﬂhuml'mln
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan,  efisiensi,  berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil,
makmiuer dan sejahlera;

¢, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

3.

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Bela.nj_a Desa Tahun

Anggaran 2024,

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nemor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor O dan Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41] sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 [Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomorl9, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
7% Hanie 7, Budbeber T Mo Rt
, Tambahan N i

Indonesia Nomaor 5495} TER
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten Hubun
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemt:lr}gmh Dﬁeﬁhﬂ
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4
g;:ﬁn?lrlrahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 197
Fﬁubghan Nama dan Pemindahan Tempat F?edutﬁ:lmkﬁ
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara



i B
landasan opersional peiaksanaan APH Draa,

Pasal b

(1) Pemeriniah  Desn dapal melaksanakan keglatan  untuk
penatigzulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

[2) Pendanann kegintan sebngaimana climakaud pada ayat [ 1)
mengganakan anggarn jenis belanja tidak terdugn. _

(3 Pemerintah  Desa  dapat  melakukan kegiatan
penangaulangan bencana, keadaan darurat, tflan mendesak
vang Lelum  tersedin  anggaranmya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa  tentang
Perubalian APB Dean,

|4) Keglatan sebagaimana dimakaud pada ayat (1) harus
mementihi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari ai-:tEu‘EtaF
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
tidak diharapkan terjadi secara berulang
berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
memiliki dampak vang signifikan terhadap anggaran
dalam rangks pemulihan yang djsebaizln!-r.nn oleh kejadian
luar biasa dan fatau permasalahan sosisal, dan
e, berskala lokal desa,

i i

Pasal 6

Datam hal terjadi: _

a. penambahan danjatau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun berjalan y

b. keadasn yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar obyek belanja: dan

0. kegiatan vang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SilPA akan dilaksanakan dalam tzhun
berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APE Desa dengan

melakukan perubshan Peraturan Kepala Desa fentang
Penjabsaran AFB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundanghkan.

Dinndangkan di Desa Badang
Pada tanggal ; 29 Desember 2023

5

NUR

ARIS DE3A BADANG

AH

LEMEARAN DESA BADANG TAHUN 2023 NOMOR 5/A



Menimbang

Mengmgat

- bahwa untuk melaksanakan ketent

KEPALA DESA BANY UARANG
KECAMATAN NGORO HABUPATEN JOM BANG

PERATURAN DESA BANYUARANG
NOMOR 5§ TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUARANG,
uan Pasal 3 Peraturan

Bupati Jombang Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tshun
Anggaran 2024, perlu menctapkan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

1. Undang-Undang Nemer & tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar

5495):
9. Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 tentang
Undang Nemor & Tahun

Peraturan Pelaksanaan Undang-
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomer 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah
heberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
1] tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Léembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Fendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomer 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
g Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik




-

o, berskala lokal dean,

Pasal 6

Dalam hal terjadi;

a. penambahan dan/atau  pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun berjalan

b, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar obyek belanja; dan

¢. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun gebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BFD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Banyuarang
- .29 Desember 2023

A 11 R i

b,

30 Desember 2023
ESA BANYUARANG

\ BEANYUARANG TAHUN 2023 NOMOR ..94....



Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA GAJAH

PERATURAN DESA GAJAH
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

KEPALA DESA GAJAH

bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam = melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil,
makmur dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan



-5-

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum
tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian
luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa
pada tahun berjalan

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Gajah
Padastaiiggal : 29 Desember 2023

o,

/KEPALADESA GAJAH

ﬁ’(f . @ W
1§ S ATS
{ E |
l\ o i //); - i
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\?\4.‘,’] el ) ./ffl’j

(SUWANDI)

Diundangkan di Desa Gajah
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA GAJAH

M.HADI SUSANTO
LEMBARAN DESA GAJAH TAHUN 2023 NOMOR 7



Menimbang

Mengingal

. pahwa Anggaran Pendapatan dan Bel

" dalam huruf a dan b,

s Momo !
. Undang Undané ‘o rintah Pusat dan Demerin

KEPALA DESA GENUKWATU

PERATURAN DESA GENUKWATU
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GENUKWATU

. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai

wujud dari pengelelaan keuangan Desa dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggungjawab uniuk sehesar-besarnya

kemnakmuran masyarakat desa;
anja Desa Tahun
Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Relanja Desa Tahun Anggaran
yang disusun sesual  dengan  kebutuhan

2024
penyelenggaraan pemerintanan  Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, elisiensi, berkeaclilan, berkelanjutan,

berwawasan  lngkungan, dan kemandirian = sehingga
menciptakan  landasan kuat dalam  melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan menuju masyaralkat adil,

makmmur dan sejahiers;
kahwa berdasarkan pertimbangarn sebagaimana dimalksud
perlu menetapkan Peraturan Desa

tentang ANgEAran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2024;
{2 Tahun 1950 leniang

. Undang-undang  Nomor
rah Kabupaten dalam lingkungan

Pembentukan Daerah-dac ;
Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomar g, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor @ dan Berita Megara Republik

Indonesia Tehur 1950 Nomer 4 1) sebagaimana telah dinbah
undang Nemor 2 Tehun 1965 (Lembaran

Megara Republik Indonesia Tahun 1965 Momor19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 2730)
Indonesia Nomor © Tahun 2014

Republik
Undang-Undang hep Klik Indonesia Tahun

I tentang Desa (Lembaran Negara Repu " s Republik

Tambahan Lemb

495}
~ 1 Tahun 20227 tentang Hubungah
tah Daerah

2014 Nomor 7
Indonesia Nomar S

Tahun 2022 Nomar 4,

Keyangan antars
Indonesia MNomor

(Lembaran Negara Rep
Tarmbahan Lembaran

blik indonesia .
Republik

; 28 Tahun 1972 tenlang
I'qpmt:l' an Tempﬂt Hq:dudl'lkﬂﬂ

Lo
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Pagal 5

(1) Pemerintnh Desa dapal melaksanakan kegiatan untuk
pennnggulangan beneana, keadasn darurat, dan mendesak,

[2) Pendanoun kegintan sebagaimuna dimaksud pada ayat (1)
mengunakan anggaran jenis belanfa tidak (erduga,

(3) Pemerintoh Desn dapat melalukan keegiatan
penanggulangan bencans, keadpan darural, dan mendesak
yang  belum  tersedha  anggarannys, yang  selanjutnya
dimsulkan  dalam rancangan  Peraltiran  Desa  tentang
Perubahan APE Desa,

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memennhi kriteria
a. bukan merupakan kegiatan normal dar  aktivitag

pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b, tidak diharapkan terjadi secara berulang

o, berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yvang signifikan terhadap anggaran
dalam rangks pemulihan yang disebablan oleh kejadian
luar bigsa dan/atau permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal desa.

Pagal 6

Dalam hal terjadi:

a, penambahan dan/atay pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun berjalan

b. keadsan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar obyek belanja; dan

¢. kegiatan vang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun

berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desga dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tenlang
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal T
Peraluran Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetabui, memerintahlan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

ET Al - Desa Genukwatu
o fagpat 00 Desember 2023
(4 A CENUKWATU

§ sa Genukwaiu
Biksember 2023
| GENLIKWATLU




Menimbang

Mengingat

an d
: & Dbahwa Anggaran PEndUPERRT T, dilaksan

. 1. Undang-undang Nomer 12 Tahun

KEPALA DESA JOMBOK

PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG .
ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES
TAHUN ANGOARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

EPALA DESA JOMBOK :
K an Belanja Desa sebagal
gkan secard

besar-besarnya

wujud deari pengelolaan ke b untuk se

ka dan bertanggungaws
sl t desa, 4
b. bahwa Anggararn Pendapatan s Seen E
pparan 2024 termuat dalam FUTRIL mranig
Qﬁwﬂ Pendapatan dan Belanja 13359- Tahunkeﬂ;?tﬂ:han
2024 yang disus:;n mhij:,m;llﬂﬂa ;ﬂr?ﬂ fan QEOSID
lenggaraan pem ) AR : '
:;:th-:}r:sa.?ngfan, 5’:5531335. berkeadilan, "mrkd::lﬁlnt;a
herwawasan lingkungan, dan kﬂmandmanhkm_
menciptakan  landasan  kuat dalam  me tmnadil
pemerintahan dan pembangunan menuja masyaraka *
makmur dan scjahtera; ) i
e hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dajam huril & dan b, perlu menetapkan _Pﬁratura.n Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2024

1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 9@ dan Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomorl9, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentung Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

gggl?l:rjm Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2B Tahun 1972 tentang



- s

i Pasal 5
i xnmﬁi::;m?m Desn dapmt  melakssanokan  keghatan uriuk
(2) Pendanan Efﬂn beneana, keadaan darurat, dan mendesak.
men \ kegiatan schagaimana dimakaud pada ayat ()
3 Pe m{lm“h" anggaran jents belanja tidak terdugs.
Bdcpiioms Desa dapat melakukan egiatan
penanggulangan bencana, keadaan darural, dan mendl a
yang Delum teraedin  angRArAnny, yang su'.lnn_]UEﬁ!
divsulkan  dalam rancangan Peraturan Dese ten

Perubahan APB Dean. harud
(4) Kegintan schagaimana dimaksud pada syt (1)

memerhi kriteris: fi aktivitas

a. bukan merupakan kegialan n“rm:;ii:;;itb:lumﬂj’ﬂi

merintah Desa dan tidak dapat dipredt
b. Egak diharapkan terjadi seCAra mnﬂang::r[nmh St
c. berada diluar kendali dan pengarub F*mhmp anggaran
d. memiliki dampak yang gignifikan tgfm i
dalam rangka pemulihan yang diseb® oty
juar binsa dan/atau permasalahan sraigal;

pasal b

Dalam hal terjad: 4
a. penambahan dan/atat pengurangan

Desa pads tahun berjalan )
b. ke:adai;‘.;:l. VANE menyebablkan harus dilakukan pergeseran

tar ik belanja; dan _
C mkcmnt:rt:w :rna:-g helum dilaksanakan tahiun aei.iljumnw d:nn
menycbabkan giLPA akan dilaksanakan am

berjalan
Kepala Desa dapal mendahului perubahan APB Desa dengan

melakukan perubshan Perafuran Kepala Desa tentang
Penjabaran AFB Desa dan memberitahukannya kepada BFD.

alam pm"ll:]ﬂ'pﬂt.ﬂ-ﬂ

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggel diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

D |.:.& di Desa Jombok
Pada ta TL& 209 Dezsember 2023
SEKRETME!S DESA JOMBOK

LEM
BARAN DESA JOMBOK TAHUN 2023 NOMOR 5/E



KEPALA DESA KAUMAN

PERATURAN DESA HAUMAN
NOMOR & TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DE3A
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

KEPALA DESA HAUMAN

Menimbaig . @ bahwa Anggaran Pendapatan duf Belanja Desa sebagal wajud dan
pengelolaan  keuangan  Desa dilaksanakan secara terbuka dan

% mehesar- besarmya kemakmuran masyarakag

b, bahwa Anggaman Pendapatan . dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
rarmual dalam Peraturan Deaa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dwesi Tahun Anggaran 2024 yang disusun gesuai dengan kebutubian
penyel Pemerintahan Desa Derdasarkan prinslp kebersamiin,
efisiensd. ~berkeaditan, berkelanjutan, berwawasan  lingkungan, dan

kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam metaksanakan

cintahan dan pembanmunn mMeniju masyarakat adil, makmar darni

sejahera;

& hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurul a
dan b, periu menctapkan Peraturan Dz tentang Anggaran Pendapatan
dan Bebanja Desa Takun Anggaran 2024,

Mengingat : 1. Undang- undang Momor 12 tahun 1950 tentang Pemnbentulkan Craerah-
dnerah Kabupaten datam Hnghungan Propensi Jawa Timur {Lembaran
Tahun 1950 Moeor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesis
Megara Republile indonesis Nomor 9 ‘dan Perita. Negara Repubiik
Indunesia Tahun 1950 Nomor 41 schagaimana- lelah diubah dengan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembamn Negasa  Repuldik
indomesia Tahun 1965 NomorlS, Tambahan Lembaran Negara Republil
Indonesia Nomor 27305

A Undang- Undang Republik Indonesia Nomor & Tahiin 2004 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun 2014 Homor 7. Tambahan
Lermbaran Negara Republik Indenesia Nowor 5495)

7, Updang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungin Keyangan
antara Pemeriniah Pusat dan pemerintah Dacrah (Lembaran Megara
Republik [ndonesia Tahun 5333 Momor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Namor G737

4.  Peraturan Pomerinish Nomaor A8 Tahun 1972 wentang, Perubahan Nama
dan Pemindahan Tempat kediditkan Pemerintah Deemh Kabupatcn
Panarukan [Lembaran Negard Bepublil Indenesia Tahun 1972 Mornor 38
dan Tambakan Lembaran Negars Republik ndanesis Momor 20489}

5 Peraturan Pemerintah Nomer 3 Tahun a6 tentang Pelaporan Kewangan
dan Kiners Instansi Pemerintah [Lembaran Negars Republik ndonesia
tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembeasan Megara Republik Indanesta

Momear 46 14]5
6. Peratumn Pemerinteh Noomor &7 Trhum 2004 tenteng tentang Peraturan
prlaksangan Undang. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[Lembaran  Negara Repubdik  Indoncsia Tahun 2004 Nomor 123,
Tarsbahan Lembaran  Negam Fepublik  Indonesia  Nomor 5539
sebagaimana lelah be kall diubah, terakhir dengan Peraturin
pPemerintsh Nomor 11 Tahun 2019 lentang Perubahan Kedus aias
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan
Undang Momor 6 Tabun 2004 lentang Desa

Pelaksanaan  LUndang:
{embaran  Negara  Republil mdonesin  Talun. 2004 Nomor 123
Tarmbahan Lembaran Negara Republik indoncsia Nemar 55397 :
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 lentang Pembinaan
Pengawasen Penyelenggarann Pemerintahan Deerah (Lembaran H&gﬂﬁ

desa;

Dipindai dengan CamScannar


https://v3.camscanner.com/user/download
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l-ll:ﬂn:“ :Crpnh Dieman leniang Pmnj'::IInﬂ E]
fift Theas sebagal landasan ope

Paaa| 5

n
Melaksmalan keglatan intuk persngEalanga
12 P00, kendnag e, dan avengdesil

Fralan sthapaimann timaksiied parda ayal (1] menggunakan
(1 ?"""ﬁ"”'ﬂﬂ §enis hebann tidknk terbipps.

1 h'"""‘“‘“'l‘ﬂnh CE WAt miclakikin kegiatan pensnggylangan bencana,
Keddnng T, dan mendesay ¥ang behim tersedin AnggArannya, yang
SRRty Husulken  dalam  rancan BAN  Pefaturan [ksa  Ieniang
Perubating AP Drewn,

al Keginan Sehapsimana dimisksud pada Ayat (1) harus memenuhi kriteria:
bukag Werpakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa
thEy ekl dapat dpreciisosi sebelumnys:
B Nidak diharapkan terja; secar berlang:
"-‘1- et diluar ey

wial dan PEMERUD permerintak Dieaa;

Mesm Uampak yanp signifikan terhadap anggaran dajam rangka
Pemulihan Fng distbablan oleh kejadian |uar hiasa dan/alay
Permaszsinhap sosisal; dan

© berskala lokg| degs

Pasal &

Dalam g terjadi:

A penambahan dan atay PEnguEanEAn dalkam Ptndapatan Desg pada
tEhun beralan

b keadgan yang menychabkan harus ditalujean PETECSeTan antar ohyel
bthiB.'. clamy

C. kegia

lan yang bhelum ditakisanakan tahun Sehelumnya dan meEnyebahlan
SiLPA akan dilaksanalan dalsm tahyn berjatan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan Apg Deza dep kan

Perubdhan Feraturan Kepala Desa temtang Perjabaran apg Desa dan

mmheriuhuhs,nn:.-a kepada Bpn,

Agar setiap MAng mengeeghy, memerintahkay PENgurdangan Feraturan
Desa inf dalam Lembaren Desq,

* Dess Kanmas,
' 2% Diemember 2025
AM

Diundangkan d| Dpgg Kauman
Pada tangpa) - 99 Destmber 9093
SEK RIS DESA KAUMAN

B

NOFITAYULIA NiNGsg
BARAN DES

DESA KAUMAN TAHUN 2023 NoMoR 6/E



Menimbiing

Mengingal

KEPALA DESA KERTOREJO

RANCANGAN PERATURAN DESA KERTOREJO

NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

ARGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

-

KREPALA DESA KERTOREJO

bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanjn Desa schagai wujud
dan pengelolann keuangan Dess dilaksanakan secara terbuka
dian bertanggungiawnly uniuk sebesar-besarmya kemakimuran
mosyarakal desa;
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tabun
Anggaran 2029 termual dalam FPeraluran Deea tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anpggaran
2024  yang disusun  sesual  dengan  kebuluhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
reamaan, cfisiensi,  berkeadilan,  berkelanjutan,
berwawasan  lingkungan, dan  kemandiran  sehingga
meneiptakan  landasan  kuat  dalam  melaksanakan
pemeriniahan dan pembangunan menuju masvarakat aelil,
makmur dan sejahlera;
bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam hurul a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa

tentang Anggaran Pendapatan  dan Belanja Dresa Tahun
Anggaran 2024;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembeniukon
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik |ndonesin Tahun 1950
Nemor 19, Tambahan Lembaran Negarm Republik Indonesia
Momor 9 dan Berita Negarn Republik Indonesia Takun 1950
Momaor 41) sebagaimana telah dinbah dengan Undang-undang
Momor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negarsa Republik Indenesia
Tahun 1965 Nomor1%, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesa Nomor 2730);

Undang-Undang Republik Indonesta Nomor & Tahun 2014
tentang Desn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negarn Republik
Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nemor 1| Tahun 203273 tentang Hubungan
Keuvangin antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,
Tambahnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757,

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan
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SEKRETAHIS DESA KERTORES 3

=L
DESA
KERTOREJO TAHUN 2023 NOMOR 6/A

__‘



-5

{1} Pemerintah Deas dapat melaksanakan kegiatan untuk
penangpulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak

(2] Pendanasn kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggudangan bencana, Keadaarn darurat, dan mencdesai
vang belum tersedia  anggarannva, vang selanjuinga
diusulkan  dalam  rancangan Peraturan  Desa  tentang
Perubahan APE Desa,

(4) Kegiatan sebagaimana dimakaud pada ayval (1) harus
mementihi kritera:

a. bukan merupakan kegiatan nermal darl  akbtivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d, memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemubihan yvang disebabkan oleh kejadian
luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan

¢. -berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan danfatau  pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun berjalan

b. keadaan yang menvebabkan harus dilakukan pergeseran
antar obwek belanja; dan

¢, kegiatan vang belum dilaksanakan tahun sebelumnys dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan

Repala Desa dapat mendahului perubshan APB Desa dengan
melakukan perubahan  Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Dess Kesaimiben
A tanggal 29 Desember 2023

HEPALA DESH | &
EFSAMAERN -

______ AR kit |

i
Ve | WANDOKO BUNGKOWO YUDHA |
3 i) TAR -:':':‘:"
Diundangkan di Desa Kesambén
Padatanggal : 20 Desember 2023
SEERETARIS DESA KESAMBEN,

| MUHAMMAD ROMELI )
LEMBARAN DESA KESAMBEN TAHUN 2023 NOMOR 4




Memimbang

Mengingat

KEPALA DESA KESAMBEN

RANCANGAN PERATURAN DESA KESAMBEN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

;A

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KESAMBEN

babwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagsd
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secars
terbuka dan bertanpgungjawab untuk sehesar-besarmya
kemakmuran masyarakat desa;

. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2024 térmuat dalam Peraturan Desa fentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024  yang disusun  sesuai dengan kebutuhan
penvelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prnmsgp
kebersamaan,  efisiensi, berkeadilan, herkelanjutan
berwawasan lingkungan, dan kemandinan sehinggs
menciptakan  landasan  kuat dalam  melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adid,
makmur dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pematuran Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belamja Desa Tahun
Anggaran 2024,

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, TFambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negass Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Undangundang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 1965 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik lodonesia Nomar 27300,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
wentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara  Repoblik
Indonesis Nomor 5395),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2042 tentang Hailingsn
Keuangan antara Pemerintall Pusat dan Pemerinth Daerah
(Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Namar 4,
Tambahan Lembaran Negart Republik  Indonesit Nemuor
(77,

. Peraturan Pemerintah  Nomor 28 Tahun 1972 teniang

Perubahan Nama dan  Pemindahan Tempat Kedudukan

H T R o I T b il e kabaT Negars




Menimbang

lengingal

KEPALA DESA RGORO

PERATURAN DESA NOORO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANC
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E3SA

KEPALA DESA NGOROD

- a bahwa Anggaran Pendaparan dan Delanjn Desa  sebagai

wujud dari pengelolann keuangan Desa dilaksanakan secar
terbukn  dan  bertanggungiawab  untuk  sebesar-besarnyn
kemakmuran masynrakal desa;

b. bahwa Anggamn Pendapatan dan  DBelanga Dess Tahun
Anggaran 2024 termuatl dalam Pernturan Desa lentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024  yang  disusun  sesual  dengan kebutuhan
penyelenggaman  pemerintahan  Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan,  efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawnsan  lingkungan, dan  kemandinan  sehingga
menciptakan  landasan  kunt  dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil,
makmur dan sejahtern;

o bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf & dan b, periu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendnpatan dan BHelanja Desa Tahun

Anggaran 2024;

. 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950  lentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 1050 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia MNomor 9 dan Berita Negara Republik
Indonesin Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran

J.

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomorl9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 2730);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun
9014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495];

Undang-Undang Momor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomar 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
6757);

F:rl.t!'lurnn Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan



tndasan operasonal pelaksanman AL Desa

Fasal 5
(1] Pemerintih Desa adapat  mielaksanakon kegintan  antuk
prnangiulangan bencane, keadasn darirat, dan mmenidesak
(21 Pendanaan kegntan sebagaimann dimaksaisd paida avit (1)
mierggu nnloan anggaran jenis belanga tildak erdugs
(4 Pemerintah e nin il T MR AT hegthintnni
pennngulangan bencann, keadnan danarat, din e e
vang  belum  tersedin anggarannya,  Yang witla il g
diusulkan  dalam  rancangan  Peraturan  Besa dentang
Perubahan APH e
(4] Kegintan  sebagaimans  dimaksud  pada aval {1 harus
memenuhi krilernia:
a. buksnmerupakan  kegiatan  nomminl  dan akivites
pemerittah Desa dan tidak dapat diprediksd sebelumnya,
b tidik dihwrapkan terjadi secarn berulang,
¢, berada diluar kendali dan penigaruh pemeriniah Desa
o, memiliki dampak  yvang sgnifikan  ferhadap  anggaran
dalam rangkn pemulihan yang disebabkan aleh kejadian
tnr Dnasa dan fatau permasalnhan sonisal; darn
e, berskala lokal desa

PPasal £

Dalam hal terpadit

A penambahan  danfatau  pengurangan dalam pendapatan
Desa parda thun berjalan

. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar obvek belanja; dan

¢, kegiatan vang belum dilaksanakan thun sebelumnya dan
menyebabkan  SILPA  akan  dilaksanakan  dalam  tahiun

Berjalan

Kepaln Desa dapat mendahului perubaban APB Desa dengan
melakukan  perubahan Peraturon Kepaln  Desa lentang
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Paisal 7
Peraturnn Desa ing moulas berlako paoda tangeal diandanghiom

Agar sctiap ormng mengetanhul, memenntnhinn pen pundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

A Desa Ngore
B 29 Desember 202
AN GORO

undangkan di Desa Neoro
Padn tanpgal | 29 Desember 20270
BEKHETARIS DESA RGORD

EKKY DWI GAYUNC WULANDARI
LEMBARAN DESA NUORO TAHUN 2023 NOMOR 4



H-Emmbﬁng VoA babwa _ﬁnmmn andap.ﬂrﬂn il

Mengingat

KEPALA DESA PULOREIO

RANC
CANGAN PERATURAN DESA PULOREIO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANCG

ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELARJA DESA

TAHUN ANGOARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULOREJO
an Belanja Desa seba

' kan secara
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksana o
dan bertanggungjawab untuk gobesar-besarnya kem

i d
gal wuju
*erbﬂ!ﬂa
muran

magyarakat desa; .. pesa Tahun
b. hatwa Anggaran Pendapatan -iﬂil;lt Etf:f:fm tertanE
Anggaran 2024 termuat dalam EEM Tahun Anggaran

e. bahwa berdasarkan pertimban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Ha
2024 wang disusun  8esual dengan kkﬂb'-'”-_l Zin
penyelenggarasn pemerintahan Desa berdasar 3—“| F'quta.n!.
kehersamaan,  efisiensi,  berkeadilan, diﬁhﬂke::fl]

! i d kemandirian
berwawasan  lingkungan, dan csirhen mem}:mﬂlﬂiﬁ

menciptakan  landasan  kuat : 3

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil,
ahbiei .

_ makmur dan sejahtera; NE— i "

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa

tentang Angearan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2024,
Undarig-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41} sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
?ﬂ“ﬂ!‘ Egﬁ'f'ﬂhﬂﬂ 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
un 1900 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara i
Indonesia Nomor 2730); e,

2014 Nomor 7, Tambaha : .
[ndonesia Nomor 5495); n lembaran Negara Republik

%5 Undaﬂgvﬂndsmg Nomor | Tahun 2009 tentang Huhungg_n

Kevangan antara Pemerintah Pusa
. t dan Pemer
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'Ihhu:':n Eﬁggf?ai;m?nur 4
]

Tambahan Lembaran i
B757); Negara Republik Indonesia Neror



Pasal 7

Peraturan Desa inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahk
Peraturan Desa inl dalam Lembaran Desa an pengundangan

An di : Desa Pulorejo
sl : 20 Desember 2023

Diundangkan di- Desa Pulorejo
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA PULOREJO

ITA IRAWATI
LEMBARAN DESA PULOREJO TAHUN 2023 NOMOR 5



KEPALA DESA REJOAGUNG

RANCANCGAN PERATURAN DESA REJOAGUNG
ROMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGOGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REJOAGUNG

Menimbang & bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagal
wujud dari pengelolnan keuangan Desa dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggungiawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat desa;

b, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024 yang disusun sesuai dengan  kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan,  efisiensi,  berkeadilan,  berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sechingga
menciptakan  landasan  kuat dalam  melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil,
makmur dan aejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2024;

Undang-undang MNomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9 den Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Momor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomorl9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Republik Indonesin Momor & Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 MNomor 7, Tambahan Lembaran WNegara Republilk
Indonesia Nomer 5495);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
G757);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tabun 1972 tentang

Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan

Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan

Tembaran Neeara Renuhlik Tndnnesia Nomor 29891

LA
-
=

Mengingat

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pasal &

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa padna tahun berjalan

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar obyek belanja; dan

¢. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan AFB Desa dengan
melakukan perubahan  Peraturan Hepala Desa tentang
Pemjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahul, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

glkan di Desa Rejoagung
Pa] : 29 Desember 2023

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download
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KIEALA THEHA (IO WA AL

ITERATURAN TYMSHA DLW Al A
MOMOR G TAHLN 2023

TIENTANC
ANQOARAN PIENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TANUN ANGOARAN 2024

DISNOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DIESA BUGIHWARAS
Menimbang ¢ 0. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagal
wijud dart pengelolnan keuangun Desa dilaksanakan secara
wrbulin  dan  bertnnggungiawab  untuk sebesar-besamya
kemnlmran mosyarnkat desa;
bahwn Anggaran Pendapatan  dan Belanja Desa Tahun
Anggarmn 2024 termunt  dalam Peraturan Desa tentang
Anggnrmn Pendapatan  dan Balanja Desa Tahun Anggaran
gra4  ynng  dinusun  sesuni dengan  kebutuhan
prryelonggarnam pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
herkeadilan, berkslanjutan,

b

leehormnnminnn, elaienal,
berwnwnann  lingkungan, dan  kemandirian sehingga
Inndasan  kuat dalam  me b

menelptokon
pemerininlan dan pembangunan menuju masyarakat adil,

itk mur dion sefalhterns; :
Lahwa bendasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a dan b, perilu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggnran 2024,
¢ 1. Undang-undang Nomor 12  Tahun 1950 tentang
ol Ft:mhcgluhﬂr.l E}ﬂurﬂh-daemh Kabupaten dalam lingkungan
Propensl Jawn Timur (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republile Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik
Indenesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengnn Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 1965 Nomorl9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesin Nomor 5495); _
Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang

Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan

3.



o2

Pemr g lﬁh rakan kegiatan untuk

idady  [wan  dapat  melakan 2

Y2 rl-r"l'!n1"‘l1lg:|:'|!||'l'l'l_t:l1'|- I'n"-:'unrr:i, keadaan darurat, dan H1l'ﬂr|t51':=li':.ﬂ

(2 Prrdanaan kegintan sebwgnimana dimakaud parda aya
menmEnakan ATpgaTan jeniia belania tidak terduga [ .

(A Perreriniah ey fnpmt rrieladens bean egin r;
peranpglangan bepreann, keadaan darurat, dan mrnr!m.

anggarannya, vang aclanjutnya

vang  belum  tersedin
ﬂiu::lﬂknn dalam  Peraturan Desa teniang Perihahan APH

Nibas
(4) Kegiatan  sehagaimana dimakaud pada avat (1] harus
i kriteria
S Hai pnormal  dari  alktvitas

a  buknn mempakan kegiatan _
prmerintah Dess dan tidak dapat dipredikai sehelumnya,

tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
memiliki dampak vang signifikan terhadap Aanggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian
luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
e. berskala lokal desa.

0o

Pasal O

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun berjalan
b. keadsan vang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar obyek belanja; dan
¢. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
;:'E?.'-"ehabkﬂn SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
erjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa d

: en
mel.l.s._kukan perubahan  Peraturan Kepala Desa tentjﬁ
Fenjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD,

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahka pengundan
i n i
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa o

P _Fﬂ' {gkan di : Desa Sugihwaras
pr-ragatanggal ;29 Desember 2023
{ ,/ REPALA PESA SUGIHWARAS
!I:::':fl“:_r_-i_:-. r o |

I. '.1 L“;Il'ul-l 1
q:i-.ﬁr..._.. :
¢, BERRY MULYATNO
S 2 Rt

Diuridangkan di Desa Sugi
= ‘mﬂﬁaﬁm gihwaras

L. 2023

e K
S DESA SUGIHWARAS
AR

UGIHWARAS TAHUN 2023 NOMOR 6



LAFDRAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA KERTOREJO

KECAMATAN NGDRO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023
URAIAN Rat ANGGARAN REALISASI  LEBIHAKURANG)
[ R} LRp} (Rp)
PEMDAPATAN
Pencapatan &zl Desa 1584 000000 00 1064000 000,00 0100
Fandapalan Transler PEIEITOM0ED 184506130000 4300 400,00
Drana Desa 1028 646.00000 1005548 000,00 a.00
Biagi Hasi Paysk 460 Retibusi 73 784 7000 T T 700,00 000
Aok Dar Desd AF0%40 00000 A1ETI0E0000 42010400 00
Bamluan Kacangan Kabupatenioa D0 EOGO0000 300000000000 .00
Perdapatan Lain lain 200000 000,60 PR038 043,00 T 039 4900
JUMLAH PENDAPATAR 2.03LITOTO000  2.032100.349,00 £ 476.351,00
BELARIA
BINARG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 601 8OBGIETE  GVEGERIEE00 1323124070
AINANG PELAKSARARN PEMBANGUNAY DESA §14 107 74000 B3 THE 200,00 P 544,00
BINANG PEMBINARN HEMASYARAKATAN 361 082420 00 155 302 420,00 17100 000,00
BIDAME PEMBERDAYSAM MASYARAKAT 75 TE0G00.L0 TETEO-M00 00
BIDANG PENANGGLLANGAN BENCANA, DARURAT DAN 104 00 300,05 104400 £00,00 00
JUMLAH BELANJA 2047 BI96SA, T8 2.091.800.918,00 18.630.780.76
SURPLUS | (DEFISIT) {14,568 9568, 74) 10043100 |14,555.429,78)
FEMBIAYAAN
Parefrnsan Pembizyman 14 560 950 78 14,560 950 78 000
PEMBIAYAAN NETTC 14 568.996,78 14,565 958,78 0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAM 0,00 14.669.420.78 (14.650.429,79)

Likat Cotetan Alas Laporan Kevangan yang merugakan bagian yang tidak terpisahkan dar laporen keoangan

KERTOREJC, 28 Decomber 2023

KEFALA DESA

Dra. H), SUIST)

ki Gl A R E AR

Prinipd by Sickeodas

Hzaman 1



LAPORAN REALISAS! APB DESA
PEMERINTAH DESA KESAMBEN
KECAMATAN NGORO

KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023
UBRAIAN Rt ANGGARAN REALISASI LEBIHIKURARG)|
(Bp ) {Ral [ Rl
PENDAPATAN
Fendapatan Asl Dess a0 e D00 0l 180064, D000 00
Pendapstan Transfer 2417 B0E0DD 2443 IB0EFO00 481229000
Dana Disa 128720600000 1287 285 000,00 000
San Hasd Pajak dan Relripu S 2A5 B0 D0 0216800, 0] Cpg
Hloicisi [lana Dasa AR 2300000 A5G 610 770,00 4512 230,00
Bantusn Kmmangan Kabupalekota B9 2485. 000,00 o XA GO0, 0.o0
Pandapatsn Lain-tain 426 978 BI7 40 427 [rd 477 60 4 Bi8 87000
JUMLAH PENDEPATAN NG5 A0700 02547704700 6 360,00
BELAKN.IA
BOGMG FENYELENGENSN PEVERINTAHAN DESA i e e g 10 B2 258 00 15416 07340
BANG FELASSAMOAN PFEMBANGLRAN DESA T EEE 332 107,08 1849 512 085 24 6. D06 040,75
MG FEMEMRAAN KEMAEYARAKATAN &7 520000 03 B7 E25.Q00,C0 0,00
EDANG PEMEEFIDRYARK MATTARAKA VB85 500,00 10 £ 15 500,00 4.550000:0,00
aﬁﬁ@gum EERCARNS DARTESAT QAN 151000 000 (0 10700 e 0 #0300 00000
JUMLAM BELANA IABAELSI8A0 3048997 BI5. 24 B0.256.114,16
SURPLUS { {DEFSIT) (102 540532 4 (22,7707 TE,24) £E0. 1E0. T, 15}
FEMBIAYAAN
Penerimaan FembiEyaan TR BB EER A TIES40 552 40 a5
PEMSIATAMN HETTC R (s a0
SILPASILPA TAHLUN BERJALAR ﬂﬂ'ﬂ 0. 169, 754 18 (B0 168, 5, 16

M oI

Lihat Catatan Atas Laporan Kcuangan yang merupakan bagian yang tidak ferpisahkan dari poran keuangan

IR o2 i

KESAMBEN, I8 Decamber 2023

KESAMBEN

WAMDORD SURGHKOWD YUDHA

Hesaman 1



LAPORAMN REALISAS| APE DESA
PEMERINTAH DESA GAJAH

KECAMATAMN RGORD
FABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN T023

UROTAN AHGGARAN RE&LISAS] LEBIH’[HWHGF
1Rp) [Rpd [ Rp}
FEMDAPATAMN
Peatapstan Ash Dase Tag BA% 420 00 145935 420,00 120,003 00
Pengapatan Transias 1.4941 78340000 1037 531 X530 00 420217000
Cana Desa 05 SET 000, 00 SRS BEF OO0 S0 LR
BEag Hagd Pajal dar Revibas) 907G A0 00 TEETE 400000 5 | 1]
fiakasi Dana Daosa A3 247 000,00 418 GH4.890,00 A2 17040
Biankiran Keuancan Kabupilsnikon A5 050 004, 0 & B OO, O30 Loan
Pardepatan Lain-tain Hi000-000, 60 23110, 739 00 3210 794 00
JUMLAH PENDAPATARK 2 111.578.520,0C0 211006768, 944,00 01 876,00
BELANJA
BDANG PENYELENGOARAN PEMERINTAHAN CEES, BET T2 797 T EIFIEIl;iﬁ-t S0 (1 T8 1B BT M
EEDBMNG FELAKSANAGN PEMISNCUSGN (HEGS BN G5T-A00, 00 S0 348 00,00 1?.3]?.2:4151:!
EDANG PEMESAAN KEMASYARAKATAN S0 4 2 0G0 00000 900,00
BDasn PEMBEADAY AN MATY A RAKAT Tk SAT R0, 00 BREAR. 00000 BE2.500,00
BTG PEMARNGGLLANGARN BEMCANS [ASTHRAT Dan H14 00000 T A0 000 00 000
WENDESAK DERA,
JUMLAH BELAMNIA 245486109771 2.908.448 500,00 #5412 497,71
SURPLUS! [ﬂEFlEl'I",I I‘LEE_Z'._WJH 22363448 00 HE,E-‘JEI',E‘.I.T'I]
PEMBIAYAAN
Fenerimasn Pﬂrﬂ:ita-:ﬁan 43282277 4128227771 0,03
PEMBIAYAAN NETTE 43 282, ZTT. 71 1-3.-.?!-1.2'?‘7.?1 0,00
SEHPASLPA TAHUN BERJALAR R 45 540624, 71 [aA510.628.71)
Lihat Catatan Atas Laporan Hesangan yang merupakan bagien yang Hdek terpisabkan desi lagaran kewamgan
geiah, 28 December 2023
Hepala Deaa
Suwand
I =200 1207 T—




LAPORAN REALISASHAPE DESA
PEMERINTAH DESA SIDOWARER

KECAMATAN NGORD
KABLFATEM JOMBANG
TAHUMN ANGGARAN 2023
URAEAN AHGGM REALISASL LEBIHIKURANG)
{Rp] (Rp) (Rp}
FENDAPATAN
Pardapatan Ask Desa 251 555 009,00 23505500000 165020 DO OE
Pendapatan Tiansler 24113360000 2 B3E ST 5AK 00 4 583 0000
[3ama Pesa 1.328.332 000,00 133600000 oG
Baagi il Pajak dan Palrious B3.429 600,00 &5 4950500 00 oo
fpkasi Dana Eesa 456 302 L0000 451 T3, 98000 4 56302000
Baniuan Keaangn Kabupaieniots 975 00000000 &7 5NN 00 000 060
Pancapaian Lain-in 20000 GO0 9% 24832500 & BET 32500
JUMLAH PENDAPAT AN J 1126808 600,00 3096563405 00 168.126.155,00
BELANA
BIDANG PENYELENGGARAN PRVERINTAHAN DESA Cris s HF AX 25 935 104.340.00 E1_'3T_B__GMIEE
HCENG FELIESOMNAAN PEMEARTLINAN DFSA T B EYE, VO | 333 265 &S00 00 B Rein 0o
PO MG PERRIINAAN KENAS YR RAEATAY 53 ARG 000000 B 455 000 00 2B 00000, BY
EDANC PEMIBERDYAAN MASYARARLT V4 S B O 44 523.950.00 A0.00
BDAMG PENANGEULANGAN BENCANS DERURAT DAN T MO0 R O 144 00000000 .00
MENDEEAK DESR
JURLAH BELAMS JATT.T2.41 ﬂ.i.'; 3904 388, 74000 7332767025
SURPLUE { {DEFISIT) (B5.023.890,25] 1?’.311.335.& I:_H':E:I‘E.ﬂs_,ﬁ}
FPEMBIAYAAM
Panatmaan Probiayaan B5 023.870.75 =t r el e
PEMBIAYAAN NETTC B2 210,25 BE023.810.25 00
SILPA/SILES TAHUN BERJALAR a0 57 02 ATS IS (57 20247525

Likat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak tarplsahkan dari laporan keuangan

[ Printed by Sishouces REREEEERERE

SHOOWARER. 28 December 2023

KEPALA DESA

Drs. FATCHUR ROHMAN

rialaren 1




LAPORAN REALISASI APB DESA
FPEMERINTAH DESA BANYUARANG
KECAMATAN NGORD
HABUPATEH JOMBANG
TAHUM ANGGEARAN 2023
LRAIAN Rt AMGOARAN REALMEASI LEBIHNKLIRANG)
1Rp} 1Rp) (Rpd
FENDOAFATAN
Pandapatan Asli Deas 232 550,000,00 232.900.000,00 350 900,00
Fardapaizn Trandder 20%0 0 TOO00 . RS ASTSE0 00 4 450 130,00
Cana Dasa 1233 FTANNA 00 b E25 T 000,00 9,03
Bisgi Hasil PajEs dan Hetnbusi 76851 700,00 TG BT OO0 Le
Slgkaw Dana Desa A45.01 300 00 4401 561 B30 00 A.550 V2EO0
Bantuan HMmangan Kaoupabeniols B0 00.000, 00 E50 DOI.000 00 4.0
Pendapalan Lan-ain H0.000600.00. 21 EH.E_EI:].W 1,824 580,00
JUMLAH PENDARAT &k 284TBATTOO00 T84S 73226000 TGS 4000
BELAN.IA
EIDAME PENYELEMNGHARAN F'EHEI%HTMH LA 'EIE-EI.W B3 IT Sl EES 719,03 B2rE Bead 1
DIDAMS PELARSANALN PEMAANGIRAN DERS, 1,524,167 822 39 |.528.5%1. 850.00 T
EHDASE PEMBIRAAN RETdASTARARATAN A4 200 60 60 45900000 .03 £.0a
DO FEMBERTULY AAN MASYARAKA 103 585 A0 B0 103 534 000,03 L.0a
BIDAMG FENANGELLANGAN BERCAMA, DERRAT Day 2 B0 DD 000,50 28{ R0, O 900
MERGESAK DESN,
JUMLAH BELANJA 29696120556  2EETHIZEED00 GE49.53856
'EI.'IFEF'I.UB-.'{IZIEFISIH {0, bl 505, 56 ) (42 380,409 00} (6,084,096 56]
FPEMBIAYAAN
Panetmaan Pecnbapaan A8 474 BDR &5 A8 854 505 58 A
PEMEIAYAAN NETTC A2 454 505 56 A0 404808 56 2,00
SILPASILPA TAHUM BEERJALAR 000 Bo084 056,56 {6 (IR 096, 56)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuvangan yang merupakan bagian yang tidak Torpisalikan dar laporan kpuangan
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LAPORAN REALISAS| APB DESA
FEMERINTAH DESA PULOREJD
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBAMNG
TAHUM ANGGARAN 2022

URALAN Ref. ANGGARAN REALISAS|  LEBIH{KURANG)
[Rp} [ R} (Rpl

FENDAPATAN
Perdopatan A% Desa 157 742 00000 162 742 000,00 .00
Porciapatan Transfo EPEHSS 50000 2764 034.470,00 4 556 830,00
Para Desa 1ITHZMO00000 1 175233800.00 200,00
Bagi Hasil Pagik dan Rélrbusi B2 496 300,00 7 495 3000 0.00
Mokasi Dara Desa AS5BEAG0N.00  451.304,370.00 4,558 630,00
Bantusn Keuangan Kabunaeniola 55500000000 555.000.000.00 0,00
Parcapaiss Lasitam 20000 00 00 24 763 550,00 4 TED BAO 0D
JUMLAH PENDAPATAN TA51.335.300,00  2.459.539.020.00 203.720.00

BELAN.IA

E:DANG PENYELENCGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,015,045 540,15 D3 604, 26000 56336, 280,15
EDMNG PELAKEANLEN FEMASNGLINAN DESA BG4 857 800,00 54 360, 050,00 F0:601.560,00
EICVING FEMSEMANN KEMASTARSHATAN A 700 B0 50 A5 TG B0 00 000
BIEWNG PEMBERDW Y RAN MASTARNGAT 195024, 80000 194.524.000.00 104.500,00
E‘m;s&ﬁn&u&um BENCANS, ARLBAT DAN 251 500 00000 261 600.000.00 000
JUMLAH BELANJA 2E20.161,94015 2.463.299.310,00 66.942.630,15
SURPLUS | (DEFISIT) (68,626 640,15] {1.680.230,00}  pA7.146.350.15)

PEMBIAYAAN
Panenimasan Pembayasn TIEIEH4015 TEAE B4 15 0.0
Pengaliaran Fomaiayaan 5. 000 000,03 003 5000, 500, 00
PEMBIAYAAN NETTC 0. B2 540,75 TARIEE4016  (5.000.000,00)
SILPATSILPA TAHUN BERIALAN 0,00 244535045 (72.185.35015)

Lihat Catatan Alas Laposan Beuzngan yang marupakan bagian yang tidak terpizabkan dasi lagoran kevangan
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LAFORAN REALISASI APBE DESA

PEMERINTAH DESA BADANG
KECAMATAN MNGORO
HABUPATEM JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023
URAIAN Rel. ANGGARAN REALISAST  LEBIH{KURANG)|
{Rp} {Ro) i Rp)
FENDAFATAM
Perptagatan Ash Desa 192,635 000,00 ZIGGE5 (0000 RS KK 0
Pendapatan Translar 2B ST0S0000 . -2 185032 110,00 453860000
Cara D TAREODTO0000 1961 025:000.00 1800000
Bagi Hasil Pajgk dan Retritiis 72 554 80500 72 BAd 3000 {00
Alas Dana Desa 455 BES.000, 00 451 142.310,00 4556 690,00
Bantunn Keuangan Katioshandala 20000000000 200, 0000000 R
Pendapatan Larisn 22 400.000.00 2503463400 934 834,08
JUMLAH PERDAPATAN 2A0S. 080000 2437 621.8544,00 22.316.144.00
BELANJA
BIOAMS PENYELESSOARAN FEMERPTAHAN DR DA ﬂ-l:l:‘- ST OEY G0 T aBE 450 00 29150598 00
BUEAMNG PELAKSANANN PEMBARGUNAN DESA TEES2ITEMI 00 1. B4EA4T 50000 F 77004390
BilLANG PEMBIRAAN KEMASTARAKATAN 5 00300 B0 GR OO0 000,00 00
BTN PEMBEFDATAAN MASTARAKAT HOZ 50,000, 00 S8 AR G0, 05 2.700,600,00
BIOAMG FEMANCGGLILARNGAN BERCann, DRRLIRAT oM Tash B0 00000 140 00300, 00 T.00
M-EH.EIEEJ'.K DESA
JUMLAH BELANA TITTALE002090  23II|ITAI000  IB.BE0.E4280
SURPLUS | {DEFISIT) 2785076710 BBYIT.BS4.00  (80.976.785.590)
PEMBLAY ARN
Perenmaan Pembsapaan 12 13% 237 B0 TEAIF T2 90 i1,
Pergeuaran Pembisyasn AL OO0 o0 A0.000 003,00 3,00
PEMBIAYAAN NETTC  (2TBSOTETAD) [27.860.767.10) 0,00
SHPASILPA TAHUN BERJALAK o SOOTETBESD (B0.97E THE.50)

Lehat Catatan Atas Laporan Keuangat yang merdpakan bagian yeng Sdak terplsshkan dar laparan ko angan
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LAPORAN REALISAS| APE DESA
PEMERINTAH DESA NGORD
KECAMATAN NGORO
HABUPRATEM JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN Rat, ANGEARAN REALISASI  LEBIHIKURANG)
(Rp} (Rp) (Re}
PENDAPATAN
Pendapatan Asi Desa 329,062,600 00 330.361.500,00 BE71.000,00
Perdapatan Transler 1FOEEIH 10000 1 T91EI3.090.00 4.206.010,00
Bana Dasa 154100000000 1.047.090.000.00 £.00
Biagi-Hasil Fagaic don Retnbsi T5.Z4E 10000 TR 2481000 LR
Alotoae Dara Dega 420601 000,00 S35, 004, 980 00 4286 010,00
Banluan ¥euanaas Kebupsten ot MSH000 00000 250.000.000,00 0.00
Perdapatan Lam-an 20000 000,00 21 B28.655 00 1 425 965,00
JUMLAH PENDAPATAR ZASASULTO000  2.143.853.559.00 11.136.041,60
BELAMJA
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTANAN DESA T 6T 20500 TR TIE6a000 14.644.51 5,00
BIDAMG PELAKSANAAH PEMBANGUNAN DESA TABADDE0EI A6 1.170.143.087,18 23.955,000,00
BIOARE PEMBINAAN KEAAS v ARAHATAN G5 FRT 20060 G G52 05. 00 B DGR 00 00
BULLANG PEMOLTOAY At MASY AFAKAT S &7 S 00 91,275 000,00 25 B0 - 0200 00
;l;ﬂgéa EPETANGLILANGAN BENCANH DARIRAT DN oD 000 00 0A000C0N00 3B I00.00300
SUMLAM BELAMIA ZIWEUABENE  Z1G0FI29TINE  BBASSSIE00
SURPLUS | [DEFISIT) {81,638 788, 15} (8.279.314,18}  (75.356.474,00}
FPEMBIAYALN
Penerifmaan Pembayasa HiE38 7E0.50 B 5315 738,16 ood
PEMEIAYAAN NETTC B1.635.784,18 B1.625. 705,18 8,00
SILPAISILFA TAHUN BERJALAN o 0,00 TEASEATAN0 (15.366.474,00)

Lihat Catetan Ates Laporsn Meuangan yang menspakan baglan yang Hdak terpisahkan dor laparsn Kgisargan
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LAPORAN REALISAS| AFB DESA
FEMERINTAH DESA BALIMAN
HECAMATAMN NGORD
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023
LURAaIAN ANCGGARAN REALISASE LEBIH K LERAMG)
{Rp] {Rp) LRp)
FENDBAPATAN
Pendapatan A& Desa 73582 500,00 F2 536 500,00 BEE 000,00
Pandapatan Trensle: TIOR3 80000 1704 243 55000 A.070250.00
Cana Desa 041 200080 1 0eY 344 00000 .60
Bag Haz# Pajak den Refribuki B4 B 8O0 00 B4 944 004D, KD 0,00
Mokagi Dieng Dasa 40T 0325 090,00 212 954 750,00 4 0h250.00
Banfuan Keusngan Kabupstentca 1BS 000 00 LY R (M OW0R) (] (HE LR
Pendapsian Lan-kain #1 565:200.00 26 573 ETE00 A JED.ETEOD
JUMLAH PENDAPATAR 180349150000 180345392600 37.674.00
BELAMIA
BN PENYELEMGANTAN PEMERINTAHAN DESA BOS 7E2 16X 20 560301 084,00 A5A99.075.08
HIOAHG PELAKSANASH PEMBARGUNAN DESA T4 547 DO000 T1.774. 350,00 42 77 850,00
EULANG PEMBINAAN KEMESYATAKATAN 109337 B0.00 115:095,000.00 202 R0000
EHMANG FEMBERDEYASN MAS TARACAT 108 461 QB0 00 TG, 770,000, 0d 1,657 980,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA. DARLRAT GAN TSR SBS 300,00 13080000000 137 54570000
TENOEEAK [IESA
JUMLAH BELAN.A LESES190143,08 1635780043400  270.738.708.79
SURPLUS ! [DEFIBIT) (BR027 64329} 16767349200 (23070113829
PEMBIAY AAN
Parerimaan Peambigyaan EAOZT BA3 7D BIOET 34308 i)
PEMBIATAAN NETTC 8100764575 K3.027.643.28 000
SILPAISILEA TAHLUMN BERJAL AL 000 2T 138,29 (2200704 436,29

Linat Catatan Atas Laparan Kalangan yang merupakan: bagan vang tidak terpisahkan dari laporan kouangan
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LAPCORAN REALISASI APE DESA
FEMERINTAH DESA REJOAGUNG

HECAMATAN NGORO
FABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023
URAIAN Rat. ANGOARAN REALISAS]  LEBIHNKURANG)
{ R 1Ra) (R
PENOAPATAN
Pendapaian Adl Dess 197200, 00008 156 0655, 0700, 00 1:136 004, 00
Pandapatan Transter 2454023 BV 2440046822 10 4 57V 240,00
Diaria Desa 1,697 34300000 1567 343 000.00 0o
Bag Hamed Pajak dan Retribus BEOSEETEA0 H1.958 572,20 LR
Blokasi Dana Desa £57 VA 000 B0 452 TAE 760,00 4,577 340 00
Bartusn Kauangan Kabupaleaion 275000 000 00 S5 00 0,00 i, 0
Pandapalan Lam-lam 2000002090 25103 827 10 & 10363700
JUMLAH PENDAPATAN 26TVZXETEI0  2ETO215.069,.20 1,008 503,00
BELAM.AA
BIDANG PENYELENGRARAN PEMERINTAHAN DESA &54 7T 07T, M 34325 350 00 20441 71 0

BIDANG PELAKSANAAN FEMEANGLNAN DESS
S NG PEMBINAGK KEMAS Y aRARATAN
BHCANG PEMAE RO Y AN MBS ¥ AFRAEAT

BIDANE PENARGE A ANGAN BENCANA, DARURAT 008
MENDESAK DESA

JUMLAH BELAMJA
SURPLUS ! (DEFISIT)
PEMEIAYAAN

Peneimman Feminayaan
FPEMBIAYAAN NETTC

SILPASSILPA TAHLN BERJAL &b

186 115100 00

1174 897 28 Q0

11523 575,00

74,060 003 0 74 050 000000 o6
18882 085,00 21654830000 17333 BP0
S CHN 0D, 0 362 00000000 D00

QESIBMIET I 765052496500 33290292, 00
422.500.585,00) 9.690.104.20 (32.290,689,20)

77 BE05A5.00 22 800505100 0,00

22.500.585,00 2 B0 EAR (ih n:l.m;

) 0,80 32 P80 505,20 [32.290.68%.20

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagisn yang tidak terpisabkan dan laperan Keusngan
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LAFDRAN REALISASI AFB DESA
PEMERINTAH DESA GEMUKWATL
EECAMATAN NGORD
KABUPATEMN JOMBANG
TAHUM ANGGARAN 2023
URALAN Rt ANGGARAN REALISASI  LEBIHAHURANG)
(Rpl (Bpd [Rp ]
PENDAPATAN
Perdapatan Ak Dess 21015 S0 2TV 18T BI0IT 0,50
Perdapatan Transle: 2EMGI9ROTEO0 CEIETAE 26210 4715809 80
ana Desa pETERER QD00 1472 205 000,00 .60
B Haail Piagay dan Retibus B2 357 07200 b R ] 0:20
Alskapi Dara Desa Wi G 08010 458 HES 190,00 4 T15.810,00
Batuan Kauargan Kaupateniola 200.000.000.00 200,000 00300 ;e
Perdapatan Lairclan 00000000, 25,045 729,00 545 73900
JUMLAH FEHDAPATAR DAV ARETEZO0 2457 605.681.20 E K o b |
BELANJA
BROAKS FENYELENGINRAN FEMERIFNTAHAN DEGA E25 16T B3 38 TO5.021 AST 00 29 245 FRO35
FEDANG PELAKSANARN PERSANEUMNAN DESA 1552 524 50000 ¥, 349608, 500,00 S R
BODUANG FEMBINARN KEMASYARAKATAN 5B B54 300 00 58 D03 DO0LI0 BS54, 300 00
EDENG FEHL!EF:‘D&':’H;':H MASYARAKAT B0 TT0E00 D) T 1T GG 1500 03000
BIDANG PENANGEULANGAN BENCANA, DARLIRAT (AN 273 000 003,00 235
MENDESAK DERA Y HER L AR TE 090
JUMLAH BELANJA 2540316837368 2.ATE.E00GET,00 BAE10.180,18
SURPLUS I {DEFISIT) (82 961.07536)  (1B.00BATEBY)  (64.952.099,56)
PEMBIAYAAN
Parenimann Pambiayaan B2 06107538 [ BET.075.36 0
FPEMEBIAYAAN NETTE #2,961.075,06 BZ.961.076.36 0,00
SILPAISILPA TAMUN BERJALAP 0,60 G4.950.095 88 [64.352.099.56]

Lihat Catatan Alss Laporan Keazngan yarg merugakan bagian yang tidek terpisahkan dasi laporan kKeuangan
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TAHUN ANGGARaN 2023

URA|lAN Rl AHGGARAN REAL ESAS LEBHNKURAHG)
(Bp} [ Rp [Rp|
PENDAPATAN
Pandapatan Ask Dess 6 235 000 [0 176205 009,00 3,08
Pizn Tr 7
dapenan Transfar IETETAREO000 7547 63 . T1R00 A1 478 550 00
Dara Desa VI0RST4000,00 1 TE7 57400000 27.000/000.00
Sag Has! Pajak dan Relie 71 278 60000 71 273 500,00 0:00
Alokasi Dana Deaa 447 BELO0 00 443 290 11000 A4TE 89800
Banfuen Keuangan Provinsi 51000000 E51.000:004800 om
Bantuan Keuargan Kabupalen®ats 21N D208 ) 2000 (O 00050 0,00
Pﬂﬁdﬁa]ﬂfl Lain-iain 20000 000,00 231 A50.00 31{|"E-5El:|,|:|:l
JUILAH PENDARATAY 2,774,977 500,00 2.745. E00.530,0d 28,377 0M0.00
BELANJA
EDANG PENYELENGRARAN PEMERINTAHAN OESA BIR235 071,47 02 201.000.00 A6 G 071 A7
EAIANG PELAKSANAAN PEMBANGLINAN CESA 1,45 B0 000, 0 1.A32 844 735,00 5861300 00
BIOAKG PEMEINAAN KEMASTARBKATAN 344 55D L4020 348,957 500 00 0
BIDARS PEMBERDAYAMY MAYARAKAT 261100000, 46.000.000.20 B
5 PENANGIULANGAN BENCANA. SR RUMAT BAN 108000 000 00 BIOCO 0000 2TA00.00000
WMEMDEZAK DESA
JUMLAH BEL AN ZB0ESETLAT 2 TSR BEE.200,00 49,585 371,47
SURPLUS [ {DEFISIT {32.005.979 A7) (10397 610,000 _ {21.608.361 47)
PEMBIAYAAN
e i 3200597147 370056 BTF1.47 0,00
= YAAN NETTC z-z.m&.m,d:_? F2006.5T1,47 000
S PAISILPA TAHUN BERIALAR 0,00 1608, 369 47 (29,808 251 47)

Lihat Catatan Atas Laporan Heuangan yang merpaan bagian yang tidak terpisatkan dari faporan keuangan
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LAPORAN REALISAS! APE DESA
PEMERINTAH DESA JOMBO
HKECAMATAN NGORD
KABLUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGEARAN 2023
URAIAN Rel ANGGARAN REALISASE  LEBIHIKURANG)
: i{Rpl {8p [ Rp}
PEMDAPATAN
Pandagetan Abli Desa V55 338 500,00 |56 335 00000 a0
Pandapalan Tramster 1886596 600,00 186200705000 4 479 540 00
Dana Desa 144846200000 1145057 000 B0 o0
Bagi Hasil Pk das Ratribagi TR IO 75 10K 00, 0 540
Alokizs Dana Désa 434 954 000,00 47 434 2501 1% 4 41954000
Eardisan Kauangan Kabupalentos 00 500 000,00 20, 000 000, 00 .00
Pardapatan Lain-lain CRCD0C GO O 22 294 BT 0D 2294 EBHT.00
JUMLAH PENDAPAT AR 04285280000  3040.737.047,00 245450300
BELANIA
BICANG PENYELENGEASAN PERFRINTAHAN [ESS GET EOT 849 04 B3 O71 VRSO0 A AF60ED 0
BICANG PELAKSANAAN PEMBARGLIMAY CDES4 RE0 57 ol B4 '}ﬂ.!f._!;mll:ln:l- 5:234003.00
HIEANT PEMBINAAMN REWMAS TARAATAN B 53 500 00 A0 537 500 00 4,60
HIEANG PEMBERCAT AN MAS TARALAT 302 210 500,00 MR I10.500,00 1,20
BIDAKRG PEMARGHLLANCAN BERCANA DOSURAT O (4 B
MENDESAK DESA 2 o 104 400 000,00 104 400 900,50 0,00
JUMLAH BELANJA, L064.620.745.84 2,054 560.650.00 10,060,080 54
SURPLUS | [DEFISIT) (21.76014994) (13832752000  (7.935.397.94)
PEMBIAYTABN
Perarimaar Pembigeaan 2. TBEA49 84 21768149, 54 B 1]
PEMBIAY AAN METTC 24.768.948,84 21.768.149,94 0,60
BILPASGILPA TAHUMN BERJALAS .00 TEISISTH4  (7.B35.397.84)

Likat Catatan Atas Laporan Keuangan yang mefupakan bagian yang tidak terpisankan dan laporan Heuangan
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REKAPITULASI LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN 2023

TRIBULAN IV
RENCANA LEBIH/ RENCANA LEBIH/

NO DESA PENDAPATAN REALISASI KURANG BELANJA REALISASI KURANG SILPA

1 [NGORO 2,154,991,700.00{ 2,143,853,659.00 11,138,041.00 2,236,627,488.18| 2,150,132,973.18 86,494,515.00 75,356,474.00
2 |KAUMAN 1,803,491,500.00{ 1,803,453,926.00 37,574.00 1,856,519,143.29| 1,635,780,434.00 220,738,709.29 220,701,135.29
3 |REJOAGUNG 2,671,223,672.20| 2,670,215,069.20 1,008,603.00 2,693,824,257.20) 2,660,524,965.00 33,299,292.20 32,290,689.20
4 |KESAMBEN 3,025,523,407.00]  3,025,427,047.00 96,360.00 3,128,463,939.40| 3,048,197,825.24 80,266,114.16 80,169,754.16
5 |KERTOREJO 2,033,270,700.00{ 2,032,100,349.00 1,170,351.00 2,047,839,698.78| 2,031,999,918.00 15,839,780.78 14,669,429.78
6 |SUGIHWARAS 2,774,977,600.00 2,746,600,590.00 28,377,010.00 2,806,983,571.47| 2,756,998,200.00 49,985,371.47 21,608,361.47
7 |GAJAH 2,111,5678,820.00 2,110,676,944.00 901,876.00 2,154,861,097.71|  2,108,448,600.00 46,412,497.71 45,510,621.71
8 |BANYUARANG 2,847,697,700.00{ 2,845,232,260.00 2,465,440.00 2,896,162,205.56| 2,887,612,669.00 8,549,536.56 6,084,096.56
9 |BADANG 2,405,305,800.00{ 2,427,621,944.00 -22,316,144.00 2,377,445,032.90[ 2,338,784,390.00 38,660,642.90 60,976,786.90
10 [PULOREJO 2,451,335,300.00{ 2,451,539,020.00 -203,720.00 2,520,161,940.15] 2,453,219,310.00 66,942,630.15 72,146,350.15
11 |GENUKWATU 2,457,355,762.00| 2,457,689,681.20 -333,919.20 2,540,316,837.36] 2,475,698,657.00 64,618,180.36 64,952,099.56
12 |SIDOWAREK 3,112,688,600.00]  3,096,563,405.00 16,125,195.00 3,177,712,410.25|  3,104,384,740.00 73,327,670.25 57,202,475.25
13 [JOMBOK 2,042,852,600.00{ 2,040,727,917.00 2,124,683.00 2,064,620,749.94| 2,054,560,669.00 10,060,080.94 7,935,397.94

Pethbinar w =f
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REKOMENDASI TINDAK LANJUT HASIL RAPAT FORKOPIMCAM

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Desember 2023
Perihal : Rapat Koordinasi Cipta Kondisi Menjelang Natal 2023 dan

1)

2)

3)

4)

Tahun Baru 2024 serta Pemilihan Umum 2024

Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 pukul 09.00 WIB, di Pendopo Kecamatan
Ngoro telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Cipta Kondisi Menjelang Natal
2023 dan Tahun Baru 2024 serta Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Ngoro dalam

rangka menjaga kondusifitas wilayah.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk mengantisipasi
terjadinya gangguan kamtibmas pada perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di
wilayah Kecamatan Ngoro, serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada
masyarakat, khususnya pada umat Nasrani agar dapat menjalankan ibadah Natal

dengan khusyuk dan khidmat.

Menghimbau agar seluruh elemen masyarakat dalam menyikapi momen tahun politik
(Pemilihan Umum Tahun 2024) dengan tidak mudah terprovokasi maupun
terpengaruh oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab (di manfaatkan)

pihak/kelompok tertentu

Undangan yang hadir dalam kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Nur Evva Maylia, S. STP, M.M. (Camat Ngoro)
2. Tri Kuncoro, S. IP (Sekcam Ngoro)

3. IPDA Achmad Muzajin Noor (Kanit Lantas Polsek Ngoro)



4. Sertu Mujianto (mewakili Danramil Ngoro)

5. Drs. Sugiono, M. Si (Kasi Trantib Kecamatan Ngoro)

6. Anita Maharani, S. IP, M.E. (Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro)

7. Dwi Puspitasari Rindyana, S. STP, M. AP (Kasi Tapem Kecamatan Ngoro)
8. Uswatul Qoyimah, S. Sos (Kasubbag Umum Kecamatan Ngoro)
9. Ketua MUI Kecamatan Ngoro

10. Ketua MWCNU Kecamatan Ngoro

11. Ketua PAC Muslimat Kecamatan Ngoro

12. Ketua PAC Aisyiyah Kecamatan Ngoro

13. Ketua PAC Fatayat Kecamatan Ngoro

14. Pendeta dari Gereja-gereja di Kecamatan Ngoro

15. Kepala Desa se-Kecamatan Ngoro

5) MoU yang dicapai :
1. Seluruh peserta rapat koordinasi bersepakat untuk selalu bersinergi dalam
menjaga kantibmas di wilayah Kecamatan Ngoro.
2. Seluruh peserta rapat koordinasi bersepakat untuk secara bersama-sama selalu
menjaga kerukunan dan ketertiban demi mewujudkan wilayah Kecamatan Ngoro

yang aman, tentram dan damai.



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO

JI. Bupati Ismail No. 5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 13 Desember 2023

Nomor : 000/928/415.70/2023 Kepada

Sifat . Biasa Yth. (Daftar Terlampir)
Lampiran Do- Di-

Hal : Undangan JOMBANG

Mengharap kehadiran Saudara besuk pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Desember 2023

Pukul : 09.00 s/d selesai

Tempat : Pendopo Kantor Kecamatan Ngoro

Acara : Rapat Koordinasi persiapan Nataru dan Pemilu 2024.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima
kasih.

Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik

NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001

W “\' Balal
{ ﬁlr Sertifikasi
hY) 4 Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Lampiran : Undangan
Nomer : 000/978/415.70/2023
Tanggal : 13 Desember 2023

Ketua MWCNU

Ketua PC Muhammadiyah
Ketua PAC Muslimat
Ketua PAC Fatayat

Ketua PAC Aisiyah
Pendeta GKJW Ngoro
Pendeta GKJW Kertorejo
Gereja Bethel

© © N o g~ wDdPRE

Gereja Tabelnekel

10.Ketua Parisada Hindu Darma
11.Ketua MUI Ngoro

12.Ketua LDII Ngoro

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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NOTULEN
RAPAT KOORDINASI CIPTA KONDISI
MENJELANG NATAL 2023 DAN TAHUN BARU 2024
SERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN NGORO

PIMPINAN RAPAT : CAMAT NGORO

YANG DIUNDANG : 40 ORANG

HADIR : 40 ORANG
SUSUNAN ACARA : - PEMBUKAAN
e SAMBUTAN

e PENUTUP /DO’A

SAMBUTAN

CAMAT NGORO

1. Ucapan terima kasih kepada para undangan yang telah hadir di Pendopo Kecamatan
Ngoro.

2. Maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi ini adalah sebagai upaya untuk
mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas pada perayaan Natal 2023 dan Tahun
Baru 2024 di wilayah Kecamatan Ngoro, serta untuk memberikan rasa aman dan
nyaman kepada masyarakat, khususnya pada umat Nasrani agar dapat menjalankan
ibadah Natal dengan khusyuk dan khidmat.

3. Menghimbau agar seluruh elemen masyarakat dalam menyikapi momen tahun
politik dengan tidak mudah terprovokasi maupun terpengaruh oleh pihak-pihak

tidak bertanggung jawab (di manfaatkan) pihak/kelompok tertentu.



KANITLANTAS POLSEK NGORO

1. Diharapkan agar semua pihak selalu bersinergi dalam menjaga kantibmas di wilayah
Kecamatan Ngoro.

2. Diharapkan agar seluruh masyarakat secara bersama-sama selalu menjaga kerukunan
dan ketertiban demi mewujudkan wilayah Kecamatan Ngoro yang aman, tentram dan

damai.

Ngoro, 14 Desember 2023

Notulis,

ttd.

ANITA MAHARANILS. [P, M.E.




DOKUMENTASI
RAPAT KOORDINASI CIPTA KONDISI
MENJELANG NATAL 2023 DAN TAHUN BARU 2024
SERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN NGORO







KIRAB PATAKA JER BASUKI MAWA BEYA
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Instansi
Dipimpin
Dihadiri

Rabu

4 Oktober 2023

13.00 - 14.00 WIB

Sepanjang Jalan Bupati Ismail, Ngoro

Kecamatan Ngoro

Camat Ngoro

Forkopimcam Kecamatan Ngoro, Sekcam Ngoro beserta seluruh Pejabat
Struktural dan Staf Kecamatan Ngoro, Kepala Desa se-Kecamatan Ngoro,
Siswa Siswi SMPN 1 Ngoro, SMAN Ngoro, SMK Wijaya Ngoro, SMA PGRI
Ngoro, SMP Islam Ngoro, MTs Darussalam Ngoro

Dokumentasi




KHOTMIL QUR’AN JUM’AT WAGE
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari Jum’at

Tanggal 6 Oktober 2023

Pukul 07.30 - 10.00 WIB

Tempat Musholla Al Ikhlas Kantor Camat Ngoro
Instansi Kecamatan Ngoro

Dipimpin Ketua Haffidz Kecamatan Ngoro
Dihadiri Anggota Haffidz Kecamatan Ngoro
Dokumentasi
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MONITORING CPP BERAS (BAPANG)
KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Instansi
Dipimpin
Dihadiri

Kamis

12 Oktober 2023

08.00 - 15.00 WIB

Balai Desa Badang dan Gajah

Kecamatan Ngoro, PT. Yasa Jombang

Kepala Desa Badang, Kepala Desa Gajah

Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Kepala Desa Badang beserta seluruh
Perangkat Desa Badang, Kepala Desa Gajah beserta seluruh Perangkat
Desa Gajah, Babinsa dan Babinkamtibmas Desa Badang dan Gajah, KPM
Desa Badang dan Gajah

Dokumentasi




OPERASI PASAR MURAH
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Instansi
Dipimpin
Dihadiri

Jum’at

13 Oktober 2023

07.00 - 10.00 WIB

Pendopo Kecamatan Ngoro

Kecamatan Ngoro, Disketaprik dan Disdagrin Kabupaten Jombang

Pj. Bupati Jombang

Setdakab. Jombang, Forkopimcam Kecamatan Ngoro, Sekcam Ngoro
beserta seluruh Pejabat Struktural Kecamatan Ngoro, Kepala Disketaprik
beserta jajarannya, Kepala Disdagrin beserta jajarannya, Kabulog
Kabupaten Jombang beserta jajarannya, Kepala Desa se-Kecamatan

Ngoro

Dokumentasi




PENYERAHAN BANTUAN BAGI KORBAN KEBAKARAN
KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari : | Senin

Tanggal : | 23 Oktober 2023

Pukul : 1 08.00 - 09.00 WIB

Tempat : | Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro

Instansi : | Kecamatan Ngoro, Dinas Sosial Kabupaten Jombang

Dipimpin : | Camat Ngoro

Dihadiri : | Kabid Litjamsos Dinas Sosial Kabupaten Jombang beserta Staf, Pejabat

Struktural Kcamatan Ngoro, Kepala Desa Kesamben beserta Perangkat

Desanya

Dokumentasi




SILATURAHMI PERGURUAN PENCAK SILAT

DENGAN FORKOPIMCAM, KEPALA DESA SERTA TOGA TOMAS

SE KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Instansi
Dipimpin
Dihadiri

Selasa

14 Oktober 2023

19.00 - 21.00 WIB

Pendopo Kecamatan Ngoro

Kecamatan Ngoro

Camat Ngoro

Forkopimcam Kecamatan Ngoro, Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Kasi
Trantib Kecamatan Ngoro, Ketua MUI Kecamatan Ngoro, Ketua MWCNU
Kecamatan Ngoro, Pimpinan Pondok Pesantren Azzawiyatul Kubro,

Kepala Desa se-Kecamatan Ngoro

Dokumentasi




PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UANG
BAGI ANAK YATIM, LANSIA DAN DISABILITAS
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari : | Kamis

Tanggal : | 26 Oktober 2023

Pukul : | 08.00 - 09.30 WIB

Tempat : | Pendopo Kecamatan Ngoro

Instansi : | Kecamatan Ngoro

Dipimpin : | Camat Ngoro

Dihadiri : | Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Staf Resos Dinas Sosial Kabupaten

Jombang, TKSK Kecamatan Ngoro, KPM Bansos Uang Anak Yatim, Lansia

dan Disabilitas se-Kecamatan Ngoro

Dokumentasi




RAPAT KOORDINASI TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari : | Selasa

Tanggal : | 26 Oktober 2023

Pukul :110.00-12.00 WIB

Tempat : | Pendopo Kecamatan Ngoro

Instansi : | Kecamatan Ngoro

Dipimpin : | Camat Ngoro

Dihadiri : | Forkopimcam Kecamatan Ngoro, Kepala Puskesmas Kesamben, Kepala

Puskesmas Pulorejo, Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Kepala UPT/UPTD
se-Kecamatan Ngoro, Ketua Ormas se Kecamatan Ngoro, Kepala Desa

beserta Ketua TP PKK Desa se-Kecamatan Ngoro

Dokumentasi




KHOTMIL QUR’AN JUM’AT LEGI
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Instansi
Dipimpin
Dihadiri

Jum’at

27 Oktober 2023

07.30-10.00 WIB

Musholla Al Ikhlas Kantor Camat Ngoro

Kecamatan Ngoro

Ketua Haffidzoh Kecamatan Ngoro

Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Kasi PMD Kecamatan Ngoro, Anggota

Haffidzoh Kecamatan Ngoro

Dokumentasi




PENYALURAN BANTUAN SOSIAL CPP STUNTING
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari : | Jum’at

Tanggal : | 1 November 2023

Pukul : 1 08.00-17.00 WIB

Tempat : | Pendopo Kecamatan Ngoro

Instansi : | Kecamatan Ngoro

Dipimpin : | Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro

Dihadiri : | Kasi Trantib Kecamatan Ngoro, Kepala Kantor Pos Ngoro, Babinsa Desa

Ngoro, KPM CPP Stunting dari 13 (tigabelas) Desa se-Kecamatan Ngoro

Dokumentasi

3




PENCANANGAN “SEMANGAT BAPER-IN”

(SEMANGAT BAGI PEDAGANG UNTUK MENGURUS PERIJINAN)

KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari Kamis

Tanggal 2 November 2023

Pukul 09.00 - 11.00 WIB

Tempat Pendopo Kecamatan Ngoro

Instansi Kecamatan Ngoro

Dipimpin Camat Ngoro

Dihadiri Sekcam Ngoro beserta seluruh Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan
Ngoro, Ketua Karang Taruna Kecamatan Ngoro beserta Pengurus

Dokumentasi
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SAMBANG “WARTEG MBAH JO”
(WARUNG TEKAN GEJOLAK INFLASI SEMBAKO JOMBANG)
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Instansi
Dipimpin
Dihadiri

Senin

6 November 2023
08.00 - 10.00 WIB
Pasar Ngoro
Kecamatan Ngoro
Camat Ngoro

Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Staf Pasar Ngoro, Petugas Warteg Mbah Jo

Dokumentasi




LOKAKARYA MINI LINTAS SEKTOR
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Instansi
Dipimpin
Dihadiri

Jum’at

10 November 2023

09.00 - 11.00 WIB

Pendopo Kecamatan Ngoro

Kecamatan Ngoro

Camat Ngoro

Forkopimcam Kecamatan Ngoro, Kepala Puskesmas Kesamben beserta
Staf, Kepala Puskesmas Pulorejo beserta Staf, Kasi Sosbud Kecamatan
Ngoro, Kasi PMD Kecamatan Ngoro, Kepala UPT/UPTD se-Kecamatan
Ngoro, Ketua Ormas se-Kecamatan Ngoro, Kepala Desa beserta Ketua TP

PKK Desa se-Kecamatan Ngoro

Dokumentasi




PENCANANGAN “CENTING NASI”
(CEGAH STUNTING ANAK SEJAK DINI)
KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari Jum’at

Tanggal 10 November 2023

Pukul 11.00-12.00 WIB

Tempat Pendopo Kecamatan Ngoro

Instansi Kecamatan Ngoro

Dipimpin Camat Ngoro

Dihadiri Forkopimcam Kecamatan Ngoro, Kepala Puskesmas Kesamben-Ngoro
beserta Staf, Kepala Puskesmas Pulorejo beserta Staf, Kasi Sosbud
Kecamatan Ngoro, Kasi PMD Kecamatan Ngoro, Kepala UPT/UPTD se-
Kecamatan Ngoro, Ketua Ormas se-Kecamatan Ngoro, Kepala Desa
beserta Ketua TP PKK Desa se-Kecamatan Ngoro

Dokumentasi
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PENGAJIAN SELASA WAGE
PAC MUSLIMAT KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari : | Selasa

Tanggal : | 14 November 2023

Pukul :109.00-12.00 WIB

Tempat : | Desa Kauman

Instansi : | Kecamatan Ngoro

Dipimpin : | Ketua PAC Muslimat Kecamatan Ngoro

Dihadiri : | Forkopimcam Kecamatan Ngoro, Kepala KUA Ngoro, Ketua Ormas se-

Kecamatan Ngoro, Kepala Desa Kauman beserta Ketua TP PKK Desa
Kauman, Pengurus PAC Muslimat Kecamatan Ngoro beserta seluruh

Anggota Muslimat se-Kecamatan Ngoro

Dokumentasi
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LOMBA SEKOLAH SEHAT BERKARAKTER (LSSB)
TINGKAT KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Instansi
Dipimpin
Dihadiri

Rabu

15 Oktober 2023

11.00 - 14.00 WIB

Sektap UKS Kecamatan Ngoro, SMAN Ngoro

Kecamatan Ngoro, SMAN Ngoro

Camat Ngoro, Kepala SMAN Ngoro

Dewan Juri LSSB Tingkat Kabupaten Jombang, Forkopimcam Kecamatan
Ngoro, Sekcam Ngoro beserta seluruh Pejabat Struktural Kecamatan
Ngoro, Kepala UPT/UPTD se-Kecamatan Ngoro, Staf dari Puskesmas
Kesamben dan Puskesmas Pulorejo, Tenaga Pendidik dan Siswa Siswi

SMAN Ngoro

Dokumentasi




LOMBA DRUMBAND TINGKAT TK/RA
SE EKS KAWEDANAN NGORO TAHUN 2023

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Instansi
Dipimpin
Dihadiri

Selasa

21 November 2023

07.30-11.00 WIB

Pusdiklatcam Ngoro

Kecamatan Ngoro

Camat Ngoro, Asisten 1 Setdakab. Jombang

Forkopimcam Kecamatan Ngoro, Sekcam Ngoro beserta seluruh Pejabat
Struktural Kecamatan Ngoro, Kepala UPT/UPTD se-Kecamatan Ngoro,
Staf dari Puskesmas Kesamben dan Puskesmas Pulorejo, Dewan Juri
Lomba Drumband, 11 (sebelas) regu Drumband dari Kecamatan se-Eks

Kawedanan Ngoro

Dokumentasi




PENYALURAN ALAT BANTU DISABILITAS
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Instansi
Dipimpin
Dihadiri

Rabu

22 November 2023

08.00 - 11.00 WIB

Desa Rejoagung dan Desa Genukwatu

Kecamatan Ngoro

Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro

Petugas dari PSBR Kabupaten Jombang, TKSK Kecamatan Ngoro,
Perangkat Desa Rejoagung dan Genukwatu, KPM Disabilitas dari Desa

Rejoagung dan Genukwatu

Dokumentasi




PERSIAPAN TINJAU LAPANG POSYANDU
CENTER OF EXCELLENCE
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Instansi
Dipimpin
Dihadiri

Selasa

22 November 2023

11.00 - 14.00 WIB

Posyandu Dusun Grenggeng, Desa Rejoagung

Kecamatan Ngoro, Puskesmas Pulorejo

Kepala Puskesmas Pulorejo

Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Tenaga Kesehatan dari Puskesmas

Pulorejo, Kepala Dusun Grenggeng, Kader Posyandu Dusun Grenggeng

Dokumentasi




GRAND FINAL FESTIVAL DRUMBAND TINGKAT PAUD/TK/RA

SE-KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

Hari Kamis

Tanggal 23 November 2023

Pukul 07.30-11.30 WIB

Tempat Alun-Alun Jombang

Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang

Dipimpin Pj. Bupati Jombang

Dihadiri Forkopimda Kabupaten Jombang, Ketua TP PKK Kabupaten Jombang,
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Kasi Sosbud
Kecamatan Ngoro, 4 (empat) regu Drumband dari Kecamatan Ngoro

Dokumentasi
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PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UANG

UNTUK LANSIA DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Instansi
Dipimpin
Dihadiri

Jum’at

24 November 2023

08.00 - 10.00 WIB

Pendopo Kecamatan Ngoro

Kecamatan Ngoro

Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro

Staf Resos Dinas Sosial Kabupaten Jombang, KPM Lansia se-Kecamatan

Ngoro

Dokumentasi




MENGIKUTI PELATIHAN PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SE KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari Jum’at - Sabtu

Tanggal 24 - 25 November 2023

Pukul 12.00 - 21.00 WIB dan 07.00 - 12.00 WIB

Tempat Hotel Purnama, Batu - Malang

Instansi Kecamatan Ngoro, BKAD Kecamatan Ngoro

Dipimpin Camat Ngoro, Ketua BKAD Kecamatan Ngoro

Dihadiri Asisten 1 Setdakab. Jombang, Sekcam Ngoro beserta seluruh Pejabat
Struktural Kecamatan Ngoro, Pengurus BKAD Kecamatan Ngoro, Kepala
Desa se-Kecamatan Ngoro, Perangkat Desa se-Kecamatan Ngoro

Dokumentasi
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KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERKAIT STUNTING,
MONKEYPOX DAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari : | Senin

Tanggal : | 29 November 2023

Pukul :110.00 - 14.00 WIB

Tempat : | Puskesmas Pulorejo dan Puskesmas Kesamben

Instansi : | Kecamatan Ngoro, Puskesmas Pulorejo dan Puskesmas Kesamben
Dipimpin : | Camat Ngoro

Dihadiri : | Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Kepala Puskesmas Pulorejo beserta Staf,

Staf Puskesmas Kesamben

Dokumentasi




RAPAT INTERNAL TERKAIT STUNTING,
MONKEYPOX DAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari : | Selasa

Tanggal : | 30 November 2023

Pukul :107.30-08.00 WIB

Tempat : | Ruang Rapat Kecamatan Ngoro

Instansi : | Kecamatan Ngoro

Dipimpin : | Camat Ngoro

Dihadiri : | Sekcam Ngoro, seluruh Kasi dan Kasubbag serta Staf di lingkup Kantor

Kecamatan Ngoro

Dokumentasi




PENYALURAN PMT STUNTING INSENTIF FISKAL TAHAP 1

DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari Selasa

Tanggal 30 November 2023

Pukul 08.00 - 15.00 WIB

Tempat Pendopo Kecamatan Ngoro dan Balai Desa dari 13 (tigabelas) Desa se-
Kecamatan Ngoro

Instansi Kecamatan Ngoro

Dipimpin Camat Ngoro, Sekcam Ngoro dan seluruh Pejabat Struktural serta Staf di
Kantor Kecamatan Ngoro

Dihadiri Kepala Desa beserta seluruh Perangkat Desa dari 13 (tigabelas) Desa se-
Kecamatan Ngoro, Babinsa dan Babinkamtibmas 13 (tigabelas) Desa se-
Kecamatan Ngoro, Bidan Desa dari 13 (tigabelas) Desa se-Kecamatan
Ngoro, KPM PMT Stunting dari13 (tigabelas) Desa se-Kecamatan Ngoro

Dokumentasi

i— A —— — ’;
B MBI GR'_N.!N.‘J
L v




SENAM PAGI GERMAS
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari Jum’at

Tanggal 1 Desember 2023

Pukul 07.30 - 09.00 WIB

Tempat Taman Kota Ngoro

Instansi Kecamatan Ngoro, Puskesmas Kesamben

Dipimpin Sekcam Ngoro

Dihadiri Seluruh Kasi dan Kasubbag di lingkup Kantor Kecamatan Ngoro, seluruh
Tenaga Kesehatan dari Puskesmas Kesamben, Kepala Desa Ngoro beserta
Perangkat Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas Desa Ngoro, serta
Masyarakat sekitar Puskesmas Kesamben

Dokumentasi
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PENGUKUHAN PENGURUS RANTING PERWOSI
SE-KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

Hari Senin

Tanggal 4 Desember 2023

Pukul 08.00 - 11.00 WIB

Tempat Gedung PKK Kabupaten Jombang

Instansi Perwosi Kabupaten Jombang

Dipimpin Ketua Perwosi Kabupaten Jombang

Dihadiri Ketua Perwosi Kecamatan Ngoro beserta segenap Pengurus, Pengurus
Perwosi Kabupaten Jombang, dan Pengurus Perwosi Kecamatan se-
Kabupaten Jombang

Dokumentasi
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PENYALURAN PMT STUNTING INSENTIF FISKAL TAHAP 2
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari : | Kamis

Tanggal : | 7 Desember 2023

Pukul : 1 08.00 - 15.00 WIB

Tempat : | Balai Desa dari 13 (tigabelas) Desa se-Kecamatan Ngoro

Instansi : | Kecamatan Ngoro

Dipimpin : | Camat Ngoro, Sekcam Ngoro dan seluruh Pejabat Struktural serta Staf di

Kantor Kecamatan Ngoro

Dihadiri : | Kepala Desa beserta seluruh Perangkat Desa dari 13 (tigabelas) Desa se-
Kecamatan Ngoro, Babinsa dan Babinkamtibmas 13 (tigabelas) Desa se-
Kecamatan Ngoro, Bidan Desa dari 13 (tigabelas) Desa se-Kecamatan

Ngoro, KPM PMT Stunting daril3 (tigabelas) Desa se-Kecamatan Ngoro

Dokumentasi




MONITORING PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN)
DAN POSYANDU DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Instansi
Dipimpin
Dihadiri

Jum’at

8 Desember 2023

07.30 - 09.30 WIB

Balai Desa Rejoagung, Posyandu Dusun Grenggeng

Kecamatan Ngoro, Puskesmas Pulorejo, Puskesmas Kesamben

Camat Ngoro, Kepala Desa Rejoagung

Forkopimcam Kecamatan Ngoro, Kepala Puskesmas Pulorejo beserta Staf,
Kepala Puskesmas Kesamben beserta Staf, Kasi Sosbud Kecamatan
Ngoro, Kasubbag Umum Kecamatan Ngoro, Kepala Desa Rejoagung
beserta Perangkat Desa Rejoagung, Ketua TP PKK Desa Rejoagung
beserta Anggota, Kader Jubastik dan Kader Posyandu Dusun Grenggeng

Desa Rejoagung

Dokumentasi




PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
PERMAKANAN LANSIA DAN DISABILITAS
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Instansi
Dipimpin
Dihadiri

Kamis

14 Desember 2023

08.00 - 09.30 WIB

Pendopo Kecamatan Ngoro

Kecamatan Ngoro

Camat Ngoro

Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Kabid Resos Dinas Sosial Kabupaten
Jombang, TKSK Kecamatan Ngoro, KPM Permakanan Lansia dan

Disabilitas se-Kecamatan Ngoro

Dokumentasi




PELATIHAN ADMINISTRASI
KARANG TARUNA KECAMATAN NGORO

TAHUN 2023

Hari Sabtu

Tanggal 16 Desember 2023

Pukul 13.00 - 16.00 WIB

Tempat Pendopo Kecamatan Ngoro

Instansi Kecamatan Ngoro

Dipimpin Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro

Dihadiri Ketua dan Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Jombang, Kasi Resos
Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Ketua Karang Taruna Kecamatan Ngoro
beserta segenap Pengurus, Ketua dan Sekretaris Karang Taruna Desa se-
Kecamatan Ngoro, Ketua dan Sekretaris IPNU dan IPPNU se-Kecamatan
Ngoro

Dokumentasi
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FESTIVAL ANAK SHALEH INDONESIA (FASI) KE-XII
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari : | Minggu

Tanggal : | 17 Desember 2023

Pukul :108.00-12.00 WIB

Tempat : | MI Banjarpoh, Pulorejo

Instansi : | Kecamatan Ngoro, DPK Kecamatan Ngoro

Dipimpin : | Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Ketua DPK Kecamatan Ngoro
Dihadiri : | Ketua Panitia FASI XII Kecamatan Ngoro beserta segenap Anggota,

Pengurus DPK Kecamatan Ngoro, Dewan Juri dari berbagai elemen

instansi dan ormas (PPAI, Muslimat, Fatayat)

Dokumentasi




PENYULUHAN TERKAIT KDRT, PERDAGANGAN ANAK DAN NARKOBA
DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Instansi
Dipimpin
Dihadiri

Selasa

19 Desember 2023

09.00 - 12.00 WIB

Gedung Pertemuan Desa Sugihwaras

Kecamatan Ngoro, TP PKK Desa Sugihwaras

Ketua TP PKK Desa Sugihwaras

Pengurus TP PKK Desa Sugihwaras beserta seluruh Anggota

Dokumentasi




RAPAT KOORDINASI FESTIVAL ANAK SHALEH INDONESIA KE-XII

DALAM RANGKA PERINGATAN HARI SANTRI
KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Instansi
Dipimpin
Dihadiri

Minggu

15 Oktober 2023

13.00 - 16.00 WIB

Pendopo Kecamatan Ngoro

Kecamatan Ngoro, DPK Kecamatan Ngoro

Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Ketua DPK Kecamatan Ngoro

Kasi dan Staf dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jombang,
Pengurus DPK Kecamatan Ngoro beserta segenap Anggota/Guru TPQ

se-Kecamatan Ngoro

Dokumentasi




PENGAJIAN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI SANTRI

DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Instansi
Dipimpin
Dihadiri

Jum’at

20 Oktober 2023

08.00 -11.00 WIB

Pendopo Kecamatan Ngoro

Kecamatan Ngoro

Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro

Kasi PMD Kecamatan Ngoro, Pengurus TP PKK dan Dharma Wanita
Persatuan Kecamatan Ngoro, Ketua TP PKK Desa Ngoro beserta Anggota
sebagai Petugas Kegiatan Pengajian, Ketua TP PKK Desa se Kecamatan

Ngoro beserta Anggota

Dokumentasi




FESTIVAL ANAK SHALEH INDONESIA (FASI) KE-XII
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI SANTRI
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari : | Minggu

Tanggal : | 17 Desember 2023

Pukul :108.00-12.00 WIB

Tempat : | MI Banjarpoh, Pulorejo

Instansi : | Kecamatan Ngoro, DPK Kecamatan Ngoro

Dipimpin : | Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Ketua DPK Kecamatan Ngoro
Dihadiri : | Ketua Panitia FASI XII Kecamatan Ngoro beserta segenap Anggota,

Pengurus DPK Kecamatan Ngoro, Dewan Juri dari berbagai elemen

instansi dan ormas (PPAI, Muslimat, Fatayat)

Dokumentasi




PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO

JI. Bupati Ismail No.5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 22 Desember 2023

Nomor . 412.2/992/415.70/2023 Kepada
Sifat . Biasa Yth. Kepala Desa
Lampiran e Se Kecamatan Ngoro
Hal : Undangan Di -

TEMPAT

Menindaklanjuti Desk pembahasan penyusunan APBDes Tahun
2024 yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Desember 2023 di kantor di
DPMD Jombang. Guna mempercepat penyelesaian penyusunan dan
penetapan APBDes dengan batas akhir 31 Desember 2023 maka dimohon

bantuan Saudara menugaskan Sekdes dan Bendahara Desa untuk hadir

pada:

Hari . Rabu

Tanggal : 28 Desember 2023

Pukul : 08.00 s/d Selesai

Tempat . Balai Desa Ngoro

Acara : Pembahasan Percepatan Penyusunan dan Penetapan
APBDes 2024

Catatan . Peserta diharapkan membawa RAPBDes 2024

Demikian atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

Camat Ngoro

NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN


http://www.tcpdf.org

NOTULEN

Rapat Percepatan Penyusunan dan Penetapan APBDes2024
DI KECAMATAN NGORO

PIMPINAN RAPAT : SEKCAM NGORO
YANG DIUNDANG : 350RANG

HADIR : 32 ORANG
Tanggal : 28 Desember 2023
SUSUNAN ACARA : - Pembukaan

e Materi

e Penutup/ Doa
SAMBUTAN

Sekcam Ngoro

o Ucapan terima kasih kepada para undangan yang telah hadir di Pendopo Kecamatan
Ngoro.

o Demi tertib Administrasi Desa Tahun anggaran 2023 dan mempercepat penyelesaian
penyusunan penetapan APBDes dengan batas akhir tanggal 31 Desember Tahun 2023
maka Tim Kecamatan Ngoro beserta Pendamping melaksanakan Pendampingan untuk
melaksanakan Entry data nilai keuangan masing — masing desa agar bisa melaksanakan
Penetapan APBDes Tahun 2024.

Umtuk itu Desa supaya membawa sebagai berikut ;
- RAPBDes Tahun 2024
- Laptop

Selesainya melaksanakan ini tahapan berikutnya pelaksanaan Desh Anggaran dan Posting.
Ngoro, 28 Desember 2023

Notulis,

SULIKATUN, SE

NOTULEN
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REKAP HASIL PERKEMBANGAN BUMDES IV TAHUN 2023

NO DESA SKALA RESIKO KETERANGAN
RINGAN SEDANG BERAT

1 |NGORO Vv

2 |[KAUMAN Vv

3 |REJOAGUNG Vv

4 |KESAMBEN Vv

5 |KERTOREJO Vv

6 |[SUGIHWARAS Vv

7 |GAJAH Vv

8 |[BANYUARANG Vv

9 [BADANG Vv

10 [PULOREJO v

11 |GENUKWATU Vv

12 |SIDOWAREK Vv

13 [JOMBOK v
Ngore,29 Desember 2023
/cawar
Fael KECAGaT, a
ke rsora’ *
Yol P
"NUR-EVVA MAYEIA,'S.STP,MM
Pemibifia” "

NIP> 198205012001122001




HASIL PEMBINAAN :

Rerdasarkan hasil pembinaan dari kecamatan belum berjalan dengan optimal di karenakan terdapat
beberapa hambatan yakni mengenai SDM, anggaran dan waktu kegiatan. Upaya yang dilakukan
untuk mengatasi hal terscbut adalah dengan melakukan BIMTEK, pelatihan, pembinaan dan

pengelompokan berdasarkan letak geografis hal ini bertujuan untuk mengefektifkan anggaran dan
wakiu
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PENGUKURAN KINERJA
TRIBULAN 4 TAHUN 2023

1 NAMA : NUR EVVA MAYLIA. S.STP.. MM.
2 NIP 19820501 200112 2 001

3 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA (IV/al

4 JABATAN CAMAT

5

GORO

SAKIP yang Nilai Evaluasi AKIP

PROGRAM PENUNJANG
Kecamatan Ngoro URUSAN PEMERINT

"AHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

2,611,704,364 2,329,130,801 .18 [ Berdasarkan hasil Pada Tribulan 4 hasil penilaian SAKIP telah ditetapkan Kecamatan Ngoro memperoleh nilai 80,74 dari target 76 dengan capaian 106,24%.
evaluasi AKIP th. 2023 | Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan Bobot Capaian Kecamatan Ngoro adalah sebagai berikut:

nilai AKIP Kec. Ngoro [ 1. Perencanaan Kinerja 30% tercapai 26,41% dengan Bobot 88,042

melebihi target dari |2, Pengukuran Kinerja 30% tercapai 23,90% dengan Bobor 79,683.

target 76 tercapai 3. Pelaporan Kinerja 15% tercapai 8,18% dengan bobot 54,52%4.

80,74 dengan tingkat  [4. Evaluasi Kinerja 25% tercapai 22,25% dengan bobot 89%.

capaian 106,24%
pelaporan kinerja dengan strategi

1. Menyajikan dokumen laporan kinerja yang menginformasikan keterkaitan atas efisiensi sarana dan prasarana dengan capaian kinerja organisasi

2. Melakukan upaya perbaikan dan implemetasi AKIP agar capaian lebih baik dari tahun sebelumnya dan menyajikan kendala atau hambatan yang dihadapi

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil evaluasi bahwa Kecamatan Neoro paling rendah pada komponen Pelaporan Kinerja. Untuk meningkatkan capaian SAKIP akan dilakukan perbaikan pada dokumen

2 |Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna | IKM Kecamatan Ngoro 90.4 92.08 101.858407 [ 2 [PROGRAM 6,225,000 6,225,000 100.00| Hasil penilaian IKM | Berdasarkan hasil evaluasi KM ndari 8 unsur pelayanan dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan pelayanan publik yaitu:
layanan Kecamatan Ngoro PENYELENGGARAAN melebihi targte dari | persyaratan, prosedur, waktu, biaya/tarif, produk spesifikasi pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku Sana, sarana dan prasarana. dan penanganan pengaduan. Dari hasil Survey Kecamatan
PEMERINTAHAN DAN 90 4 tercpai 92,08 Ngoro pada unsur penanganan Pengaduan dengan hasil kurang baik. Dalam rangka menindaklanjuti hal fersebut kecamatan ngoro berupaya untuk:
PELAYANAN PUBLIK dengan capaian 1. Pengaduan secara Online bisa melalui:
101,85% - Kanal Lapor SPAN (jombangkab.lapor.go.id)
- No WA 081216572048
2. Pengaduan secara Offline
~Inovasi "Pojok Ngamati" (Pojok Mengadu ke Camat dari Hati ke Hati)
- Kotak Pengaduan Masyarakat
PROGRAM 55,450,000 55,450,000 100.00
PENYELENGGARAAN

URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM

3 |Meningkatnya pelayanan publik sesuai standart | IPP Kecamatan Ngoro 3.7 3.26 88.1 3 |PROGRAM 6,225,000 6,225,000 100.00| Nilai IPP Kecamatan | Nilai IPP tidak mencapai target akan dilakukan beberapa strategi dalam peningkatan nilai IPP pada tahun 2024:
PENYELENGGARAAN Negoro pada tahun 2023 1. Mengupakan publikasi hasil SKM pada media publikasi lainnya pada media sosial Kecamatan
PEMERINTAHAN DAN tidak dapat mencapai | 2. Peningkatan motivasi kerja dengan adanya reward punishment petugas layanan yang dmi.lm melalui bit.
PELAYANAN PUBLIK target dari target 3,7 | 3. Mengupayakan penambahan sarana dan prasaana bagi pengguna layanan kelompok re;
hanya tercapai 3,26 4.

Mengupayakan penciptaan inovasi pelayanan publik dengan SEBLAK PEDES (Pesen Braniko KTP Pendudulc Desa)
dengan capaian 88,1%




PROGRAM

55,450,000 55,450,000 100,00 =
PENYELENGGARAAN ot ®
URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
4 | Tindaklanjut pelanggaran perda/perkada dan | Persentase laporan kasus pelanggaran 100% 100% 100 4 | PROGRAM KOORDINASI 10,975,000 10,975,000 100.00| Laporan pelangaran | Laporan bulanan ketentraman dan ketertiban rul kan ke Satpol PP Jombang rutin setiap bulan, untuk kasus trantibum yang perlu penanganan dan tindaklanjut langssung tel
trantibum tepat waktu Perda/Perkada dan Trantibum yang KETENTRAMAN DAN dan gangguan dikoordinasikan dengan SKPD torkalt penyelcsaian permasalahan. Pada (ribulan 4 terdapat beberaps Isporan trantbum vg ditindaklanjati nstans: orkait yaity laporan kejadian anak tenggelarn di
ditindaklanjuti instansi terkait KETERTIBAN UMUM trantibum rutin Sungai Konto dan laporan tanggap darurat bencana di Dusun Krenggan Desa Kauman
dilaporakan tepat
waktu ke OPD terkait ] —
5 [Pelaporan pertanggungiawaban realisasi APBDes | Persentase pertanggungiawaban realisasi 100% 100% 100 5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN 10,675,000 10,675,000 100.00| Desa telah melaporkan | Telah dikoordinasikan dengan desa-desa dan Kasi Pemerintahan agar desa-desa segera melaporakan pertanggungjawaban APBDes tahun 2023 SMT 1_dan Akhir Tahun tepat waktu
tepat waktu APB Desa tepat waki PENGAWASAN pertanggungjawaban
PEMERINTAHAN DESA APBDes Tahun 2023
smt 1 dan Akhr Tahun
6 |Evaluasi Raperdes APBDesa/ Perubahan APB | Persentase cvaluasi Raperdes APB, 100% 100% 100 6 | PROGRAM PEMBERDAYAAN 50,484,000 50,484,000 100.00| Perdes RKPDes dan | Perdes RKPDes 2024 dan Perdes APBDes 2024 telah ditetapkan dan dievaluasi oleh tim Perdes APBDes Kecamatan tepat waktu
Desa Tepat waktu Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu DESA DAN KELURAHAN APBDes telah
dievaluasi tepat waktu ——
Meningkatnya kincrja aparatur Persentase rata-rata capaian kinerja 100% 100% 100 T [PROGRAM PENUNJANG 2,611,704,364 2,329,130,801 89.18 | Rata-rata capaian Telah dilaksanakan cvaluasi kinerja pada tribulan IV dalam rangka peningkatan kincrja kinerja untuk tahun yang akan datang
aparatur URUSAN PEMERINTAHAN kinerja tahun 2023
DAERAH KABUPATEN/KOTA adalah 100,03 [R——
2=




2 [Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar Nilai Paten Kecamatan 87.00 96.63 111.07 | 2 |PROGRAM 6,225,000 6,225,000 100.00 Nilai PATEN melebihi | Nilai PATEN telah mencapai target untuk peningkatan nilai pada tahun 2024 akan dilaksanakan beberapa strategi yaitu:
PENYELENGGARAAN target dari 87 tercapai | 1. Perluasan PATEN yanga akan diusulkan pada P-APBD Th 2024
PEMERINTAHAN DAN 96,63 dengan capaian | 2. Penambahan AC diruang PATEN
PELAYANAN PUBLIK 111,07% . Renovasi Toilet PATEN ——
4. TV Paten el
5. Parkir khusus PATEN yang memadai —
=
=
T =
> @
3 |Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart Persentase PHBN/PHBA yang 100% 100% 100 3 |PROGRAM 55,450,000 55,450,000 100.00 | Telah dilksanakan Pada tribulan 3 telah dilaksanakan PHBN HUT RI
dilaksanakan PENYELENGGARAAN PHBN HUT RI
URUSAN - ———
PEMERINTAHAN UMUM —_—— TNt
4 | Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala Persentase rekomendasi Forkopimeam T00% 100% 100 4 | PROGRAM 55,450,000 55,450,000 100.00| Telah dilaksanakan | Pada tribulan 4 telah dilaksanakan rapat koordinasi Forkopimean terkait cipta kondisi Menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta Pemilihan Umum 2024
yang ditindaklanjuti PENYELENGGARAAN koordinasi
URUSAN tribulan
PEMERINTAHAN UMUM 4 terkait Rapat
Koordinasi Cipta —— e
Kondisi Menjelang w—— e at————
Natal 2023 dan Tahun o e ok =
Baru 2024 serta - E e e—
Pemilihan Umum 2024 -
6 |Koordinasi kasus pelanggaran perda/perkada dan | Persentase Laporan kasus pelanggaran 100% 75% 75 6 | PROGRAM KOORDINASI 10,975,000 10,975,000 100.00 | Telah dil i il L ke instansi terkait adalah laporan kejadian anak tenggelam dan laporan dan tanggap darurat bencana tanggul jebol di dusun krenggan desa kauman
trantibum tepat waktu Perda/Perkada dan Trantibum yang KETENTRAMAN DAN kasus pelanggaran
dikoordinasikan ke Instansi Terkait KETERTIBAN UMUM perda/perkada dan
trantibum dengan —_—— = —
instansi terkait v e - < ' _— -
kejadian anak .
tenggelam dan laporan - S -
dan tanggap darurat - a—— =
bencana tanggul jebol -
di dusun krenggan z
desa kauman - -
7 |Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Persentase Desa yang melaporkan T00% 100% 100 7 | PROGRAM PEMBINAAN DAN 10,675,000 10,675,000 100.00| Semua desa telah 13 Desa di Ngoro telah 2 realisasi APBDes tahun 2023
Desa Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa PENGAWASAN melaporkan
PEMERINTAHAN DESA pertanggungjawaban
realisasi APBDes




Koordinasi dan
pelaksanaan APB Desa

asil
Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan APB Desa yang
ditindaklanjuti

100%.

100%

100

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

10,675,000

10,675,000

100.00

dengan Kasi Tata i untuk dif rapat APBDes dan i APBDes|

pembinaan dan
pengawasan
pelaksanaan APBDes
terkait laporan
pertanggungjawaban
APBDes Th. 2023 telah
ditindaklanjuti oleh
Desa

©

sesuai aturan dan tepat wak

Koordinasi dan fasilitasi penyusunan raperdes
fu

Persentase Raperdes APB Desa/ APB
Desa Perubahan yang dievaluasi

100%.

100%

100

PROGRAM PEMBERDAYAAN
DESA DAN KELURAHAN

50,484,000

50,484,000

100.00

Raperdes tahun 2024
telah ditetapkan
menjadi Perdes
RKPDes 2024. dan
Perdes APBDes telah
ditetapkan pada akhir
tahun Desember 2023

Koordinasi dan pembinaan lemb;

usaha Pemberdayaan Masyarakat

aga/ badan
t

Jumlah Lembaga/Badan Usaha
Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan Yang Aktif

26 lembaga

26 lembaga

100

3

PROGRAM PEMBERDAYAAN
DESA DAN KELURAHAN

50,484,000

50,484,000

100.00

Lembaga/Badan Usahal
PMD yang aktif adalah
PKK dan BUMDes (26
lembaga)

Atasan Langsung

Hi. MUNDJIDAH WAHAB




Pengumpulan Kinerja Pegawai
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Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Renja Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

Formulir E.81

gl

Daerah Li

Periode Pelaksanaan : Triwulan Il 2023

Tingkat Capaian

Tingkat Capian

o o Realisasi Kinerja Pada Triwulan o Kinerja dan o Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Realisasi Kinerja dan Realisasi
Indikator Kineri Target Renstra pada | Perangkat Daerah sampai Anggaran Renja dan ji 9 garan Renstra Anggaran
N s Kod Urusan / Program / P ndikator t'"e"a ;| tahun akhir periode (2023) | dengan Renja Perangkat | Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat Daerah s/d Renstra
o asaran ode Kegiatan :29’?":‘ (ou C:’"‘f’ Daerah Tahun Lalu (2022) Berjalan Dievaluasi Perangkat Tahun 2023 gl
egiatan (output) 1 1 m v Daerah yang Daerah s/d
dievaluasi (%) tahun 2023 (%)
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja [ Rp | Kinerja Rp Kinerja [ Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 = (12/7)100 14=6+12 15 = (14/5)*100 16
Meningkatnya
Akuntabilitas dan
1| Kinetja 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase rata-rata
7.01.01 PEMERINTAHAN capaian kinerja 200 | Rp 4,913,320,690 100 | Rp 2,301,616,326 100 | Rp 2,611,704,364 25(Rp0 50 | Rp O 75 |RpO 100 | Rp 2,329,130,801 100 | Rp2,329,130,801 [ 100% | 89.18% 200 | Rp4,630,747,127 | 100% | 94.25%
AERAH aparatur
KABUPATEN/KOTA
Persentase dokumen
70101201 | £onSod Kme”a"a” it kineria";g 200 Rp 8,287,000 100 Rp 2,022,000 100 Rp 6,265,000 25| Rp0 50 | Rp O 87 |Rpo 100 Rp 6,265,000 100 Rp 6,265,000 | 100% | 100% 200 Rp 8,287,000 [ 100% | 100%
Perangkat Daerah yang tersusun sesuai
aturan
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
7.01.01.2.01.01 | P Perangkat 6 Rp7,112000 | 3 Rp 1,722,000 3 Rp 5,390,000 0|RpO 2| Rp0 3[Rrpo 3 Rp 5,390,000 3 Rp 5,390,000 | 100% [ 100% 6 Rp 7,112,000 | 100% | 100%
Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
p Ikhtisar Realisasi
ordinasi dan o oD o
Penyusunan Laporan o u”ran fhis
7.01.01.2.01.06 | Capaian Kinerja dan Kaornasi 10 Rp 1,175,000 [ 5 Rp 300,000 5 Rp 875,000 2| Rpo 3| Rpo 4|Rpo 5 Rp 875,000 5 Rp 875,000 | 100% | 100% 10 Rp 1,175,000 [ 100% | 100%
Ikhisar Realisasi Kinerja | port (6501 2oran
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Administrasi K Persentase Pencairan
7.01.01.2.02 Peg‘;zgﬂ;‘;ﬁ"gan gaji dan tunjangan ASN 200 | Rp 4,169,254,461 100 | Rp 2,046,743,097 100 | Rp 2,122,511,364 25 [ RpO 50 [ RpO 75 [RpO 100 | Rp 1,848,945,790 100 | Rp 1,848,945,790 | 100% | 87.11% 200 | Rp 3,895,688,887 | 100% | 93.44%
tepat waktu
Persentase laporan
keuangan yang 200 | Rp 4,169,254,461 100 | Rp 2,046,743,007 100 | Rp2,122,511,364 100 [ RpO 100 [ RpO 100 | Rp 0O 100 | Rp 1,848,945,790 100 | Rp 1,848,945,790 [ 100% | 87.11% 200 | Rp 3,895,688,887 | 100% | 93.44%
tersusun sesuai aturan
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang
7.01.01.2.02.01 Tunjyangan A Menerima Gaji dan 26 | Rp4,024,508461 | 13 | Rp1,974,995,007 13 | Rp 2,049,513,364 13| Rpo 13| Rpo 13 [RpO 13 | Rp 1,775,947,790 13| Rp1,775947,790 | 100% |  87% 26 | Rp3,750,942,887 | 100% |  93%
Tunjangan ASN
Pelaksanaan Jumlah Dokumen
7.01.01.2.02.03 aui dan o “‘i : 24| Rp143,196,000 | 12 Rp 71,598,000 12| Rp71598,000 3| Rpo 6| RpoO 9 [Rrpo 12| Rp71598,000 12| Rp71598,000 | 100% | 100% 24| Rp143,196,000 [ 100% | 100%
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Jumiah Laporan
Koordinasi d Keuangan Akhir Tahun
P°°' inasi aL" SKPD dan Laporan
7.01.01.2.02.05 Kzzz‘:‘z‘;’r“"’;‘kh‘?ﬁ;’;zn Hasil Koordinasi 2 Rp 1,550,000 1 Rp 150,000 1 Rp 1,400,000 1[Rpo 1[Rpo 1|RpoO 1 Rp 1,400,000 1 Rp 1,400,000 [ 100% | 100% 2 Rp 1,550,000 | 100% | 100%
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Persentase
70101206 | pormneinr 5 P ministrasl 200|  Rp 97,411,000 100 [ Rp 23,474,800 100 | Rp 73,936,200 25 Rp0 50 | Rp O 75 |RpO 100 | Rp 71,636,200 100 Rp71,636,200 [ 100% | 96.89% 200| Rp95111,000 | 100% | 97.64%
perkantoran
) Jumlah Paket
Penyediaan Komponen | 1 omponen Instalasi
7.01.01.2.06.01 | Instalasi Listrik/Penerangan 14 Rp 4,500,000 [ 6 Rp 1,500,000 8 Rp 3,000,000 8| Rpo 8| Rpo 8 [Rpo 8 Rp 3,000,000 8 Rp 3,000,000 | 100% | 100% 14 Rp 4,500,000 [ 100% | 100%
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor Drinian
Jumiah Paket
7.01.01206.02 | GoriedEen Berale e o | Poreckaman Kantor 2| Rp25849200 | 2 Rp 10,390,800 24| Rp15458400 24| Rp0 24| Rp0 24 [Rp0 24| Rp 15,458,400 24| Rp15458,400 [ 100% | 100% 26| Rp25849,200 | 100% | 100%
yang Disediakan
penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan
7.01.01.2.06.04 ngé:k'fém; a Logistik Kantor yang 1| Rp28600,000 | O RpO 1| Rp28,600,000 1|Rpo 1|Rpo 1|Rpo 1| Rp 26,300,000 1| Rp26,300000 [ 100% | 92% 1| Rp26,300,000 [ 100% | 92%
Disediakan
PonyedisanBarang | Jumih Paket Barang
7.01.01.2.06.05 | Cetakan dan Pengoandaan yang 4| Rp1o528800| 2 Rp 3,285,000 2 Rp 7,243,800 2| Rp0 2| Rp0 2 [Rpo 2 Rp 7,243,800 2 Rp7,243800 | 100% [ 100% 4| Rp10528800 | 100% | 100%
Penggandaan Disediakan
Jumlah Dokumen
Penyediaan Bahan Bahan Bacaan dan
7.01.01.2.06.06 | Bacaan dan Peraturan | Peraturan Perundang- 2 Rp 6,660,000 [ 1 Rp 4,440,000 1 Rp 2,220,000 1|Rpo 1|Rpo 1|Rpo 1 Rp 2,220,000 1 Rp 2,220,000 | 100% | 100% 2 Rp 6,660,000 [ 100% | 100%
Perundang-undangan Undangan yang
Disediakan
Jumiah Laporan
7.01.01:2.06.09 | Koordinasi dan Konsultasi | pac/icoo®tie 7| Rp21273000| 3 Rp 3,859,000 4| Rp17.414,000 0|Rpo 3| Rpo 4|Rpo 4| Rp17,414,000 4| Rp17.414000 | 100% | 100% 7| Rp21,273000 | 100% | 100%
SKPD Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milk | pgsoyage realisasi
70101207 | DRorah Penunjang pengadaan sarana dan 200 [ Rp 113,633,850 100 |  Rp 32,768,000 100 | Rp80865850| 100 | Rpo| 00| RpO| 100 |RpO| 100 | Rp80457,750 100| Rp80457,750 | 100% | 99.5% | 200 | Rp 113225750 | 100% | 99.64%
Do prasarana aparatur




Tingkat Capaian

Tingkat Capian

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Kinerja dan Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Realisasi Kinerja dan Realisasi
Indikator Kineri Target Renstra pada | Perangkat Daerah sampai Anggaran Renja n enja 99 stra Anggaran
N s Kod Urusan / Program / s ndikator :"’"‘" ;| tahun akhir periode (2023) | dengan Renja Perangkat | Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat Daerah s/d Renstra
° asaran ode Kegiatan ’;9’.“":‘ (ou Cfmf) Daerah Tahun Lalu (2022) Berjalan Dievaluasi Perangkat Tahun 2023 gl
eglatan (output) 1 i u 1% Daerah yang Daerah s/d
dievaluasi (%) tahun 2023 (%)
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja | Rp | Kinerja| Rp | Kinerja | Rp [ Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja| Rp | Kinerja Rp Kinerja | Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 = (12/7)*100 14=6+12 15 = (14/5)*100 16
Pengadaan S, 4 Jumiah Unit Sarana
P enadan | dan Prasarana Gedung
7.01.01.2.07.10 | | rasarana Gedung Kantor atau Bangunan 11| Rp 113,633,850 5 Rp 32,768,000 6 Rp 80,865,850 6| Rp0 6| Rp0 6 |RpO 13 Rp 80,457,750 13 Rp 80,457,750 | 217% 99% 18| Rp113,225750 | 164% [ 100%
Kantor atau Bangunan Lainmya van
Lainnya ainnya yang
Disediakan
Penyediaan Jasa E’Z:SEC?Z? jasa
7.01.01.2.08 | Penunjang Urusan Penunjang urusan 200 [ Rp 131,061,329 100 |  Rp 63,064,379 100 |  Rp 67,996,950 25| Rp0 50 [ Rp O 75 |RpO 100 [ Rp 66,849,261 100 | Rp66,849,261 [ 100% | 98.31% 200 | Rp 129,913,640 | 100% | 99.12%
Pemerintahan Daerah Pemerintah dacrah
Jumiah Laporan
Jasa iaan Jasa
7.01.01.2.08.02 i umber Sumber 48| Rp35743523| 24 Rp 15,553,523 24| Rp 20,190,000 6| RpO 12| RpO 18 | RpO 24 Rp19,550,011 24| Rp19550,011 [ 100% | 97% 48| Rp35103534 [ 100% | 98%
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Jumiah Laporan
Penyediaan J Penyediaan Jasa
7.01.01.2.08.04 | cenvediaan Jasa Pelayanan Umum 28 Rp 95,317,806 3 Rp 47,510,856 25 Rp 47,806,950 6| Rp0 12| RpO 19 |RpO 25 Rp 47,299,250 25 Rp 47,299,250 | 100% 99% 28 Rp 94,810,106 [ 100% 99%
Pelayanan Umum Kantor | .2 /2020
Disediakan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang | Persentase Barang
7.01.01.208 | (jrisan Pomerintahan Milik Daerah dalam 200 [ Rp 388,873,050 100 | Rp 128,744,050 100 | Rp 260,129,000 25| Rp0 50 [ RpO 75 |RpO 100 | Rp 254,976,800 100 | Rp254,976,800 [ 100% | 98.02% 200 | Rp 383,720,850 | 100% | 98.68%
Daorah kondisi baik
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak dan | Lapangan yang o
7.01.01.2.09.02 | periminant o oon Dipelinara dan 20| Rp57,025800 | 10 Rp 26,921,800 10| Rp30,104,000 2| RpO 2| RpO 4|RpO 10| Rp30,092,800 10| Rp30,092,800 | 100% | 100% 20| Rp57.014,600 [ 100% | 100%
Dinas Operasional atau | Dibayarkan Pajak dan
Lapangan Perizinannya
Jumlah Gedung Kantor
7.01.01.2.09.09 | Gedung Kantor dan yang Lainnya 4| Rp292557,250 | 1 Rp 73,412,250 3| Rp 219,145,000 0| RpO 0| RpO 3|RpO 3| Rp 214,004,000 3| Rp214,004,000 | 100% [ 98% 4| Rp287.416250 | 100% | 98%
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi g,‘:g:raf:rge‘fjf:;
7.01.01.2.09.10 g:?u”:g";;‘nf;fzfa’i"a Kantor atau Bangunan 56 Rp 39,290,000 | 40 Rp 28,410,000 16 Rp 10,880,000 4|Rpo 7| Rp0 13 |RpO 16 Rp 10,880,000 16 Rp 10,880,000 | 100% | 100% 56 Rp 39,290,000 | 100% | 100%
Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
2 | Pemerintahan 7 UNSUR KEWILAYAHAN
dan layanan
Kecamatan
PROGRAM
PENYELENGGARAAN o
7.01.02 PEMERINTAHAN DAN | Nilai Paten Kecamatan | 173.61 Rp 11,985,000 |  86.61 Rp 5,760,000 87 Rp 6,225,000 N/A | RpO N/A| RpO N/A [RpO| 96,63 Rp 6,225,000 [ 96,63 Rp 6,225,000 | 100% | 100% | 182.61 Rp 11,985,000 [ 100% | 100%
PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak | Persentase pelayanan
7.01.02202 | Dilaksanakan oleh Unit | terpadu (PATEN) yang 200 [ Rp 11,985,000 100 Rp 5,760,000 100 Rp 6,225,000 100 | Rp O 100 | Rp O 100 [Rp O 100 Rp 6,225,000 100 Rp 6,225,000 | 100% | 100% 200 | Rp11,985000 | 100% | 100%
Kerja Perangkat Daerah | sesuai standar
yang Ada di Kecamatan
Jumlah Laporan
P Efektifitas i Efektifitas
7.01.022.0203 | om0 Lo " 12 Rp 6,225,000 | 0 RpO 12 Rp 6,225,000 3| Rpo 6| RpO 9|RpO 12 Rp 6,225,000 12 Rp 6,225,000 | 100% | 100% 12 Rp 6,225,000 [ 100% | 100%
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
PROGRAM
PENYELENGGARAAN | Persentase
7.01.05 URUSAN PHBN/PHBA yang 200 [  Rp 58,400,000 100 Rp 2,950,000 100 |  Rp 55,450,000 N/A | RpO N/A | RpO 100 [Rp O 100 | Rp55450,000 100 | Rp55450,000 [ 100% | 100% 200 | Rp58,400,000 | 100% | 100%
PEMERINTAHAN UMUM | difaksanakan
Persentase
?;‘;f;gd;ﬂ‘ yang 200 [  Rp 58,400,000 100 Rp 2,950,000 100 |  Rp 55,450,000 25| Rp0 50 [ RpO 75 |RpO 100 | Rp55450,000 100 | Rp55450,000 [ 100% | 100% 200 | Rp58400,000 | 100% | 100%
ditindaklanjuti
penyserssasn Uan | o Laporan
7.01.05.2.01 Pelaksanaan 2| Rp58400,000 1 Rp 2,950,000 1| Rp55450,000 0| Rpo 0| Rpo 1[Rp0 1| Rp55450,000 1| Rp55450,000 [ 100% | 100% 2| Rp58400,000 | 100% [ 100%
sesuai Penugasan Kepala
PHBN/PHBA
Daerah
Jumlah rekomendasi
hasil koordinasi 8| Rps58,400,000 4 Rp 2,950,000 4|  Rp55450,000 1| RpO 2| RpO 3|RpO 4| Rp55450,000 4| Rp55450,000 | 100% | 100% 8| Rp58400,000 | 100% [ 100%
Forkopimcam
Jumlah Orang yang
Mengikuti o o o o
7.01.052.01.03 | 4o kecatian Bangea Poratuan dan 100| Rp49,400,000 | 0 RpO 100 | Rp 49,400,000 0| RpO 0| Rpo 100 [Rp O 100 | Rp 49,400,000 100 |  Rp49,400,000 [ 100% | 100% 100 | Rp49,400,000 [ 100% | 100%
Kesatuan Bangsa
Pelaksanaan Tugas %‘:"‘;Z"Fzﬁfr"“me"
7.01.05.2.01.08 | Forum Koordinasi Poveich Pimpinan di 8 Rp 6,300,000 | 4 Rp 250,000 4 Rp 6,050,000 1| RpO 2| RpO 3|RpO 4 Rp 6,050,000 4 Rp 6,050,000 [ 100% | 100% 8 Rp 6,300,000 [ 100% | 100%
Pimpinan di Kecamatan [ 227" Re%
Persentase Laporan
PROGRAM kasus pelanggaran
KOORDINASI Perda/Perkada dan o o o o
7.01.04 KETENTRAMAN DAN Trantibum yang 200 [ Rp 14,695,000 100 Rp 3,720,000 100 | Rp 10,975,000 25| Rp0 50 [ RpO 75 |RpO 100 [ Rp 10,975,000 100 | Rp10,975,000 [ 100% | 100% 200 | Rp14,695000 | 100% | 100%
KETERTIBAN UMUM dikoordinasikan ke
Instansi Terkait




Tingkat Capaian Tingkat Capian
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Kinerja dan Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Realisasi Kinerja dan Realisasi
Indikator Kineri Target Renstra pada | Perangkat Daerah sampai Anggaran Renja n enja 99 enstra Anggaran
N s Kod Urusan / Program / s ndikator :"’"‘" ;| tahun akhir periode (2023) | dengan Renja Perangkat | Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat Daerah s/d Renstra
° asaran ode Kegiatan ’;9’.“":‘ (ou Cfmf) Daerah Tahun Lalu (2022) Berjalan Dievaluasi Perangkat Tahun 2023 gl
eglatan (output) 1 i u 1% Daerah yang Daerah s/d
dievaluasi (%) tahun 2023 (%)
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja | Rp | Kinerja| Rp | Kinerja | Rp | Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja| Rp | Kinerja Rp Kinerja | Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 = (12/7)*100 14=6+12 15 = (14/5)*100 16
Jumlah kegiatan
Koordinasi Penerapan identifikasi kasus
dan Penegakan pelanggaran
7.01.042.02 | poraiiran Daerah dan P ria/Porkada dan 24| Rp 14,695,000 12 Rp 3,720,000 12| Rp 10,975,000 3| RpO 6| RpO 9|RpO 12| Rp 10,975,000 12|  Rp10,975000 | 100% | 100% 24| Rp14695000 [ 100% | 100%
Peraturan Kepala Daerah | Trantibum yang
dilaksanakan
Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi Koordinasi’/)swnergi
Dengan Perangkat dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan | pac2 SO08
Fungsinya di Bidang dan Fungsinya di
7.01.04.2.02.01 | Penegakan Peraturan Bidang Penegakan 24|  Rp14,695000 [ 12 Rp 3,720,000 12| Rp 10,975,000 3| RpO 6| RpO 9 |RpO 12| Rp 10,975,000 12|  Rp10,975000 | 100% | 100% 24| Rp14,695000 [ 100% | 100%
g:r’“/‘:“;i"géu"danga" Peraturan Perundang-
polisian Undangan dan/atau
I"‘Zga’a Republik Kepolisian Negara
ndonesia Republik Indonesia
PROGRAM PEMBINAAN | Persentase Desa yang
7.01.06 AN PEN! il 200 [ Rp 20,125,000 100 Rp 9,450,000 100 | Rp 10,675,000 50 [ Rp O 50 [ RpO 100 [RpO 100 [ Rp 10,675,000 100 | Rp10,675000 [ 100% | 100% 200| Rp20,125000 | 100% | 100%
PEMERINTAHAN DESA | ot 99 e
Persentase
Rekomendasi Hasil
Pembinaan dan
Pengawasan 200 [ Rp 20,125,000 100 Rp 9,450,000 100 | Rp 10,675,000 50 [ Rp O 50 [ Rp O 100 [Rp O 100 | Rp 10,675,000 100| Rp10,675000 [ 100% | 100% 200| Rp20,125000 | 100% | 100%
Pelaksanaan APB
Desa yang
ditindaklanjuti
Fasilitasi, Jumiah
dan Koordinasi hasil Pembinaan dan
7.01.062.01 | Pembinaan dan Pengawasan 52|  Rp 20,125,000 26 Rp 9,450,000 26|  Rp 10,675,000 13| RpO 13| RpO 26 [RpO 26 [ Rp 10,675,000 26| Rp10,675000 [ 100% | 100% 52 Rp20,125000 | 100% | 100%
APB
Pemerintahan Desa Desa
Jumiah Dokumen yang
Fasilitasi Pengelolaan difasilitasi dalam
Keuangan Desa dan rangka Pengelolaan . o o "
7.01.06.2.01.03 | perdatl naan Aset Keuangan Desa dan 26| Rp10,675000 [ © RpO 26|  Rp 10,675,000 13| RpO 13| RpO 13 |RpO 26 [ Rp 10,675,000 26| Rp10,675000 [ 100% | 100% 26| Rp10,675000 | 100% | 100%
Desa Pendayagunaan Aset
Desa
PROGRAM Persentase Raperdes
PEMBERDAYAAN APB Desa/Perubahan " o o o
7.01.03 MASYARAKAT DESA 'APB Desa yang 200 [ Rp 174,679,000 100 | Rp 124,195,000 100 |  Rp 50,484,000 50 [ RpO 50 [ RpO 100 [Rp O 100 | Rp 50,484,000 100 | Rp50.484,000 [ 100% | 100% 200 | Rp174,679,000 | 100% | 100%
DAN KELURAHAN dievaluasi
Jumlah
Lembaga/Badan Usaha
,\Pﬂz’;‘;;':fay‘aa” 52| Rp 174,679,000 26| Rp 124,195,000 26|  Rp 50,484,000 26| Rp0 26| Rp0 26 [RpO 26 [ Rp 50,484,000 26| Rp50484,000 [ 100% | 100% 52| Rp174,679,000 | 100% | 100%
Desa/Kelurahan Yang
Aktif
Jumlah
Koord Kegiat: Lembaga/Badan Usaha
7.01.03.2.01 P°°’b‘"gs‘ eg'aDa" Pemberdayaan 52| Rp 174,679,000 26| Rp 124,195,000 26 Rp 50,484,000 26 [ Rp0O 26 [ Rp0O 26 [Rp 0 26 Rp 50,484,000 26 Rp 50,484,000 | 100% | 100% 52| Rp174,679,000 | 100% | 100%
emberdayaan Desa Masyarakat Desa yang
dibina
Jumlah Laporan
P Efekiiftas | Pening Efektifitas
7.01.03.2.01.03 | Kegiatan Peg}ﬁmﬁf" Kegiatan 4| Rpso4ss000| o Rp 0 4|  Rp50,484,000 1| RpO 2| RrRpo 3|RpO 4| Rp50,484,000 4| Rp50,484,000 [ 100% | 100% 4| Rp50484,000 [ 100% | 100%
di Wilayah
Kecamatan
Rata rata capaian kinerja (%) | 100% |  98% 100% | 99%
o Sangat | Sangat Sangat | Sangat
Predikat kinerja | a0 | Tinggi Tinggi | Tinggi
Disusun

Jombang, 11 Januari 2024

CAMAT NGORO
KABUPATEN JOMBANG
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PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KECAMATAN NGORO

Jin. Bupati Ismail No. 5 Telp. (0321) 710402
NGORO 61473

NOTA DINAS
Kepada : Sekretaris, Kasi, Kasubag Kecamatan Ngoro
Dari : Camat Ngoro
Tanggal : 4 Januari 2023
Nomor :473.41/ 13/415.70/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Monitoring Kinerja Tribulan 4

Dalam rangka evaluasi dan monitoring kinerja tribulan 4 Tahun 2023

mengharap dengan hormat kehadiran saudara besok:

Hari
Tanggal
Waktu
Tempat

Demikian atas kehadirannya di sampaikan terimakasih.

: Kamis

: 4 Januari 2023

: 13.00 WIB

: Ruang Rapat Kec. Ngoro

Pada tanggal 4 Januari 2023
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+/CAMAT NGORO

/S KABORATEN JOMBANG
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PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KECAMATAN NGORO

Jin. Bupati Ismail No. 5 Telp. (0321) 710402
NGORO 61473

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIBULAN 4 TAHUN 2023
KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG

Pada hari ini Kamis tanggal 4 Januari 2024 telah melaksanakan monitoring dan
evaluasi capaian kinerja Tribulan 4 Kecamatan Ngoro dengan rincian hasil sebagai
berikut :

1. Telah dilaksanakan evaluasi terhadap capaian IKU Kecamatan Ngoro Tahun

2023 dengan hasil berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO. (IKU) TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 4 5 6
1 Nilai Evaluasi AKIP 76 80.74 106.24%
2 IKM Kecamatan Ngoro 90.4 92.08 101.86%
3 IPP Kecamatan Ngoro 3.70 3.26 88.11%

Persentase laporan pelanggaran Perda dan
4 Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat 100 100 100.00%
daerah atau instansi terkait

Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa

5 100 100 100.00%
tepat waktu
6 Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan 100 100 100.00%
APB Desa tepat waktu
99.37%

Dari hasil capaian IKU Kecamatan Ngoro terdapat 1 indikator kinerja yang tidak

mencapai target yaitu IPP Kecamatan Ngoro dari target 3,7 hanya tercapai 3,26

berdasarkan hasil evaluasi terhadap kecukupan dokumen PEKPPP Tahun 2023

terdapat 2 dokumen yang belum dipenuhi sehingga nilai tidak mencapai target

yaitu:

1. Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP)

2. Dokumen SK reward dan punishment yang memuat kriteria/ unsur
pemberian penghargaan sebagai berikut: kinerja, kehadiran, inovatif,
penampilan, tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan yang
bersifat personal.

Tindak Lanjut

1. Akan dilaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka menyerap
aspirasi, masukan, kritik dan saran dari masyarakat pengguna layanan.

2. Pelaksanaan reward punishment yang melibatkan masyarakat pengguna

layanan melalui link bit.ly/surveipatenngoro.
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2. Telah dilaksanakan evaluasi terhadap capaian target rencana aksi tribulan IV
dengan hasil (sebagaimana terlampir) terdapat 2 pegawai yang kinerja melebihi
target yaitu Kepala Seksi Tata Pemerintahan dengan capaian 128% dan

Pengelola Data dengan capaian 116% dikarenakan kinerja menghitung jumlah

dokumen pelayanan paten yang telah dilayani/diproses

Pada tanggal 4 Januari 2023
CAMAT NGORO

T AL
AN VAT
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PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KECAMATAN NGORO

JI. Bupati Ismail No. 5 Ngoro 61473

Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

BERITA ACARA VERIFIKASI MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKS|
(MONEV RENAKSI)
NOMOR: 103/20/415.60/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NUR EVVA MAYLIA, S.STP., MM.

Nama

NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Unit Kerja

dengan ini menetapkan hasil Capaian Renaksi Pegawai Negeri Sipil tribulan 1V tahun
2023 pada Kecamatan Ngoro sebagaimana daftar nominatif capaian Renaksi sebagai

berikut :

198205012001122001

Pembina/ IVa
Camat
Kecamatan Ngoro

DAFTAR NOMINATIF CAPAIAN RENAKSI
TRIBULAN IV
KECAMATAN NGORO

RATA - RATA
No NAMA NIP JABATAN CAPAIAN
(%)
NUR EVVA MAYLIA,
1 S.STP.. MM 198205012001122001 | CAMAT 100
2 | TRIKUNCORO, S.IP 197001141993021001 | SEKRETARIS 100
DWI PUSPITA RINDYANA, KEPALA SEKSI TATA
3 S.STP.. MAP 199209032015072001 PEMERINTAHAN 128
KEPALA SEKSI
4 | SULIKATUN, SE 196603292001122003 | PEMBERDAYAAN 100
MASYARAKAT DESA
KEPALA SEKSI
5 | ANITA MAHARANI, S.IP 197409172005012000 SOSIAL BUDAYA 100
KEPALA SEKSI
6 | Drs. SUGIONO, M.Si 196612161992031007 | KETENTRAMAN DAN 100
KETERTIBAN
JANNATIN DYAH KEPALA SUB BAGIAN
7 199111022015052001 | KEUANGAN, 100
PURWANINGTYAS, S.AP PENYUSUNAN
PROGRAM DAN
r-"'r_ha | Balatl
J@ Sertifikasi
"y | Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




RATA - RATA

No NAMA NIP JABATAN CAPAIAN
(%)

EVALUASI
KEPALA SEKSI

8 | USWATUL QOYIMAH, S.Sos | 199209032015072001 | PEMBERDAYAAN 100
MASYARAKAT DESA
PENGELOLA

9 | EDY MARYONO 196801301992031004 | KEAMANAN DAN 100
KETERTIBAN
PENGELOLA

10 | YUDO WIJANTO 196807252001121003 | KEAMANAN DAN 100
KETERTIBAN

11 | ERIK SATIVA 198105142006041012 | PENGELOLA DATA 116
PENGELOLA

12 | ATIK NUR BADRIYAH 198102042010012000 | ADMINISTRASI 100

PEMERINTAHAN

GLADI YUDHA DWI PENGELOLA SISTEM

13 197109132009061000 | INFORMASI 100
SANTOSO KEPENDUDUKAN
KEPALA SEKSI
14 | ARIEF JATMIKO 196901251992031006 | KETENTRAMAN DAN 100
KETERTIBAN
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SELURUH PEGAWAI 103,14

Jombang, 10 Januari 2024

Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik

NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001

W “\' Balal
{ ﬁlr Sertifikasi
hY) 4 Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KECAMATAN NGORO

Jin. Bupati Ismail No. 5 Telp. (0321) 710402
NGORO 61473

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIBULAN 4 TAHUN 2023
KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
NAVa)
1. |NUR EVVA MAYLIA, S.STP., MM Camat 1. ! f )é/n/
2. [TRIKUNCORO, S.IP Ketua Tim L 2.
S
3. JANNATIN DYAH PURWANINGTYAS,  [Sekretaris 3.

S.AP %
4. |[USWATUL QOYIMAH, S.Sps Anggota 4. 1 i

5. |DWI PUSPITASARI RINDYANA, Anggota 5.
S.STP.M.AP
5
6. SULIKATUN Anggota 6. /?{37
7. |ANITA MAHARANI, S.IP Anggota 7 r

ks

8. |Drs. SUGIYONO, S.STP Anggota 8. |\
YAy

Pada tanggal 4 Januari 2023
“ .+~ CAMAT NGORO
-~~~ KABUPATEN JOMBANG

NN

/ L;:/, ——
([ [ KECAMaT, :
\ L\ NG ORO \ /
\ \ —— U
\ L/\.\ ¢ l‘ / ’
o R ¥VVA MAYLIA, S.STP., MM
. 8 APembina
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MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIBULAN 4 TAHUN 2023
KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG




PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

JI. K.H. Wahid Hasyim No. 137 Jombang 61411
Telp. (0321) 861292, Fax. -, e-mail: setda@jombangkab.go.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Jombang, 27 Desember 2023

138/12153/415.10/2023 Kepada

Penting Yth. Camat se-Kabupaten Jombang
Empat lembar di

Hasil Penilaian PATEN Tahun JOMBANG

2023

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Penilaian Ruang dan
Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Tahun
2023 dengan metode penilaian sebagai berikut:

A. SISTEMATIKA PENILAIAN

Penilaian PATEN dilakukan guna menentukan Kecamatan yang sudah
atau belum memenuhi standar Penataan Ruang dan Pelayanan PATEN
(Standarisasi PATEN) yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang
dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2010. Bagi Kecamatan yang PATEN-nya sudah memenuhi standar
akan dituangkan dalam Keputusan Bupati Jombang dan bagi yang
belum akan terus dievaluasi.

Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN di masing-masing
kecamatan berdasarkan kategori penilaian sebagai berikut:

NO NILAI KATEGORI PREDIKAT HURUF
1 86-100 Sangat Baik A
2 76-85 Baik B
3 66-75 Kurang Baik C
4 50-65 Buruk D
5 0-49 Sangat Buruk E

Standar Nilai Minimal Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN
yang ditetapkan oleh Tim Teknis PATEN Kabupaten Jombang Tahun
2023 adalah =>80 (sama dengan atau lebih dari 80), dan untuk nilai di
bawah 80 dianggap belum memenuhi standar.

1. Penilaian berdasarkan Indikator Utama Penilaian
Penilaian dilaksanakan menurut indikator penilaian yang sudah
ditentukan aspek dan bobot tiap sub aspeknya oleh Tim Penilai
PATEN Kabupaten.

2. Penilaian berdasarkan Syarat Utama
Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN Kecamatan berdasarkan
Syarat Utama sebagai berikut:
a. Ruang Tersendiri

Ruang Paten harus memiliki ruang tersendiri_dan/atau ruang

dengan sekat pemisah yang tertutup penuh dan TIDAK CAMPUR
dengan ruang proses dan/atau ruang staf.

b. Papan Nama Utama PATEN
Memiliki Papan Nama PATEN yang cukup relevan dan sedap
dipandang (tidak asal buat dan tidak dari bahan baner), sejumlah

| Kode Unit: 415.10.1.1 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



2 (dua) buah, di dalam ruang pelayanan dan di luar ruang
pelayanan.
c. Petugas Informasi
Memiliki PETUGAS INFORMASI yang aktif, yang bertugas di
pintu masuk Ruang PATEN.
d. Petugas Pelayanan
Petugas Pelayanan terbagi sesuai 3 jenis loket pelayanan,
berseragam rapi dan ramah.
e. Ruang Pelayanan Nyaman dan memiliki AC.
3. Penilaian berdasarkan Syarat Penunjang
Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN dilaksanakan dengan
melihat komponen penunjang yang diterapkan dalam PATEN.
B. HASIL PENILAIAN
Hasil Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN Tahun 2023 pada 21
Kecamatan di Kabupaten Jombang berdasarkan Berita Acara Tim
Penilai Kabupaten Nomor: 138/203/415.10.1.1/11/2023 dapat dilihat
pada lampiran.
Demikian atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Ditandatangani secara elektronik
AeE2p T Sordl [m]

AGUS PURNOMO, SH., M.Si

NIP. 197207101998031010
TEMBUSAN: Disampaikan kepada:

Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang
3. Sdr. Kepala Bappeda
4. Sdr. Kepala BKPSDM
5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan & Capil
6. Sdr. Kepala DPM & PTSP
Kabupaten Jombang

Kode Unit: 415.10.1.1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Lampiran | : Surat Bupati Jombang

Nomor
Tanggal

: 138/12153/415.10/2023
: 27 Desember 2023

HASIL PENILAIAN RUANG DAN PELAYANAN PATEN TAHUN 2023

NO KECAMATAN NILAI KATEGORI | KUALIFIKASI PREDIKAT
1 | TEMBELANG 97,14 Sangat Baik STANDAR A
2 | NGORO 96,63 Sangat Baik STANDAR A
3 | MEGALUH 96,57 Sangat Baik STANDAR A
4 | NGUSIKAN 95,38 Sangat Baik STANDAR A
5 | BARENG 94,69 Sangat Baik STANDAR A
6 | JOGOROTO 93,04 Sangat Baik STANDAR A
7 | MOJOWARNO 92,69 Sangat Baik STANDAR A
8 | JOMBANG 92,64 Sangat Baik STANDAR A
9 | MOJOAGUNG 92,57 Sangat Baik STANDAR A
10 | PETERONGAN 91,64 Sangat Baik STANDAR A
11 | GUDO 89,57 Sangat Baik STANDAR A
12 | WONOSALAM 89,44 Sangat Baik STANDAR A
13 | KABUH 88,81 Sangat Baik STANDAR A
14 | PLANDAAN 87,94 Sangat Baik STANDAR A
15 | KUDU 87,06 Sangat Baik STANDAR A
16 | KESAMBEN 86,07 Sangat Baik STANDAR A
17 | BANDARKEDUNG 85,86 Baik STANDAR B

MULYO

18 | PERAK 85,33 Baik STANDAR B
19 | SUMOBITO 83,29 Baik STANDAR B
20 | PLOSO 73,75 Kurang Baik TIDAK C

STANDAR
21 | DIWEK 73,07 Kurang Baik TIDAK C
STANDAR

TEMBUSAN: Disampaikan kepada:
Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik

o

F T 4 [=]

AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP. 197207101998031010

2. Sdr
3. Sdr
4. Sdr
5. Sdr
6. Sdr

?ﬁ“ﬁ\ | Balal
i | | Sertifikasi
"EY | Elektronik

i

. Inspektur Kabupaten Jombang

. Kepala Bappeda

. Kepala BKPSDM

. Kepala Dinas Kependudukan & Capil
. Kepala DPM & PTSP

Kabupaten Jombang

Kode Unit: 415.10.1.1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Lampiran Il : Surat Bupati Jombang
Nomor : 138/12153/415.10/2023
Tanggal : 27 Desember 2023

PENILAIAN SYARAT UTAMA PADA PENILAIAN RUANG DAN PELAYANAN PATEN
PADA 21 KECAMATAN DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

PETUGAS
N INFORMA | JUMLAH PAPAN | RUANG ACI
o KECAMATAN S/ PELAYAN NAMA | TERSE | PENDINGI
PENGADU | AN/ LOKET | UTAMA | NDIRI N
AN
1 | PLOSO Tidak Ada 2 2+rt Ada AC/Dingin
2 | KUDU Ada 3 1+rt Ada AC/Dingin
3 | JOGOROTO Ada 3 2+rt Ada AC/Dingin
4 | WONOSALAM Ada 3 1+rt Ada AC/Dingin
5 | MOJOAGUNG Ada 3 2+rt Ada AC/Dingin
6 | DIWEK Ada 2 1+rt Ada AC/Dingin
7 | PLANDAAN Ada 3 2 Ada AC/Dingin
8 | MEGALUH Ada 3 2 Ada AC/Dingin
9 | NGUSIKAN Ada 3 2 Ada AC/Dingin
10 | KESAMBEN Ada 3 2 Ada AC/Dingin
11 | PERAK Ada 3 2+rt Ada AC/Dingin
12 | TEMBELANG Ada 3 2 Ada AC/Dingin
13 | GUDO Ada 3 2 Ada AC/Dingin
14 | KABUH Ada 3 1+rt Ada AC/Dingin
15 | BARENG Ada 3 2+rt Ada AC/Dingin
16 | MOJOWARNO Ada 3 2 Ada AC/Dingin
17 | JOMBANG Ada 3 1+rt Ada AC/Dingin
18 | NGORO Ada 3 2+rt Ada AC/Dingin
19 | SUMOBITO Ada 3 2 Ada AC/Dingin
20 | PETERONGAN Ada 3 1+t Ada AC/Dingin
21 | BANDARKEDUNG Ada 3 1+rt Ada AC/Dingin
MULYO

Keterangan: rt=running text

Sekretaris Daerah

AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP. 197207101998031010
TEMBUSAN: Disampaikan kepada:
Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang
3. Sdr. Kepala Bappeda
4. Sdr. Kepala BKPSDM
5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan & Capil
6. Sdr. Kepala DPM & PTSP
Kabupaten Jombang

- 'l al
;W :'\\'r g“f?:ﬁ#.&d Kode Unit: 415.10.1.1
"EY | Elektronik

i

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Lampiran Ill: Surat Bupati Jombang
: 138/12153/415.10/2023

Nomor
Tanggal

: 27 Desember 2023

PENILAIAN SYARAT PENUNJANG PADA PENILAIAN RUANG DAN PELAYANAN PATEN
PADA 21 KECAMATAN DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

N TOILET | PLAYGR ALAT POJOK JALUR
0 KECAMATAN PATEN | OUND |ANTRIAN| ASI | DIFABEL
JENIS PENUNJANG = 1 2 3 4 5
1 | PLOSO Ada Ada TC/Rusak Ada Ada
2 | KubuU Ada Ada Manual Ada Ada
3 | JOGOROTO - Ada Tombol 1 Ada Ada
4 | WONOSALAM Ada Ada Tombol Ada Ada
3/Sensor

5 | MOJOAGUNG - Ada PC Ada Ada
6 | DIWEK - - Manual Ada Ada
7 | PLANDAAN Ada Ada TCI/3 Ada Ada
8 | MEGALUH Ada Ada Tombol 1 Ada Ada
9 | NGUSIKAN Ada Ada TC/Rusak Ada Ada
10 | KESAMBEN - Ada PC/3 Ada Ada
11 | PERAK Ada - Tombol 1 Ada ada
12 | TEMBELANG Ada Tombol 1 Ada Ada
13 | GUDO Ada Ada Ada Ada Ada
14 | KABUH Ada Ada Tombol 1 Ada Ada
15 | BARENG Ada Ada Tombol 3 Ada Ada
16 | MOJOWARNO - Ada TC/3 Ada Ada
17 | JOMBANG Ada Ada TCI/3 Ada Ada
18 | NGORO Ada Ada PC/3 Ada Ada
19 | SUMOBITO - - PC/Rusak | Ada-Jauh Ada
20 | PETERONGAN Ada Ada Tombol 1 Ada Ada
21 5'SNDARKEDUNGMUL Ada Ada Tombol 3 Ada Ada

Keterangan: TC=Touchscreen; PC=Personal Computer; - =Tidak ada

TEMBUSAN: Disampaikan kepada:
Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang

3. Sdr. Kepala Bappeda
4. Sdr. Kepala BKPSDM

5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan & Capil

6. Sdr. Kepala DPM & PTSP
Kabupaten Jombang

Balal

Sertifikasi
Elektronik

Sekretaris Daerah

AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP. 197207101998031010

Kode Unit: 415.10.1.1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Lampiran IV : Surat Bupati Jombang
Nomor : 138/12153/415.10/2023
Tanggal : 27 Desember 2023

PENILAIAN SYARAT PENUNJANG PADA PENILAIAN RUANG DAN PELAYANAN PATEN
PADA 21 KECAMATAN DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

N POJOK | KURSI | PARKIR SERAGAM

(0] KECAMATAN BACA | RODA | PATEN TV | KULKAS PELAYANAN
JENIS PENUNJANG = 6 7 8 9 10 11

1 | PLOSO Ada Ada - Ada - -

2 | KubU Ada Ada - - Ada -

3 | JOGOROTO Ada Ada - Ada - -

4 | WONOSALAM Ada Ada Ada Ada - -

5 | MOJOAGUNG Ada Ada - Ada - Ada

6 | DIWEK Ada Ada - Ada - -

7 | PLANDAAN Ada Ada Ada Ada - -

8 | MEGALUH Ada Ada - Ada - -

9 | NGUSIKAN Ada Ada - Ada - Ada
10 | KESAMBEN Ada Ada Ada Ada - Ada
11 | PERAK ada ada - ada - Ada
12 | TEMBELANG Ada Ada Ada Ada - Ada
13 | GUDO - Ada Ada Ada - -
14 | KABUH Ada Ada Ada Ada - -
15 | BARENG Ada Ada - Ada - Ada
16 | MOJOWARNO Ada - - Ada - -
17 | JOMBANG Ada Ada - - - -
18 | NGORO Ada Ada - - - Ada
19 | SUMOBITO Ada Ada - Ada - -
20 | PETERONGAN Ada Ada Ada Ada - -
21 E'SN DARKEDUNGMUL Ada Ada - Ada - Ada

Keterangan: TC=Touchscreen; PC=Personal Computer; - =Tidak ada

Sekretaris Daerah

AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP. 197207101998031010
TEMBUSAN: Disampaikan kepada:
Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang
3. Sdr. Kepala Bappeda
4. Sdr. Kepala BKPSDM
5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan & Capil
6. Sdr. Kepala DPM & PTSP
Kabupaten Jombang

' A\ Kode Unit: 415.10.1.1
b}

¥ | Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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RAPAT KOORDINASI FESTIVAL ANAK SHALEH INDONESIA KE-XII

DALAM RANGKA PERINGATAN HARI SANTRI
KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Instansi
Dipimpin
Dihadiri

Minggu

15 Oktober 2023

13.00 - 16.00 WIB

Pendopo Kecamatan Ngoro

Kecamatan Ngoro, DPK Kecamatan Ngoro

Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Ketua DPK Kecamatan Ngoro

Kasi dan Staf dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jombang,
Pengurus DPK Kecamatan Ngoro beserta segenap Anggota/Guru TPQ

se-Kecamatan Ngoro

Dokumentasi




PENGAJIAN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI SANTRI

DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Instansi
Dipimpin
Dihadiri

Jum’at

20 Oktober 2023

08.00 -11.00 WIB

Pendopo Kecamatan Ngoro

Kecamatan Ngoro

Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro

Kasi PMD Kecamatan Ngoro, Pengurus TP PKK dan Dharma Wanita
Persatuan Kecamatan Ngoro, Ketua TP PKK Desa Ngoro beserta Anggota
sebagai Petugas Kegiatan Pengajian, Ketua TP PKK Desa se Kecamatan

Ngoro beserta Anggota

Dokumentasi




FESTIVAL ANAK SHALEH INDONESIA (FASI) KE-XII
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI SANTRI
DI KECAMATAN NGORO TAHUN 2023

Hari : | Minggu

Tanggal : | 17 Desember 2023

Pukul :108.00-12.00 WIB

Tempat : | MI Banjarpoh, Pulorejo

Instansi : | Kecamatan Ngoro, DPK Kecamatan Ngoro

Dipimpin : | Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro, Ketua DPK Kecamatan Ngoro
Dihadiri : | Ketua Panitia FASI XII Kecamatan Ngoro beserta segenap Anggota,

Pengurus DPK Kecamatan Ngoro, Dewan Juri dari berbagai elemen

instansi dan ormas (PPAI, Muslimat, Fatayat)

Dokumentasi




REKOMENDASI TINDAK LANJUT HASIL RAPAT FORKOPIMCAM

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Desember 2023
Perihal : Rapat Koordinasi Cipta Kondisi Menjelang Natal 2023 dan

1)

2)

3)

4)

Tahun Baru 2024 serta Pemilihan Umum 2024

Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 pukul 09.00 WIB, di Pendopo Kecamatan
Ngoro telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Cipta Kondisi Menjelang Natal
2023 dan Tahun Baru 2024 serta Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Ngoro dalam

rangka menjaga kondusifitas wilayah.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk mengantisipasi
terjadinya gangguan kamtibmas pada perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di
wilayah Kecamatan Ngoro, serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada
masyarakat, khususnya pada umat Nasrani agar dapat menjalankan ibadah Natal

dengan khusyuk dan khidmat.

Menghimbau agar seluruh elemen masyarakat dalam menyikapi momen tahun politik
(Pemilihan Umum Tahun 2024) dengan tidak mudah terprovokasi maupun
terpengaruh oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab (di manfaatkan)

pihak/kelompok tertentu

Undangan yang hadir dalam kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Nur Evva Maylia, S. STP, M.M. (Camat Ngoro)
2. Tri Kuncoro, S. IP (Sekcam Ngoro)

3. IPDA Achmad Muzajin Noor (Kanit Lantas Polsek Ngoro)



4. Sertu Mujianto (mewakili Danramil Ngoro)

5. Drs. Sugiono, M. Si (Kasi Trantib Kecamatan Ngoro)

6. Anita Maharani, S. IP, M.E. (Kasi Sosbud Kecamatan Ngoro)

7. Dwi Puspitasari Rindyana, S. STP, M. AP (Kasi Tapem Kecamatan Ngoro)
8. Uswatul Qoyimah, S. Sos (Kasubbag Umum Kecamatan Ngoro)
9. Ketua MUI Kecamatan Ngoro

10. Ketua MWCNU Kecamatan Ngoro

11. Ketua PAC Muslimat Kecamatan Ngoro

12. Ketua PAC Aisyiyah Kecamatan Ngoro

13. Ketua PAC Fatayat Kecamatan Ngoro

14. Pendeta dari Gereja-gereja di Kecamatan Ngoro

15. Kepala Desa se-Kecamatan Ngoro

5) MoU yang dicapai :
1. Seluruh peserta rapat koordinasi bersepakat untuk selalu bersinergi dalam
menjaga kantibmas di wilayah Kecamatan Ngoro.
2. Seluruh peserta rapat koordinasi bersepakat untuk secara bersama-sama selalu
menjaga kerukunan dan ketertiban demi mewujudkan wilayah Kecamatan Ngoro

yang aman, tentram dan damai.



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO

JI. Bupati Ismail No. 5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 13 Desember 2023

Nomor : 000/928/415.70/2023 Kepada

Sifat . Biasa Yth. (Daftar Terlampir)
Lampiran Do- Di-

Hal : Undangan JOMBANG

Mengharap kehadiran Saudara besuk pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Desember 2023

Pukul : 09.00 s/d selesai

Tempat : Pendopo Kantor Kecamatan Ngoro

Acara : Rapat Koordinasi persiapan Nataru dan Pemilu 2024.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima
kasih.

Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik

NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001

W “\' Balal
{ ﬁlr Sertifikasi
hY) 4 Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Lampiran : Undangan
Nomer : 000/978/415.70/2023
Tanggal : 13 Desember 2023

Ketua MWCNU

Ketua PC Muhammadiyah
Ketua PAC Muslimat
Ketua PAC Fatayat

Ketua PAC Aisiyah
Pendeta GKJW Ngoro
Pendeta GKJW Kertorejo
Gereja Bethel

© © N o g~ wDdPRE

Gereja Tabelnekel

10.Ketua Parisada Hindu Darma
11.Ketua MUI Ngoro

12.Ketua LDII Ngoro

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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NOTULEN
RAPAT KOORDINASI CIPTA KONDISI
MENJELANG NATAL 2023 DAN TAHUN BARU 2024
SERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN NGORO

PIMPINAN RAPAT : CAMAT NGORO

YANG DIUNDANG : 40 ORANG

HADIR : 40 ORANG
SUSUNAN ACARA : - PEMBUKAAN
e SAMBUTAN

e PENUTUP /DO’A

SAMBUTAN

CAMAT NGORO

1. Ucapan terima kasih kepada para undangan yang telah hadir di Pendopo Kecamatan
Ngoro.

2. Maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi ini adalah sebagai upaya untuk
mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas pada perayaan Natal 2023 dan Tahun
Baru 2024 di wilayah Kecamatan Ngoro, serta untuk memberikan rasa aman dan
nyaman kepada masyarakat, khususnya pada umat Nasrani agar dapat menjalankan
ibadah Natal dengan khusyuk dan khidmat.

3. Menghimbau agar seluruh elemen masyarakat dalam menyikapi momen tahun
politik dengan tidak mudah terprovokasi maupun terpengaruh oleh pihak-pihak

tidak bertanggung jawab (di manfaatkan) pihak/kelompok tertentu.



KANITLANTAS POLSEK NGORO

1. Diharapkan agar semua pihak selalu bersinergi dalam menjaga kantibmas di wilayah
Kecamatan Ngoro.

2. Diharapkan agar seluruh masyarakat secara bersama-sama selalu menjaga kerukunan
dan ketertiban demi mewujudkan wilayah Kecamatan Ngoro yang aman, tentram dan

damai.

Ngoro, 14 Desember 2023

Notulis,

ttd.

ANITA MAHARANILS. [P, M.E.




DOKUMENTASI
RAPAT KOORDINASI CIPTA KONDISI
MENJELANG NATAL 2023 DAN TAHUN BARU 2024
SERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN NGORO







PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO

JI. Bupati Ismail No.5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 05 Desember 2023

Nomor » 755/878/415.70/2023 Kepada
Sifat . Biasa Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Lampiran i Kabupaten Jombang
Hal . Permohonan Rambu-Rambu Di -
Lalu Lintas JOMBANG

Sehubungan dengan banyaknya kendaraan/truk yang parkir di depan
Kantor Kecamatan Ngoro pada waklu tertentu, yang mana sangat
mengganggu keluar masuknya lalu lintas untuk itu mohon bantuan
pemasangan rambu-rambu lalu lintas agar tidak ada kendaraan parkir
ditempat tersebut.

Demikian atas perhatian dan bantuan Saudara disampaikan
terimakasih.

Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik

NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001

f | Balai
Sertifikasi
- Elekironik
Dokumen ini lelah ditandatangeni secara elekironik yang ditarbitkan olsh Balal Seriikasi Elekiromik (BSrE), BSSN




PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KECAMATAN NGORO
JI. Bupati ismail No.5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 16 Desember 2023

Nomaor : 370/951/415.70/2023 Kepada :

Sifar : Penting Yth. Bapak Pj. Bupati Jombang
Lampiran I e Di -

Hal . Laporan Kejadian JOMBANG

Dengan hormar kami melaporkan kejadian di Kecamatan Ngoro hari ini :

Jenis kejadian Anak Tenggelam
' Hari, tanggal Sabtu, 16 Desember 2023

Waktu 08.00 WIB S
.I Tempat Dam Sungai Konto Kec. Badas Kab. Kediri _|
 Tim yang terfibat | 1. BPBD Kabupaten jombang |

| 2. BPBD Kabupaten Kediri
3. Polsek Ngoro

4, Polsek Pare

5. Kecamatan Ngoro

6. Kecamatan Badas
| 7. Pemdes Jombok, Ngoro
| 8. Pemdes Blaru, Badas

9. Relawan dari Jombang dan Kediri

1. Nama Korban : Chiko Febryandito Pratama Gunawan

Korban J

’ lenis Kelamin : Laki-laki

! TTL : Jombang, 21 Februari 2004

! Nama Orangtua : Sutrisno Gunawan

[ Alamat : Dusun Jombok, RT.002 RW.002 Desa Jombok
2. Nama Korban - Rizki Ahmad Fahrezi

| Jenis Kelamin - Laki-laki

|' | TTL : Jombang, 15 April 2008




Nama Orangtua : Liham Yusuf
Alamat : Dusun Jombok, RT.001 RW.002 Desa Jombok

i_li[rl.'-m:rlvl)gi kejadian

. Chiko, Rizky"dan Zidan warga Desa Jombok Ngoro pergr

memancing ke Dam Konto Badas.

- Pada saar mereka memancing Rizky membetulkan alat |

pancingnya yang kecantol tapi tidak berhasil dan |
tenggelam, kemudian Chiko menolong tapi tidak
tertolong.

ke orang tuanya dan Pak Kades Jombok.

. Penyisiran dilakukan oleh Tim BPBD dan Relawan.
« Pukul 15.21 kedua korban ditemukan.

. Akhirnya Zidan pulang ke rumah untuk memberitahukan |

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan.

Camat Ngoro

ENTanaartangarl secHrs o owriaiih

NUR EVVA MAYLIA, SSTP., M.M
NIP. 198205012001122001

Tembusan, disampaikan kepada :

Yth. Kasatlak BPBD Kabupaten Jombang

Haial

'@: | *ertilikas

emw Freere



BENCANA ANAK TENGGELAM
16 Desember 2023 jam 13.00 WIB

Lokasi sungai Dusun Badas Desa Badas Kecamatan Badas Kediri

Korban 2 Anak Dusun Jombok Desa Jombok Kec Ngoro Jlambang




PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO

JI. Bupati Ismail No.5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 9 November 2023

Nomor . 000/757/415.70/2023 Kepada
Sifat . Biasa Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Lampiran - Kabupaten Jombang.
Hal : Permohonan Kaji Ulang Durasi
Wakitu Traffic Ligh Di -

JOMBANG

Menindaklanjuti  keluhan dari masdyarakat pengguna jalan di
Kecamatan Ngoro, terkait lampu merah (Traffic Ligh) diperempatan antara
Jl.Bupati Ismail,Jl. Trunojoyo(Utara) dan Jl.Seneru (selatan) yang mana
durasinya terlalu lama sehingga pengguna jalan sering menyerobot lampu
meran, uniuk itu mohon bantuan dari Dinas Perhubungan melakukan kaji ulang
wakiu siklusnya

Demikian atas bantuan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Camat Ngoro

NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001

Balai
Sertifikasl
Elektronik

Daokumar ini felah ditendatangani secara eiekironik vang diterbitkan olah Balal Sertifikasi Elakironik (BSrE), BSSN
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PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO

JI. Bupati Ismail No. 5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 24 November 2023

Nomor : 360/834/415.70/2023 Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr Kepala PUPR Kab. Jombang
Lampiran Do- Kepala BPBD Kab. Jombang
Hal . TANGGAP DARURAT BENCANA Di

JEMPAT

Dengan ini kami laporkan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember
2023 jam 13:00 Dusun Krenggan Desa Kauman Kec. Ngoro

Kejadian

Pada Hari Kamis Tanggal 23 Nopember 2023 Jam 13:00 terjadi
bencana Tanggul Jebal ,Lokasi Dusun Krenggan Desa Kauman ( Dam
Godong )

Tanggap Bencana :

Terjadi debit air sungai meningkat sehingga penahan air tidak kuat
untuk menahan maka terjadilah luberan dan mengakibatkan jebol nya
tanggung air selebar 8 m. Sehingga mengakibatkan tergenangnya 5 Ha
tanah pertanian dan kolam ikan di sekitar kejadian.

Langkah Langkah :

1. Adanya Laporan Warga dan Di teruskan Ke Perangkat Desa dan
Kades Kauman dan Kades Rejoagung

2. Menghubungi Pihak Kepolisian, PUPR ,Kecamatan dan BPBD
Kabupaten Jombang

3. Bencana tidak ada Korban

4. Kerugian rusaknya 5 Ha tanaman persawahan rusak dan Kolam
ikan
Demikian laporan Tanggap darurat bencana ini kami buat untuk
menjadikan perhatian .

Camat Ngoro
Ditandatangani secara elektronik

NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001






LAPORAN KEGIATAN
PENGAMANAN PERDA DAERAH

Gotong Royong
Penanganan kegiatan
1.Lokasi kegiatan.

* Tanggal 27 Nopember 2023
e Jam 10:00 Wib 5d Selesai
* Lokasi Bencana Dusun Krengan Desa Kauman

2 Kegiatan

Acara Kegiatan gotong royong bendung aliran sungai yang bocor atau jebol
Hadir warga sekita , muspika dan Dinas Jombang

* Keamanan Fol PP

Acara Gotong royong berjalan aman dan kondusi

Ty
o
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PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO

JI. Bupati Ismail No. 5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 25 Oktober 2023

Nomor : 360/694/415.70/2023 Kepada
Sifat : Biasa Yth. Sdr. Kepala Satuan Pamong
Lampiran 5= Praja Kab. Jombang
Hal : Laporan Kejadian Orang Di

Meninggal Dalam Sumur TEMP

Dengan ini kami laporkan pada hari Selasa Tanggal 24
Oktober 2023. Jam 18.00 WIB. Tempat Kejadian Dsn. Genjong Lor
RT/RW 3/2 Desa Sidowarek Kec. Ngoro Kah. Jombang.

Identitas Korban :

Nama : Siti Fatimah (hamil 4 bulan )

TTL . Klaten 8 Januari 1981

Alamat : Dsn. Genjong lor RT/RW 3/2 Desa Sidowarek

Kecamatan Ngoro

Kronologis kejadian pada hari Selasa Tanggal 24 Oktober
2023 sekitar Pukul 18.00 mendapat laporan dari Kepala Dusun bahwa
warganya meninggal di dalam sumur pad pukul 18.15 Babinsa dan
Babinkamtibmas Sidowarek Bersama Polsek Ngoro menuju ke tempat
kejadian perkara pada pukul 18.30 unit Inafis dan BPBD sampai ke
tempat kejadian perkara untuk persiapan evakuasi pada pukul 19.45
korban selesai di evakuasi dan dibawa ke RSUD Jombang untuk di
Visum.

Demikian Laporan kejadian ini dibuat untuk di ketahui dan
disampaikan terima kasih

Camal Ngoro

Ditandatangani secara elektronik

NUR EVVA MAYLIA, 5.5TP., M.M
NIP. 198205012001122001

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen inf telah ditandatangani secara afaktronik yang diterbiiksn olsh Balai Sarifikasi Elekironik (B5rE), BESSN
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LAFDRAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA KERTOREJO

KECAMATAN NGDRO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023
URAIAN Rat ANGGARAN REALISASI  LEBIHAKURANG)
[ R} LRp} (Rp)
PEMDAPATAN
Pencapatan &zl Desa 1584 000000 00 1064000 000,00 0100
Fandapalan Transler PEIEITOM0ED 184506130000 4300 400,00
Drana Desa 1028 646.00000 1005548 000,00 a.00
Biagi Hasi Paysk 460 Retibusi 73 784 7000 T T 700,00 000
Aok Dar Desd AF0%40 00000 A1ETI0E0000 42010400 00
Bamluan Kacangan Kabupatenioa D0 EOGO0000 300000000000 .00
Perdapatan Lain lain 200000 000,60 PR038 043,00 T 039 4900
JUMLAH PENDAPATAR 2.03LITOTO000  2.032100.349,00 £ 476.351,00
BELARIA
BINARG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 601 8OBGIETE  GVEGERIEE00 1323124070
AINANG PELAKSARARN PEMBANGUNAY DESA §14 107 74000 B3 THE 200,00 P 544,00
BINANG PEMBINARN HEMASYARAKATAN 361 082420 00 155 302 420,00 17100 000,00
BIDAME PEMBERDAYSAM MASYARAKAT 75 TE0G00.L0 TETEO-M00 00
BIDANG PENANGGLLANGAN BENCANA, DARURAT DAN 104 00 300,05 104400 £00,00 00
JUMLAH BELANJA 2047 BI96SA, T8 2.091.800.918,00 18.630.780.76
SURPLUS | (DEFISIT) {14,568 9568, 74) 10043100 |14,555.429,78)
FEMBIAYAAN
Parefrnsan Pembizyman 14 560 950 78 14,560 950 78 000
PEMBIAYAAN NETTC 14 568.996,78 14,565 958,78 0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAM 0,00 14.669.420.78 (14.650.429,79)

Likat Cotetan Alas Laporan Kevangan yang merugakan bagian yang tidak terpisahkan dar laporen keoangan

KERTOREJC, 28 Decomber 2023

KEFALA DESA

Dra. H), SUIST)

ki Gl A R E AR

Prinipd by Sickeodas

Hzaman 1



LAPORAN REALISAS! APB DESA
PEMERINTAH DESA KESAMBEN
KECAMATAN NGORO

KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023
UBRAIAN Rt ANGGARAN REALISASI LEBIHIKURARG)|
(Bp ) {Ral [ Rl
PENDAPATAN
Fendapatan Asl Dess a0 e D00 0l 180064, D000 00
Pendapstan Transfer 2417 B0E0DD 2443 IB0EFO00 481229000
Dana Disa 128720600000 1287 285 000,00 000
San Hasd Pajak dan Relripu S 2A5 B0 D0 0216800, 0] Cpg
Hloicisi [lana Dasa AR 2300000 A5G 610 770,00 4512 230,00
Bantusn Kmmangan Kabupalekota B9 2485. 000,00 o XA GO0, 0.o0
Pandapatsn Lain-tain 426 978 BI7 40 427 [rd 477 60 4 Bi8 87000
JUMLAH PENDEPATAN NG5 A0700 02547704700 6 360,00
BELAKN.IA
BOGMG FENYELENGENSN PEVERINTAHAN DESA i e e g 10 B2 258 00 15416 07340
BANG FELASSAMOAN PFEMBANGLRAN DESA T EEE 332 107,08 1849 512 085 24 6. D06 040,75
MG FEMEMRAAN KEMAEYARAKATAN &7 520000 03 B7 E25.Q00,C0 0,00
EDANG PEMEEFIDRYARK MATTARAKA VB85 500,00 10 £ 15 500,00 4.550000:0,00
aﬁﬁ@gum EERCARNS DARTESAT QAN 151000 000 (0 10700 e 0 #0300 00000
JUMLAM BELANA IABAELSI8A0 3048997 BI5. 24 B0.256.114,16
SURPLUS { {DEFSIT) (102 540532 4 (22,7707 TE,24) £E0. 1E0. T, 15}
FEMBIAYAAN
Penerimaan FembiEyaan TR BB EER A TIES40 552 40 a5
PEMSIATAMN HETTC R (s a0
SILPASILPA TAHLUN BERJALAR ﬂﬂ'ﬂ 0. 169, 754 18 (B0 168, 5, 16

M oI

Lihat Catatan Atas Laporan Kcuangan yang merupakan bagian yang tidak ferpisahkan dari poran keuangan

IR o2 i

KESAMBEN, I8 Decamber 2023

KESAMBEN

WAMDORD SURGHKOWD YUDHA

Hesaman 1



LAPORAMN REALISAS| APE DESA
PEMERINTAH DESA GAJAH

KECAMATAMN RGORD
FABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN T023

UROTAN AHGGARAN RE&LISAS] LEBIH’[HWHGF
1Rp) [Rpd [ Rp}
FEMDAPATAMN
Peatapstan Ash Dase Tag BA% 420 00 145935 420,00 120,003 00
Pengapatan Transias 1.4941 78340000 1037 531 X530 00 420217000
Cana Desa 05 SET 000, 00 SRS BEF OO0 S0 LR
BEag Hagd Pajal dar Revibas) 907G A0 00 TEETE 400000 5 | 1]
fiakasi Dana Daosa A3 247 000,00 418 GH4.890,00 A2 17040
Biankiran Keuancan Kabupilsnikon A5 050 004, 0 & B OO, O30 Loan
Pardepatan Lain-tain Hi000-000, 60 23110, 739 00 3210 794 00
JUMLAH PENDAPATARK 2 111.578.520,0C0 211006768, 944,00 01 876,00
BELANJA
BDANG PENYELENGOARAN PEMERINTAHAN CEES, BET T2 797 T EIFIEIl;iﬁ-t S0 (1 T8 1B BT M
EEDBMNG FELAKSANAGN PEMISNCUSGN (HEGS BN G5T-A00, 00 S0 348 00,00 1?.3]?.2:4151:!
EDANG PEMESAAN KEMASYARAKATAN S0 4 2 0G0 00000 900,00
BDasn PEMBEADAY AN MATY A RAKAT Tk SAT R0, 00 BREAR. 00000 BE2.500,00
BTG PEMARNGGLLANGARN BEMCANS [ASTHRAT Dan H14 00000 T A0 000 00 000
WENDESAK DERA,
JUMLAH BELAMNIA 245486109771 2.908.448 500,00 #5412 497,71
SURPLUS! [ﬂEFlEl'I",I I‘LEE_Z'._WJH 22363448 00 HE,E-‘JEI',E‘.I.T'I]
PEMBIAYAAN
Fenerimasn Pﬂrﬂ:ita-:ﬁan 43282277 4128227771 0,03
PEMBIAYAAN NETTE 43 282, ZTT. 71 1-3.-.?!-1.2'?‘7.?1 0,00
SEHPASLPA TAHUN BERJALAR R 45 540624, 71 [aA510.628.71)
Lihat Catatan Atas Laporan Hesangan yang merupakan bagien yang Hdek terpisabkan desi lagaran kewamgan
geiah, 28 December 2023
Hepala Deaa
Suwand
I =200 1207 T—




LAPORAN REALISASHAPE DESA
PEMERINTAH DESA SIDOWARER

KECAMATAN NGORD
KABLFATEM JOMBANG
TAHUMN ANGGARAN 2023
URAEAN AHGGM REALISASL LEBIHIKURANG)
{Rp] (Rp) (Rp}
FENDAPATAN
Pardapatan Ask Desa 251 555 009,00 23505500000 165020 DO OE
Pendapatan Tiansler 24113360000 2 B3E ST 5AK 00 4 583 0000
[3ama Pesa 1.328.332 000,00 133600000 oG
Baagi il Pajak dan Palrious B3.429 600,00 &5 4950500 00 oo
fpkasi Dana Eesa 456 302 L0000 451 T3, 98000 4 56302000
Baniuan Keaangn Kabupaieniots 975 00000000 &7 5NN 00 000 060
Pancapaian Lain-in 20000 GO0 9% 24832500 & BET 32500
JUMLAH PENDAPAT AN J 1126808 600,00 3096563405 00 168.126.155,00
BELANA
BIDANG PENYELENGGARAN PRVERINTAHAN DESA Cris s HF AX 25 935 104.340.00 E1_'3T_B__GMIEE
HCENG FELIESOMNAAN PEMEARTLINAN DFSA T B EYE, VO | 333 265 &S00 00 B Rein 0o
PO MG PERRIINAAN KENAS YR RAEATAY 53 ARG 000000 B 455 000 00 2B 00000, BY
EDANC PEMIBERDYAAN MASYARARLT V4 S B O 44 523.950.00 A0.00
BDAMG PENANGEULANGAN BENCANS DERURAT DAN T MO0 R O 144 00000000 .00
MENDEEAK DESR
JURLAH BELAMS JATT.T2.41 ﬂ.i.'; 3904 388, 74000 7332767025
SURPLUE { {DEFISIT) (B5.023.890,25] 1?’.311.335.& I:_H':E:I‘E.ﬂs_,ﬁ}
FPEMBIAYAAM
Panatmaan Probiayaan B5 023.870.75 =t r el e
PEMBIAYAAN NETTC B2 210,25 BE023.810.25 00
SILPA/SILES TAHUN BERJALAR a0 57 02 ATS IS (57 20247525

Likat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak tarplsahkan dari laporan keuangan

[ Printed by Sishouces REREEEERERE

SHOOWARER. 28 December 2023

KEPALA DESA

Drs. FATCHUR ROHMAN

rialaren 1




LAPORAN REALISASI APB DESA
FPEMERINTAH DESA BANYUARANG
KECAMATAN NGORD
HABUPATEH JOMBANG
TAHUM ANGGEARAN 2023
LRAIAN Rt AMGOARAN REALMEASI LEBIHNKLIRANG)
1Rp} 1Rp) (Rpd
FENDOAFATAN
Pandapatan Asli Deas 232 550,000,00 232.900.000,00 350 900,00
Fardapaizn Trandder 20%0 0 TOO00 . RS ASTSE0 00 4 450 130,00
Cana Dasa 1233 FTANNA 00 b E25 T 000,00 9,03
Bisgi Hasil PajEs dan Hetnbusi 76851 700,00 TG BT OO0 Le
Slgkaw Dana Desa A45.01 300 00 4401 561 B30 00 A.550 V2EO0
Bantuan HMmangan Kaoupabeniols B0 00.000, 00 E50 DOI.000 00 4.0
Pendapalan Lan-ain H0.000600.00. 21 EH.E_EI:].W 1,824 580,00
JUMLAH PENDARAT &k 284TBATTOO00 T84S 73226000 TGS 4000
BELAN.IA
EIDAME PENYELEMNGHARAN F'EHEI%HTMH LA 'EIE-EI.W B3 IT Sl EES 719,03 B2rE Bead 1
DIDAMS PELARSANALN PEMAANGIRAN DERS, 1,524,167 822 39 |.528.5%1. 850.00 T
EHDASE PEMBIRAAN RETdASTARARATAN A4 200 60 60 45900000 .03 £.0a
DO FEMBERTULY AAN MASYARAKA 103 585 A0 B0 103 534 000,03 L.0a
BIDAMG FENANGELLANGAN BERCAMA, DERRAT Day 2 B0 DD 000,50 28{ R0, O 900
MERGESAK DESN,
JUMLAH BELANJA 29696120556  2EETHIZEED00 GE49.53856
'EI.'IFEF'I.UB-.'{IZIEFISIH {0, bl 505, 56 ) (42 380,409 00} (6,084,096 56]
FPEMBIAYAAN
Panetmaan Pecnbapaan A8 474 BDR &5 A8 854 505 58 A
PEMEIAYAAN NETTC A2 454 505 56 A0 404808 56 2,00
SILPASILPA TAHUM BEERJALAR 000 Bo084 056,56 {6 (IR 096, 56)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuvangan yang merupakan bagian yang tidak Torpisalikan dar laporan kpuangan

P ar el i

BANYUARANG, Z8 Decamber 2023

KEFALA DESA

ACHMAD ANEORI WIJAYA

Halaman {




LAPORAN REALISAS| APB DESA
FEMERINTAH DESA PULOREJD
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBAMNG
TAHUM ANGGARAN 2022

URALAN Ref. ANGGARAN REALISAS|  LEBIH{KURANG)
[Rp} [ R} (Rpl

FENDAPATAN
Perdopatan A% Desa 157 742 00000 162 742 000,00 .00
Porciapatan Transfo EPEHSS 50000 2764 034.470,00 4 556 830,00
Para Desa 1ITHZMO00000 1 175233800.00 200,00
Bagi Hasil Pagik dan Rélrbusi B2 496 300,00 7 495 3000 0.00
Mokasi Dara Desa AS5BEAG0N.00  451.304,370.00 4,558 630,00
Bantusn Keuangan Kabunaeniola 55500000000 555.000.000.00 0,00
Parcapaiss Lasitam 20000 00 00 24 763 550,00 4 TED BAO 0D
JUMLAH PENDAPATAN TA51.335.300,00  2.459.539.020.00 203.720.00

BELAN.IA

E:DANG PENYELENCGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,015,045 540,15 D3 604, 26000 56336, 280,15
EDMNG PELAKEANLEN FEMASNGLINAN DESA BG4 857 800,00 54 360, 050,00 F0:601.560,00
EICVING FEMSEMANN KEMASTARSHATAN A 700 B0 50 A5 TG B0 00 000
BIEWNG PEMBERDW Y RAN MASTARNGAT 195024, 80000 194.524.000.00 104.500,00
E‘m;s&ﬁn&u&um BENCANS, ARLBAT DAN 251 500 00000 261 600.000.00 000
JUMLAH BELANJA 2E20.161,94015 2.463.299.310,00 66.942.630,15
SURPLUS | (DEFISIT) (68,626 640,15] {1.680.230,00}  pA7.146.350.15)

PEMBIAYAAN
Panenimasan Pembayasn TIEIEH4015 TEAE B4 15 0.0
Pengaliaran Fomaiayaan 5. 000 000,03 003 5000, 500, 00
PEMBIAYAAN NETTC 0. B2 540,75 TARIEE4016  (5.000.000,00)
SILPATSILPA TAHUN BERIALAN 0,00 244535045 (72.185.35015)

Lihat Catatan Alas Laposan Beuzngan yang marupakan bagian yang tidak terpizabkan dasi lagoran kevangan

P oy Sinveons— AR

FULCREJD, 28 Decembar 2023

KEFALS DESA

HOP MUSTORD

Hmlpernan 1



LAFORAN REALISASI APBE DESA

PEMERINTAH DESA BADANG
KECAMATAN MNGORO
HABUPATEM JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023
URAIAN Rel. ANGGARAN REALISAST  LEBIH{KURANG)|
{Rp} {Ro) i Rp)
FENDAFATAM
Perptagatan Ash Desa 192,635 000,00 ZIGGE5 (0000 RS KK 0
Pendapatan Translar 2B ST0S0000 . -2 185032 110,00 453860000
Cara D TAREODTO0000 1961 025:000.00 1800000
Bagi Hasil Pajgk dan Retritiis 72 554 80500 72 BAd 3000 {00
Alas Dana Desa 455 BES.000, 00 451 142.310,00 4556 690,00
Bantunn Keuangan Katioshandala 20000000000 200, 0000000 R
Pendapatan Larisn 22 400.000.00 2503463400 934 834,08
JUMLAH PERDAPATAN 2A0S. 080000 2437 621.8544,00 22.316.144.00
BELANJA
BIOAMS PENYELESSOARAN FEMERPTAHAN DR DA ﬂ-l:l:‘- ST OEY G0 T aBE 450 00 29150598 00
BUEAMNG PELAKSANANN PEMBARGUNAN DESA TEES2ITEMI 00 1. B4EA4T 50000 F 77004390
BilLANG PEMBIRAAN KEMASTARAKATAN 5 00300 B0 GR OO0 000,00 00
BTN PEMBEFDATAAN MASTARAKAT HOZ 50,000, 00 S8 AR G0, 05 2.700,600,00
BIOAMG FEMANCGGLILARNGAN BERCann, DRRLIRAT oM Tash B0 00000 140 00300, 00 T.00
M-EH.EIEEJ'.K DESA
JUMLAH BELANA TITTALE002090  23II|ITAI000  IB.BE0.E4280
SURPLUS | {DEFISIT) 2785076710 BBYIT.BS4.00  (80.976.785.590)
PEMBLAY ARN
Perenmaan Pembsapaan 12 13% 237 B0 TEAIF T2 90 i1,
Pergeuaran Pembisyasn AL OO0 o0 A0.000 003,00 3,00
PEMBIAYAAN NETTC  (2TBSOTETAD) [27.860.767.10) 0,00
SHPASILPA TAHUN BERJALAK o SOOTETBESD (B0.97E THE.50)

Lehat Catatan Atas Laporan Keuangat yang merdpakan bagian yeng Sdak terplsshkan dar laparan ko angan

S TEE0ED X3

BADGME, 28 Decembar 2023

Hepala Desa

SHOLICHLUDN

Hataman 1



LAPORAN REALISAS| APE DESA
PEMERINTAH DESA NGORD
KECAMATAN NGORO
HABUPRATEM JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN Rat, ANGEARAN REALISASI  LEBIHIKURANG)
(Rp} (Rp) (Re}
PENDAPATAN
Pendapatan Asi Desa 329,062,600 00 330.361.500,00 BE71.000,00
Perdapatan Transler 1FOEEIH 10000 1 T91EI3.090.00 4.206.010,00
Bana Dasa 154100000000 1.047.090.000.00 £.00
Biagi-Hasil Fagaic don Retnbsi T5.Z4E 10000 TR 2481000 LR
Alotoae Dara Dega 420601 000,00 S35, 004, 980 00 4286 010,00
Banluan ¥euanaas Kebupsten ot MSH000 00000 250.000.000,00 0.00
Perdapatan Lam-an 20000 000,00 21 B28.655 00 1 425 965,00
JUMLAH PENDAPATAR ZASASULTO000  2.143.853.559.00 11.136.041,60
BELAMJA
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTANAN DESA T 6T 20500 TR TIE6a000 14.644.51 5,00
BIDAMG PELAKSANAAH PEMBANGUNAN DESA TABADDE0EI A6 1.170.143.087,18 23.955,000,00
BIOARE PEMBINAAN KEAAS v ARAHATAN G5 FRT 20060 G G52 05. 00 B DGR 00 00
BULLANG PEMOLTOAY At MASY AFAKAT S &7 S 00 91,275 000,00 25 B0 - 0200 00
;l;ﬂgéa EPETANGLILANGAN BENCANH DARIRAT DN oD 000 00 0A000C0N00 3B I00.00300
SUMLAM BELAMIA ZIWEUABENE  Z1G0FI29TINE  BBASSSIE00
SURPLUS | [DEFISIT) {81,638 788, 15} (8.279.314,18}  (75.356.474,00}
FPEMBIAYALN
Penerifmaan Pembayasa HiE38 7E0.50 B 5315 738,16 ood
PEMEIAYAAN NETTC B1.635.784,18 B1.625. 705,18 8,00
SILPAISILFA TAHUN BERJALAN o 0,00 TEASEATAN0 (15.366.474,00)

Lihat Catetan Ates Laporsn Meuangan yang menspakan baglan yang Hdak terpisahkan dor laparsn Kgisargan

Ptz by e [RLURCUSREN

Mgore, #3 Docember 2023

KEPALA DESA

KUS MASLIHAH

Halaman 1



LAPORAN REALISAS| AFB DESA
FEMERINTAH DESA BALIMAN
HECAMATAMN NGORD
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023
LURAaIAN ANCGGARAN REALISASE LEBIH K LERAMG)
{Rp] {Rp) LRp)
FENDBAPATAN
Pendapatan A& Desa 73582 500,00 F2 536 500,00 BEE 000,00
Pandapatan Trensle: TIOR3 80000 1704 243 55000 A.070250.00
Cana Desa 041 200080 1 0eY 344 00000 .60
Bag Haz# Pajak den Refribuki B4 B 8O0 00 B4 944 004D, KD 0,00
Mokagi Dieng Dasa 40T 0325 090,00 212 954 750,00 4 0h250.00
Banfuan Keusngan Kabupstentca 1BS 000 00 LY R (M OW0R) (] (HE LR
Pendapsian Lan-kain #1 565:200.00 26 573 ETE00 A JED.ETEOD
JUMLAH PENDAPATAR 180349150000 180345392600 37.674.00
BELAMIA
BN PENYELEMGANTAN PEMERINTAHAN DESA BOS 7E2 16X 20 560301 084,00 A5A99.075.08
HIOAHG PELAKSANASH PEMBARGUNAN DESA T4 547 DO000 T1.774. 350,00 42 77 850,00
EULANG PEMBINAAN KEMESYATAKATAN 109337 B0.00 115:095,000.00 202 R0000
EHMANG FEMBERDEYASN MAS TARACAT 108 461 QB0 00 TG, 770,000, 0d 1,657 980,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA. DARLRAT GAN TSR SBS 300,00 13080000000 137 54570000
TENOEEAK [IESA
JUMLAH BELAN.A LESES190143,08 1635780043400  270.738.708.79
SURPLUS ! [DEFIBIT) (BR027 64329} 16767349200 (23070113829
PEMBIAY AAN
Parerimaan Peambigyaan EAOZT BA3 7D BIOET 34308 i)
PEMBIATAAN NETTC 8100764575 K3.027.643.28 000
SILPAISILEA TAHLUMN BERJAL AL 000 2T 138,29 (2200704 436,29

Linat Catatan Atas Laparan Kalangan yang merupakan: bagan vang tidak terpisahkan dari laporan kouangan

Fauman, 38 December 2023

KEPALS DESA MALMAN

ABD. GOHAR




LAPCORAN REALISASI APE DESA
FEMERINTAH DESA REJOAGUNG

HECAMATAN NGORO
FABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023
URAIAN Rat. ANGOARAN REALISAS]  LEBIHNKURANG)
{ R 1Ra) (R
PENOAPATAN
Pendapaian Adl Dess 197200, 00008 156 0655, 0700, 00 1:136 004, 00
Pandapatan Transter 2454023 BV 2440046822 10 4 57V 240,00
Diaria Desa 1,697 34300000 1567 343 000.00 0o
Bag Hamed Pajak dan Retribus BEOSEETEA0 H1.958 572,20 LR
Blokasi Dana Desa £57 VA 000 B0 452 TAE 760,00 4,577 340 00
Bartusn Kauangan Kabupaleaion 275000 000 00 S5 00 0,00 i, 0
Pandapalan Lam-lam 2000002090 25103 827 10 & 10363700
JUMLAH PENDAPATAN 26TVZXETEI0  2ETO215.069,.20 1,008 503,00
BELAM.AA
BIDANG PENYELENGRARAN PEMERINTAHAN DESA &54 7T 07T, M 34325 350 00 20441 71 0

BIDANG PELAKSANAAN FEMEANGLNAN DESS
S NG PEMBINAGK KEMAS Y aRARATAN
BHCANG PEMAE RO Y AN MBS ¥ AFRAEAT

BIDANE PENARGE A ANGAN BENCANA, DARURAT 008
MENDESAK DESA

JUMLAH BELAMJA
SURPLUS ! (DEFISIT)
PEMEIAYAAN

Peneimman Feminayaan
FPEMBIAYAAN NETTC

SILPASSILPA TAHLN BERJAL &b

186 115100 00

1174 897 28 Q0

11523 575,00

74,060 003 0 74 050 000000 o6
18882 085,00 21654830000 17333 BP0
S CHN 0D, 0 362 00000000 D00

QESIBMIET I 765052496500 33290292, 00
422.500.585,00) 9.690.104.20 (32.290,689,20)

77 BE05A5.00 22 800505100 0,00

22.500.585,00 2 B0 EAR (ih n:l.m;

) 0,80 32 P80 505,20 [32.290.68%.20

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagisn yang tidak terpisabkan dan laperan Keusngan

Primnd by Stsbeudos

SRR 1 300

REJOAGLNG, 28 Dacembar 2023

KEPALS DESA

H.AHMAD HASAN] SE

Hadaman 1




LAFDRAN REALISASI AFB DESA
PEMERINTAH DESA GEMUKWATL
EECAMATAN NGORD
KABUPATEMN JOMBANG
TAHUM ANGGARAN 2023
URALAN Rt ANGGARAN REALISASI  LEBIHAHURANG)
(Rpl (Bpd [Rp ]
PENDAPATAN
Perdapatan Ak Dess 21015 S0 2TV 18T BI0IT 0,50
Perdapatan Transle: 2EMGI9ROTEO0 CEIETAE 26210 4715809 80
ana Desa pETERER QD00 1472 205 000,00 .60
B Haail Piagay dan Retibus B2 357 07200 b R ] 0:20
Alskapi Dara Desa Wi G 08010 458 HES 190,00 4 T15.810,00
Batuan Kauargan Kaupateniola 200.000.000.00 200,000 00300 ;e
Perdapatan Lairclan 00000000, 25,045 729,00 545 73900
JUMLAH FEHDAPATAR DAV ARETEZO0 2457 605.681.20 E K o b |
BELANJA
BROAKS FENYELENGINRAN FEMERIFNTAHAN DEGA E25 16T B3 38 TO5.021 AST 00 29 245 FRO35
FEDANG PELAKSANARN PERSANEUMNAN DESA 1552 524 50000 ¥, 349608, 500,00 S R
BODUANG FEMBINARN KEMASYARAKATAN 5B B54 300 00 58 D03 DO0LI0 BS54, 300 00
EDENG FEHL!EF:‘D&':’H;':H MASYARAKAT B0 TT0E00 D) T 1T GG 1500 03000
BIDANG PENANGEULANGAN BENCANA, DARLIRAT (AN 273 000 003,00 235
MENDESAK DERA Y HER L AR TE 090
JUMLAH BELANJA 2540316837368 2.ATE.E00GET,00 BAE10.180,18
SURPLUS I {DEFISIT) (82 961.07536)  (1B.00BATEBY)  (64.952.099,56)
PEMBIAYAAN
Parenimann Pambiayaan B2 06107538 [ BET.075.36 0
FPEMEBIAYAAN NETTE #2,961.075,06 BZ.961.076.36 0,00
SILPAISILPA TAMUN BERJALAP 0,60 G4.950.095 88 [64.352.099.56]

Lihat Catatan Alss Laporan Keazngan yarg merugakan bagian yang tidek terpisahkan dasi laporan kKeuangan
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KEPALS DESA

HANA FEBRIANTI



TAHUN ANGGARaN 2023

URA|lAN Rl AHGGARAN REAL ESAS LEBHNKURAHG)
(Bp} [ Rp [Rp|
PENDAPATAN
Pandapatan Ask Dess 6 235 000 [0 176205 009,00 3,08
Pizn Tr 7
dapenan Transfar IETETAREO000 7547 63 . T1R00 A1 478 550 00
Dara Desa VI0RST4000,00 1 TE7 57400000 27.000/000.00
Sag Has! Pajak dan Relie 71 278 60000 71 273 500,00 0:00
Alokasi Dana Deaa 447 BELO0 00 443 290 11000 A4TE 89800
Banfuen Keuangan Provinsi 51000000 E51.000:004800 om
Bantuan Keuargan Kabupalen®ats 21N D208 ) 2000 (O 00050 0,00
Pﬂﬁdﬁa]ﬂfl Lain-iain 20000 000,00 231 A50.00 31{|"E-5El:|,|:|:l
JUILAH PENDARATAY 2,774,977 500,00 2.745. E00.530,0d 28,377 0M0.00
BELANJA
EDANG PENYELENGRARAN PEMERINTAHAN OESA BIR235 071,47 02 201.000.00 A6 G 071 A7
EAIANG PELAKSANAAN PEMBANGLINAN CESA 1,45 B0 000, 0 1.A32 844 735,00 5861300 00
BIOAKG PEMEINAAN KEMASTARBKATAN 344 55D L4020 348,957 500 00 0
BIDARS PEMBERDAYAMY MAYARAKAT 261100000, 46.000.000.20 B
5 PENANGIULANGAN BENCANA. SR RUMAT BAN 108000 000 00 BIOCO 0000 2TA00.00000
WMEMDEZAK DESA
JUMLAH BEL AN ZB0ESETLAT 2 TSR BEE.200,00 49,585 371,47
SURPLUS [ {DEFISIT {32.005.979 A7) (10397 610,000 _ {21.608.361 47)
PEMBIAYAAN
e i 3200597147 370056 BTF1.47 0,00
= YAAN NETTC z-z.m&.m,d:_? F2006.5T1,47 000
S PAISILPA TAHUN BERIALAR 0,00 1608, 369 47 (29,808 251 47)

Lihat Catatan Atas Laporan Heuangan yang merpaan bagian yang tidak terpisatkan dari faporan keuangan
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SUGIHWARAS, 28 December 2073

KEPALA DESA

FERRY MULYATHO

Hadarman 1




LAPORAN REALISAS! APE DESA
PEMERINTAH DESA JOMBO
HKECAMATAN NGORD
KABLUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGEARAN 2023
URAIAN Rel ANGGARAN REALISASE  LEBIHIKURANG)
: i{Rpl {8p [ Rp}
PEMDAPATAN
Pandagetan Abli Desa V55 338 500,00 |56 335 00000 a0
Pandapalan Tramster 1886596 600,00 186200705000 4 479 540 00
Dana Desa 144846200000 1145057 000 B0 o0
Bagi Hasil Pk das Ratribagi TR IO 75 10K 00, 0 540
Alokizs Dana Désa 434 954 000,00 47 434 2501 1% 4 41954000
Eardisan Kauangan Kabupalentos 00 500 000,00 20, 000 000, 00 .00
Pardapatan Lain-lain CRCD0C GO O 22 294 BT 0D 2294 EBHT.00
JUMLAH PENDAPAT AR 04285280000  3040.737.047,00 245450300
BELANIA
BICANG PENYELENGEASAN PERFRINTAHAN [ESS GET EOT 849 04 B3 O71 VRSO0 A AF60ED 0
BICANG PELAKSANAAN PEMBARGLIMAY CDES4 RE0 57 ol B4 '}ﬂ.!f._!;mll:ln:l- 5:234003.00
HIEANT PEMBINAAMN REWMAS TARAATAN B 53 500 00 A0 537 500 00 4,60
HIEANG PEMBERCAT AN MAS TARALAT 302 210 500,00 MR I10.500,00 1,20
BIDAKRG PEMARGHLLANCAN BERCANA DOSURAT O (4 B
MENDESAK DESA 2 o 104 400 000,00 104 400 900,50 0,00
JUMLAH BELANJA, L064.620.745.84 2,054 560.650.00 10,060,080 54
SURPLUS | [DEFISIT) (21.76014994) (13832752000  (7.935.397.94)
PEMBIAYTABN
Perarimaar Pembigeaan 2. TBEA49 84 21768149, 54 B 1]
PEMBIAY AAN METTC 24.768.948,84 21.768.149,94 0,60
BILPASGILPA TAHUMN BERJALAS .00 TEISISTH4  (7.B35.397.84)

Likat Catatan Atas Laporan Keuangan yang mefupakan bagian yang tidak terpisankan dan laporan Heuangan

JOMBANG, 28 Décembar 2023

KEPALS DESA
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REKAPITULASI LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN 2023

TRIBULAN IV
RENCANA LEBIH/ RENCANA LEBIH/

NO DESA PENDAPATAN REALISASI KURANG BELANJA REALISASI KURANG SILPA

1 [NGORO 2,154,991,700.00{ 2,143,853,659.00 11,138,041.00 2,236,627,488.18| 2,150,132,973.18 86,494,515.00 75,356,474.00
2 |KAUMAN 1,803,491,500.00{ 1,803,453,926.00 37,574.00 1,856,519,143.29| 1,635,780,434.00 220,738,709.29 220,701,135.29
3 |REJOAGUNG 2,671,223,672.20| 2,670,215,069.20 1,008,603.00 2,693,824,257.20) 2,660,524,965.00 33,299,292.20 32,290,689.20
4 |KESAMBEN 3,025,523,407.00]  3,025,427,047.00 96,360.00 3,128,463,939.40| 3,048,197,825.24 80,266,114.16 80,169,754.16
5 |KERTOREJO 2,033,270,700.00{ 2,032,100,349.00 1,170,351.00 2,047,839,698.78| 2,031,999,918.00 15,839,780.78 14,669,429.78
6 |SUGIHWARAS 2,774,977,600.00 2,746,600,590.00 28,377,010.00 2,806,983,571.47| 2,756,998,200.00 49,985,371.47 21,608,361.47
7 |GAJAH 2,111,5678,820.00 2,110,676,944.00 901,876.00 2,154,861,097.71|  2,108,448,600.00 46,412,497.71 45,510,621.71
8 |BANYUARANG 2,847,697,700.00{ 2,845,232,260.00 2,465,440.00 2,896,162,205.56| 2,887,612,669.00 8,549,536.56 6,084,096.56
9 |BADANG 2,405,305,800.00{ 2,427,621,944.00 -22,316,144.00 2,377,445,032.90[ 2,338,784,390.00 38,660,642.90 60,976,786.90
10 [PULOREJO 2,451,335,300.00{ 2,451,539,020.00 -203,720.00 2,520,161,940.15] 2,453,219,310.00 66,942,630.15 72,146,350.15
11 |GENUKWATU 2,457,355,762.00| 2,457,689,681.20 -333,919.20 2,540,316,837.36] 2,475,698,657.00 64,618,180.36 64,952,099.56
12 |SIDOWAREK 3,112,688,600.00]  3,096,563,405.00 16,125,195.00 3,177,712,410.25|  3,104,384,740.00 73,327,670.25 57,202,475.25
13 [JOMBOK 2,042,852,600.00{ 2,040,727,917.00 2,124,683.00 2,064,620,749.94| 2,054,560,669.00 10,060,080.94 7,935,397.94

Pethbinar w =f
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PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO

JI. Bupati Ismail No.5 Ngoro 61473
Telp. (0321) 710402, Fax. -, e-mail: ngoro@jombangkab.go.id

Jombang, 22 Desember 2023

Nomor . 412.2/992/415.70/2023 Kepada
Sifat . Biasa Yth. Kepala Desa
Lampiran e Se Kecamatan Ngoro
Hal : Undangan Di -

TEMPAT

Menindaklanjuti Desk pembahasan penyusunan APBDes Tahun
2024 yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Desember 2023 di kantor di
DPMD Jombang. Guna mempercepat penyelesaian penyusunan dan
penetapan APBDes dengan batas akhir 31 Desember 2023 maka dimohon

bantuan Saudara menugaskan Sekdes dan Bendahara Desa untuk hadir

pada:

Hari . Rabu

Tanggal : 28 Desember 2023

Pukul : 08.00 s/d Selesai

Tempat . Balai Desa Ngoro

Acara : Pembahasan Percepatan Penyusunan dan Penetapan
APBDes 2024

Catatan . Peserta diharapkan membawa RAPBDes 2024

Demikian atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

Camat Ngoro

NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198205012001122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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NOTULEN

Rapat Percepatan Penyusunan dan Penetapan APBDes2024
DI KECAMATAN NGORO

PIMPINAN RAPAT : SEKCAM NGORO
YANG DIUNDANG : 350RANG

HADIR : 32 ORANG
Tanggal : 28 Desember 2023
SUSUNAN ACARA : - Pembukaan

e Materi

e Penutup/ Doa
SAMBUTAN

Sekcam Ngoro

o Ucapan terima kasih kepada para undangan yang telah hadir di Pendopo Kecamatan
Ngoro.

o Demi tertib Administrasi Desa Tahun anggaran 2023 dan mempercepat penyelesaian
penyusunan penetapan APBDes dengan batas akhir tanggal 31 Desember Tahun 2023
maka Tim Kecamatan Ngoro beserta Pendamping melaksanakan Pendampingan untuk
melaksanakan Entry data nilai keuangan masing — masing desa agar bisa melaksanakan
Penetapan APBDes Tahun 2024.

Umtuk itu Desa supaya membawa sebagai berikut ;
- RAPBDes Tahun 2024
- Laptop

Selesainya melaksanakan ini tahapan berikutnya pelaksanaan Desh Anggaran dan Posting.
Ngoro, 28 Desember 2023

Notulis,

SULIKATUN, SE

NOTULEN



PENETAPAN APBDESA T.A 2024

KECAMATAN NGORO

NO DESA NOMOR TANGGAL PENETAPAN
1| NGORO 4 Tahun 2023 29 Desember 2023
29 Desember 2023
2 | KAUMAN 6 Tahun 2023
29 Desember 2023
3 | REJOAGUNG 6 Tahun 2023
29 Desember 2023
4 | BADANG 5 Tahun 2023
29 Desember 2023
5| GENUKWATU 6 Tahun 2023
29 Desember 2023
6 | SUGIHWARAS 6 Tahun 2023
29 Desember 2023
7 | SIDOWAREK 6 Tahun 2023
29 Desember 2023
8 | BANYUARANG 5 Tahun 2023
29 Desember 2023
9 | GAJAH 7 Tahun 2023
4 Tahun 2023 29 Desember 2023
10 | KESAMBEN
6 Tahun 2023 29 Desember 2023
11 | KERTOREJO
5 Tahun 2023 29 Desember 2023
12 | PULOREJO
5 Tahun 2023 29 Desember 2023
13 | JOMBOK

Pémbinay 1y ef
NIP. T9820501200112 2001




Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA BADANG

PERATURAN DESA BADANG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BADANG

: & bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai

wiijud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara
terbuka dan  hertanggungiawab untuk sebesar-bDesamya

kemakmuran masvarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggeran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
20 yang  disusun  sesuai | dengan kﬂhuml'mln
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan,  efisiensi,  berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil,
makmiuer dan sejahlera;

¢, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

3.

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Bela.nj_a Desa Tahun

Anggaran 2024,

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nemor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor O dan Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41] sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 [Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomorl9, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
7% Hanie 7, Budbeber T Mo Rt
, Tambahan N i

Indonesia Nomaor 5495} TER
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten Hubun
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemt:lr}gmh Dﬁeﬁhﬂ
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4
g;:ﬁn?lrlrahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 197
Fﬁubghan Nama dan Pemindahan Tempat F?edutﬁ:lmkﬁ
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara



i B
landasan opersional peiaksanaan APH Draa,

Pasal b

(1) Pemeriniah  Desn dapal melaksanakan keglatan  untuk
penatigzulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

[2) Pendanann kegintan sebngaimana climakaud pada ayat [ 1)
mengganakan anggarn jenis belanja tidak terdugn. _

(3 Pemerintah  Desa  dapat  melakukan kegiatan
penangaulangan bencana, keadaan darurat, tflan mendesak
vang Lelum  tersedin  anggaranmya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa  tentang
Perubalian APB Dean,

|4) Keglatan sebagaimana dimakaud pada ayat (1) harus
mementihi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari ai-:tEu‘EtaF
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
tidak diharapkan terjadi secara berulang
berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
memiliki dampak vang signifikan terhadap anggaran
dalam rangks pemulihan yang djsebaizln!-r.nn oleh kejadian
luar biasa dan fatau permasalahan sosisal, dan
e, berskala lokal desa,

i i

Pasal 6

Datam hal terjadi: _

a. penambahan danjatau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun berjalan y

b. keadasn yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar obyek belanja: dan

0. kegiatan vang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SilPA akan dilaksanakan dalam tzhun
berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APE Desa dengan

melakukan perubshan Peraturan Kepala Desa fentang
Penjabsaran AFB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundanghkan.

Dinndangkan di Desa Badang
Pada tanggal ; 29 Desember 2023

5

NUR

ARIS DE3A BADANG

AH

LEMEARAN DESA BADANG TAHUN 2023 NOMOR 5/A



Menimbang

Mengmgat

- bahwa untuk melaksanakan ketent

KEPALA DESA BANY UARANG
KECAMATAN NGORO HABUPATEN JOM BANG

PERATURAN DESA BANYUARANG
NOMOR 5§ TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUARANG,
uan Pasal 3 Peraturan

Bupati Jombang Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tshun
Anggaran 2024, perlu menctapkan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

1. Undang-Undang Nemer & tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar

5495):
9. Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 tentang
Undang Nemor & Tahun

Peraturan Pelaksanaan Undang-
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomer 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah
heberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
1] tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Léembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Fendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomer 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
g Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik




-

o, berskala lokal dean,

Pasal 6

Dalam hal terjadi;

a. penambahan dan/atau  pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun berjalan

b, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar obyek belanja; dan

¢. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun gebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BFD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Banyuarang
- .29 Desember 2023

A 11 R i

b,

30 Desember 2023
ESA BANYUARANG

\ BEANYUARANG TAHUN 2023 NOMOR ..94....



Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA GAJAH

PERATURAN DESA GAJAH
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

KEPALA DESA GAJAH

bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam = melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil,
makmur dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan



-5-

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum
tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian
luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa
pada tahun berjalan

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Gajah
Padastaiiggal : 29 Desember 2023

o,

/KEPALADESA GAJAH

ﬁ’(f . @ W
1§ S ATS
{ E |
l\ o i //); - i
W\ 7<)
\ N4
\?\4.‘,’] el ) ./ffl’j

(SUWANDI)

Diundangkan di Desa Gajah
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA GAJAH

M.HADI SUSANTO
LEMBARAN DESA GAJAH TAHUN 2023 NOMOR 7



Menimbang

Mengingal

. pahwa Anggaran Pendapatan dan Bel

" dalam huruf a dan b,

s Momo !
. Undang Undané ‘o rintah Pusat dan Demerin

KEPALA DESA GENUKWATU

PERATURAN DESA GENUKWATU
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GENUKWATU

. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai

wujud dari pengelelaan keuangan Desa dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggungjawab uniuk sehesar-besarnya

kemnakmuran masyarakat desa;
anja Desa Tahun
Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Relanja Desa Tahun Anggaran
yang disusun sesual  dengan  kebutuhan

2024
penyelenggaraan pemerintanan  Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, elisiensi, berkeaclilan, berkelanjutan,

berwawasan  lngkungan, dan kemandirian = sehingga
menciptakan  landasan kuat dalam  melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan menuju masyaralkat adil,

makmmur dan sejahiers;
kahwa berdasarkan pertimbangarn sebagaimana dimalksud
perlu menetapkan Peraturan Desa

tentang ANgEAran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2024;
{2 Tahun 1950 leniang

. Undang-undang  Nomor
rah Kabupaten dalam lingkungan

Pembentukan Daerah-dac ;
Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomar g, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor @ dan Berita Megara Republik

Indonesia Tehur 1950 Nomer 4 1) sebagaimana telah dinbah
undang Nemor 2 Tehun 1965 (Lembaran

Megara Republik Indonesia Tahun 1965 Momor19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 2730)
Indonesia Nomor © Tahun 2014

Republik
Undang-Undang hep Klik Indonesia Tahun

I tentang Desa (Lembaran Negara Repu " s Republik

Tambahan Lemb

495}
~ 1 Tahun 20227 tentang Hubungah
tah Daerah

2014 Nomor 7
Indonesia Nomar S

Tahun 2022 Nomar 4,

Keyangan antars
Indonesia MNomor

(Lembaran Negara Rep
Tarmbahan Lembaran

blik indonesia .
Republik

; 28 Tahun 1972 tenlang
I'qpmt:l' an Tempﬂt Hq:dudl'lkﬂﬂ

Lo



LB

Pagal 5

(1) Pemerintnh Desa dapal melaksanakan kegiatan untuk
pennnggulangan beneana, keadasn darurat, dan mendesak,

[2) Pendanoun kegintan sebagaimuna dimaksud pada ayat (1)
mengunakan anggaran jenis belanfa tidak (erduga,

(3) Pemerintoh Desn dapat melalukan keegiatan
penanggulangan bencans, keadpan darural, dan mendesak
yang  belum  tersedha  anggarannys, yang  selanjutnya
dimsulkan  dalam rancangan  Peraltiran  Desa  tentang
Perubahan APE Desa,

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memennhi kriteria
a. bukan merupakan kegiatan normal dar  aktivitag

pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b, tidak diharapkan terjadi secara berulang

o, berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yvang signifikan terhadap anggaran
dalam rangks pemulihan yang disebablan oleh kejadian
luar bigsa dan/atau permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal desa.

Pagal 6

Dalam hal terjadi:

a, penambahan dan/atay pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun berjalan

b. keadsan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar obyek belanja; dan

¢. kegiatan vang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun

berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desga dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tenlang
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal T
Peraluran Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetabui, memerintahlan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

ET Al - Desa Genukwatu
o fagpat 00 Desember 2023
(4 A CENUKWATU

§ sa Genukwaiu
Biksember 2023
| GENLIKWATLU




Menimbang

Mengingat

an d
: & Dbahwa Anggaran PEndUPERRT T, dilaksan

. 1. Undang-undang Nomer 12 Tahun

KEPALA DESA JOMBOK

PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG .
ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES
TAHUN ANGOARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

EPALA DESA JOMBOK :
K an Belanja Desa sebagal
gkan secard

besar-besarnya

wujud deari pengelolaan ke b untuk se

ka dan bertanggungaws
sl t desa, 4
b. bahwa Anggararn Pendapatan s Seen E
pparan 2024 termuat dalam FUTRIL mranig
Qﬁwﬂ Pendapatan dan Belanja 13359- Tahunkeﬂ;?tﬂ:han
2024 yang disus:;n mhij:,m;llﬂﬂa ;ﬂr?ﬂ fan QEOSID
lenggaraan pem ) AR : '
:;:th-:}r:sa.?ngfan, 5’:5531335. berkeadilan, "mrkd::lﬁlnt;a
herwawasan lingkungan, dan kﬂmandmanhkm_
menciptakan  landasan  kuat dalam  me tmnadil
pemerintahan dan pembangunan menuja masyaraka *
makmur dan scjahtera; ) i
e hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dajam huril & dan b, perlu menetapkan _Pﬁratura.n Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2024

1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 9@ dan Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomorl9, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentung Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

gggl?l:rjm Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2B Tahun 1972 tentang



- s

i Pasal 5
i xnmﬁi::;m?m Desn dapmt  melakssanokan  keghatan uriuk
(2) Pendanan Efﬂn beneana, keadaan darurat, dan mendesak.
men \ kegiatan schagaimana dimakaud pada ayat ()
3 Pe m{lm“h" anggaran jents belanja tidak terdugs.
Bdcpiioms Desa dapat melakukan egiatan
penanggulangan bencana, keadaan darural, dan mendl a
yang Delum teraedin  angRArAnny, yang su'.lnn_]UEﬁ!
divsulkan  dalam rancangan Peraturan Dese ten

Perubahan APB Dean. harud
(4) Kegintan schagaimana dimaksud pada syt (1)

memerhi kriteris: fi aktivitas

a. bukan merupakan kegialan n“rm:;ii:;;itb:lumﬂj’ﬂi

merintah Desa dan tidak dapat dipredt
b. Egak diharapkan terjadi seCAra mnﬂang::r[nmh St
c. berada diluar kendali dan pengarub F*mhmp anggaran
d. memiliki dampak yang gignifikan tgfm i
dalam rangka pemulihan yang diseb® oty
juar binsa dan/atau permasalahan sraigal;

pasal b

Dalam hal terjad: 4
a. penambahan dan/atat pengurangan

Desa pads tahun berjalan )
b. ke:adai;‘.;:l. VANE menyebablkan harus dilakukan pergeseran

tar ik belanja; dan _
C mkcmnt:rt:w :rna:-g helum dilaksanakan tahiun aei.iljumnw d:nn
menycbabkan giLPA akan dilaksanakan am

berjalan
Kepala Desa dapal mendahului perubahan APB Desa dengan

melakukan perubshan Perafuran Kepala Desa tentang
Penjabaran AFB Desa dan memberitahukannya kepada BFD.

alam pm"ll:]ﬂ'pﬂt.ﬂ-ﬂ

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggel diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

D |.:.& di Desa Jombok
Pada ta TL& 209 Dezsember 2023
SEKRETME!S DESA JOMBOK

LEM
BARAN DESA JOMBOK TAHUN 2023 NOMOR 5/E



KEPALA DESA KAUMAN

PERATURAN DESA HAUMAN
NOMOR & TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DE3A
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

KEPALA DESA HAUMAN

Menimbaig . @ bahwa Anggaran Pendapatan duf Belanja Desa sebagal wajud dan
pengelolaan  keuangan  Desa dilaksanakan secara terbuka dan

% mehesar- besarmya kemakmuran masyarakag

b, bahwa Anggaman Pendapatan . dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
rarmual dalam Peraturan Deaa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dwesi Tahun Anggaran 2024 yang disusun gesuai dengan kebutubian
penyel Pemerintahan Desa Derdasarkan prinslp kebersamiin,
efisiensd. ~berkeaditan, berkelanjutan, berwawasan  lingkungan, dan

kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam metaksanakan

cintahan dan pembanmunn mMeniju masyarakat adil, makmar darni

sejahera;

& hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurul a
dan b, periu menctapkan Peraturan Dz tentang Anggaran Pendapatan
dan Bebanja Desa Takun Anggaran 2024,

Mengingat : 1. Undang- undang Momor 12 tahun 1950 tentang Pemnbentulkan Craerah-
dnerah Kabupaten datam Hnghungan Propensi Jawa Timur {Lembaran
Tahun 1950 Moeor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesis
Megara Republile indonesis Nomor 9 ‘dan Perita. Negara Repubiik
Indunesia Tahun 1950 Nomor 41 schagaimana- lelah diubah dengan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembamn Negasa  Repuldik
indomesia Tahun 1965 NomorlS, Tambahan Lembaran Negara Republil
Indonesia Nomor 27305

A Undang- Undang Republik Indonesia Nomor & Tahiin 2004 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun 2014 Homor 7. Tambahan
Lermbaran Negara Republik Indenesia Nowor 5495)

7, Updang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungin Keyangan
antara Pemeriniah Pusat dan pemerintah Dacrah (Lembaran Megara
Republik [ndonesia Tahun 5333 Momor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Namor G737

4.  Peraturan Pomerinish Nomaor A8 Tahun 1972 wentang, Perubahan Nama
dan Pemindahan Tempat kediditkan Pemerintah Deemh Kabupatcn
Panarukan [Lembaran Negard Bepublil Indenesia Tahun 1972 Mornor 38
dan Tambakan Lembaran Negars Republik ndanesis Momor 20489}

5 Peraturan Pemerintah Nomer 3 Tahun a6 tentang Pelaporan Kewangan
dan Kiners Instansi Pemerintah [Lembaran Negars Republik ndonesia
tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembeasan Megara Republik Indanesta

Momear 46 14]5
6. Peratumn Pemerinteh Noomor &7 Trhum 2004 tenteng tentang Peraturan
prlaksangan Undang. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[Lembaran  Negara Repubdik  Indoncsia Tahun 2004 Nomor 123,
Tarsbahan Lembaran  Negam Fepublik  Indonesia  Nomor 5539
sebagaimana lelah be kall diubah, terakhir dengan Peraturin
pPemerintsh Nomor 11 Tahun 2019 lentang Perubahan Kedus aias
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan
Undang Momor 6 Tabun 2004 lentang Desa

Pelaksanaan  LUndang:
{embaran  Negara  Republil mdonesin  Talun. 2004 Nomor 123
Tarmbahan Lembaran Negara Republik indoncsia Nemar 55397 :
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 lentang Pembinaan
Pengawasen Penyelenggarann Pemerintahan Deerah (Lembaran H&gﬂﬁ

desa;

Dipindai dengan CamScannar


https://v3.camscanner.com/user/download
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Paaa| 5

n
Melaksmalan keglatan intuk persngEalanga
12 P00, kendnag e, dan avengdesil

Fralan sthapaimann timaksiied parda ayal (1] menggunakan
(1 ?"""ﬁ"”'ﬂﬂ §enis hebann tidknk terbipps.

1 h'"""‘“‘“'l‘ﬂnh CE WAt miclakikin kegiatan pensnggylangan bencana,
Keddnng T, dan mendesay ¥ang behim tersedin AnggArannya, yang
SRRty Husulken  dalam  rancan BAN  Pefaturan [ksa  Ieniang
Perubating AP Drewn,

al Keginan Sehapsimana dimisksud pada Ayat (1) harus memenuhi kriteria:
bukag Werpakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa
thEy ekl dapat dpreciisosi sebelumnys:
B Nidak diharapkan terja; secar berlang:
"-‘1- et diluar ey

wial dan PEMERUD permerintak Dieaa;

Mesm Uampak yanp signifikan terhadap anggaran dajam rangka
Pemulihan Fng distbablan oleh kejadian |uar hiasa dan/alay
Permaszsinhap sosisal; dan

© berskala lokg| degs

Pasal &

Dalam g terjadi:

A penambahan dan atay PEnguEanEAn dalkam Ptndapatan Desg pada
tEhun beralan

b keadgan yang menychabkan harus ditalujean PETECSeTan antar ohyel
bthiB.'. clamy

C. kegia

lan yang bhelum ditakisanakan tahun Sehelumnya dan meEnyebahlan
SiLPA akan dilaksanalan dalsm tahyn berjatan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan Apg Deza dep kan

Perubdhan Feraturan Kepala Desa temtang Perjabaran apg Desa dan

mmheriuhuhs,nn:.-a kepada Bpn,

Agar setiap MAng mengeeghy, memerintahkay PENgurdangan Feraturan
Desa inf dalam Lembaren Desq,

* Dess Kanmas,
' 2% Diemember 2025
AM

Diundangkan d| Dpgg Kauman
Pada tangpa) - 99 Destmber 9093
SEK RIS DESA KAUMAN

B

NOFITAYULIA NiNGsg
BARAN DES

DESA KAUMAN TAHUN 2023 NoMoR 6/E



Menimbiing

Mengingal

KEPALA DESA KERTOREJO

RANCANGAN PERATURAN DESA KERTOREJO

NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

ARGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

-

KREPALA DESA KERTOREJO

bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanjn Desa schagai wujud
dan pengelolann keuangan Dess dilaksanakan secara terbuka
dian bertanggungiawnly uniuk sebesar-besarmya kemakimuran
mosyarakal desa;
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tabun
Anggaran 2029 termual dalam FPeraluran Deea tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anpggaran
2024  yang disusun  sesual  dengan  kebuluhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
reamaan, cfisiensi,  berkeadilan,  berkelanjutan,
berwawasan  lingkungan, dan  kemandiran  sehingga
meneiptakan  landasan  kuat  dalam  melaksanakan
pemeriniahan dan pembangunan menuju masvarakat aelil,
makmur dan sejahlera;
bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam hurul a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa

tentang Anggaran Pendapatan  dan Belanja Dresa Tahun
Anggaran 2024;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembeniukon
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik |ndonesin Tahun 1950
Nemor 19, Tambahan Lembaran Negarm Republik Indonesia
Momor 9 dan Berita Negarn Republik Indonesia Takun 1950
Momaor 41) sebagaimana telah dinbah dengan Undang-undang
Momor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negarsa Republik Indenesia
Tahun 1965 Nomor1%, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesa Nomor 2730);

Undang-Undang Republik Indonesta Nomor & Tahun 2014
tentang Desn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negarn Republik
Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nemor 1| Tahun 203273 tentang Hubungan
Keuvangin antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,
Tambahnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757,

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan
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{1} Pemerintah Deas dapat melaksanakan kegiatan untuk
penangpulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak

(2] Pendanasn kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggudangan bencana, Keadaarn darurat, dan mencdesai
vang belum tersedia  anggarannva, vang selanjuinga
diusulkan  dalam  rancangan Peraturan  Desa  tentang
Perubahan APE Desa,

(4) Kegiatan sebagaimana dimakaud pada ayval (1) harus
mementihi kritera:

a. bukan merupakan kegiatan nermal darl  akbtivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d, memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemubihan yvang disebabkan oleh kejadian
luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan

¢. -berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan danfatau  pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun berjalan

b. keadaan yang menvebabkan harus dilakukan pergeseran
antar obwek belanja; dan

¢, kegiatan vang belum dilaksanakan tahun sebelumnys dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan

Repala Desa dapat mendahului perubshan APB Desa dengan
melakukan perubahan  Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Dess Kesaimiben
A tanggal 29 Desember 2023

HEPALA DESH | &
EFSAMAERN -

______ AR kit |

i
Ve | WANDOKO BUNGKOWO YUDHA |
3 i) TAR -:':':‘:"
Diundangkan di Desa Kesambén
Padatanggal : 20 Desember 2023
SEERETARIS DESA KESAMBEN,

| MUHAMMAD ROMELI )
LEMBARAN DESA KESAMBEN TAHUN 2023 NOMOR 4




Memimbang

Mengingat

KEPALA DESA KESAMBEN

RANCANGAN PERATURAN DESA KESAMBEN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

;A

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KESAMBEN

babwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagsd
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secars
terbuka dan bertanpgungjawab untuk sehesar-besarmya
kemakmuran masyarakat desa;

. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2024 térmuat dalam Peraturan Desa fentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024  yang disusun  sesuai dengan kebutuhan
penvelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prnmsgp
kebersamaan,  efisiensi, berkeadilan, herkelanjutan
berwawasan lingkungan, dan kemandinan sehinggs
menciptakan  landasan  kuat dalam  melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adid,
makmur dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pematuran Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belamja Desa Tahun
Anggaran 2024,

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, TFambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negass Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Undangundang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 1965 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik lodonesia Nomar 27300,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
wentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara  Repoblik
Indonesis Nomor 5395),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2042 tentang Hailingsn
Keuangan antara Pemerintall Pusat dan Pemerinth Daerah
(Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Namar 4,
Tambahan Lembaran Negart Republik  Indonesit Nemuor
(77,

. Peraturan Pemerintah  Nomor 28 Tahun 1972 teniang

Perubahan Nama dan  Pemindahan Tempat Kedudukan

H T R o I T b il e kabaT Negars




Menimbang

lengingal

KEPALA DESA RGORO

PERATURAN DESA NOORO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANC
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E3SA

KEPALA DESA NGOROD

- a bahwa Anggaran Pendaparan dan Delanjn Desa  sebagai

wujud dari pengelolann keuangan Desa dilaksanakan secar
terbukn  dan  bertanggungiawab  untuk  sebesar-besarnyn
kemakmuran masynrakal desa;

b. bahwa Anggamn Pendapatan dan  DBelanga Dess Tahun
Anggaran 2024 termuatl dalam Pernturan Desa lentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024  yang  disusun  sesual  dengan kebutuhan
penyelenggaman  pemerintahan  Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan,  efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawnsan  lingkungan, dan  kemandinan  sehingga
menciptakan  landasan  kunt  dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil,
makmur dan sejahtern;

o bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf & dan b, periu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendnpatan dan BHelanja Desa Tahun

Anggaran 2024;

. 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950  lentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 1050 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia MNomor 9 dan Berita Negara Republik
Indonesin Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran

J.

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomorl9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 2730);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun
9014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495];

Undang-Undang Momor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomar 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
6757);

F:rl.t!'lurnn Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan



tndasan operasonal pelaksanman AL Desa

Fasal 5
(1] Pemerintih Desa adapat  mielaksanakon kegintan  antuk
prnangiulangan bencane, keadasn darirat, dan mmenidesak
(21 Pendanaan kegntan sebagaimann dimaksaisd paida avit (1)
mierggu nnloan anggaran jenis belanga tildak erdugs
(4 Pemerintah e nin il T MR AT hegthintnni
pennngulangan bencann, keadnan danarat, din e e
vang  belum  tersedin anggarannya,  Yang witla il g
diusulkan  dalam  rancangan  Peraturan  Besa dentang
Perubahan APH e
(4] Kegintan  sebagaimans  dimaksud  pada aval {1 harus
memenuhi krilernia:
a. buksnmerupakan  kegiatan  nomminl  dan akivites
pemerittah Desa dan tidak dapat diprediksd sebelumnya,
b tidik dihwrapkan terjadi secarn berulang,
¢, berada diluar kendali dan penigaruh pemeriniah Desa
o, memiliki dampak  yvang sgnifikan  ferhadap  anggaran
dalam rangkn pemulihan yang disebabkan aleh kejadian
tnr Dnasa dan fatau permasalnhan sonisal; darn
e, berskala lokal desa

PPasal £

Dalam hal terpadit

A penambahan  danfatau  pengurangan dalam pendapatan
Desa parda thun berjalan

. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar obvek belanja; dan

¢, kegiatan vang belum dilaksanakan thun sebelumnya dan
menyebabkan  SILPA  akan  dilaksanakan  dalam  tahiun

Berjalan

Kepaln Desa dapat mendahului perubaban APB Desa dengan
melakukan  perubahan Peraturon Kepaln  Desa lentang
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Paisal 7
Peraturnn Desa ing moulas berlako paoda tangeal diandanghiom

Agar sctiap ormng mengetanhul, memenntnhinn pen pundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

A Desa Ngore
B 29 Desember 202
AN GORO

undangkan di Desa Neoro
Padn tanpgal | 29 Desember 20270
BEKHETARIS DESA RGORD

EKKY DWI GAYUNC WULANDARI
LEMBARAN DESA NUORO TAHUN 2023 NOMOR 4
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Mengingat

KEPALA DESA PULOREIO

RANC
CANGAN PERATURAN DESA PULOREIO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANCG

ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELARJA DESA

TAHUN ANGOARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULOREJO
an Belanja Desa seba

' kan secara
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksana o
dan bertanggungjawab untuk gobesar-besarnya kem

i d
gal wuju
*erbﬂ!ﬂa
muran

magyarakat desa; .. pesa Tahun
b. hatwa Anggaran Pendapatan -iﬂil;lt Etf:f:fm tertanE
Anggaran 2024 termuat dalam EEM Tahun Anggaran

e. bahwa berdasarkan pertimban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Ha
2024 wang disusun  8esual dengan kkﬂb'-'”-_l Zin
penyelenggarasn pemerintahan Desa berdasar 3—“| F'quta.n!.
kehersamaan,  efisiensi,  berkeadilan, diﬁhﬂke::fl]

! i d kemandirian
berwawasan  lingkungan, dan csirhen mem}:mﬂlﬂiﬁ

menciptakan  landasan  kuat : 3

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil,
ahbiei .

_ makmur dan sejahtera; NE— i "

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa

tentang Angearan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2024,
Undarig-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41} sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
?ﬂ“ﬂ!‘ Egﬁ'f'ﬂhﬂﬂ 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
un 1900 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara i
Indonesia Nomor 2730); e,

2014 Nomor 7, Tambaha : .
[ndonesia Nomor 5495); n lembaran Negara Republik

%5 Undaﬂgvﬂndsmg Nomor | Tahun 2009 tentang Huhungg_n

Kevangan antara Pemerintah Pusa
. t dan Pemer
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'Ihhu:':n Eﬁggf?ai;m?nur 4
]

Tambahan Lembaran i
B757); Negara Republik Indonesia Neror



Pasal 7

Peraturan Desa inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahk
Peraturan Desa inl dalam Lembaran Desa an pengundangan

An di : Desa Pulorejo
sl : 20 Desember 2023

Diundangkan di- Desa Pulorejo
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA PULOREJO

ITA IRAWATI
LEMBARAN DESA PULOREJO TAHUN 2023 NOMOR 5



KEPALA DESA REJOAGUNG

RANCANCGAN PERATURAN DESA REJOAGUNG
ROMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGOGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REJOAGUNG

Menimbang & bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagal
wujud dari pengelolnan keuangan Desa dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggungiawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat desa;

b, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024 yang disusun sesuai dengan  kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan,  efisiensi,  berkeadilan,  berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sechingga
menciptakan  landasan  kuat dalam  melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil,
makmur dan aejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2024;

Undang-undang MNomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9 den Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Momor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomorl9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Republik Indonesin Momor & Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 MNomor 7, Tambahan Lembaran WNegara Republilk
Indonesia Nomer 5495);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
G757);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tabun 1972 tentang

Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan

Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan

Tembaran Neeara Renuhlik Tndnnesia Nomor 29891

LA
-
=

Mengingat

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pasal &

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa padna tahun berjalan

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar obyek belanja; dan

¢. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan AFB Desa dengan
melakukan perubahan  Peraturan Hepala Desa tentang
Pemjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahul, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

glkan di Desa Rejoagung
Pa] : 29 Desember 2023

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download
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o
KIEALA THEHA (IO WA AL

ITERATURAN TYMSHA DLW Al A
MOMOR G TAHLN 2023

TIENTANC
ANQOARAN PIENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TANUN ANGOARAN 2024

DISNOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DIESA BUGIHWARAS
Menimbang ¢ 0. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagal
wijud dart pengelolnan keuangun Desa dilaksanakan secara
wrbulin  dan  bertnnggungiawab  untuk sebesar-besamya
kemnlmran mosyarnkat desa;
bahwn Anggaran Pendapatan  dan Belanja Desa Tahun
Anggarmn 2024 termunt  dalam Peraturan Desa tentang
Anggnrmn Pendapatan  dan Balanja Desa Tahun Anggaran
gra4  ynng  dinusun  sesuni dengan  kebutuhan
prryelonggarnam pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
herkeadilan, berkslanjutan,

b

leehormnnminnn, elaienal,
berwnwnann  lingkungan, dan  kemandirian sehingga
Inndasan  kuat dalam  me b

menelptokon
pemerininlan dan pembangunan menuju masyarakat adil,

itk mur dion sefalhterns; :
Lahwa bendasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a dan b, perilu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggnran 2024,
¢ 1. Undang-undang Nomor 12  Tahun 1950 tentang
ol Ft:mhcgluhﬂr.l E}ﬂurﬂh-daemh Kabupaten dalam lingkungan
Propensl Jawn Timur (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republile Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik
Indenesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengnn Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 1965 Nomorl9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesin Nomor 5495); _
Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang

Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan

3.



o2

Pemr g lﬁh rakan kegiatan untuk

idady  [wan  dapat  melakan 2

Y2 rl-r"l'!n1"‘l1lg:|:'|!||'l'l'l_t:l1'|- I'n"-:'unrr:i, keadaan darurat, dan H1l'ﬂr|t51':=li':.ﬂ

(2 Prrdanaan kegintan sebwgnimana dimakaud parda aya
menmEnakan ATpgaTan jeniia belania tidak terduga [ .

(A Perreriniah ey fnpmt rrieladens bean egin r;
peranpglangan bepreann, keadaan darurat, dan mrnr!m.

anggarannya, vang aclanjutnya

vang  belum  tersedin
ﬂiu::lﬂknn dalam  Peraturan Desa teniang Perihahan APH

Nibas
(4) Kegiatan  sehagaimana dimakaud pada avat (1] harus
i kriteria
S Hai pnormal  dari  alktvitas

a  buknn mempakan kegiatan _
prmerintah Dess dan tidak dapat dipredikai sehelumnya,

tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
memiliki dampak vang signifikan terhadap Aanggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian
luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
e. berskala lokal desa.

0o

Pasal O

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun berjalan
b. keadsan vang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar obyek belanja; dan
¢. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
;:'E?.'-"ehabkﬂn SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
erjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa d

: en
mel.l.s._kukan perubahan  Peraturan Kepala Desa tentjﬁ
Fenjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD,

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahka pengundan
i n i
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa o

P _Fﬂ' {gkan di : Desa Sugihwaras
pr-ragatanggal ;29 Desember 2023
{ ,/ REPALA PESA SUGIHWARAS
!I:::':fl“:_r_-i_:-. r o |

I. '.1 L“;Il'ul-l 1
q:i-.ﬁr..._.. :
¢, BERRY MULYATNO
S 2 Rt

Diuridangkan di Desa Sugi
= ‘mﬂﬁaﬁm gihwaras

L. 2023

e K
S DESA SUGIHWARAS
AR

UGIHWARAS TAHUN 2023 NOMOR 6



Dokumentasi

Pembinaan BUMDes

lawa Timur






REKAP HASIL PERKEMBANGAN BUMDES IV TAHUN 2023

SKALA RESIKO

NO DESA KETERANGAN
RINGAN SEDANG BERAT
1 |NGORO \Y
2 |KAUMAN \Y
3 [REJOAGUNG Vv
4 |KESAMBEN Vv
5 [KERTOREJO Vv
6 [SUGIHWARAS Vv
7 |GAJAH Vv
8 [BANYUARANG Vv
9 [BADANG Vv
10 |PULOREJO Vv
11 |GENUKWATU Vv
12 |SIDOWAREK \Y%
13 |JOMBOK v

NIP> 198205012001122001




HASIL PEMBINAAN :

Rerdasarkan hasil pembinaan dari kecamatan belum berjalan dengan optimal di karenakan terdapat
beberapa hambatan yakni mengenai SDM, anggaran dan waktu kegiatan. Upaya yang dilakukan
untuk mengatasi hal terscbut adalah dengan melakukan BIMTEK, pelatihan, pembinaan dan

pengelompokan berdasarkan letak geografis hal ini bertujuan untuk mengefektifkan anggaran dan
wakiu.



Dokumentasi PKK
17 Oktober 2023




Dokumentasi PKK
28 Nopember 2023
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PETA JABATAN KECAMATAN NGORO TAHUN 2024

CAMAT ks | B K [ +/-]
12 | 1 1] o]
SEKRETARIS | KLS [ B [ K +-
CAMAT 11 [ 1]1 0
KIS| B | K | +/- KASUBAG KEUANGAN | KLS K | +/-
KASUBAG UMUM PENYUSUNAN
DANKEPEGAWAIAN | 8 [ 1 | 12 | o PROGRAM DAN 9 1|0
EVALUASI
JABATAN kis| 8 | k | +- JABATAN KLS K | +/-
PENGADMINISTRASI 5 1 1 0 BENDAHARA 7 1 1
UMUM B
PENGELOLA ANALIS KEUANGAN
KEPEGAWAIAN 5 of Yt 7 oo
PRAMU KEBERSIHAN PENGELOLA
1 0 1 1 KEUANGAN 6 i 1
PENGELOLA . N ANALIS DATA DAN ; W 4
PEMANFAATAN BMD INFORMASI
PENGELOLA ANALIS
DOKUMENTASI 61 of 1 1 PERENCANAAN 7 i 1
PENGEMUDI 5 ol 4 4 PENGELOLA . ) 4
B PRAGRAM DAN -
PENGADMINISTRASI ANALIS PELAPORAN
KEPEGAWAIAN s ol 1| a4 DAN TRANSAKSI ; 1| 4
KEUANGAN
PENGADMINISTRASI
KEUANGAN 5 1 1
SEKSI TATA KLS - SERST XS K |+~ Kis] 8] K | +- SERSTKETENTRAMAN | K5 K | +/-
PEMERINTAHAN PEMBERDAYAAN SEKSI SOSIAL BUDAYA DAN KETERTIBAN
9 0 MASYARAKAT DAN | 9 1]0 9]1]1]0 UMUM 9 1[0
JABATAN KLS +/- JABATAN KLS K | +/- JABATAN kis| B | Kk | +- JABATAN KLS K | +/-
ANALIS DESA DAN 7 1 :EIGEERDAVAAN 7 1| o ANALIS SOSIAL 7 of 1f ANALIS KEAMANAN 7 1]
KELURAHAN MASYARAKAT BUDAYA
PENGELOLA PENGELOLA
ADMINISTRAS! 5 1 PEMBERDAYAAN 6 1| 1 PENGELOLA DATA 6 of 1f PETUGAS KEAMANAN | 3 1|
PEMERINTAHAN MASYARAKAT
PENGELOLA SISTEM
INFORMASI
PENGELOLA BANTUAN
KEPENDUDUKAN 6 -1 PENGELOLA DATA 6 1] -1 SOSIAL DAN HIBAH 6 0 1 -1 PENGELOLA DATA 6 1|1
PENGELOLA
PENGELOLA DATA 6 0 KEAMANAN DAN 6 3]
KETERTIBAN
OPERATOR SISTEM
INFORMASI
ADMINISTRASI 6 1
KEPENDUDUKAN

TERAMPIL




KECAMATAN NGORO
PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL RKBMD 2024 RKBMD 2025
e URAEA REKON 2023 PENGADAAN PENGHAPUSAN PEMINDAHTANGANAN PEMANFAATAN UL PEMELIHARAAN KEEG‘TBS&N PENGADAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 =3+4-5-6-7 9 10 11
1 [Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1 1 1
2 Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan 1 1 1
3 Portable Water Pump 1 1 1
4  [Station Wagon 1 1 1 1
5 [Sepeda Motor 28 28 28
6 [Lemari Kayu 6 6 6
7 |Rak Besi 3 3 3
8 Filing Cabinet Besi 3 3 8 1
9 |CCTV - Camera Control Television System 1 1 1
10 |Alat Penghancur Kertas 1 1 1
11 |Mesin Absensi 1 1 1
12 |Papan Nama Instansi 1 1 1
13 |Kursi Besi/Metal 2 2 2
14 |Sice 3 3 3
15 [Meja Rapat 10 10 10
16 |Tempat Tidur Kayu 1 1 1
17 |Meja Resepsionis 1 1 1
18 |Meja 1/2 Biro 19 19 19
19 |Kursi Rapat 35 35 100
20 [Kursi Putar 5 5 5
21 |Bangku Tunggu 4 4 4
22 |Kursi Lipat 42 42 42
23 |Meubeleur lainnya 3 3 3
24 [Mesin pemotong rumput 1 1 1
25 |A.C. Split 5 5 4 10 3
26 |Kipas Angin 2 2 2
27 |Kompor Gas (Alat Dapur) 1 1 1
28 [Televisi 1 1 2 4 1
29 [Sound System 4 4 4
30 [Wireless 1 1 1
31 |Megaphone 1 1 1
32 |Dispenser 1 1 1
33 | Gordyin/Kray 2 2 2
34 |Alat Rumah Tangga Lain-lain 1 1 1
35 |Alat Pemadam/Portable 3 3 4 3
36 |Meja Kerja Pejabat Eselon 111 1 1 1
37 |Meja Kerja Pejabat Eselon IV 1 1 1
38 |Meja Rapat Pejabat lainnya 4 4 4
39 |Kursi Kerja Pejabat Eselon I11 1 1 1 2
40 [Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 1 1 1 6
41  [Microphone/Wireless MIC 1 1 1
42 |Digital LED Running Text 1 1 1
43 [Layar Film/Projector 1 2 3 4
44  |Mesin Pres 1 1 1
45 [Kursi Dorong 1 1 1
46 |Papan Planel 1 1 1
47 |alat keamanan lainnya (dst) 1 1 1
48 [P.C Unit 4 4 2 4
49 ([Lap Top 12 1 13 6 14 1
50 [Note Book 1 1 1




HASIL RKBMD 2024 RKBMD 2025
NO URAIAN
REKON 2023 | PENGADAAN PENGHAPUSAN PEMINDAHTANGANAN PEMANFAATAN LUMESH PEMELIHARAAN Kz-lB—G"I\"SﬁEN PENGADAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 =3+4-5-6-7 9 10 11
51 [Serial Printer 1 1 1

52 |CPU (Peralatan Personal Komputer) 1 1 1

53 [Monitor 1 1 1

54 | Printer (Peralatan Personal Komputer) 14 1 15 4 15

55 |Scanner (Peralatan Personal Komputer) 3 3 3

56 |Peralatan Komputer lainnya 1 1 1

57 |Peralatan Permainan lainyya 3 3 3

58 [Bangunan Gedung Kantor Permanen 4 4 4

59 |Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 1 1 1

60 [Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen 1 1 1

61 |Bangunan Gedung Pertemuan Permanen 1 1 1

62 [Taman Permanen 1 1 1

63 [Rumah Negara Golongan Il Tipe A Permanen 1 1 1

64 |Pagar Permanen 1 1 1

65 [Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain 1 1 1

66 [Maket & Foto Dokumen Lain-lain 1 1 1

67 [Mesin Antrian 1 1 1 1
68 [Sofatamu 1 1 1 1
69 [Lemari Es 1 1 1 1

267 351
JOMH 5 Mei 2024
y KECama
VG‘.’J'—P(‘:‘\
“NUR EVVA STP., MM

Petunjuk Pengisian Kolom pada formulir PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH :

Kolom (1)
Kolom (2)
Kolom (3)
Kolom (4)
Kolom (5)
Kolom (6)
Kolom (7)
Kolom (8)
Kolom (9)
Kolom (10)
Kolom (11)

: Nomor urut dan Sebagai Contoh

: Nama Barang yang ada di Barang Inventaris Gabungan setelah rekonsiliasi

: Jumlah Barang yang ada di Barang Inventaris Gabungan setelah rekonsiliasi
: Jumlah Pengadaan Barang sesuai dengan data RKMBD 2022 yang sudah menjadi DPA 2023
: Jumlah Barang yang sudah diusulkan penghapusan di RKBMD 2022 dan akan dilaksanakan penghapusannya pada tahun 2023

: Jumlah Barang yang sudah diusulkan untuk dipindahtangankan (mutasi) di RKBMD 2022 dan akan dilaksanakan pemindahtanganannya pada tahun 2023
: Jumlah Barang yang sudah diusulkan untuk dipinjampakaikan di RKBMD 2022 dan akan dilaksanakan pinjam pakai pada tahun 2023

: Penjumlahan Barang dari kolom (3) + (4) - (5) - (6) - (7)
: Diisikan sesuai dengan Jumlah Barang pada kolom (3)

: Diisikan Jumlah total Barang yang dibutuhkan pada OPD tahun 2022 dan akan menjadi dokumen Srandar Barang dan Standar Kebutuhan thn 2024 (8) + (11)
: Diisikan sesuai dengan selisih Jumlah Barang pada kolom (10) - (8)

I 6 i 19820




